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KODE PROGRAM DAN KEGIATAN 

Urusan : - NON URUSAN 

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 
01 01 Penyediaan Jasa surat menyurat 
01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 
01 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 
01 04 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS 
01 05 Penyediaan jasa jaminan barang mil ik daerah 
01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan 

dinas/operasional 
01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 
01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 
01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 
01 10 Penyediaan alat tulis kantor 
01 11 Penyediaan barang cctakan dan penggandaan 
01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 
01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 
01 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 
01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 
01 16 Penyediaan bahan logistik kantor 
01 17 Penyediaan makanan dan minuman 
01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 
01 19 Penmgkatan dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran 
01 20 Pengelolaan Administrasi Kepegawaian 
01 21 Pengelolaan Administrasi Aset 
01 22 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor 
01 23 Penmgkatan dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran Bagi UPT 
01 24 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran/Jasa Teknis 
01 25 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan 

dinas/Operasinal 
01 26 Penyediaan jasa administrasi keuangan. 
01 27 Penyediaan Makanan dan Mnuman 
01 28 Rapat-raapt Koordinasi dan konsultasi ke dalam Daerah. 
01 29 Penyediaan jasa pendukung adminstrasi perkantoran /jasa teknis. 
01 30 Penyusunan LPPD 
01 31 Penyediaan Jasa Teknis Perkantoran 
01 32 Penyusunan SOP SKPD/SKPKD 
01 36 Penyediaan Jasa Administrasi Pengadaan Pekeqaan Unit (P3U) 
01 37 Penyediaan Jasa Tenaga Ahli 
01 38 Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listik 
01 39 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Ketahanan Pangan 
01 40 Peningkatan Sumber Daya Aparatur 
02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 
02 01 Pembangunan rumah jabatan 
02 02 Pembangunan rumah dinas 
02 03 Pembangunan gedung kantor 
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KODE PROGRAM DAN KEGIATAN 

02 05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 
02 06 Pengadaan perlengkapan rumah jabtan/dinas 
02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 
02 08 Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas 
02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 
02 10 Pengadaan mebeleur 
02 11 Pengadaan Sarana Prasarana Gedung Kantor 

s/d 
02 19 dsL. 
02 20 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 
02 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 
02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 
02 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil Jabatan 
02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/opcrasional 
02 25 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas 
02 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 
02 27 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas 
02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 
02 29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 
02 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Halaman/Taman Gedung Kantor 

s/d 
02 39 dsL. 
02 40 Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan 
02 41 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas 
02 42 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor 
02 43 Rehabilitasi sedang/bcrat mobil jabatan 
02 44 Rehabilitasi sedang/bcrat kendaraan dinas/operasional 
02 45 Pembangunan Areal Parkir 
02 46 Pembangunan Sarana Gedung Kantor 
02 49 Pengadaan Alat Komunikasi 
02 50 Pengadaan Kendaraan Dinas / OpcrasionaL 
02 51 Pengadaan Mebubeler 
02 52 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas/jabatan 
02 53 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor. 
02 54 Pengadaan belanjajasa perencanaan pembangunan gedung kantor 
02 55 Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Makam Pahlawan 
02 57 Pembangunan Gedung Kantor (DAK) 
02 58 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Gedung 

Kantor 
03 Program peningkatan disiplin aparatur 
03 01 Pengadaan mesin/kartu absensi 
03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 
03 03 Pengadaan pakaian kerja lapangan 
03 04 Pengadaan pakaian KORPRI 
03 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 
03 06 dsL, 
04 Program fasilitas pindah/piima tugas PNS 
04 01 Pemulangan pegawai yang pensiun 
04 02 Pemulangan pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas 
04 03 Pemindahan tugas PNS 
04 04 ds t . 
05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 
05 01 Pendidikan dan pelatihan formal 
05 02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 
05 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 
05 04 Menyusun SPM,SOP ANJAB dan Beban Kerja 
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05 06 Peningkatan Kapasitas Aparatur 
05 07 Pembinaan PPNS 
05 08 Fasilitasi Upacara 17an Dan Upacara Hah Besar Nasional 
05 09 analisis kebutuhan diklat 
05 10 asistensi pengumpuian dan pelaporan LHKPN/LHKASN 
05 12 Bimtek pengaplikasian Simpeg Banyuasin 
05 13 pembekalan PNS menjelang memasuki masa pensiun 
05 14 main power planning 
05 15 asistensi t lm terpadu penilaian jabatan fungsional 
05 16 workshop penmgkatan kompetensi aparatur sipil negara (ASN) 
05 17 Pendidikan dan Pelatihan Non Formal 
05 18 Pemilihan Pegawai Teladan 

Kegiatan Bimtek bagi Aparatur Pemerintah Desa dan Anggota BPD 05 19 
05 20 Kegiatan Onentasi Pembekalan dan Kunjungan Keija bagi Aparatur 

Pemerintah Desa dan Anggota BPD 
05 60 Operasional pemilihan kepala desa 
06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian 

kinetja dan keuangan 
06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 
06 02 Penyusunan laporan keuangan semesteran 
06 03 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 
06 04 Penguatan Reformasi Birokrasi 
06 05 pcnyusunananggaran RKA, DPA, DPPA 
06 06 Penyusunan LAKIP SKPD 
06 07 Fasilitasi Pelaksanaan Gelar Budaya Kerja 
06 08 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 

Penyusunan perencanaan dan laporan capaian kinerja Perangkat Daerah 06 14 
06 17 Penyusunan IKU, Tapkin, Renja dan RKT 
06 18 Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan dan Akhir Tahun 
06 19 penyusunan analisis jabatan 
06 20 Penyusunan laporan keuangan akh i r t a h u n 
06 21 penyusunan sasaran kineija pegawai SKPD 
06 22 penyusunan Standar Opersional Prosedur 
06 23 Indeks Kepuasan Masyarakat 
06 24 Penyusunan Rencana Strategis SKPD 
06 25 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan 

Urusan : 1.01. - PENDIDIKAN 

15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 
15 01 Pembangunan gedung sekolah 
15 02 Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah 
15 03 Penambahan ruang kelas sekolah 
15 04 Penambahan ruang guru sekolah 
15 05 Pembangunan ruang locker siswa 
15 06 Pembangunan sarana dan prasarana olahraga 
15 07 Pembangunan saranan dan prasarana bermain 
15 08 Pembangunan ruang scrba guna/aula 
15 09 Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir 
15 10 Pembangunan ruang uni t kesehatan sekolah 
15 11 Pembangunan ruang ibadah 
15 12 Pembangunan perpusatakaan sekolah 
15 13 Pembangunan jaringan instalasi l istrik sekolah dan perlengkapannya 
15 14 Pembangunan sarana air bersih dan sanitary 
15 15 Pengadan buku-buku dan alat tuUs siwa 
15 16 Pengadaan pakaian seragam sekolah 
15 17 Pengadaan pakaian olahraga 
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15 19 Pengadaan mebeluer sekolah 
15 20 Pengadaan perlengkapan sekolah 
15 21 Pengadaaan alat rumah tangga sekolah 
15 22 Pengadaaan sarana mobilitas sekolah 
15 23 Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah 
15 24 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga 

sekolah 
15 25 Pemeliharaan rutin/berkala ruang kelas sekolah 
15 26 Pemeliharaan rutin/berkala ruang guru sekolah 
15 27 Pemeliharaan rutin/berkala ruang locker siswa 
15 28 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga 
15 29 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana bermain 
15 30 Pemeliharaan rutin/berkala ruang serba guna/aula 
15 31 Pemeliharaan rutin/berkala taman, lapangan uapacara dan fasilitas 

parkir 
15 32 Pemeliharaan rutin/berkala ruang uni t kesehatan sekolah 
15 33 Pemeliharaan rutin/berkala ruang ibadah 
15 34 Pemeliharaan rutin/berkala perpustakaan sekolah 
15 35 Pemeliharaan rutin/berkala jaringan instalasi l istrik sekolah dan 

perlengkapannya 
15 36 Pemeliharaan rutin/berkala sarana air bersih dan sanitary 
15 37 Pemeliharaan rutin/berkala alat peraktik dan peraga siswa 
15 38 Pemeliharaan rutin/berkala meneluer sekolah 
15 39 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan sekolah 
15 40 Pemeliharaan rutin/berkala alat rumah tangga sekolah 
15 41 Pemeliharaan rutin/berkala sarana mobilitas sekolah 
15 42 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah 
15 43 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga 

sekolah 
15 44 Rehabilitasi sedang/berat asrama siswa 
15 45 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah 
15 46 Rehabilitasi sedang/bcrat ruang guru sekolah 
15 47 Rehabilitasi sedang/berat ruang locker siswa 
15 48 Rehabilitasi sedang/berat sarana olahraga 
15 49 Rehabilitasi sedang/berat sarana bermain 
15 50 Rehabilitasi sedang/berat ruang serba guna/aula 
15 51 Rehabilitasi sedang/bcrat taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir 
15 52 Rehabilitasi sedang/bcrat ruang un i t kesehatan sekolah 
15 53 Rehabilitasi sedang/berat ruang ibadah 
15 54 Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah 
15 55 Rehabilitasi sedang/berat jaringan instalasi l istrik dan perlengkapannya 
15 56 Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitary 
15 57 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 
15 58 Pengembangan pendidikan anak usia dini 
15 59 Penyelenggaraan pendidikan anak usia d in i 
15 60 Pengembangan data dan informasi pendidikan anak usia dini 
15 61 Penyusunan kebijakan pendidikan anak usia dini 
15 62 Pengembangan kur iku lum, bahan ajar dan model pembelajaran 

pendidikan ank usia dini 
15 63 Penyelenggaraan koordinasi dan keijasama pendidikan anak usia dini 
15 64 Perencanaan dan penyusunan program anak usia dini 
15 65 Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini 
15 66 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 
15 67 Pembangunan talud dan pagar sekolah 
15 68 Penyelenggaraan Akreditasi PAUD 
15 69 Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD (DAK) 
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KODE PROGRAM DAN KEGIATAN 

16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar SembUan Tahun 
16 01 Pembangunan gedung sekolah 
16 02 Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah 
16 03 Penambahan ruang kelas sekolah 
16 04 Penambahan ruang guru sekolah 
16 05 Pembangunan Laboratorium dan ruang praktikum sekolah 
16 06 Pembangunan sarana dan prasarana olahraga 
16 07 Pembangunan sarana dan prasarana bermain 
16 08 Pembangunan ruang serba guna/aula 
16 09 Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir 
16 10 Pembangunan ruang uni t kesehatan sekolah 
16 11 Pembangunan ruang ibadah 
16 12 Pembangunan perpusatakaan sekolah 
16 13 Pembangunan jaringan instalasi l istrik sekolah dan perlengkapannya 
16 14 Pembangunan sarana air bersih dan sanitary 
16 15 Pengadan buku-buku dan alat tulis siwa 
16 16 Pengadaan pakaian seragam sekolah 
16 17 Pengadaan pakaian olahraga 
16 18 Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa 
16 19 Pengadaan mebeluer sekolah 
16 20 Pengadaan perlengkapan sekolah 
16 21 Pengadaaan alat rumah tangga sekolah 
16 22 Pengadaaan sarana mobilitas sekolah 
16 23 Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah 
16 24 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga 

sekolah 
16 25 Pemeliharaan rutin/berkala ruang kelas sekolah 
16 26 Pemeliharaan rutin/berkala ruang guru sekolah 
16 27 Pemeliharaan rutin/berkala ruang locker siswa 
16 28 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga 
16 29 Pemeliharaan rutin/berkala ruang serba guna/aula 
16 30 Pemeliharaan rutin/berkala taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir 
16 31 Pemeliharaan rutin/berkala ruang un i t kesehatan sekolah 
16 32 Pemeliharaan rutin/berkala ruang ibadah 
16 33 Pemeliharaan rutin/berkala perpustakaan sekolah 
16 34 Pemeliharaan rutin/berkala jaringan instalasi l istrik sekolah dan 

perlengkapannya 
16 35 Pemeliharaan rutin/berkala sarana air bersih dan sanitary 
16 36 Pemeliharaan rutin/berkala alat peraktik dan peraga siswa 
16 37 Pemeliharaan rutin/berkala mebeluer sekolah 
16 38 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan sekolah 
16 39 Pemeliharaan rutin/berkala alat rumah tangga sekolah 
16 40 Pemeliharaan rutin/berkala sarana mobilitas sekolah 
16 41 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah 
16 42 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga 

sekolah 
16 43 Rehabilitasi sedang/bcrat asrama siswa 
16 44 Rehabilitasi sedang/bcrat ruang kelas sekolah 
16 45 Rehabilitasi sedang/berat ruang guru sekolah 
16 46 Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan praktikum sekolah 
16 47 Rehabilitasi sedang/berat sarana mobilitas sekolah 
16 48 Rehabilitasi sedang/berat ruang locker siswa 
16 49 Rehabilitasi sedang/berat sarana olahraga 
16 50 Rehabilitasi sedang/berat ruang scrba guna/aula 
16 51 Rehabilitasi sedang/bcrat taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir 
16 52 Rehabilitasi sedang/berat ruang uni t kesehatan sekolah 
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16 54 Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah 
16 55 Rehabilitasi sedang/berat jaringan instalasi l istrik dan perlengkapannya 
16 56 Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitary 
16 57 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 
16 58 Pelatihan kompetensi siswa berprestasi 
16 59 Pelatihan penyusunan kur iku lum 
16 60 Pembinaan forum masyarakat peduli masyarakat 
16 61 Pembinaan SMP terbuka 
16 62 Penambahan ruang kelas baru SMP/MTS/SMPLB 
16 63 Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan 

SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan Non-Islam 
setara SD dan SMP 

16 64 Penyediaan Biaya operasional madrasah 
16 65 Penyediaan buku pelajaran untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTS 
16 66 Penyediaan dana pengembangan sekolah untuk SD/MI dan SMP/MTS 
16 67 Penyelenggraan paket A setara SD 
16 68 Penyelenggraan paket B setara SMP 
16 69 Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen sekolah dengan 

penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) d i satuan i>endidikan 
dasar 

16 70 Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa 
16 71 Pengembangan comprehensive teaching and learning (CTL) 
16 72 Pengembangan mated belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan 

menggunakan teknologi informasi dan komunikasi 
16 73 Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar 
16 74 Penyediaan beasiswa retrieval untuk anak putus sekolah 
16 75 Penyediaan beasiswa transisi 
16 76 Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar 
16 77 Penyelenggaraan Multi-Grade Teaching d i daerah terpencil 
16 78 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 
16 79 Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (02SN) Dan Festival/Lomba Seni 

Siswa Nasional (Fls2N) SD Dan SMP 
16 80 Bantuan Operasional Penyelenggaraan Madrasah Diniyah (BK) 
16 81 Penyediaan Prasarana Pendidikan Dasar (DAK) 
16 82 Olympiade MlPA SD/SMP 
16 83 Pembinaan Gugus Sekolah Dasar 
16 84 Pembangunan Pagar Talud SD/ SMP 
16 85 Penyelenggaraan Ujian Nasional / Ujian Sekolah 
16 86 Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah 
16 87 Penerimaan Siswa Baru SD dan SMP 
16 88 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pendidikan Dasar 
16 89 Pembinaan Kelembagaan Pendidikan Dasar 
16 90 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar 
17 Program Pendidikan Menengah 
17 01 Pembangunan gedung sekolah 
17 02 Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah 
17 03 Penambahan ruang kelas sekolah 
17 04 Penambahan ruang guru sekolah 
17 05 Pembangunan laboratorium dsan ruang praktikum sekolah (laboratorium 

bahasa, Komputer, IPA, IPS dan Iain-lain) 
17 06 Pembangunan ruang locker siswa 
17 07 Pembangunan sarana dan prasarana olahraga 
17 08 Pembangunan ruang serba guna/aula 
17 09 Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir 
17 10 Pembangunan ruang uni t kesehatan sekolah 
17 11 Pembangunan ruang ibadah 
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17 13 Pembangunan jaringan instalasi l istr ik sekolah dan perlengkapannya 
17 14 Pembangunan sarana air bersih dan sanitary 
17 15 Pengadan buku-buku dan alat tulis siwa 
17 16 Pengadaan pakaian seragam sekolah 
17 17 Pengadaan pakaian olahraga 
17 18 Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa 
17 19 Pengadaan mebeluer sekolah 
17 20 Pengadaan perlengkapan sekolah 
17 21 Pengadaaan alat rumah tangga sekolah 
17 22 Pengadaaan sarana mobilitas sekolah 
17 23 Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah 

17 24 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga 
sekolah 

17 25 Pemeliharaan rutin/berkala ruang kelas sekolah 
17 26 Pemeliharaan rutin/berkala ruang guru sekolah 
17 27 Pemeliharaan rutin/berkala ruang locker siswa 
17 28 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga 
17 29 Pemeliharaan rutin/berkala ruang serba guna/aula 
17 30 Pemeliharaan rutin/berkala taman, lapangan uapacara dan fasilitas 

parkir 
17 31 Pemeliharaan rutin/berkala ruang uni t kesehatan sekolah 
17 32 Pemeliharaan rutin/berkala ruang ibadah 
17 33 Pemeliharaan rutin/berkala perpustakaan sekolah 
17 34 Pemeliharaan rutin/berkala jaringan instalasi l istr ik sekolah dan 

perlengkapannya 
17 35 Pemeliharaan rutin/berkala sarana air bersih dan sanitary 
17 36 Pemeliharaan rutin/berkala alat peraktik dan peraga siswa 
17 37 Pemeliharaan rutin/berkala mebeluer sekolah 
17 38 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan sekolah 
17 39 Pemeliharaan rutin/berkala alat rumah tangga sekolah 
17 40 Pemeliharaan rutin/berkala sarana mobilitas sekolah 
17 41 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah 
17 42 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga 

sekolah 
17 43 Rehabilitasi sedang/berat asrama siswa 
17 44 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah 
17 45 Rehabilitasi sedang/berat ruang guru sekolah 
17 46 Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan praktikum sekolah 
17 47 Rehabilitasi sedang/berat ruang locker siswa 
17 48 Rehabilitasi sedang/berat sarana olahraga 
17 49 Rehabilitasi sedang/berat ruang serba guna/aula 
17 50 Rehabilitasi sedang/berat taman, lapangan upacara dan fasflitas parkir 
17 51 Rehabilitasi sedang/berat ruang uni t kesehatan sekolah 
17 52 Rehabilitasi sedang/berat ruang ibadah 
17 53 Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah 
17 54 Rehabilitasi sedang/berat jaringan instalasi l istrik dan perlengkapannya 
17 55 Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitary 
17 56 Rehabilitasi sedang/berat sarana mobilitas sekolah 
17 57 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 
17 58 Pelatihan penyusunan kur iku lum 
17 59 Pembinaan forum masyarakat peduli pendidikan 
17 60 Pengembangan altematif layanan pendidikan menengah untuk daerah-

daerah pedesaaan, terpencd dan kepulauan 
17 61 Penyediaan bantuan operasional manajemen m u t u (BOMM) 
17 62 Penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu 
17 .63 P/.ny#»iPTig^raan-paket C setara SMU 
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17 64 Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajem n sekolah dengan 
penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) 

17 65 Pengembangan materi belajar mengajar dengan menggunakan teknologi 
informasi dan komunikasi 

17 66 Peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dan industri 
17 67 Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah 
17 68 Penyelenggaraan akreditasi sekolah menengah 
17 69 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 
18 Program Pendidikan Non Formal 
18 01 Pemberdayaan tenaga pendidik non formal 
18 02 Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal 
18 03 Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan 
18 04 Pengembangan pendidikan keaksaraan 
18 05 Pengembangan pendidikan kecakapan hidup 
18 06 Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal 
18 07 Pengambangan data dan informasi pendidikan non formal 
18 08 Pengembangan kebijakan pendidikan non formal 
18 09 Pengembangan kur iku lum, bahan ajar dan model pembelajaran 

pendidikan non formal 
18 10 Pengembangan sertifikasi pendidikan non formal 
18 11 Perencanaan dan penyusunan pendidikan non formal 
18 12 Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal 
18 13 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 
18 14 Pembinaan Peserta Hari Aksara Intemasional ( HAI) 
18 15 Penyelenggaraan Peserta Hari Anak Nasional ( HAN ) 
18 16 Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan 
18 17 Pendamping Penyelenggaraan Ujian Nasional Paket A, B dan C 
18 18 Penyelenggaraan Kejar Paket A, B, dan C 
18 19 Jambore PTK PNF 
18 20 Pembinaan Tenaga Pendidik Dan Kependidikan PNF 
18 21 Pendidikan Kewirausahaan Masyarakat 
18 22 Pembinaan Lembaga Pendidikan Non Formal 
18 23 Pembinaan Dan Penguatan Lembaga Rumah Pintar Mini (RPM) 
18 24 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Non Formal (DAK) 
18 25 Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (DAK) 
19 Program Pendidikan Luar Biasa 
19 01 Pembangunan gedung sekolah 
19 02 Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah 
19 03 Penambahan ruang kelas sekolah 
19 04 Penambahan ruang guru sekolah 
19 05 Pembangunan laboratorium dsan ruang praktikum sekolah (laboratorium 

bahasa, komputer, IPA, IPS dan Iain-Iain) 
19 06 Pembangunan ruang locker siswa 
19 07 Pembangunan sarana dan prasarana olahraga 
19 08 Pembangunan ruang serba guna/aula 
19 09 Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir 
19 10 Pembangunan ruang uni t kesehatan sekolah 
19 11 Pembangunan ruang ibadah 
19 12 Pembangunan perpusatakaan sekolah 
19 13 Pembangunan jaringan instalasi l istrik sekolah dan perlengkapannya 
19 14 Pembangunan sarana air bersih dan sanitary 
19 15 Pengadan buku-buku dan alat tulis siwa 
19 16 Pengadaan pakaian seragam sekolah dan kelengkapannya serta pakaian 

olahraga 
19 17 Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa 

18 
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19 20 Pengadaaan alat rumah tangga sekolah 
19 21 Pengadaaan sarana mobilitas sekolah 
19 22 Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah 
19 23 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga 

sekolah 
19 24 Pemeliharaan rutin/berkala ruang kelas sekolah 
19 25 Pemeliharaan rutin/berkala ruang guru sekolah 
19 26 Pemeliharaan rutin/berkala ruang locker siswa 
19 27 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga 
19 28 Pemeliharaan rutin/berkala ruang scrba guna/aula 
19 29 Pemeliharaan rutin/berkala taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir 
19 30 Pemeliharaan rutin/berkala ruang uni t kesehatan sekolah 
19 31 Pemeliharaan rutin/berkala ruang ibadah 
19 32 Pemeliharaan rutin/berkala perpustakaan sekolah 
19 33 Pemeliharaan rutin/berkala jaringan instalasi l istrik sekolah dan 

perlengkapannya 
19 34 Pemeliharaan rutin/berkala sarana air bersih dan sanitary 
19 35 Pemeliharaan rutin/berkala buku-buku ajar 
19 36 Pemeliharaan rutin/berkala alat peraktik dan peraga siswa 
19 37 Pemeliharaan rutin/berkala meneluer sekolah 
19 38 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan sekolah 
19 39 Pemeliharaan rutin/berkala alat rumah tangga sekolah 
19 40 Pemeliharaan rutin/berkala sarana mobilitas sekolah 
19 41 Rehabilitasi sedang/bcrat bangunan sekolah 
19 42 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga 

sekolah 
19 43 Rehabilitasi sedang/berat asrama siswa 
19 44 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah 
19 45 Rehabilitasi sedang/berat ruang guru sekolah 
19 46 Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan praktikum sekolah 
19 47 Rehabilitasi sedang/berat ruang locker siswa 
19 48 Rehabilitasi sedang/berat sarana olahraga 
19 49 Rehabilitasi sedang/bcrat ruang serba guna/aula 
19 50 Rehabilitasi sedang/bcrat taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir 
19 51 Rehabilitasi sedang/bcrat ruang uni t kesehatan sekolah 
19 52 Rehabilitasi sedang/bcrat mang ibadah 
19 53 Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah 
19 54 Rehabilitasi sedang/berat jaringan instalasi l istrik dan perlengkapannya 
19 55 Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitary 
19 56 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 
19 57 Pelatihan penyusunan kur iku lum 
19 58 Pembinaan forum masyarakat peduli pendidikan 
19 59 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 
20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 
20 01 Pelaksanaan sertifikasi pendidik 
20 02 Pelaksanaan u j i kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan 
20 03 Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi 
20 04 Pembmaan kelompok kerja guru (KKG) 
20 05 Pembinaan lembaga pcnjamin mutu pendidikan (LPMP) 
20 06 Pembinaan pusat pendidikan dan pelatihan guru (PPPG) 
20 07 Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi 
20 08 Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan 

bagi pendidik dan tenaga kependidikan 
20 09 Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga 

kependidikan 
20 10 
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20 11 Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program 
profesipendidik dan tenaga kependidikan 

20 12 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 
20 13 Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan 
20 14 Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional 
20 15 Seleksi Galon Kepala Sekolah 
20 16 Penguatan Kepengawasan Sekolah 
20 17 Olimpiade sains guru 
20 18 Pengembangan SIM-Pendidik dan Tenaga Kependidikan 
20 19 Penilaian Kinerja Guru 
20 20 Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan 

menggunakan TIK 
20 21 Workshop Publikasi I lmiah 
20 22 Seleksi Guru Berprestasi 
20 26 Pelatihan Kompetensi tenaga pendidik PAUD 
21 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 
21 01 Pemasyaraktan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong 

terwujudnya masyarakat pembelajar 
21 02 Pengembangan minat dan budaya baca 
21 03 Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, 

perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan 
masyarakat 

21 04 Pelaksanaan Koordinasi pengembangan kepustakaan 
21 05 Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca d i 

daerah 
21 06 Penyelenggaraan kordinasi pengembangan budaya baca 
21 07 Perencanaan dan penyusunan program budaya baca 
21 08 Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca 
21 09 Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah 
21 10 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 
22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 
22 01 Pelaksanaan evaluasi basil kinerja bidang pendidikan 
22 02 Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan d i bidang pendidikan 
22 03 Pengendalian dan pengawasan penerapan azas efesiensi dan efektifitas 

penggunaan dana dekonsentrasi dan dana pembantuan 
22 04 Sosialisasi dan advokasi berbagai peraturan pemerintah d i bidang 

pendidikan 
22 05 Pembinaan dewan pendidikan 
22 06 Pembinaan komite sekolah 
22 07 Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan 
22 08 Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakaiya serta diskusi i lmiah 

tentang berbagai isu pendidikan 
22 09 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 
22 10 Sinkronisasi Perencanaan Pendidikan 
22 11 Penyusunan Profil Pendidikan 
22 12 Penunjang Operasional Bantuan Siswa Miskin (BSM) 
22 13 Penyelenggaraan jejaring pendidikan Nasional (JARDIKNAS) 
22 14 Pengembangan Program Adiwiyata 
22 15 Peningkatan manajemen pendidikan (pengelolaan aset, keuangan dan 

kepegawaian dan kelembagaan) 
22 16 Workshop Penguatan Peran Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah 
22 18 Penunjang Program Grindulu Mapan 

Urusan: 1.02. - KESEHATAN 

15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 
_ 1 5 _ a i Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan 
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15 02 Pemngkatan pcmerataan obat dan perbekalan kesehatan 
15 03 Peningkatan keterjangkauan harga obat dan perbekalan kesehatan 

tenitama untuk penduduk miskin 
15 04 Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit 
15 05 Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan 
15 06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 
15 07 Pengadaan Obat Penunjang Pelayanan Kesehatan 
15 08 Pelayanan Obat dan Alat Kesehatan d i Gudang Farmasi Kabupaten 
15 09 Penyediaan Obat dan BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) d i Kab/Kota 
15 10 Pembangunan Baru/Rehabilitasi dan/atau Penyediaan Sarana 

Pendukung Instalasi Farmasi Kab/Kota 
16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 
16 01 Pelayanan kesehatan penduduk miskin dipuskesmas dan jaringannya 
16 02 Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan 
16 03 Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana 

puskesmas dan jaringannya 
16 04 Penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan 

wabah 
16 05 Perbaikan gizi mayarakat 
16 06 revitalisasi sitem kesehatan 
16 07 Pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan 
16 08 Pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatan termasuk obat generik 

esensial 
16 09 Peningkatan kesehatan masyarakat 
16 11 Peningkatan pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban bencana 
16 12 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan 
16 13 penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan 
16 14 Penyelenggaraan pcnyehatan lingkungan 
16 15 Pelayanan Kesehatan dasar Puskesmas 
16 16 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 
16 17 Pembinaan kesehatan anak, remaja dan usila 
16 18 Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah 
16 20 Penyelenggaraan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan masyarakat 
16 21 Pelayanan Kesehatan Dasar Program JKN 
16 22 Peningkatan Puskesmas Rawat Inap Menjadi Puskesmas Rawat Inap 

Standar dan Rawat Inap Plus (BK) 
16 23 Perluasan fungsi Polindes Menjadi Poskesdes (BK) 
16 24 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pAK) 
16 25 Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat 
16 29 Pembayaran luran Jaminan Kesehatan bagi Penduduk yang Didaftarkan 

oleh Pemerintah Daerah dan /atau Pembayaran luran Kesehatan bagi 
Pekerja yang Terkena PHK 

17 Program Pengawasan Obat dan Makanan 
17 01 Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat d l bidang obat dan 

makanan 
17 02 Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya 
17 03 Peningkatan kapasitas laboratorium pengawasan obat dan makanan 
17 04 Peningkatan penjddikan dan penegakan hukum d i bidang obat dan 

makanan 
17 05 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 
18 Program Pengembangan Obat Asli Indonesia 
18 01 fsilitasi pengembangan dan penelitian teknologi produksi tanaman obat 
18 02 Pcngembanganstandarisasi tanaman obat bahan alam Indonesia 
18 03 Peningkatan promosi obat bahan alam indonesia d i dalam dan d i luar 

negeri 
18 04 Pengembangan sistem dan layanan informasi terpadu 
18 QFf I Pptiinpifqtan kerjasama antar lembaga penelitian dan industri terkait 
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18 06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 
19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masjrarakat 
19 01 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat 
19 02 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat 
19 02 Pemngkatan pemanfaatna sarana kesehatan 
19 03 Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan 
19 04 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 
19 06 Peningkatan promosi dan pemberdayaan masyarakat 
19 07 Pengembangan Desa Siaga 
19 10 Pemilihan Posyandu Terbaik, Pemilihan Desa PHBS, Pemilihan Kader 

Remaja Sehat 
19 11 Gerakan Promosi Sadar Hidup Sehat 
19 12 Pelatihan UKS dan Dokter Kecil 
19 13 Pengembangan Taman Posyandu 
19 14 Pendampingan Poskestren 
20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 
20 01 Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi 
20 02 Pemberian tambahan makanan dan vitamin 
20 03 Peanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan 

akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi 
mikro lainnya 

20 04 Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi 
20 05 Peningkatan gizi lebih 
20 06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 
20 07 Pengadaan MP-ASI dan Obat Penunjang Gizi 
20 08 Penanganan Gizi Buruk pada Balita dan Ibu Hamil 
20 09 Peningkatan Pemanfaatan AS! Eksklusif 
20 10 Penurunan Stunting 
21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 
21 01 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat 
21 02 Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat 
21 03 Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat 
21 04 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 
21 05 Penyelenggaraan Lingkungan Sehat 
21 06 Pengembangan Kabupaten Sehat 
21 07 Pengembangan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat 
21 08 Pengawasan dan Pengendalian Keamanan Pangan 
21 13 Hygiene Sanitasi Air Bersih dan Air Minum 
21 14 Pengembangan Rumah Sakit 
22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 
22 01 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk 
22 02 Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging 
22 03 Pengadaan vaksin penyakit menular 
22 04 Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah 
22 05 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 
22 06 Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik 
22 07 Pemusnahan/karantina sumber penyebab penyakit menular 
22 08 Peningkatan Imunisasi 

T O • • — — — 22 09 Peningkatan surveillance epideminologi dan penaggulangan wabah 
22 10 Penmgkatan komunikasi, informasi dan edukasi (kie) pencegahan dan 

pemberantasan penyakit 
22 11 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 
22 12 Pemberantasan Penyakit Menular 
22 13 Pemberantasan Penyakit Kaki Gajah (Filariasis) 
22 14 Pencegahan 8b Penanggulangan Penyakit Potensi KLB 8b Bencana 
22 15 Pencegahan 8s Pemberantasan Diare-Ispa 
? ? ' J 6 - -Pencegahan 8s-Pemberantasan HIV-AIDS/IMS 
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22 17 Pencegahan dan Pemberantasan Rabies 
22 18 Penanggulangan penyakit TBC Kusta 
22 21 Pelayanan, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Malaria 
22 22 Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular 
22 23 Pelayanan Kesehatan Baik Kegiatan PromotitTPreventif maupun 

KuratifyRehabiiitatif 
22 24 Pengadaan Alat Kesehatan dan Bahan Habis Pakai Pengendalian Penyakit 
23 Program Standarisasi Pelajranan Kesehatan 
23 01 Penyusunan standar pelayanan kesehatan 
23 02 Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesahtan 
23 03 Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan 

kesehatan 
23 04 Penyusunan naskah akademis standar pelayanan kesehatan 
23 05 Penyusunan standar analisis belanja pelayanan kesehatan 
23 06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 
23 07 Pengembangan Standarisasi Puskesmas 
23 10 Peningkatan Puskesmas Rawat Inap Menjadi Puskesmas Rawat Inap 

Standar dan Rawat Inap Plus 
23 11 Perluasan fungsi Polindes Menjadi Poskesdes 
23 12 Peningkatan SDM Kesehatan 
23 13 Penmgkatan Sarana dan Regulasi Kesehatan 
23 14 Akreditasi Puskesmas 
23 15 Pelatihan Tenaga Kesehatan dan/atau Tenaga Administratif pada 

Fasilitas Kesehatan yang Bekerjasama dengan BPJS Kesehatan 
24 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 
24 01 Pelayanan operasi katarak 
24 02 Pelayanan kesehatan THT 
24 03 Pelayanan operasi bibir sumbing 
24 04 Pelayanan sunatan masal 
24 05 Penanggulangan ISPA 
24 06 Penanggulangan penyakit cacingan 
24 07 Pelayanan kesehatan kul i t dan kelamin 
24 08 Pelayanan kesehatan akibat gizi buruk/busung lapar 
24 09 Pelayanan kesehatan akibat lumpuh kayu 
24 10 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 
25 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan 

prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya 
25 01 Pembangunan puskesmas 
25 02 Pembangunan puskesmas pembantu 
25 03 Pengadaaan puskesmas pcrairan 
25 04 Pengadaaan puskesmas keliling 
25 05 Pembangunan posyandu 
25 06 Pengadaaan sarana dan prasarana puskesmas 
25 07 Pengadaaan sarana dan prasarana puskesmas pembantu 
25 08 Pengadaaan sarana dan prasarana puskesmas pcrairan 
25 09 Pengadaan sarana dan Prasarana Puskesmas keliling 
25 10 Pengadaan sarana dan prasarana posyandu 
25 11 Pengadaaan sarana dan prasarana keliling 
25 12 Penmgkatan puskesmas menjadi puskesmas rawat inap 
25 13 Penmgkatan puskesmas pembantu menjadi puskesmas 
25 14 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas 
25 15 Pemeliharaan rutin/berkala saranan dan prasarana puskesmas 

pembantu 
25 16 Pemeliharaan rutin/berkala saranan dan prasarana puskesmas pcrairan 
25 17 Pemeliharaan rutin/berkala saranan dan prasarana puskesmas keliling 
25 18 Pemeliharaan rutin/berkala saranan dan prasarana posyandu 
25 19 Peningkatan puskesmas menjadi puskesmas rawat inap 
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25 20 Peningkatan puskesmas pembantu menjadi puskesmas 
25 21 Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembatu 
25 22 Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pcrairan 
25 23 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 
25 25 Administrasi Pembangunan Puskesmas 
25 26 Pengadaan peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana 

Puskesmas, Pustu dan Jaringanya 
25 27 Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas, Pustu dan Jaringanya 
25 28 Revitalisasi Alat Kesehatan Puskesmas 
25 29 Puskesmas, Pustu dan Jaringannya 
25 30 Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas (DAK) 
25 31 Pembangunan Polindes/Poskesdes 
25 32 Rehab Sedang/Berat Polindes/Poskesdes 
25 33 Rehabilitasi Gedung Laboratorium Kesehatan Daerah 
25 34 Pengadaan Peralatan Kesehatan (DAK) 
25 35 Penyediaan/Pemeliharaan sarana pelayanan kesehatan bagi masyarakat 

yang terkena penyakit akibat dampak konsumsi rokok dan penyakit 
lainnya 

25 36 Rehabilitasi Instalasi Gudang Farmasi (DAK) 
25 37 Pembangunan dan Rehabilitasi Bangunan Puskesmas Non Afirmasi dan 

Pendukungnya 
25 38 Penyediaan Prasarana Puskesmas Non Afirmasi 
25 39 Penyediaan Alat Kesehatan dan Peralatan serta Sistem Informasi 

Kesehatan Pendukung Puskesmas 
25 40 Penyediaan/Peningkatan/Pemeliharaan Sarana/Prasarana Fasilitas 

Kesehatan yang Bekeija Sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan 
Sosial Kesehatan 

26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah 
sakit/rumah sakit jiwa/mmah sakit pam-pani/rumah sakit mata 

26 01 Pembangunan gedung kantor rumah sakit 
26 02 Pembangunan ruang poliklinik rumah sakit 
26 03 Pembangunan gudang obat/apotik 
26 04 Penambahan ruang rawat inap rumah sakit (WIP, VIP, Kelas 1,11,111) 
26 05 Pengembangan ruang gawat darurat 
26 06 Pengambangan ruang ICU, ICCU, NICU 
26 07 Pengembangan ruang operasi 
26 08 Pengambangan ruang terapi 
26 09 Pengembangan ruang isolasi 
26 10 Pengembangan ruang bersalin 
26 11 Pengembangan ruang inkubator 
26 12 Pengembangan ruang bayi 
26 13 Pengembangan ruang rontgen 
26 14 Pengembangan ruang laboratorium rumah sakit 
26 15 Pembangunan kamar jenazah 
26 16 Pembangunan instalasi pengolahan limbah rumah sakit 
26 17 Rehabilitasi bangunan rumah sakit 
26 18 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit 
26 19 Pengadaan obat-obatan rumah sakit 
26 20 Pengadaan ambulance/mobil jenazah 
26 21 Pengadaan mebeleur rumah sakit 
26 22 Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang 

pasien, laundry, ruang tunggu dan Iain-lain) 
26 23 Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit 
26 24 Pengadaan pencetakan administrasi dan surat menyurat rumah sakit 
26 25 Pengembangan tipe rumah sakit 
26 26 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 
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Kesehatan Bagi Pendenta Akibat Dampak Asap Rokok melalui 
Pengembangan Ruang Rawat Inap, pengadaan alat Kesehatan dan/atau 
pengadaan 

26 29 Pelaksanaan Pengadaan Tanah 
26 30 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK) 
26 31 Pembangunan Gedung Sarana Penunjang 
26 32 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Sakit Kab/Kota 
26 33 Penyediaan Alat Kesehatan d i Rumah Sakit Kab/Kota 
26 38 Pembangunan Gedung Rawat Inap 
26 39 Pengadaan Mekanikal Elektrikal Rumah Sakit 
26 40 Pengadaan Alat Kesehatan 
26 41 Penyediaan Peralatan Kesehatan d i Fasilitas Kesehatan 
26 42 Pengurukan dan Pematangan Lahan 
26 43 Pembangunan Gedung Penunjang Rumah Sakit 
26 44 Penyediaan Alat Kesehatan Rumah Sakit 
27 Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/nunah 

sakit jiwa/rumah sakit paru-pani/rumah sakit mata 
27 01 Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit 
27 02 Pemeliharaan rutin/berkala ruang poliklinik rumah sakit 
27 03 Pemeliharaan rutin/berkala gudang obat/apotik 
27 04 Pemeliharaan rutin/berkala ruang rawat inap rumah sakit (WIP, VIP, 

Kelas I,II,ni) 
27 05 Pemeliharaan rutin/berkala ruang gawat darurat 
27 06 Pemeliharaan rutin/berkala ruang ICU, ICCU. NICU 
27 07 Pemeliharaan rutin/berkala ruang operasi 
27 08 Pemeliharaan rutin/berkala ruang terapi 
27 09 Pemeliharaan rutin/berkala ruang isolasi 
27 10 Pemeliharaan rutin/berkala ruang bersalin 
27 11 Pemeliharaan rutin/berkala ruang inkubator 
27 12 Pemeliharaan rutin/berkala ruang bayi 
27 13 Pemeliharaan rutin/berkala ruang rontgen 
27 14 Pemeliharaan rutin/berkala ruang laboratorium rumah sakit 
27 15 Pemeliharaan rutin/berkala kamar jenazah 
27 16 Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit 
27 17 Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit 
27 18 Pemeliharaan rutin/berkala ambulance/mobil jenazah 
27 19 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur rumah sakit 
27 20 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah saldt 
27 21 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 
28 Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 
28 01 kemitraan asuransi kesehatan masyarakat 
28 02 kemitraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular 
28 03 kemitraan pengolahan limbah rumah sakit 
28 04 kemitraan al ih teknologi kedokteran dan kesehatan 
28 05 kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis 
28 06 kemitraan pengobatan lanjutan bagi pasien rujukan 
28 07 kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu 
28 08 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 
29 Program peningkatan pelajranan kesehatan anak balita 
29 01 Penyuluhan kesehatan anak balita 
29 02 Imunisasi bagi anak balita 
29 03 Rekrutraen tenaga pelayanan kesehatan anak balita 
29 04 Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita 
29 05 Pembangunan sarana dan prasarana khusus pelayanan perawatan anak 

balita 
29 06 Pembangunan panti asuhan anak terlantar balita 
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29 08 Peningkatan Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak 
30 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 
30 01 Pelayanan pemeliharaan kesehatan 
30 02 rekruitmen tenaga perawat kesehatan 
30 03 Pendidikan dan pelatihan perawatan kesehatan 
30 04 Pembangunan pusat-pusat pelayanan kesehatan 
30 05 Pembangunan panti asuhan 
30 06 Pelayanan kesehatan 
30 07 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 
30 08 Pengembangan dan Pemilihan Posyandu Lansia 
30 09 Pelayanan Kesehatan Lansia 
31 Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan 
31 01 Pengawasan keamanan dan kesehatan makanan hasil industri 
31 02 Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil 

produksi rumah tangga 
31 03 Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan 

restaurant 
31 04 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 
32 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 
32 01 Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu 
32 02 Perawatan bcrkala bagi ibu hamil dar i keluarga kurang mampu 
32 03 Pertolongan persalinan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu 
32 04 Jaminan Persalinan (Jampersal) DAK 
32 05 Penmgkatan Pelayanan Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak 
32 06 Pembinaan kesehatan anak dan remaja 
32 08 Jaminan Persalinan (JAMPERSAL) 
38 Program peningkatan mutu Pelayanan BLXJD 
38 01 Pelayanan dan pendukung pelayanan kesehatan 
38 02 Pengadaan sarana dan prasarana rumah sakit 
39 Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Kesehatan 
39 01 Penyediaan/ Pemeliharaan Saraiia Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat 

yang Terkena Penyakit Akibat Dampak Konsumsi Rokok dan Penyakit 
39 02 Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Dengan Penyediaan Fasilitas 

Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok 
39 03 Penyediaan/ Peningkatan/ Pemeliharaan Sarana/ Prasarana Fasilitas 

Kesehatan yang Bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan 
Sosial Kesehatan 

Urusan: 1.03. - PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 

15 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 
15 01 Perencanaan pembangunan jalan 
15 02 Survei kontur jalan dan jembatan 
15 03 Pembangunan ja lan 
15 04 Perencanaan pembangunan jembatan 
15 05 Pembangunan jembatan 
15 06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 
15 07 Pembebasan Lahan untuk Pembangunan Jalan dan Jembatan 
16 Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 
16 01 Perencanaan Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 
16 02 Survei kontur saluran drainase/gorong-gorong 
16 03 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 
16 04 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 
16 05 Pemeliharaan Rutin Saluran Drainase Kota 
16 06 Nonnalisasi saluran drainase 
16 07 Operasional penyediaan sarana prasarana sanitasi 
16 08 Perbaikan saluran Tutup (trotoar) Kota 
17_ .Pzo^ram-Pembangunan turap/talud/brojong 
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17 01 Perencanaan turap/talud/brojong 
17 02 Survei kemiringan lereng turap/talud/bronjong 
17 03 Pembangunan turap/talud/bronjong 
17 04 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 
18 Prograxn rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan 
18 01 Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan 
18 02 Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jembatan 
18 03 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan 
18 04 Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan 
18 05 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 
18 06 Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan 
18 07 Inspeksi Kondisi Jalan 
18 08 Inspeksi Kondisi Jembatan 
18 09 Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan (DAK) 
18 10 Peningkatan Jalan (DAK) 
19 Program rebabilitasi/pemelibaraan talud/bronjong 
19 01 Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong 
19 02 Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong 
19 03 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 
20 Program inspeksi kondisi Jalan dan Jembatan 
20 01 Inspeksi kondisi Jalan 
20 02 Inspeksi kondisi Jembatan 
20 03 Evaluasi dan pelaporan 
21 Program tanggap darurat Jalan dan Jembatan 
21 01 Rehabilitasi jalan dalam kondisi tanggap darurat 
21 02 Rehabilitasi jembatan dalam kondisi tanggap darurat 
21 03 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 
22 Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan 

jembatan 
22 01 Penyusunan sistem informasi/data base jalan 
22 02 Penyusunan sistem informasi/data base jembatan 
22 03 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 
23 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 
23 01 Pembangunan gedung balai latihan kebinamargaan 
23 02 Pembangunan gedung workshop 
23 03 Pembangunan laboratorium kebinamargaan 
23 04 Pengadaan alat-alat berat 
23 05 Pengadaan peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat berat 
23 06 Pengadaan alat-alat ukur dan bahan labolatorium kebinamargaan 
23 07 Rehabilitasi/pemeliharaan gedung balai latihan kebinamargaan 
23 08 Rehabilitasi/pemeliharaan gedung workshop 
23 09 Rehabilitasi/pemeliharaan laboratorium kebinamaiKaan 
23 10 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat bera 
23 11 Rehabilitasi/pemeliharaan peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat 

berat 
23 12 

A A J 

Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan labolatorium 
kebinamargaan 

23 13 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 
24 Program pengembangan dan pengelolaan jaringan Irigasl, rawa dan 

jaringan pengairan lainnya 
24 01 Perencanaan pembangunan jaringan irigasi 
24 02 Perencanaan pembangunan jaringan air bersih/air minum 
24 03 Perencanaan pembangunan reservoir 
24 04 Perencanaan pembangunan pintu air 
24 05 Perencanaan nonnalisasi saluran sungai 
24 06 Pembangunan jaringan air bersih/air minum 
24 07 Pembangunan reservoir 
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24 08 Pembangunan pintu air 
24 09 Pelaksanaan nonnalisasi saluran sungai 
24 10 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan Irigasi 
24 11 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan air bersih/air minum 
24 12 Rehabilitasi/pemeliharaan reservoir 
24 13 Rehabilitasi/pemeliharaan pintu air 
24 14 Rehabilitasi/pemeliharaan nonnalisasi saluran sungai 
24 15 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi yang telah dibangun 
24 16 Rehabilitasi/pemeliharaan petani pemakai air 
24 17 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 
24 18 Peningkatan Jaringan Pengairan 
24 20 Pemeliharaan Tata Guna Air 
24 21 Program Kali Bersih 
24 22 Rehabilitasi/Pcningkatan Jaringan Irigasi 
24 23 Rchabiiitasi/Peningkatan Jaringan Irigasi (DAK) 
24 24 Pembangunan Jaringan Irigasi 
24 25 Perencanaan Aset Irigasi (PAI) 
24 26 Pembangunan Jaringan Irigasi (DAK) 
24 27 Peningkatan/Pcmbangunan Jaringan Irigasi dan Rawa (DAK) 
24 28 Rehabilitasi Jaringan Irigasi dan Rawa (DAK) 
25 Program penyediaan dan pengolahan air balm 
25 01 Pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa 
25 02 Rehabilitasi prasarana pengambilan dan saluran pembawa 
25 03 Pemeliharaan prasarana pengambilan dan saluran pembawa 
25 04 Pembangunan sumur-sumur air tanah 
25 05 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengeloLian air 
25 06 Peningkatan distribusi penyediaan air baku 
25 07 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 
26 Program pengembangan, pengelolaan dan konversl sungai, danau dan 

sumber daya air lainnya 
26 01 Pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya 
26 02 Pemeliharaan dan rehabilitasi embung dan bangunan penampung air 

lainnya 
26 03 Rehabilitasi kawasan krit is daerah tangkapan sungai dan danau 
26 04 Rehabilitasi kawasan lindung daerah tangkapan sungai dan danau 
26 05 Penmgkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai, danau 

dan sumber daya air lainnya 
26 06 Penmgkatan konversi air tanah 
26 07 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 
26 08 Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai 
26 09 Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan 

sungai 
27 Program pengembangan klnexja pengelolaan air minum dan air 

limbah 
27 01 Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat 

berpenghasilan rendah 
27 02 Penyediaan prasarana dan sarana air l imbah 
27 03 Pengembangan teknologi pcngolahan air minum dan air l imbah 
27 04 Fasilitasi pembinaan teknik pengolahan air l imbah 
27 05 Fasilitasi pembinaan teknik pengolahan air minum 
27 06 Pengembangan distribusi air minum 
27 07 Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air minum 
27 08 Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air l imbah 
27 09 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 
27 10 Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan 
27 11 Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan (DAK) 
27 12 
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28 Program pengendalian banjir 
28 01 Pembangunan reservoir pengendali banjir 
28 02 Rehabilitasi/pemeliharaan reservoir pengendali banjir 
28 03 Rehabilitasi/ pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai 
28 04 Pengembangan pengelolaan daerah rawa dalam rangka pengendali banjir 
28 05 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penaggulangan banjir 
28 06 Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan 

sungai 
28 07 Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali 
28 08 Peningkatan pembangunan pusat-pusat pengendali banjir 
28 09 Pembangunan prasarana pengaman pantai 
28 10 Pembangunan tanggul pemecah ombak 
28 11 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 
29 Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh 
29 01 Perencanaan pengembangan infrastruktur 
29 02 Pembangunan/peningkatan infrastruktur 
29 03 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 
29 04 Pembangunan Tugu Batas 
29 05 Pembangunan/peningkatan infrastruktur KSCT (DAK) 
29 06 Pemeliharaan ru t in taman kota dan jalur hijau 
30 Program pembangunan infrastruktur perdesaaan 
30 01 Penataan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan 
30 02 Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan 
30 03 Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaaan 
30 04 Pembangunan pasar perdesaaan 
30 05 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaaan 
30 06 Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih perdesaaan 
30 07 Rehabilitasi/pemeliharaan pasar pedesaaan 
30 08 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 
30 09 Monitoring dan Evaluasi Jalan dan Jembatan Perdesaan 
35 Program Perencanaan Tata Ruang 
35 01 Penyusunan Kebijakan Tentang Penyusunan Tata Ruang 
35 02 Penetapan Kebijakan Tentang RDTR, RTRK, Dan RTBL 
35 03 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Tentang Rencana Tata Ruang 
35 04 Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah 
35 05 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan 
35 06 Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan 
35 07 Penyusunan Rencana Tata Bangunan Dan Lmgkungan 
35 08 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rtrw 
35 09 Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Perencanaan Tata 

Ruang 
35 10 Rapat Koordinasi Tentang Rencana Tata Ruang 
35 11 Revisi Rencana Tata Ruang 
35 12 Pelatihan Aparat Dalam Perencanaan Tata Ruang 
35 
AJ\J 

13 Survey Dan Pemetaan 
14 Koordinasi Dan Fasilitasi Penyusunan Rencana Tata Ruang Lintas 

Kabupaten/kota 
35 15 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Rencana Tata Ruang 
35 16 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang RDTR 
36 Program Pemanfaatan Ruang 
36 01 Penyusunan Kebijakan Perizinan Pemanfaatan Ruang 
36 02 Penyusunan Norma, Standar, Dan Kriteria Pemanfaatan Ruang 
36 03 Penvusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang 
36 04 Fasilitasi Penmgkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemanfaatan 

Ruang 
36 05 Survey Dan Pemetaan 
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36 07 Sosialisasi Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur Dan Manual 
Pemanfaatan Ruang 

i 

• 

36 08 Koordinasi Dan Fasilitasi Penyusunan Pemanfaatan Ruang Lintas 
Kabupaten/kota 

i 

• 

36 09 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pemanfaatan Tata Ruang 

i 

• 

36 10 Fasilitasi Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) 

i 

• 

37 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 

i 

• 

37 01 Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang 

i 

• 

37 02 Penyusunan Prosedur Dan Manual Pengendalian Pemanfaatan Ruang 

i 

• 

37 03 Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian 
Pemanfaatan Ruang 

i 

• 

37 04 Pelatihan Aparat Dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang 

i 

• 

37 05 Pengawasan Pemanfaatan Ruang 

i 

• 

37 06 Koordinasi Dan Fasilitasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Lintas 
Kabupaten/kota 

i 

• 

37 07 Sosialisasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang 

i 

• 

37 08 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan 

i 

• 

37 09 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang 

i 

• 

i 

• 

Urusan: 1.04. - PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 
i 

• 

i 

• 

15 ProgramPengembangan Perumahan 
i 

• 

15 01 Penetanan kebiiakan strateeu dan nroeram nerumahan 

i 

• 

15 02 Penyusunan norma, standar, pedoman, dan manual (NSPM) 

i 

• 

15 
X V 

03 

i 

• 

1 q 04 

i 

• 

15 05 Koordinasi pembangunan perumahan dengan lembaga/badan usaha 

i 

• 

i o fifZ 

uo 
rasLuiasi nan sumuiasi pemoangunan perumanan masyaraKai Kurang 
mampu 

i 

• 

1 CZ n'7 remoangunan sarana aan prasarana ruman seaernana senai 

i 

• 

15 08 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 

i 

• 

16 ProgramLingkungan Sehat Perumahan 

i 

• 

16 01 Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang 
pembangunan perumahan 

i 

• 

16 02 Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi 
masyarakat miskin 

i 

• 
16 03 Penyuluhan dan pengawasan kualitas lingkungan sehat perumahan 

i 

• 16 04 Pengendalian dampak resiko pencemaran lingkungan 

i 

• 
16 05 Penetapan kebijakan dan strategi penyelenggaraan keserasian kawasan 

dan lingkungan hunian berimbang 

i 

• 

16 06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 

i 

• 

16 07 Operasional program peningkatan kualitas pemukiman (P2KP) 

i 

• 

16 08 Fasilitasi dan stimulasi perbaikan rumah tidak layak hun i (RTLH) 

i 

• 

16 09 Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman (DAK) 

i 

• 

17 Program Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman 

i 

• 

17 01 Fasilitasi pemberian kredit mikro untuk pembangunan dan perbaikan 
perumahan 

i 

• 

17 02 Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman 
berbasis masyarakat 

i 

• 

17 03 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan 
perumahan 

i 

• 

17 04 Peningkatan sistem pemberian kredit pemilikan rumah 

i 

• 

17 05 Sosialisasi dan fasilitasi jaminan kepastian hukum dan perlindungan 
hukum 

i 

• 

17 06 Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan 
perundang-undangan bidang perumahan 

i 

• 

17 07 Pembangunan Jalar I Lingkungan 
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17 08 Pengadaan Bahan Infrastruktur Perdesaan 
17 09 Peningkatan prasarana, sarana dan util itas umum 
17 10 Monitoring, evaluasi & pelaporan 
17 11 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Keuangan Desa 
17 12 Operasional Program Kotaku 
18 Program Pembinaan Lingkungan Sosial bidang Sarana Prasarana 

Permukiman 
18 01 Pembangunan/ Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan, Saluran Air Limbah, 

Sanitasi dan Air Bersih 
18 02 Pembangunan/ Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan/atau Jembatan, 

Pasar, Sarana/ Prasarana Pendukung Pariwisata 
1.05. - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN 
MASYARAKAT 
15 Program Peningkatan KeamnnRn Dan Kenyamanan Lingkungan 
15 01 Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan 
15 02 Pembangunan Pos Jaga/ Ronda 
15 03 Pelatihan Pengendalian Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan 
15 04 Pengendalian Kebisingan Dan Gangguan Dari Kegiatan Masyarakat 
15 05 Pengendalian Keamanan Lingkungan 
15 06 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan 
15 07 Fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) 
15 08 Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) 
15 09 Monitoring Orang Asing 
15 21 Dukungan Kegiatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) 
15 22 Dukungan Kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Msyarakat (FKDM) 
15 25 Penertiban hewan temak kaki 4 (empat) 
15 27 Penertiban anak jalanan, gelandangan dan pengemis 
15 28 Penertiban perizinan 
15 29 Penertiban pedagang kaki lima (PKL) 
15 30 Pengamanan hari-hari besar keagamaan 
15 31 Pengamanan dan pengawalan pejabat 
15 34 Patroli lingkungan 
15 35 Pengawasan dan Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban 
15 36 Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban 
16 Program Pemeliharaan Ketentraman, Ketertiban dan Pencegahan 

Tindak Kriminal 
16 01 Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban 
16 02 Penyelidikan dan Penyidikan Pelanggaran Perda 
16 03 Peningkatan Penanganan Pelanggaran Perda 
16 04 Pembinaan, Penyuluhan dan Pengawasan Pelaksanaan Perda 
19 Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban Dan 

Keamanan 
19 01 Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan D i Masyarakat 
19 02 Pembentukan satuan keamanan lingkungan dalam memonitoring 

keberadaan Linmas 
19 03 Pembinaan aparatur Linmas dalam memberdayakan masyarakat untuk 

pemeliharaan trantibum 
19 04 Pembinaan Satuan Linmas Kabupaten Pacitan dalam pengamanan 

situasi lingkungan darurat dan siaga bencana 
19 15 Pengamanan Daerah 
19 16 Operasional dan Pembinaan LINMAS 
19 17 Operasional dan Pembmaan SAR LINMAS 
22 Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban Bencana Alam 
22 01 Pemantauan Dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam 
22 02 Pengadaan Tempat Penampungan Sementara Dan Evakuasi Penduduk 

Dari Ancaman/ Korban Bencana Alam 
22 03 Pengadaan Sarana Dan Prasarana Evakuasi Penduduk Dari Ancaman/ 
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• 

• 

narj 

Korban Bencana Alam 

• 

• 

narj 

22 04 Pengadaan Logistik Dan Obat-obatan Bagi Penduduk D i Tempat 
Penampungan Sementara 

• 

• 

narj 

22 05 Sosialisasi Edukasi Penanggulangan Bencana 

• 

• 

narj 

22 06 Pusdalops 

• 

• 

narj 

22 07 Bantuan tanggap darurat bencana 

• 

• 

narj 

22 08 Tim pengkajian dan analisa bantuan pasca bencana 

• 

• 

narj 

22 09 Pelatihan relawan desa tangguh bencana 

• 

• 

narj 

22 10 Pelatihan rescue satgas bencana (SAR) 

• 

• 

narj 

22 11 Pengadaan seragam TRC (Tim Reaksi Cepat) 

• 

• 

narj 

22 12 Rapat koordinasi penanggulangan bencana 

• 

• 

narj 

22 13 Penanganan darurat bencana daerah 

• 

• 

narj 

22 14 Bantuan rekonstruksi pasca bencana 

• 

• 

narj 

22 15 Inventarisasi potensi rehabilitasi wirausaha bagi korban bencana 

• 

• 

narj 

22 16 Koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pasca bencana 

• 

• 

narj 

22 17 Bimbingan teknis keterampilan industri rumah tangga untuk 
mendukung ekonomi keluarga bagi korban bencana 

• 

• 

narj 

22 18 Bimbingan teknis pengurangan dampak psikologis dan pembekalan 
dasar bencana bagi korban bencana • 

• 

narj 

22 19 Inventarisasi dan verifikasi rekonstruksi pasca bencana • 

• 

narj 

22 20 Bimbingan teknis DALA pasca bencana • 

• 

narj 

22 21 Pelatihan dan simulasi penggunaan sarana dan prasarana bencana 
bidang kedaruratan 

• 

• 

narj 

22 22 Pembuatan masterpiece becana 

• 

• 

narj 

22 23 Peralatan Perlengkapan Penanggulangan Bencana 

• 

• 

narj 

22 24 Fasilitasi relawan penanggulangan bencana 

• 

• 

narj 

22 25 Peningkatan Kapasitas Desa Tangguh Bencana 

• 

• 

narj 

22 26 Fasilitasi Posko Penanggulangan Bencana 

• 

• 

narj 

22 27 Penyusunan Rencana Kontijensi Penanggulangan Bencana 

• 

• 

narj 

22 28 Fasilitasi Forum PRB 

• 

• 

narj 

22 29 Peningkatan SDM dan Operasional Tim Reaksi Cepat (TRC) 

• 

• 

narj 

22 30 Pelatihan Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) 

• 

• 

narj 

22 31 Pendataan, Verifikasi dan Penyaluran Bantuan Pasca Bencana 

• 

• 

narj 

22 32 Penanganan Masalah Bencana Alam 

• 

• 

narj 

22 33 Fasilitasi Tim Reaksi Cepat (TRC) 

• 

• 

narj 

27 Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bahaya 
Kehakaran 

• 

• 

narj 

27 01 Posko Siaga Asap 

• 

• 

narj 

27 02 Bimbingan Teknis Peningkatan Kemampuan PBK 

• 

• 

narj 

27 03 Peningkatan Kemampuan PBK 

• 

• 

narj 

27 05 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemadam 
Kehakaran (PMK) 

• 

• 

narj 

27 06 Pendidikan Kehakaran dan Pelatihan Pertolongan dan Pencegahan 
Kehakaran 

• 

• 

narj 

27 15 Penyuluhan Pencegahan Bahaya Kehakaran 

• 

• 

narj 

27 16 Operasional Pelaksanaan Kegiatan Pemadam Kehakaran (PMK) 

• 

• 

narj 

• 

• 

narj 

Urusan: 1.06. - SOSIAL 

• 

• 

narj 

• 

• 

narj 

15 Program Pemherdajraan Fakir Miskin, Komunitas Adat TerpencU 
(KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 

• 

• 

narj 

15 01 Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) Petugas dan Pedamping 
Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin 

• 

• 

narj 

15 02 Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Keluarga Miskin 

• 

• 

narj 

15 03 Fasilitas Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin 

• 

• 

narj 

15 

'H/erartci ^ 

04 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha Bagi Keluarga 
Miskin 
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15 05 Pelatihan Keterampilan Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 
15 06 Bantuan Gizi Bagi Lansia Non Produktif dan Produktif 
15 07 Monitoring.Evaluasi dan Pelaporan 
15 08 Monitoring KUBE Usaha Ekonomi Produksi dan Bantuan T^ingsung 

Bahan Bangunan Rumah (BBR) 
15 09 Bimbingan Teknis Pengurus KUBE 
15 10 Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Kelompok Usaha Bersama (KUBE), 

Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan Jaminan Sosial Usia (JSU) 
15 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Bedah Kampung 
15 12 Pendataan dan Pembinaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) 
15 13 Pengadaan Sarana dan Prasarana Bedah Rumah 
15 14 Lomba KUBE Berprestasi 
15 15 Verifikasi dan Validasi Data Rumah Tidak Layak Huni 
15 16 Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Mandiri 
15 17 Pembinaan KUBE Pedesaan dan Perkotaan 
15 18 Monitoring Raskin 
15 19 Pembangunan Pemberdayaan Daerah Terpencil dan Tertinggal P2DT2 
15 20 Pengembangan Bakat dan Ketrampilan Anak Berkebutuhan Khusus 
15 21 Verifikasi dan Validasi Data Penerima Bantuan Sosial 
15 22 Peningkatan Koordinasi dan Pengendalian Bantuan Pangan Masyarakat 

Miskin 
15 23 Penanganan dan Pemberdayaan Fakir Miskin 
15 24 Peningkatan Koordinasi dan Pengendalian Bantuan bagi Masyarakat 

Miskin 
15 25 Pelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan dan Kejuangan 
15 26 Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial 
16 Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 
16 01 Pengembangan Kebijakan Tentang Akses Sarana Dan Prasarana Publik 

Bagi Penyandang Cacat Dan Lansia 
16 02 Pelayanan Dan Perlindungan Sosial, Hukum Bagi Korban Eksploitasi, 

Perdagangan Perempuan Dan Anak 
16 03 Pelaksanaan Kie Konseling Dan Kampanye Sosial Bagi Penyandang 

Masalah Kesejahteraan Sosial (pmks) 
16 04 Pelatihan Keterampilan Dan Praktek Belajar Kerja Bagi Anak Terlantar 

Tennasuk Anak Jalanan, Anak Cacat, Anak Nakal 
16 05 Pelayanan Psikososial Bagi Pmks Di Trauma Centre Termasuk Bagi 

Korban Bencana 
16 06 Pembentukan Pusat Informasi Penyandang Cacat Dan Trauma Center 
16 07 Penmgkatan Kualitas Pelayanan, Sarana Dan Prasarana Rehabilitasi 

Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS 
16 08 Penyusunan Kebijakan Pelayanandan Rehabilitasi Sosial Bagi 

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 
16 09 Koordinasi Perumusan Kebijakan Dan Sikronisasi Pelaksanaan Upaya-

upaya Penanggulangan Kemiskinan Dan Penurunan Kesenjangan 
16 10 Penanganan Masalah-masalah Strategis Yang Menyangkut Tanggap 

Cepat Darurat Dan Kejadian Luar Biasa 
16 11 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan 
16 12 Pembinaan Panti Sosial 
16 13 Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Raskin 
16 14 Pemutahiran Data Penyandang Cacat 
16 15 Pelaksanaan Sosialisasi Penyandang Cacat Berat Bagi Perangkat Desa d i 

Kabupaten Pacitan 
16 16 Pengembangan Kualitas Aparatur Kesejahteraan Sosial 
16 17 Pengendalian Pelaksanaan Program Keserasian Sosial 
16 18 Sosialisasi Pembentukan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) 
16 19 Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Penerima Program Penyandang 

Cacat Berat 
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16 20 Pelayanan Psikologis Bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga 
(KDRT) 

16 21 Penanganan Orang Teiganggu Mental, Gepeng dan WTS 
16 22 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Panti Sosial 
16 23 Rehabilitasi Taman Makam Pahlawan Nasional 
16 24 Pelaksanaan KIE Penyuluhan HIV/AIDS 
16 25 Bantuan Sembako Bagi Penyandang Cacat Berat 
16 26 Keserasian Sosial 
16 27 Pemulangan Orang Terlantar dan Pemakaman 
16 28 Pemberdayaan Ekonomi Korban Tindak Kekerasan dan Pekeija Migran 
16 29 monitoring Monitoring Dalam Rangka Penyediaan Asuransi 

Kesejahteraan Sosial 
16 30 Penanganan Orang Terganggu Mental dan Gepeng 
16 31 Pengadaan Alat-alat Kesehatan Bagi Penyandang Cacat 
16 32 Lembaga Perlindungan Anak (LPA) 
16 33 Monitoring dan Evaluasi Disabilitas Orang Dengan Kecacatan (ODK) 

Berat 
16 34 Monitoring dan Evaluasi Disabilitas Lanjut Usia 
16 35 Pelaksanaan Penyaluran Beras Raskin Untuk Rumah Tangga Sasaran 

Penerima Manfaat (RTS-PM) 
16 36 Monitoring dan Evaluasi Dalam Rangka Penyediaan Asuransi 

Kesejahteraan Sosial 
16 37 Pelaksanaan Kegiatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) 

Mandiri 
16 38 Pengendalian Verifikasi Sosial Kemasyarakatan 
16 39 Pembinaan dan Bimbingan Teknis Petugas Sosial Kecamatan 
16 40 Sosialisasi Penanganan Kekerasan Terhadap Anak Dalam Wilayah 

Kabupaten Pacitan 
16 41 Praktek Belajar Kerja Untuk Orang Dengan Lanjut Usia Dalam Wilayah 

Kabupaten Pacitan 
16 42 Pembinaan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia 
16 43 Fasilitasi dan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas 
16 44 Fasilitasi dan Rehabilitasi Sosial Anak 
16 45 Pelayanan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Terlantar 
16 46 Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial dan Penyandang Tuna Sosial 
16 47 Penanggulangan Bencana Alam Berbasis Masyarakat 
16 48 Penanggulangan dan Penanganan Bencana Sosial 
16 49 Penyelenggaraan Perlindungan dan Jaminan Sosial 
16 50 Penguatan Program Keluarga Harapan 
20 Program Pembinaan eks-Penyandang Penyakit Sosial (eks-

Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya) 
20 01 Pendidikan Dan Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Eks Penyandang 

Penyakit Sosial 
20 02 Pembangunan Pusat Bimbingan/ Konseling Bagi Eks Penyandang 

Penyakit Sosial 
20 03 Pemantauan Kemajuan Perubaban Sikap Mental Eks Penyandang 

Penyakit Sosial 
20 04 Pemberdayaan Eks Penyandang Penyakit Sosial 
20 05 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan 
20 06 Perlindungan Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum 
21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 
21 01 Peningkatan Peran Akti f Masyarakat Dan Dunia Usaha 
21 02 Peningkatan Jejaring Keijasama Pelaku-pelaku Usaha Kesejahteraan 

Sosial Masyarakat 
21 03 Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat 
21 04 Pengembangan Model Kelembagaan Perlindungan Sosial 
21 05 
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21 06 Pemberdayaan Peran Akti f Karang Taruna Dalam Dunia Usaha 
21 07 Monitoring Administrasi Karang Taruna d i 12 Kecamatan 
21 08 Keriasama Pelaku Usaha Kesejahteraan Masyarakat 
21 09 Pengendalian Pelaksanaan Program Keluarga Harapan 
21 10 Pembinaan dan Pengumpuian Uang/Barang (PUB) 
21 11 Pengembangan Kapasitas Kelompok Usaha Bersama 
21 12 Pembmaan Karang Taruna dan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) 
21 13 Pelaksanaan Seleksi Karang Taruna dan PSM 
21 14 Pelaksanaan Seleksi Organisasi Sosial 
21 15 Kajian Kebijakan tentang Kemitraan Pemkab. Pacitan dengan Lembaga 

Kesejahteraan Sosial 
21 16 Pengembangan Jaringan Kerja Lintas Pelaksana Penyelenggaraan 

Kesejahteraan Sosial 
21 17 Revitalisasi Website 
21 18 Publikasi Kegiatan d i Dinas Sosial Kab. Pacitan 
21 19 Pengembangan Kapasitas Anak Putus Sekolah 
21 20 Pendataan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) 
21 21 Pembentukan Desa Siaga Bencana 
21 22 Pemutakhiran Data PMKS 
21 23 Operasional Program Keluarea Harapan (PKH) 

—, ^ " O f ! / 21 24 Pengembangan Pelayanan Kesos 
21 25 Pemberdayaan Kelembagaan Kesos 
21 26 Penmgkatan Jejaring Keriasama Pelaku-pelaku Usaha Kesejahteraan 

Sosial Masyarakat 
21 27 Pengembangan Publikasi dan Penyuluhan Sosial 
21 28 Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial 
21 29 Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial 

Urusan: 1.09. - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI 

Urusan: 2.01. - T E N A G A K E R J A 
15 Program Peningkatau Kualitas Dan Produktlvitas Tenaga Kerja 
15 01 Penyusunan Data Base Tenaga Kerja Daerah 
15 02 Pembangunan Balai Latihan Kerja 
15 03 Pengadaan Peralatan Pendidikan Dan Keterampilan Bagi Pencari Kerja 
15 04 Penmgkatan Profesionalisme Tenaga Kepelatihan Dan Instruktur Blk 
15 05 Pengadaan Bahan Dan Materi Pendidikan Dan Keterampilan Kerja 
15 06 Pendidikan Dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja 
15 07 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Dan Prasarana BLK 
15 08 Rehabilitasi Sedang/ Herat Sarana Dan Prasarana BLK 
15 09 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan 
15 10 Dukungan operasional Balai Latihan Kerja (BLK) 
15 11 Pelatihan berbasis kompetensi 
15 12 Pelatihan berbasis masyarakat 
15 13 Penguatan Sarana Dan Prasarana Kelembagaan Pelatihan Bagi Tenaga 

Kerja Industri Hasil Tembakau D i Balai latihan Kerja 
15 14 Pelatihan masyarakat untuk peningkatan SDM 
15 15 Fasilitas Penempatan Tenaga Kerja Melalui Mekanisme AKL, AKAD dan 

AKAN 
15 16 Penguatan ekonomi masyarakat d i lingkungan industri hasil tembakau 

dalam rangka pementasan kemiskinan, mengurangi pengangguran dan 
mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, dilaksanakan antara lai 
melalui 

15 17 Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan 
15 18 Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakkan hukum 

terhadap keselamatan dan kesehatan kerja 
15 19 Penetapan Upah Minimum Kabupaten 
16 p r n ^ r a J*embinaan Lingkungan Sosial Ketenagakerjaan 
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16 01 Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan 
Masyarakat, Penguatan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Pelatihan, 
serta Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan 
Keri 

16 02 Penguatan Ekonomi Masyarakat Melalui Kegiatan Padat Kaiya yang 
Dapat Mengentaskan Kemiskinan, Mengurangi Pengangguran, dan 
Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah 

16 03 Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan 
Masyarakat 

16 04 Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja 
bagi Pencari Kerja 

Urusan: 2.02. - PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 
16 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan 

Anak 
16 01 Advokasi Dan Fasilitasi Pug Bagi Perempuan 
16 02 Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan 

Perempuan (P2TP21 
16 03 Pemetaan Potensi Organisasi Dan Lembaga Masyarakat Yang Berperan 

Dalam Pemberdayaan Perempuan Dan Anak 
16 04 Pengembangan Materi Dan Pelaksanaan Kie Tentang Kesetaraan Dan 

Keadilan Gender (kkg) 
16 05 Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak 
16 06 Peningkatan Kapasitas Dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan 

Perempuan Dan Anak 
16 07 Evaluasi Pelaksanaan Pug 
16 08 Pengembangan Sistem Informasi Gender Dan Anak 
16 09 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan 
16 10 Peningkatan Peranan Perempuan Dalam Pembangunan 
16 11 Workshop Penmgkatan Peran Perempuan Dan Pengambilan Keputusan 
16 12 Sosialisasi Kabupaten Layak Anak 
16 13 Pengadaan Sarana dan Prasarana P i iKJA 
16 14 Penmgkatan Kapsitas Keanggotaan Pokja PUG 
16 15 Sosialisasi P2TP2A 
16 16 Fasilitasi Forum Anak Kabupaten dan Kecamatan 
16 17 Peningkatan SDM Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak 
16 18 Peningkatan SDM Forum Anak Kabupaten dan Kecamatan 
16 19 Peningkatan Ketrampilan dan Pemenuhan Hak Anak 
16 20 Pendataan Siswa Rawan Bermasalah 
16 21 Evaluasi Anugrah Parahita Ekapraya (APE) 
17 Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan 
17 01 Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan D i Daerah 
17 02 Pelatihan Bagi Pelatih (tot) Sdm Pelayanan Dan Pendampingan Korban 

Kdrt 
17 03 Penyusunan Sistem Perlindungan Bagi Perempuan 
17 04 Sosialisasi Dan Advokasi Kebijakan Penghapusan Buta Aksara 

Perempuan (pbap) 
17 05 Sosialisasi Dan Advokasi Kebijakan Perlindungan Tenaga Kerja 

Perempuan 
17 06 Sosialisasi Sistem Pencatatan Dan Pelaporan Kdrt 
17 07 Penyusunan Prolil Perlindungan Perempuan Lansia Dan Cacat 
17 08 Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan 
17 09 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan 
17 10 Fasilitasi dan advokasi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak 
17 11 Peningkatan SDM Pelaksanaan P2TP2A 
17 12 Peningkatan SDM Tim Pokja PPTPPO (Pencegahan dan Penanganan 

Tindak Pidana Perdagangan Orang) 
17 13 Evaluasi, Monitoring dan Tindak Lanjut Kasus Perempuan dan Anak 
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17 14 Pendampingan Korban Kekerasan Pcrempuan dan Anak 
18 Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Jender Dalam 

Pembangunan 
18 01 Kegiatan Pembmaan Oi^anisasi Perempuan 
18 02 Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Peningkatan Peran Serta Dan 

Kesetaraan Jender 
18 03 Kegiatan Penyuluhan Bagi Ibu Rumah Tangga Dalam Membangun 

Keluarga Sejahtera 
18 04 Kegiatan Bimbingan Manajemen Usaha Bagi Perempuan Dalam 

Mcngelola Usaha 
18 05 Kegiatan Pameran HasU Karya Perempuan D i Bidang Pembangunan 
18 06 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan 
18 07 Fasilitasi Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera 

(P2WKSS) 
18 08 Pembinaan Organisasi Perempuan 
18 09 Bimbingan Ketrampilan dan Managemen Usaha Bagi Perempuan 
18 10 Sosialisasi Kekerasan Terhadap Anak 
18 11 Sosialisasi Kesehatan Reproduksi 

Urusan: 2.03. - PANGAN 
15 Program Peningkatan Ketahanan Pangan 
15 01 Penanganan Daerah Rawan Pangan 
15 02 Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan Daerah 
15 03 Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan 
15 04 Pengembangan Cadangan Pangan Daerah 
15 05 Fasilitasi Pengembangan Lumbung Pangan Desa 
15 06 Fasilitasi Dewan Ketahanan Pangan 
15 07 Penmgkatan Mutu Pangan 
15 08 Peningkatan Keamanan Pangan 
15 09 Pemantauan dan Analisis Akses Pangan Pokok 
15 10 Pemantauan dan Analisis Rantai Pasokan dan Pemasaran Pangan 
15 11 Analisis dan Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) 
15 12 Penmgkatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan 
15 13 Penjmsunan dan Analisis Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi 
15 14 Penyusunan Data Base Potensi Produk Pangan 
15 15 Pengembangan Model Distribusi Pangan yang Efisien 
15 16 Penyuluhan Sumber Pangan Altematif 
15 17 Penmgkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Ketahanan Pangan 
15 18 Analisis Ketahanan Pangan Daerah 
15 19 Qptimalisasi Lahan Pekarangan 
15 20 Analisis Distribusi Pangan 
15 21 Pengembangan Sumber Pangan Altematif 
15 22 Penyuluhan Pangan 

Urusan: 2.04. - PERTANAHAN 

16 Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan 
Pemanfaatan Tanah 

16 01 Penataan Penguasaan, Pemilikan , Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah 
Penyuluhan Hukum Pcrtanahan 16 02 

16 03 Penyusunan Data Base Pcrtanahan 
16 04 Penyelcsaian Scngketa Pcrtanahan 
16 05 Pensertifikatan Tanah Aset Pemerintah Daerah 
16 06 Sosialisasi dan Fasilitasi Pensertifikatan Tanah 

Urusan: 2.05. - LINGKUNGAN HIDUP 

15 Program_Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 
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15 01 Penyusunan Kebijakan Manajemen Pengelolaan Sampah 
15 02 Penyediaan Prasarana Dan Sarana Pengelolaan Persampahan 
15 03 Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan 
15 04 Peningkatan Operasi Dan Pemeliharaan Prasarana Dan Sarana 

Persampahan 
15 05 Pengembangan Teknoligi Pengolahan Persampahan 
15 06 Bimbingan Teknis Persampahan 
15 07 Peningkatan Kemampuan Aparat Pengelolaan Persampahan 
15 08 Kerjasama Pengelolaan Persampahan 
15 09 Kerjasama Pengelolaan Sampah Antar Daerah 
15 10 Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan 
15 11 Penmgkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan 
15 12 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan 
15 13 Pengolahan Sampah (DAK) 
15 14 Alat Pcngumpul dan Pengangkut Sampah PAK) 
16 Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup 
16 01 Koordinasi Penilaian Kota Sehat/adipura 
16 02 Koordinasi Penilaian Langit B iru 
16 03 Pemantauan Kualitas Lingkungan 
16 04 Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup 
16 05 Koordinasi Penertiban Kegiatan Pertambangan Tanpa Izin (peti) 
16 06 Pengelolaan B3 Dan Limbah B3 
16 07 Pengkajian Dampak Lingkungan 
16 08 Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Pertambangan 
16 09 Peningkatan Peringkat Kinerja Pemsahaan (proper) 
16 10 Koordinasi Pengelolaan Prokasih/superkasih 
16 11 Pengembangan Produksi Ramah Lingkungan 
16 12 Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan 

Lingkungan Hidup 
16 13 Koordinasi Penyusunan Amdal 
16 14 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan 

Hidup 
16 15 Pengkajian Pengembangan Sistem Inscntif Dan Disinsentif 
16 16 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan 
16 17 Penyediaan Sarana dan Prasarana Teknis 
16 18 Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan (Adiwiyata) 
16 19 Percepatan Sanitasi Pemukiman 
16 20 Pengembangan Teknologi Enereii Altematif 
16 21 Peningkatan Kapasitas Laboratorium Lingkungan 
16 22 Koordinasi Penilaian/Pemilihan Kalpataru 
16 23 Pemberdayaan Masyarakat d i Bidang Lmgkungan Hidup 
16 24 Standar Pelayanan Minimum Emisi Sumber Tidak Bergerak dan Air 

Limbah Industr i 
16 25 Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Sektor Persampahan 
16 26 Jasa Akreditasi Laboratorium Lingkungan 
16 
16 

27 Kaji Daya Dukung dan Daya Tampung 
28 Koordinasi Penilaian Adiwiyata d i Kabupaten Pacitan 

16 29 Pengujian Emisi Kendaraan Bermotor 
16 30 Pengujian Emisi Udara Akibat Aktifitas Industri 
16 31 Pengujian Kadar Polusi Limbah Padat dan Limbah Cair 
16 32 Pembangunan Tempat Pembuangan Benda Padat/Cair yang 

Menimbulkan Polusi 
16 33 Penyuluhan dan Pengendalian Polusi dan Pencemaran 
16 34 IPAL Usaha Skala Kecil (DAK) 
17 
17 

Program Perlindungan Dan Konservasl Sumber Daya Alam 
01 Konservasi Sumber Daya Air Dan Pengendalian Kerusakan Sumber-
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17 02 Pantai Dan Laut Lestari 
17 03 Pengembangan Dan Pemantapan Kawasan Konservasi Laut, Suaka 

Perikanan, Dan Keanekaragaman Hayati Laut 
17 04 Pengembangan Ekowisata Dan Jasa Lingkungan 
17 05 Pengendalian Dampak Perubaban Ikl im 
17 06 Pengendalian Kerusakan Hutan Dan Lahan 
17 07 Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air Dan Sumber-sumber Air 
17 08 Pengendalian Dan Pengawasan Pemanfaatan Sda 
17 09 Koordinasi Pengelolaan Konservasi Sda 
17 10 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Dan Ekosistem 
17 11 Pengembangan Dan Pengelolaan Kawasan World Heritage Laut 
17 12 Pengembangan Keijasama Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut 

Regional 
17 13 Koordinasi Pengendalian Kebakaran Hutan 
17 14 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan Dan 

Konservasi Sda 
17 15 Koordinasi Peningkatan Pengelolaan Kawasan Konservasi 
17 16 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan 
17 17 Penetapan Status Kerusakan Lahan Untuk Produksi Biomassa 
17 18 Peralatan Laboratorium (DAK) 
24 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 
24 01 Penyusunan Kebijakan, Norma,standard Prosedur Dan Manual 

Pengelolaan Rth 
24 02 Sosialisasi Kebijakan, Norma, Standard, Prosedur Dan Manual 

Pengelolaan Rth 
24 03 Penyusunan Dan Analisis Data/informasi Pengelolaan Rth 
24 04 Penyusunan Program Pengembahan Rth 
24 05 Penataan Rth 
24 06 Pemeliharaan Rth 
24 07 Pengembangan Taman Rekreasi 
24 08 Pengawasan Dan Pengendalian Rth 
24 09 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Rth 
24 10 Monitoring Dan Evaluasi 
24 11 Pengelolaan Taman Kehati 
24 12 

X A4 

Peningkatan Sarana dan Prasarana Hutan Kota (DAK) 
25 Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Lingkungan Hidup 
25 01 Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan Hidup Bagi Masyarakat d i 

Lingkungan Industr i Hasil Tembakau dan/atau Penghasil Bahan Baku 
Industr i Hasil Tembakau 

25 02 Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan Hidup bagi Masyarakat d i 
Lingkungan Industr i (DHBCHT) 

Urusan: 2.06. - ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 

15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 
15 01 Pembangunan Dan Pengoperasian Siak Secara Terpadu 
15 02 Pelatihan Tenaga Pengelola Siak 
15 03 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun. 

Updating, Dan Pemeliharaan) 
15 04 Pembentukan Dan Penataan Sistem Koneksi (inter-phase Tahap Awal) 

Nik 
15 05 Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan 
15 06 Pengolahan Dalam Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan 
15 07 Penyediaan Informasi Yang Dapat Diakses Masyarakat 
15 08 Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan 
15 09 Pengembangan Data Base Kependudukan 
15 10 Penyusunan Kebijakan Kependudukan 
15 11 Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan Dan Catatan Sipil 
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15 12 Sosialisasi Kebijakan Kependudukan 
15 13 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kependudukan 
15 14 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan 
15 15 Menyetor laporan bulanan penduduk 
15 16 Peningkatan Pelayanan Pcndaftaran Penduduk 
15 17 Sosialisasi Administrasi Kependudukan 
15 18 Laporan Cakupan Pelayanan Pencatatan Sipil 
15 19 Pengembangan Wawasan Administrasi Kependudukan 
15 20 Pendataan Warga Negara Asing 
15 22 Penyusunan Profil Kependudukan 
15 23 Bimbingan Teknis Perbaikan Data NIK pada DPT Kab. Banyuasin 
15 25 Pelayanan dan Perekaman KTP Elektronik Keliling 
15 28 Sosialisasi Pencatatan Kawin Massal Agama Non Muslim 
15 29 Percepatan Penerapan E-KTP 
15 30 Penyusunan dan Pengembangan Indikator Kependudukan 
15 31 Pendataan Penduduk Rcntan Administrasi Kependudukan 
15 32 P?azia Tertib Administrasi Kependudukan 
15 33 Peningkatan Pelayanan Akta Catatan Sipil 
15 34 Sosialisasi dan Pelaksanaan Ka i tu Identitas Anak (KIA) 
15 35 Penataan dan Pengelolaan Arsip 
15 36 Pengadaan Perangkat Cetak KIA 
15 37 Pengadaan Perlengkapan Cctak KTP-el dan Blangko Kependudukan 
15 38 Pelayanan Proaktif Kepada Masyarakat 
15 39 Advokasi dan Pendampingan Kepengurusan Akte Kelahiran yang 

Terlambat (SILADES) 
15 40 Pelayanan dan Perekaman KTP-el d i Dcsa/Kelurahan 
15 41 Penyusunan Laporan Adminduk 
15 42 Sosialisasi Pelayanan dan Laporan Pencatatan Sipil 
15 43 Operasional Tim Pelayanan Dokumen Kependudukan 
15 44 Pengelolaan Pemanfaatan Data Kependudukan 
15 45 Pengolahan dan Pengoperasional SIAK Secara Terpadu 
15 46 Penataan dan Pengelolaan Dokumen Kependudukan 
15 47 Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi 

Masyarakat fDAK) 
15 48 Penerbitan Dokumen Kependudukan (DAK) 
15 49 Penerbitan Dokumen Kependudukan (DAK) 
15 50 Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) (DAK) 

KonsoUdasi Data Kependudukan dan Peralatan SIAK 15 51 
15 52 Penataan dan Pengelolaan Arsip Kependudukan 

Urusan: 2.07. - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 

15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 
15 01 Pemberdayaan Lembaga Dan Organisasi Masyarakat Pedesaan 
15 02 Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Tenaga Teknis Dan 

Masyarakat 
15 03 Penyelenggaraan Diseminasi Informasi Bagi Masyarakat Desa 
15 04 Penilaian Desa, Kinerja Pengurus LPM, KPM Berprestasi 
15 05 Penyusunan Data Profil Desa/Kelurahan 
15 07 Pembinaan/Penataan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat 

(PNPM) Mandiri Pedesaan 
15 13 Pembinaan Kelompok Masyarakat Membangun Desa 
15 14 Bimtek Fungsi dan Peran LPMP 
15 15 Peningkatan Peran Kader Pemberdayaan Masyarakat 
15 16 Expo Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri 

Pedesaan 
15 20 I PenyiTsiirifln.Data-pesa Tertinggal 
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15 21 Pembinaan / Penataan Desa / Kclurahan Swakarya 
15 22 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemberdayaan Masyarakat 
15 23 Program Jal in Matra Provinsi Jawa Timur 
15 24 Penguatan Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPM/LPMD) 
16 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan 
16 01 Pelatihan Ketrampilan Usaha Budidaya Tanaman 
16 02 Pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa 
16 03 Pelatihan Ketrampilan Usaha Industri Kerajinan 
16 

16 

04 Pelatihan Ketrampilan Usaha Pertanian Dan Pertemakan 
16 05 FasUitasi Permodalan Bagi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah D i 

Perdesaan 
16 06 Fasilitasi Kemitraan Swasta Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah D i 

Pedesaan 
07 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan 

16 

16 

08 Sosialisasi dan Orientasi Penggunaan UED-SP 
16 09 Sosialisasi Dan Pelatihan Pola Pengelolaan Limbah Industri Dalam 

Menjaga Kelestarian Kawasan Usaha Mikro Kecil 
10 Gelar Teknologi Tepat Guna 

16 11 Gelar Teknologi Tepat Guna Provinsi 
16 15 Pembinaan/Penataan Posyantekdes dan Wartekdes 
16 17 Sosialisasi Pemanfaatan TTG 
16 

16 

18 Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG) Perdesaan dan Gelar TTG 
16 19 Pembinaan, Penataan dan Penilaian Pasar Desa/Penataan dan Penilaian 

Pasar Desa 
16 20 Pembinaan Usaha Ekonomi Masyarakat/Penataan dan Peningkatan 

Usaha Ekonomi Masyarakat 
21 Pembinaan Pengembangan Pcnghidupan Berkelanjutan (P2B] 

16 22 Peningkatan Usaha Ekonomi Masyarakat (PUEM) 
16 

17 

23 Pemberdayaan KRTP dalam Usaha Ekonomi Produktif 
17 Program Peningkatan Partisipasi Masjrarakat Dalam Membangun 

Desa 
01 Pembinaan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa 

17 02 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 
17 03 Pemberian Stimulan Pembangunan Desa 
17 04 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan 
17 05 Pembinaan Kelompok Masyarakat dalam Pembangunan Desa 
17 06 Penilaian Paud dan UP2K 
17 07 Pelatihan Kader PKBN, Pola Asuh dan Kadarkum 
17 08 Pelatihan Bina Keluai^a Balita (BKB) 
17 09 Seminar Tentang Peran Pcrempuan dalam Pembangunan 
17 10 Lomba Cipta Menu Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) 
17 11 Lomba Masak Serba Ikan 
17 14 Monitoring dan Evaluasi Program PKK 
17 15 Pelatihan Penmgkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) 
17 

17 

16 Jambore Kader Posyandu 
17 17 PMT Ibu Hamil, Bayi atau Balita Gizi Kurang atau Buruk dan Penderita 

TB Paru 
17 18 Pertemuan Revitalisasi Pencatatan dan Pelaporan bagi Kelompok 

Dasawisma 
19 Pelatihan Bordir 

17 20 Pemanfaatan Perkarangan 
17 21 Sosialisasi Keamanan Pangan 
17 22 Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) 
18 

18 

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 
18 01 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Pembangunan 

Kawasan Perdesaan 
02 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Pengelolaan 
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Keuangan Desa 
18 03 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Manajemen 

Pemerintahan Desa 
18 04 
18 05 

Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan 
Pembinaan, Penataan, Penilaian Administrasi Keuangan Serta 
Kckayaan/Aset Desa 

18 05 Monitoring Evaluasi Pembangunan dan Rehab Kantor Desa 
18 07 Perumusan, Penyusunan dan Penelitian Kebijakan Pcmerintah Desa 
18 08 Fasilitasi dan Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa/Peningkatan 

Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 
18 09 Fasilitasi dan Pembinaan Badan Permusyawaratan Desa/Peningkatan 

Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa 
18 10 Peningkatan Kapasitas Aparatur dalam Penataan dan Administrasi Desa 
18 11 Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa 
18 12 Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa 
18 13 Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 
19 Program Peningkatan Peran Perempuan Dl Perdesaan 
19 01 Pelatihan Perempuan D i Perdesaan Dalam Bidang Usaha Ekonomi 

Produktif 
19 02 Peningkatan Kesejahteraan Keluarga 

Urusan: 2.08. - PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 

15 Program Keluarga Berencana 
15 01 Penyediaan Pelayanan Kb Dan Alat Kontrasepsi Bagi Keluaiga Miskin 
15 02 Pelayanan Kie 
15 03 Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu 
15 04 Promosi Pelayanan Khiba 
15 05 Pembinaan Keluarga Berencana 
15 06 Pengadaan Sarana Mobilitas Tim Kb Keliling 
15 07 Pengadaan Sarana Prasarana Pengelolaan Program KB (DAK) 
15 08 Peningkatan Partisipasi Pria dalam KB dan Kesehatan Reproduksi (KR) 
15 09 Penunjang Kegiatan Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) 
15 10 Peningkatan Kapasitas Kader Tribina 
15 11 Bantuan Operasional KB pAK) 
15 12 Fasilitasi Kelompok Paguyuban KB Pria 
15 13 Fasilitasi Kampung KB 
15 14 Pembinaan KB Pemsahaan 
15 15 Penyediaan Pelayanan Alat, Obat dan Kontrasepsi (ALQKON) 
16 Program Kesehatan Reproduksi Remaja 
16 01 Advokasi Dan Kie Tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (krr) 
16 02 Memperkuat Dukungan Dan Partisipasi Masyarakat 
17 Program Pelayanan Kontrasepsi 
17 01 Pelayanan Konseling Kb 
17 02 Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi Kb 
17 03 Pengadaan Alat Kontrasepsi 
17 04 Pelayanan Kb Medis Operasi 
17 05 Pengadaan Peralatan Medis KB 
18 Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan 

KB/KR Yang Madiri 
18 01 Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli Kb 
18 02 Operasional Kelompok Masyarakat Peduli KB 
18 03 Koordinasi Pengelola Program 
18 04 Pemberdayaan Ekonomi Keluarga 
18 05 Pengelolahan data dan Informasi KB 
18 )6 Perlindungan Asuransi Jiwa 
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18 07 Study Banding 
18 08 Lomba Keluarga Harmonis, IMP, dan PKB Teladan 
18 09 Pemutakhiran Data Keluarga 
18 10 

X v 
Sosialisasi Pencatatan dan Pelaporan 

18 11 Penyebarluasan Data dan Informasi KB 
18 12 

X *0 
Sosialisasi Peningkatan Kualitas Lingkungan Keluarga (PKLK) 

18 Sosialisasi Kelompok UPPKS 
18 14 Fasilitasi Kelompok UPPKS 
lO 1 c LO Fasilitasi Sarana dan Prasarana Kelompok BKB, BKR, BKL, dan UPPKS 

(Pos Daya) 
9 0 Program Pensemban&taTi Pusat Pelavanan Informasi Dan Konsellncr 

K R R 
20 01 Pendirian Pusat Pelayanan Informasi Dan Konseling Kkr 
on n 9 Fasilitasi Forum Pelayanan Kkr Bagi Kelompok Remaja Dan Kelompok 

Sebaya Diluar Sekolah 
Pembinaan PIK KRR 
Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga 

23 01 Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga D i Kecamatan 
23 02 Pelatihan kader dan tenaga pendamping kelompok bina keluarga d i 

kecamatan 
24 Program Pengembangan Model Operasional BKB Posyandu Paud 
24 01 Pengkajian Pengembangan Model Operasional BKB posyandu-padu 

Urusan: 2.09. - PERHUBUNGAN 
15 Program Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan 
15 01 Perencanaan Pembangunan Prasaranan Dan Fasilitas Perhubungan 
15 4\f\ 

02 Penyusunan Norma, Kebijakan, Standar Dan Prosedur Bidang 
Perhubungan 

15 03 Koordinasi Dalam Pembangunan Prasaranan Dan Fasilitas Perhubungan 
15 04 Sosialisasi Kebijakan Di Bidang Perhubungan 
15 05 Pembangunan Sarana Dan Prasarana Jembatan Timbang 
15 06 Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Sungai, Danau Dan 

Penyebrangan 
15 07 Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat 
15 08 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan 
15 10 Review Perencanaan Pembangunan Dermaga Sebalik 
15 11 Intensifikasl PAD Bidang Perhubungan 
15 12 Fasilitasi Pelayanan Bidang Perhubungan 
16 Program Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas L L A J 
16 01 Rehabilitasi/pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor 
16 02 Rehabilitasi/pemeliharaan Prasarana Balai Pengujian Kendaraan 

Bermotor 
16 03 Rehabilitasi/pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Jembatan Timbang 
16 04 Rehabilitasi/pemeliharaan Terminal/pelabuhan 
16 05 Pemeliharaan TraJlic Light (APILL) 
17 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 
17 01 Kegiatan Penyuluhan Bagi Para Sopir/juru Mudi Untuk Peningkatan 

Keselamtan Penumpang 
17 02 Kegiatan Peningkatan Disjplin Masyarakat Menggunakan Angkutan 
17 03 Kegiatan Temu Wicara Pengelola Angkutan Umum Guna Meningkatkan 

Keselamatan Penumpang 
17 04 Kegiatan Uji Kelayakan Saran Transportasi Guna Keselamtan 

Penumpang 
17 05 Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum Di Jalan 

Raya 
17 06 Kegiatan Penciptaan Keamanan Dan Kenyamanan Penumpang 

JJilingkungan-Treminal 
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17 07 Kegiatan Pengawasan Peralatan Keamanan Dalam Keadaaan Darurat 
Dan Perlengkapan Pertolongan Pertama 

17 08 Kegiatan Penataan Tempat-tempat Pemberhentian Angkutan Umum 
17 09 Kegiatan Penciptaan Disiplin Dan Pemeliharaan Kebersihan D i 

Lingkungan Terminal 
17 10 

A \f 
Kegiatan Penciptaan Layanan Cepat, Tepat, Murah Dan Mudah 

17 11 
A A 

Pengumpuian Dan Analisis Data Base Pelayanan Jasa Angkutan 
17 12 

x^ 
Pengembangan Sarana Dan Prasarana Pelavanan Jasa Naekutan 

17 
X f 

13 
X V 

Fasilitasi Perijinan D i Bidang Perhubungan 
17 14 Sosialisasi/nenvuluhan Ketertiban Lalu Lintas Dan Anakutan 
17 15 Kegiatan Pemilihan Dan Pemberian Penghargaan Sopir/juru Mudik/awak 

Kendaraaan Angkutan Umum Teladan 
17 16 Koordinasi Dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan 
17 17 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan 
17 18 

X \_i» 
Pengumpuian data base Bidang Perhubungan 

18 Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perhubungan 
18 01 

\J A 
Pembangunan Gedung Terminal 

18 02 Pembangunan Halte Bus, Taxi Gedung Terminal 
18 03 Pembangunan Jembatan Penyebrangan Gedung Terminal 
18 
X \ J 

04 Pengembangan pelayanan perhubungan laut 
19 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas 
19 01 Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas 
19 
A —' 

02 
\JA4 

Pengadaan Marka Jalan 
19 03 Pengadaan Pagar Pengaman Jalan 
19 04 Pembangunan Sarana Pengendali dan Pengaman Lalu Lintas (DAK) 
19 05 Pengendalian dan Penanggulangan Kecelakaan Lalu Lintas 
19 06 Pemeliharaan Rutin Penerangan Jalan Umum (PJU) 
19 07 Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) 
19 08 Pembangunan Sarana Pengendali dan Pengaman Lalu Lintas 

Urusan: 2.10. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 
20 Program Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan berbasis 

Teknologi Informatlka 
20 01 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi 
20 02 Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi 
20 03 Peningkatan Layanan Akses Teknologi Informatika 
20 04 Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa Melalui Implementasi 

E-Procurement 
20 05 Pengembangan e-gov 
20 06 FasUitasi Pelayanan Bidang Komunikasi dan Informatika 
21 Program Penyebarluasan Informasi Publik dan keijasama media 

massa 
21 01 Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi 
21 02 Penyebarluasan Informasi yang Bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat 
21 03 Penyebarluasan Informasi Melalui media cetak dan elektronik 
21 04 Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi 

Urusan: 2.11. - KOPERASI, USAHA K E C I L DAN BIENENGAH 

15 Program Penciptaan Iklim Usaha Mikro yang Konduslf 
15 01 Penvusunan Kebijakan Tentang Usaha Kecil Menengah 
15 02 Sosialisasi Kebijakan Tentang Usaha KecU Menengah 
15 03 Fasilitasi Kemudahan Formalisasi Badan Usaha Kecil Menengah 
15 04 Pendirian Unit Penanganan Pengaduan 
15 05 Pengkajian Dampak Regulasi/ Kebijakan Nasional 
15 06 Perencanaan, Koordinasi Dan Pengembangan Usaha Kecil Menengah 
15 07 Pengembangan Jaringan Infrastruktur Usaha Kecil Menengah 
15 08 Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah 
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1 

1 

15 09 Fasilitasi Permasalahan Proses Produksi Usaha Kecil Menengah 

1 

1 

15 10 Pemberian FasUitasi Pengamanan Kawasan Usaha KecU Menengah 

1 

1 

15 11 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan 

1 

1 

15 12 Fasilitasi Pengembangan Usaha Mikro 

1 

1 

1 6 Program Pengembangan Kewirausahaan D r u Keunggulan Kompetitlf 
Usaha Mikro 

1 

1 

16 01 Fasilitasi Pengembangan Inkubator Teknologi Dan Bisnis 

1 

1 

16 02 Memfasilitasi Penmgkatan Kemitraan Investasi Usaha KecU Menengah 
Dengan Pemsahaan Asing 

1 

1 

16 03 Memfasilitasi Penmgkatan Kemitraan Usaha Bagi Usaha Mikro KecU 
Menengah 

1 

1 

16 04 Peningkatan Keriasama D i Bidang Haki 

1 

1 

16 05 Fasilitasi Pengembangan Sarana Promosi HasU Produksi 

1 

1 

16 06 Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan 

1 

1 

16 07 Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ Kud 

1 

1 

16 08 Sosialisasi Haki Kepada Usaha Mikro KecU Menengah 

1 

1 

16 09 Sosialisasi Dan Pelatihan Pola Pengelolaan Limbah Industr i Dalam 
Menjaga Kelestarian Kawasan Usaha Mikro KecU Menengah 

1 

1 

16 10 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan 

1 

1 

16 11 Pameran Produk Unggulan 
1 

1 

16 12 Pemanfatan Fasilitas Pemerintah untuk UMKM dan Koperasi sebagai 
Penunjang Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) 

1 

1 

1 7 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro 
Keci l Menengah 

1 

1 

17 01 Sosialisasi Dukungan Informasi Penyediaan Permodalan 

1 

1 

17 02 Pengembangan Klaster Bisnis 

1 

1 

17 03 Koordinasi Pemanfaatan Fasilitas Pemerintah Untuk Usaha KecU 
Menengah Dan Koperasi 

1 

1 

17 04 Koordinasi Penggunaan Dana Pemerintahan Bagi Usaha Mikro KecU 
Menengah 

1 

1 

17 05 Pemantauan Pengelolaan Penggunaan Dana Pemerintah Bagi Usaha 
Mikro KecU Menengah 

1 

1 

17 06 Pengembangan Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro KecU Menengah 

1 

1 

17 07 Peningkatan Jaringan Keriasama Antar Lembaga 

1 

1 

17 08 Penyelenggaraan Pembinaan Industri Rumah Tangg, Industri KecU Dan 
Industri Menengah 

1 

1 

17 09 Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro KecU Menengah 

1 

1 
17 10 Pengembangan Kebifakan Dan Program Peningkatan Ekonomi Lokal 

1 

1 
17 11 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan 

1 

1 

17 12 Fasilitasi Dana Bergulir 

1 

1 

17 13 Pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk UMKM dan Koperasi sebagai 
penunjang Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) 

1 

1 

17 14 Validasi Database UMKM 

1 

1 

17 15 Fasilitasi Permodalan 

1 

1 

17 16 Perluasan Akses Permodalan 

1 

1 

17 17 Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UMKM 

1 

1 

1 8 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 

1 

1 

18 01 Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Dan Program Pembangunan Koperasi 

1 

1 

18 02 Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pendidikan Dan Pelatihan 
Perkoperasian 

1 

1 

18 03 Pembangunan Sistem Informasi Perencanaan Pengembangan 
Perkoperasian 

1 

1 

18 04 Sosialisasi Prinsip-prinsip Pemahaman Perkoperasian 

1 

1 

18 05 Perrabinaan, Pengawasan Dan Penghartiaan Koperasi Berprestasi 

1 

1 

18 06 Peningkatan Dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi 

1 

1 

18 07 Penyebaran Model-model Pola Pengembangan Koperasi 

1 

1 

18 0 8 Rintisan Penerapan-Teknologi Sederhana/ Manajemen Modem Pada 
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Jenis-jenis Usaha Koperasi 
18 09 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan 
18 10 Pembinaan kelembagaan koperasi 
18 11 Diklat Teknis Perkoperasian 
18 12 Penilaian Kesehatan KSP/USP 

Urusan: 2.12. - PENANAMAN MODAL 

lO Program Peningkatan Promosi Dan Keijasama Investasi 
1 tz U i renmgKaian rasiuaiasi lervvujuanya iveijasama otrategis Aniar usana 

t ^ ^ O Q f T ^ O f l T T c ^ M Q X̂ *s/*il \^ * » V l O V l r r r i r \ 

OCocir X J C L L L Uodllct iVCCli i v i c i i c n ^c i i i no 

1 UO r dsiiiuioi u d i i i \ . u u r u u i a o i i ^ c r c e p d i a n r ^ e m u d n g u n d n x v a w a s a n i ^ r o a L i K s i 
Daerah Tertinggal (p2kpdt) 

1 0 4 . Ut i v u u i u i i i d a i / u i u u T i j c i n u c i g d j J d i H i i i r ^ c n g c i i U d i i a n r e i i i K b d i i d d i i i n v e s i d o i 

xxixKxxxf r^iild 
1 ^ 0 0 

u u 
1 C I l U l g t U i L d l l i V U U I U U l d S I xJalx X V C i l d S d l l l d i J l O l U d l l g r ^ C l l d l l d l U d l l IV lUUdl 
LXCII^dii l l l o u l i l o l X^CUlClI l ILcl l i UdJl L ^ U l l I d U o d l l d 

1 5 0 7 
U f 

P # * T i o Q T t 7 Q c a n r i a n P i f o l i i a c i X<rin*»Tna H a n AnaT-oi-iir'Radan P * * n a n a m a n X ^ C I I g d W d o d l i xJiXii. IZ^vdiUdol iVUlCIJd LXdll / i p d l d l L l I D d U d l l X ^ C X l d l l d l l l d i i 
Modal Daerah 

OS u o P#»ninolyatan V#»oiQf'Qn P * » m a n i ' Q n a n P#»mT^inQon R a n P^^nwaii/acan X CliillgAxlldil I V C g i d u u l r C X i l d l l l d l i d U , t CUlUUlddli xJtxlx î ClJgdWdodJi 
P f ^ l n V ^ A T i f l f l r i P p n n n n m n n M n d n l 
X \ . 1 £ I a O u X 1 C L C X X 1 X VfluXXXCXXXldXl i v i . j i i f i t 

15 09 P p n i n p k i i t f l n K i i n l i t n ^ S d m fT imf i P p n f f i n o W n t n n Pf *1 f ivnnnn I n v p c t n * i i 
X ^xxxxî xuxLcxix xvuxxixixxa . j v . I l l \jixiicx X v^ix^iii^AuLxxxi X ̂ xcxycxiidii x x x v \ . o l x x o x 15 

X vx 
10 
X \M 

P p n v p l f * n f i i p a r a a n n j i m p r f i n I n v p ^ t a ^ i 
X XyAS 7 VyXVyXAf^^CtX CXXX* A |./€XXSAVifX € - u X XXXV ^ O l X X O X 

15 
X V 

11 
X X 

M n n i f n r i n c R v a l i m ^ i R a n P p l a n n r a n 
AWX\AAAA\\^A AM-Afm^^ X j V C X X X X C X u X X^/CxXX X V* XCX l^V/X ( X x X 16 P r m r r q m P ^ n l n c r l r a f ' a n T i r l l m T n v f ^ c f a c l T ) n n 17«xa11«n«1 T n v ( > c f n « 1 
A A . ' ^ L — C X * A ^ XX 1 X i T l 1 n 11 * ^ * X X X X . M^^XMM A . W CT. AAX V v n 4 X 

16 
X \ J 

01 
\f X 

P p n v i i ^ i i n n n T ^ p H i i f l l r n n I n v p c f a c i R a u i P p m h a n t n i n a n P n c i l i t n c 
X X̂ lljr UoiXllcXXX XVC>XJlJCU\xLli lllVV̂ OulOX XJcXgl X^VXXXU<1XĴ U1XCXXX X̂ cXOlXllxXO 
Infrastruktur 1 6 

XKJ 
02 M p m f a ^ i l i t f l c i R a n T ^ n n i d i n n c i T^*»T*iaQama R i R i d a n u I n u p c t a c i 

lVlX<XXlXa>>iXlLClOX XJCLXX XVUUl UXXXctOX XVCX JctOCtXXXct X . X X XJilXclXlf̂  XlXVCOLxXoi 16 
X \ J 

03 P p n v i i c i i n a n ("*pfa1f R i n i / m a c t p r P l a n l P p n i r p m H a n a a n P p n a n a m a n AJr idal 
X X̂ Xiy UOLXlXctll XJiX U |lll<XoLCl X IcXXl) X dl̂ X̂XXUdXl̂ cXXl fCXitXlirt lilcXXt IVlL/UtXX 16 

X 
04 P p n p p m h a n a n n S v ^ t p m I n f n T m a c i P p n a n a m a n M n d a l 

X (..xif̂ x̂xx lu/cxxxf̂ cxxx b.jyoiA.xxx xxxxxxxxxxcxax x î xxcxxxc. i iicxxx xvx KIKMCJ i 16 05 Penyusunan Sistem Informasi Penanaman Modal Di Daerah 
16 06 Penyederhanaan Prosedur Perijinan Dan Peningkatan Pelayanan 

Penanaman Modal 
16 07 Kajian Kebijakan Penanaman Modal 
16 08 Pemberian Insentif Investasi D i Wilayah Tertinggal 
16 09 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan 
16 10 Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal 
16 11 Penatalaksanaan Penyelenggaraan PTSP 
16 12 Peningkatan Pelayanan Publik d i Bidang Perijinan 
16 13 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang 

Terintegrasi 
16 14 Peningkatan Manajemen Investasi Daerah Kab. Pacitan 

Urusan: 2.13. - KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 

16 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 
16 01 Pembinaan Organisasi Kepemudaan 
16 02 Pendidikan Dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan 
16 03 Fasilitasi Aksi Bhakti Sosial Kepemudaan 
16 04 Fasilitasi Pekan Temu Wicara Organisasi Pemuda 
16 05 Penyuluhan Pencegahan Penggunaan Narkoba Dikalangan Generasi 

Muda 
16 06 Lomba Kreasl Dan Kaya Tulis Ilmiah Dikalangan Pemuda 
16 07 Pembinaan Pemuda Pelopor Keamanan Lingkungan 
16 08 Pameran Prestasi Hasil Karya Pemuda 
16 09 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan 
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16 10 Pembinaan dan Pengiriman PASKIBRAKA 
16 11 Pembinaan Kepemudaan 
20 Program Pembinaan Dan Pemasyartikataii Olahraga 
20 01 Pelaksanaan Identifikasi Bakat Dan Potensi Pelajar Dalam Olahraga 
20 02 Pelaksanaan Identifikasi Dan Pengembangan Olahraga Unggulan Daerah 
20 03 Pembibitan Dan Pembinaan Qlahragawan Bcrbakat 
20 04 Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi Di Tingkat Daerah 
20 05 Peningkatan Kesegaran Jasmani Dan Rekreasi 
20 06 Penyelenggaraan Kompctisi Olahraga 
20 07 Pcmassalan Olahraga Bagi Pelajar, Mahasiswa Dan Masyarakat 
20 08 Pemberian Penghargaan Bagi Insan Olahraga Yang Berdedikasi Dan 

Berprestasi 
20 09 Pengembangan Dan Pemanfaatan Iptek Olahraga Sebagai Pendorong 

Peningkatan Pretasi Olahraga 
20 10 Pengembangan Olahraga Lanjut Usia Termasuk Penyandang Cacat 
20 11 Pengembangan Olahraga Rekreasi 
20 12 Peningkatan Jaminan Kesejahteraan Bagi Masa Depan Atlet, Pelatih Dan 

Teknisi Olahraga 
Peningkatan Jumlah Kualitas Serta Kompetensi Pelatih, Peneliti, Praktisi 
Dan Teknisi Olahraga 

20 13 

Pembinaan Olahraga Yang Berkembang Di Masyarakat 20 14 
20 15 Peningkatan Manajemen Organisasi Olahraga Tingkat Perkumpulan Dan 

Tingkat Daerah 
20 16 Penmgkatan Peran Serta Masyarakat Dan Dunia Usaha Dalam 

Pendanaan Dan Pembinaan Olahraga 
20 17 Kerjasama Peningkatan Olahragawan Berbakat Dan Berprestasi Dengan 

Lembaga/ Instansi Lainnya 
20 18 Pemeliharaan rut in dan berkala sarana dan prasarana olah raga 
20 19 Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga 

Urusan: 2.14. - STATISTIK 

15 Program Pengembangan Data/informasi/statistik Daerah 
15 01 Penyusunan Dan Pengumpuian Data Dan Statistik Daerah 
15 02 Pengolahan, UpKiating Dan Analisis Data Dan Statistik Daerah 
15 03 Penyusunan Dan Pengumpuian Data PDRB 
15 04 Pcngolahan, updating dan analisis data PDRB 
15 05 Penyusunan Data Statistik Sektoral 

Urusan: 2.15. - PERSANDIAN 

15 Program Penyelenggaraan Persandlan Daerah 
15 01 Pengadaan, Pemeliharaan Peralatan Persandian dan Peningkatan 

Kapasitas Pcrsonil Persandian 

Urusan: 2.16. - KEBUDAYAAN 

15 Program Pengembangan Nilai Budaya 
15 01 Pelestarian Dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah 
15 02 Pcnatagunaan Naskah Kuno Nusantara 
15 03 Penyusunan Kebijakan Tentang Budaya Lokal Daerah 
15 04 Pemanatauan Dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Nilai 

Budaya 
15 05 Pemberian Dukungan, Penghargaan Dan Kerjasama D i Bidang Budaya 
16 Program Pengelolaan Kekajraan Budaya 
16 01 Fasilitasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya 
16 02 Pelestarian Fisik Dan Kandungan Bahan Pustaka Termasuk Naskah 
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16 03 Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Kekayaan Budaya Lokal Daerah 
16 04 Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Budaya Lokal Daerah 
16 05 Pengelolaan Dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah 

Purbakala, Museum Dan Peninggalan Bawah Air 
16 06 Pengembangan Kebudayaan Dan Pariwisata 
16 07 Pengembangan Nilai Dan Geografi Sejarah 
16 08 Perekaman Dan Digitalisasi Bahan Pustaka 
16 09 Perumusan Kebijakan Sejarah Dan Purbakala 
16 10 Pengawasan, Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pelaksanaan Program 

Pengelolaan Kekayaan Budaya 
16 11 Pendukungan Pengelolaan Museum Dan Taman Budaya D i Daerah 
16 12 Pengelolaan Karya Cetak Dan Karya Rekam 
16 13 Pengembangan Data Base Sistem Informasi Sejarah Purbakala 
17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 
17 01 Pengembangan Kesenian Dan Kebudayaan Daerah 
17 02 Penyusunan Sistem Informasi Data Base Bidang Kebudayaan 
17 03 Penyelenggaraan Dialog Kebudayaan 
17 04 Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya Daerah 
17 05 Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah 
17 06 Seminar Dalam Pgangka Revitalisasi Dan Reaktualisasi Budaya Lokal 
17 07 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pelaksanaan Pengembangan 

Keanekaragaman Budaya 

Urusan: 2.17. -PERPUSTAKAAN 

15 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 
15 10 Monitoring, evaluasi dan pelaporan perpustakaan 
15 11 Pengelolahan dan pendistribusian bahan pustaka 
15 12 Pemeliharaan ru t in/ berkala bahan pustaka 
15 13 Pengembangan data base 
15 14 Pengembangan sarana dan prasarana perpustakaan 
15 15 Pelayanan perpustakaan 
15 16 Rehabilitas sedang/ berat bangunan rumah kaca 
15 17 Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong 

terwujudnya masyarakat pembelajar 
15 18 Pelaksanaan koordinasi pengembangan perpustakaan 
15 19 Penyelenggaraan koordinasi pengembangan budaya baca 
15 20 Pelayanan Perpustakaan Keliling 
15 21 Pembinaan Perpustakaan 
15 22 Pengembangan Minat Budaya Baca 
15 23 Pengadaan Perangkat Pelayanan Perpustakaan 
15 24 Pengembangan Koleksi Perpustakaan 

Urusan: 2.18. - KEARSIPAN 

15 Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan 
15 01 Pembangunan Data Base Informasi Kearsipan 
15 02 Pengumpuian Data 
15 03 Pengklasilikasikan Data 
15 04 Penyusunan Sistem Katalog Data 
15 05 Pengadaan Sarana Penyimpanan 
15 06 Kajian Sistem Administrasi Kearsifan 
15 07 Pemeliharaan Peralatan Jaringan Informasi Kearsifan 
15 08 Pembinaan Arsip Desa 
15 09 Bimbingan Teknis Kearsipan Perangkat Daerah 
16 Program Penyelamatan Dan Pelestarian Dokumen/arsip Daerah 
16 01 Pengadaan Sarana Pengolahan Dan Penyimpanan Arsip 
16 02 Pendataan Dan Penataan Dokumen/arsip Daerah 
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• 

16 03 Penduplikatan Dokumen/arsip Daerah Dalam Bentuk Informatika 

• 

• 

16 04 Pembangunan Sistem Keamanan Penyimpanan Data 

• 

• 

16 05 Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah 

• 

• 

17 Program Pemeliharaan Rutin/berkala Sarana Dan Prasarana 
Kerasipan 

• 

• 

17 01 Pemeliharaan Rutin/berkala Sarana Pengolahan Dan Penyimpanan Arsip 

• 

• 

17 03 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Kondisi Situasi Data 

• 

• 

• 

• 

Urusan: 3.01. - KELAUTAN DAN PERIKANAN 

• 

• 

• 

• 

20 Program Pengembangan Budidaya Perikanan 

• 

• 

20 01 Pengembangan Bibit Ikan Unggul 

• 

• 

20 02 Pendampingan Pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan 

• 

• 

20 03 Pembinaan Dan Pengembangan Perikanan 

• 

• 

20 04 Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Budidaya 

• 

• 

20 05 Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya. 

• 

• 

20 06 Pengembangan Sarana dan Prasarana Balai Benih Ikan (BBI) 

• 

• 

20 07 Pengembangan Balai Benih Ikan (BBI) 

• 

• 

20 08 Pengembangan Keramba Jaring Apung yang Berwawasan Lingkungan • 

• 

20 09 Peningkatan Kapasitas Kelompok Penerima Bantuan Sosial • 

• 

20 10 Pengembangan Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan Budidaya • 

• 

20 11 Peningkatan Produksi Budidaya Perikanan Air Payau dan Ikan Hias Air 
Tawar 

• 

• 

20 12 Pengembangan Pos Pelayanan Ikan Terpadu 

• 

• 

20 13 Pembinaan Kelompok Penerima Bantuan Sosial 

• 

• 

20 14 Pembangunan Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan (DAK) 

• 

• 

20 15 Anty Poverty Program (APP) Bidang Perikanan 

• 

• 

20 16 Pengembangan Unit Pembenihan Rakyat (UPR) 

• 

• 

20 17 Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar 

• 

• 

20 18 Optimalisasi Unit Pembenihan Rakyat (UPR) 

• 

• 

20 19 Pengembangan Budidaya Ikan Air Tawar 

• 

• 
20 20 Pengembangan Budidaya Ikan Minapadi 

• 

• 
20 21 Pengembangan Budidaya Ikan Air Payau 

• 

• 
20 22 Pengembangan Budidaya Ikan Air Laut 

• 

• 
20 23 Qptimalisasi Sarana dan Prasarana Tambak 

• 

• 20 24 Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit 
Perbenihan (UPTD Kabupaten/Kota) 

• 

• 20 25 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Skala Kecil 
Masyarakat Pembudidaya Ikan 

• 

• 
20 26 Qptimalisasi pelayanan kesehatan ikan dan lingkungan 

• 

• 
20 27 Pengembangan Unit Pembenihan Rakyat (UPR) 

• 

• 
21 Program Pengembangan Perikanan Tangkap 

• 

• 
21 01 Pendampingan Pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap 

• 

• 
21 02 Pembangunan Tempat Pelelangan Ikan 

• 

• 
Z 1 03 Pemeliharaan Rutin/berkala Tempat Pelelangan Ikan 

• 

• 

21 04 Rehabilitasi Sedang/berat Tempat Pelelangan Ikan 

• 

• 

21 05 Pengembangan Lembaga Usaha Perdagangan Perikanan Tangkap 

• 

• 

21 06 Qperasional Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 

• 

• 

21 07 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendaratan Ikan (DAK) 

• 

• 

21 08 Pengembangan aarana dan Prasarana t p i 

• 

• 

21 09 Peningkatan Kapasitas Kelompok Penerima Bantuan Sosial 

• 

• 

21 10 Pengadaan Sarana dan Alat Bantu Penangkapan Ikan 

• 

• 

21 11 Pengembangan Prasarana Perikanan Tangkap 

• 

• 

21 12 Pelatihan Pengembangan Perikanan Tangkap 

• 

• 

21 13 Restocking Ikan dan Pembinaan Kelompok d i Pcrairan Umum 

• 

• 

21 14 Pengembangan Sarana Penangkapan Ikan (DAK) 

• 

• 

21 15 Peningkatan K« ipas itas KUB dan PQKMASWAS 
Paraf f 
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21 16 Pemberdayaan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan 
21 17 Pembangunan Pos Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan 
91 
^ X 

18 
XXX 

Pendataan Sarana Perikanan Tangkap 
21 19 Penataan Lingkungan Desa Pesisir 
9 1 Z 1 9n 

Z\j 
Pemberdavaan Nelavan Melalui Peninckatan Identitas dan Kelemba&aan 
A \^mAA A^^r fX XA\Aj 4AXAAA X 1 v AXA J %AA A A VX w X L X X L A X X V AMAAAS^dAAA AXX 1 X X ^ X A> X X L X AXX ^ 7 ^ X C X X X X L I ^ X ^ X X X L J ^ X ^ ^ A X A X X X 

Nelayan 21 21 
Ad A 

Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pengawas Pcrairan Umum 
21 22 Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Tempat Pelelangan 

Ikan (TPI) 
21 23 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Skala Kecil 

Masyarakat Nelayan 
21 24 Qptimalisasi Pendataan Perikanan Tangkap 

x^ r> J -21 
U A 

25 Restocking Ikan dan Pembmaan Pokmaswas 
23 Program Qptimalisasi Pengelolaan Produksi Perikanan 
93 01 

\X X 
Kajian Qptimalisasi Pengelolaan Dan Pemasaran Produksi Perikanan 

93 09 Pembinaan Kelompok Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan 
23 03 Keoiatan Gerakan Memasvarakatkan Makan Ikan (GEMARIKANl 

X B^X%X A X X X X v X X X X X X X X X XV X XXXXX V H I - KXX^XX X X ^ X X X X XV X X X X ^ X X X X X X X X X X X 1 ̂ X X_XXV X * XX X X X XJ XX • 1 93 04 Pengadaan Sarana Pengolahan, Peningkatan Mutu dan Pemasaran Hasil 
Perikanan 

23 05 Sosialisasi Bahaya Penggunaan Bahan-bahan Kimia pada Pengolahan 
Produk Perikanan 

23 06 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengolahan dan Pemasaran 
23 07 Pelatihan Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Produk Hasil 

Perikanan 
23 08 Sosialisasi Forikan (Forum Peningkatan Konsumsi Ikan). 
23 09 Pengadaan Bahan Informasi. Produk QIahan Perikanan 
23 
X J ' 

10 
X v 

Peningkatan Kapasitas Kelompok Pengolahan dan Pemasaran Hasil 
Perikanan. 

23 11 Bimbingan Teknis Pelaku Utama Perikanan 
23 12 Qptimalisasi Kelembagaan Pelaku Usaha 
23 13 Penmgkatan Mutu Hasil Perikanan 
23 14 Promosi Produk Penkanan 
23 15 

A XJ 
Pengawasan Mutu I ^ d u k Perikanan 

23 16 Pelatihan Pengolahan Ikan 
93 17 

A f 
Bimbingan Teknis Peningkatan SDM Pengelola Tempat Pelelangan Ikan 

93 18 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Skala Kecil 
Masyarakat KP Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan 

23 19 Inventarisasi dan identifikasi pengolahan hasU perikanan 
27 Program Pemberdajraan Ekonomi Masyarakat Perikanan 
27 
xj • 

01 Sosialisasi dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan Regulasi 
Bidang Kelautan dan Perikanan 

27 02 Fasilitasi Bidang Kelautan dan Perikanan 
27 03 Penyusunan Sistem Informasi Perikanan 
27 04 

XJ 1 

Pendampmgan Program Sertifikasi Hak Atas Tanah Masyarakat 
Perikanan 

27 05 Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir 
97 
xS / 

06 Pendampingan Program Nasional Minapolitan dan PNPM M-KP 
97 07 

vx t 

Kegiatan Penataan Lmgkungan Desa Pesisir 
97 08 Penyusunan Profil Desa Pesisir Kabupaten Pacitan 
27 09 Penyusunan Studi Kelayakan Pengembangan PPI 
27 10 Penyusunan profil desa pesisir dan kelembagaan KUB dan Pokmaswas 
27 11 Pemberdayaan nelayan melalui peningkatan kapasitas dan kelembagaan 

KUB 
27 12 Bimbingan teknis peningkatan SDM pengelola tempat pelelangan ikan 
27 13 Pemberdayaan pengelolaan tempat pelelangan ikan 

Urusan : 3.02. - PARIWISATA 
15 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 
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15 01 Analisa Pasar Untuk Promosi Dan Pemasaran Objek Pariwisata 
15 02 Penin gkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Pemasaran 

Pariwisata 
15 03 Pengembangan Jaringan Kerja Sama Promosi Panwisata 
15 04 Koordinasi Dengan Sektor Pendukung Pariwisata 
15 05 Pelaksanaan Promosi Panwisata Nusantara Di Dalam Dan D i Luar Negeri 
15 06 Pemantauan Dan Evaluas Pelaksanaan Program Pengembangan 

Pemasaran Pariwisata 
15 07 Pengembangan Statistik Kepariwisataan 
15 08 Pelatihan Pemandu Wisata Terpadu 
15 09 Promosi Pariwisata Nusantara d i Dalam dan d i Luar Negeri 
15 10 Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Pemasaran Pariwisata 
16 Program Pengembangan Destinasl Pariwisata 
16 01 Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan 
16 02 Peningkatan Pembangunan Sarana Dan Perasarana Pariwisata (DAK) 
16 03 Pengembangan Jenis Dan Paket Wisata Unggulan 
16 04 Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Objek Pariwisata Dengan 

Lembaga/dunia Usaha 
16 OS Pemantauan Dan Evaluasi Pelaksanaan Proaram Peneembanffan 

A XXX X XXX XX XXX X ^^fAAAA * J V L X X X X X X k J X X XXXXX k J X X X XXXXX.X X A A \A 1 1 X X \^ A a f^^\^ AAA AJWA X C^XXXX 

Destinasi Pemasaran Pariwisata 16 
X \ J 

06 Pengembangan Daerah Tujuan Wisata 
16 
X \ J 

07 Pengembangan, Sosialisasi, Dan Penerapan Serta Pengawasan 
Standardisasi 

16 08 Pemeliharaan sarana prasarana pariwisata 
16 09 Pengembangan SDM dan Profesionalisme Bidang Pariwisata 
16 10 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan 

pariwisata 
16 11 Pembahasan perda tentang jasa Pariwisata 
16 12 Fasilitasi Pengembangan Kelembagaan Ekowisata Daerah 
16 13 Pengembangan Ekonomi Kreatif 
16 14 

X * 
Penataan Daya Tarik Wisata (DAK) 

16 15 Pengembangan Destinasi Pariwisata 
16 16 Pengelolaan Destinasi Pariwisata 
16 17 Pengembangan Industri Pariwisata 
16 18 Peningkatan Kelembagaan Pariwisata 
16 19 Peningkatan kualitas tata kelola destinasi pariwisata dan kapasitas 

masyarakat pelaku usaha kepariwisataan (DAK) 
Urusan: 3.03. -PERTANIAN 

18 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/perkebunan 
18 01 Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Pertanian/perkebunan Tepat 

Guna 
18 02 Pengadaan Sarana Dan Prasaranan Teknologi Pertanian/perkebunan 

Tepat Guna (DAK) 
18 03 Pemeliharaan Rutin/berkala Sarana Dan Prasarana Teknologi 

Pertanian/perkebunan Tepat Guna 
18 04 Kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian/perkebunan Tepat 

Guna 
18 05 Pelatihan Dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi 

Pertanian/perkebunan Tepat Guna 
18 06 Pelatihan Penerapan Teknologipertanian/perkebunan Modem Bercocok 

Tanam 
18 07 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan 
18 08 Peningkatan Pengelolaan Unit Pelayanan Jasa Alsintan fUPJA) 
18 09 Pelatihan Mekanisasi Pertanian Bagi Pengelola UPJA 
18 10 Pelatihan Pengelolaan Lahan dan Air 
18 11 Bimbingan Teknis Pengendali OPT 
18 1 2 Sekolah LapanganJ] 
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18 13 Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu 
18 14 Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi 

Pertanian/ Perkebunan 
18 15 Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan 
18 16 Rehabilitasi Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan 
18 17 Pendampingan dan Pengembangan Prasarana, Sarana Pertanian (PPSP) 
18 18 Pembangunan Sumber-sumber Air Meliputi Irigasi Air Tanah 

(Dangkal/Dalam) / Embung / Dam Parit / Pintu Air / Long Storage 
18 19 Pembangunan/ Perbaikan Jalan Pertanian (Jalan Usaha Tani dan Jalan 

Produksi) 
18 20 Pembangunan/ Perbaikan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) d i 

Kecamatan dan Penyediaan Sarana Pendukung Penyuluhan 
18 21 Penyediaan Sarana Pendukung Penyuluhan 
18 22 Pembangunan Balai/Instalasi Pembibitan dan Hijauan Pakan Temak, 

Rumah Potong Hewan (RPH), Puskeswan dan Penyediaan Sarana 
Pendukungnya 

18 23 Pembangunan/Perbaikan Sumber Sumber Air 
19 Program Peningkatan Produksi Pertanian/perkebunan 
19 01 Penyuluhan Peningkatan Produksi Pertanian/perkebunan 
19 02 Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/perkebunan 
19 03 Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/perkebunan 
19 04 Sertifikasi Bibit Unggul Pertanian/perkebunan 
19 05 Penyusunan Kebijakan Pencegahan Alih Fungsi Lahan Pertanian 
19 06 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan 
19 08 Pendampingan Pusat Pertumbuhan Padi dan Jagung 
19 09 Pengolahan Data Statistik Pertanian 
19 10 Refresing Metodologi Pengolahan Data Statistik Pertanian 
19 11 Penyusunan Angka Produksi Pertanian 5 Tahunan dan Proksi Mantap 
19 12 Pengolahan Lahan dan Air 
19 13 Pembuatan Survey Investigasi Design (SID) 
19 14 Pengadaan Benih Padi Untuk Bencana Alam dan Pergiliran Varietas 
19 15 Perluasan Areal Tanaman Pangan 
19 16 Perluasan Areal Tanaman Hortikultura 
19 17 Penmgkatan Mutu Intensifikasi Tanaman Pangan 
19 18 Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Kelompok Penangkar 

Bibit/Benih 
19 19 Pengembangan Tanaman Hortikultura 
19 20 Penanganan Pasca Panen Hasil Pertanian 
19 21 Pemetaan Potensi Kawasan Peningkatan Produksi dan Komoditas 
19 22 Apresiasi Bagi Petani, Petugas dan Pelaku Pembangunan Pertanian 
19 25 Fasilitasi Kemitraan Permodalan 
19 26 Sosialisasi Lahan Sawah Abadi 
19 27 Peningkatan Mekanisasi Pra Panen, Panen dan Pasca Panen 
19 28 Penyediaan Stok Pestisida 
19 29 Pendampingan SLPTT Tanaman Pangan dan Hortikultura 
19 30 Penyediaan Bahan/Alat Pengendalian OPT Tepat Guna 
19 31 Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Tanaman Pangan 
19 32 Pengembangan POS Pusat Agen Hayati (PAH) 
19 33 Penguatan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida 
19 34 Pembangunan Database Pertanian dan Petemakan 
19 35 Penumbuhan Unit Pengolahan Pupuk Qrganik 
19 36 Pengembangan Benih/Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan 
19 
19 

37 Penmgkatan Produksi Tanaman Pangan 
38 Anty Poverty Program (APP) Bidang Pertanian 

19 39 Anty Poverty Program (APP) Bidang Perkebunan 
19 40 Peningkatan Produktivitas dan Mutu Produksi Pertanian serta 

Pengembangan Kawasan ' 
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19 41 Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah 
19 42 Pengembangan Pupuk Organik 
19 43 Bimbingan Teknis Pengamatan, Identifikasi dan Pengendalian OPT 

Tanaman Pangan dan Holtikultura 
19 44 Pengembangan Tanaman Perkebunan Pendukung Kawasan Agropolitan 
19 45 Pembangunan Jalan Produksi 
19 46 Peremajaan dan Intensifikasi dan Rehabilitasi Tanaman Perkebunan 
19 47 Optimalisasi Sumber Daya dan Sarana Prasarana Pengendalian OPT 

Perkebunan 
21 Program Pencegahan Dan Penanggiilangan Penyakit Temak 
21 01 Pendataan Masalah Petemakan 
21 02 Pemeliharaan Kesehatan Dan Pencegahan Penyakit Menular Temak 
21 03 Pcmusnahan Temak Yang Terjangkit Penyakit Endemik 
21 04 Pengawasan Perdagangan Temak Antar Daerah 
21 05 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan 
21 06 Penyediaan Obat dan Vaksin 

21 07 Pembangunan Sarana dan Prasarana Pencegahan dan Penanggulangan 
Penyakit Temak 

21 08 Pengendalian Penyakit Zoonesis 
22 Program Peningkatan Produksi Hasil Petemakan 
22 01 Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pembibitan Temak 
22 02 Pembibitan Dan Perawatan Temak 
22 03 Pendistribusian Bibit Temak Kepada Masyarakat 
22 04 Penyuluhan Pengelolaan Bibit Temak Yang Didistribusikan Kepada 

Masyarakat 
22 05 Penelitian Dan Pengolahan Gizi Dan Pakan Temak 
22 06 Pembelian Dan Pendistribusian Vaksin Dan Pakan Temak 
22 07 Penjruluhan Kualitas Gizi Dan Pakan Temak 
22 08 Pengembangan Agribisnis Pertenakan 
22 09 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan 
22 10 Pembuatan Kebun Hijauan Makanan Temak 
22 11 Pengembangan Industri Pakan Olahan 
22 12 Pengembangan dan Optimalisasi Temak 
22 13 Sosialisasi Peningkatan Pengembangan Petemakan 
22 14 Pengembangan Inseminasi Buatan 
22 15 Peningkatan Pengawasan Bahan Asal Hewan (BAH) Yang ASUH 
24 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Petemakan 
24 01 Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Petemakan Tepat Guna 
24 02 Pengadaan Sarana Dan Prasarana Teknologi Petemakan Tepat Guna 
24 03 Pemeliharaan Rutin/berkala Sarana Dan Prasarana Teknologi 

Petemakan Tepat Guna 
24 04 Kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknologi Petemakan Tepat Guna 
24 05 Pelatihan Dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Petemakan Tepat 

Guna 
24 06 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan 
24 07 Sosialisasi Peningkatan Mutu Pakan Temak 
24 08 Pengembangan Unit Pengolahan Limbah Oi^anik 
24 09 Sosialisasi Pengolahan Daging Yang ASUH 
24 10 Bimbingan Teknis Penyakit Temak 
29 Program Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha Perkebunan 
29 01 Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis 
29 02 Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani 
29 03 Penmgkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pcrtanian/Perkebunan 
29 04 Penyuluh dan Pendampingan bagi Pcrtanian/Perkebunan 
30 Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku 
30 
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30 02 Penanganan Panen dan Pasca Panen Bahan Baku 
30 03 Penanganan Panen dan Pasca Panen 
30 04 Penumbuhan dan Penguatan Kelembagaan Petani 
30 05 Penerapan Pembudidayaan sesuai dengan Good Agricultural Practices 

(GAP) Tembakau melalui Pemberian Pupuk ZK pada Tanaman Tembakau 
30 06 Dukungan Sarana dan Prasarana Usaha Tani Tembakau 

Urusan : 3.04. - ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 
18 Program Pembinaan dan Pengawasan Pemanfaatan Energi dan Sumber 

Daya Mineral 
18 01 Fasilitasi I j in ESDM 

Urusan: 3.05. - PERDAGANGAN 
15 1 Program Perllxiduxigan Konsumen Dan Pengamanan Perdagangan 
15 01 Koordinasi Peningkatan Hubungan Kerja Dengan Lembaga Perlindungan 

Konsumen 
15 02 Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan-permasalahan Pengaduan 

Konsumen 
15 03 Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang Dan Jasa 
15 04 Operasionalisasi Dan Pengembangan Upt Kemetrologian Daerah 
15 05 Peningkatan Layanan Sidang Tera dan Tera Ulang UTTP 

15 06 Pengumpuian informasi hasil tembakau yang dilekati / tidak dilekati Pita 
Cukai d i Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran 

15 07 Sosialisasi Perlindungan Konsumen 
15 08 Pengembangan Sarana dan Prasarana Metrologi Legal 
18 Program Peningkatan Eflslensi Perdagangan Dalam Negri 
18 01 Penyempumaan Perangkat Peraturan, Kebijakan Dan Pelaksanaan 

Operasional 
18 02 Fasilitasi Kemudahan Periiinan Pengembangan Usaha 
18 03 Pengambangan Pasar Dan Distribusi Barang / Produk 
18 04 Pengembangan Kelembagaan Keijasama Kemitraan 
18 05 Pengambangan Pasar Lelang Daerah 
18 06 Peninekatan Sistem Dan Jarinean Informasi Perdasanean 
18 07 Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negri 
18 08 Revitalisasi nasar Daerah 

A V A KA Am m kJXX ̂ J X X ' A X VJXXX A ^ XXX^X XXX X 18 
A \ J 

09 Pemeliharaan Pasar Daerah 
X XJAAAV 1 1 1 XXXX XXAX.XX X X X ^ ^ V X X X ^ AX w X AXX X 

18 10 Penyempumaan Pasar Daerah 
18 11 Pembinaan dan Evaluasi UPTD Pasar Daerah 
18 12.. Pembangunan dan Peningkatan Pasar Daerah 
18 13'' Pembangunan UPTD Metrologi Legal 
19 Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima Dan Asongan 
19 01 Kegiatan Pembinaan Organisasi Pedagang Kakilima Dan Asongan 
19 02 Kegiatan Penyuluhan Peningkatan Disiplin Pedagang Kakilima Dan 

Asongan 
19 03 Kegiatan Penataan Tempat Bemsaha Bagi Pedagang Kakilima Dan 

Asongan 
19 04 Kegiatan Fasilitasi Modal Usaha Bagi Pedagang Kakilima Dan Asongan 
19 05 Kegiatan Pengawasan Mutu Dagangan Pedagang Kakilima Dan Asongan 
19 06 Kegiatan Pembangunan Gudang Penyimpanan Barang Pedagang Kakilima 

Dan Asongan 
23 Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdagangan dan Jasa 
23 01 Revitalisasi pasar Daerah (DAK) 
23 02 Rehabilitasi/pemeliharaan Pasar Daerah 
23 03 Pembinaan dan Evaluasi Pasar Daerah 
24 Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Perdagangan 
24 01 Pengumpuian Informasi Hasil Tembakau yang Dilekati/ Tidak Dilekati 
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Pita Cukai d i Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran 
24 02 Pengumpuian Informasi Hasil Tembakau yang Dilekati /Tidak Dilekati 

Pita Cukai atau Dilekati Pita Bekas/ Pita Palsu d i Peredaran atau Tempat 
Penjualan Eceran 

Urusan: 3.06. - PERINDUSTRIAN 

nmcfwim ntf^nfftf^mliantfon Tn<1ii«4'r1 ^Inn ^Tc.'ni'ntrait 
M X \Jf^X 4XXXX f C U i | ^ C U l U U U | ^ c U X X U U U S L X A X X C ^ U X^tXXX X > X C U C U | ^ c U X 16 \f X 17QciHtnci Haul inHiictW Ifppil Ham mPTipniraH tpfHnHart T i P i r i a n r a a t a T i F d o X U L i l o l U d g l X l l U U o l X i IWCUXL U c t l i X l X C I l C l i g c U l L C l l l d U t i p | J C X I X d l l l d d L d l I 

^iimbpr Hava 
o i x m *j\^x u d y c x 16 02 

\JAd 
Ppmhinaan i ndus t r i IfpriT Hati mptiprtaali HaTam mpmnprlfi iat iarinrran 
X ^XXXXJLXkCLCkXX XXX\X\Xv\XX K V ^ ^ X X i X t U l X L L ^ l l ^ l i ^ d l X 11 XXlViXXX L^^X-IV V l d L | u X X i l ^ d X X 

klaster industri 
16 03 Penvusunan kebiiakan industr i terkait dan industri nenuniana industri 

keen dan menengah 
16 04 Pemberian kemudahan izin usaha industr i kecil dan menenaah 

X ^ ^ X X X A^^^X X A AX X XAA^XXX AX VA AAX X A X X X ^ X J X X X AX h^AXX XAX X X X AX AX AX X X W ^ ^ X X AX AXX X X X X ^ X X 1 ^ X X ^ ^ A X X X 

16 05 Pemberian fasilitas kemudahan akses perbankan bagi industri kecil dan 
menenaah 
XXX A^X XA^X X f ^ A X X X 

16 06 Fasilitasi keriasama kemitraan industri mikro. kecil dan menencah 
X AX AX XXX AXX U X XA ̂  X • AX^XAXXXX AX X A v X X X X AX AX AXX X X X X AX AX A f AX X X X X X X k X AX « X A v ^ ^ X X AX AXX X XXX A.. X A A^ X x ^ ^ A A X X 

dengan swasta 
16 07 Pendataan Industr i Kecil Menengah Kabupaten Pacitan 
16 08 Pembinaan Industri KecU Menengah 
16 09 Fasilitasi Pokmas industri 
16 10 Pengembangan Produk Unggulan 
16 11 

X X 
PpmpfmiTi triHiictrf f-TnciI'Tpmlifllfjiii 

16 xu xZ F d o U l L d o l X v C ^ C l I i U U i d l l i l d l v F i L d a I V C l v d y d d l l l I l L C l C d L U d l D d g l I I I U U . 0 U I i V C U J l 

Hfin MenPTipah 
VJ.CL1I. i^X\.XL\^XXf^CLXX 16 13 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia pada 
Industri HasU Tembakau Skala KecU 

19 Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial 
19 01 Pembangunan Akses Transportasi Sentra-sentra Indrustri Potensial 
19 02 Penyediaan Sarana Informasi Yang Dapat Diakses Masyarakat 
20 Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Perindustrian 
20 01 Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat d i 

Lingkungan Industr i HasU Tembakau dan/atau Daerah PengasU 
Tembakau melalui Peningkatan SDM bagi Pelaku IKM 

20 02 Bantuan Sarana Produksi Bagi Masyarakat/ Kelompok Masyarakat 
20 03 Fasilitasi Promosi Bagi Usaha Mandiri Masyarakat 
20 04 Bantuan Sarana Produksi Bagi Masyarakat/ Kelompok Masyarakat 

Urusan: 3.07. - TRANSMIGRASI 

18 Program fasilitasi transmigrasi 
18 01 Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi 

untuk memenuhi kebutuhan SDM 

Urusan: 3.08. - KEHUTANAN 

Urusan: 4.01. -PERENCANAAN 

18 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat 
Tumbuh 

18 01 SosiaUsasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pengembangan Wilayah 
Strategis Dan Cepat Tumbuh 

18 02 Koordinasi Penetapan Rencana Pengembangan Wilayah Strategis Dan 
Cepat Tumbuh 

18 03 Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat 
Tumbuh 

18 04 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan 
18 05 FasUitasi Perencanaan Fisik dan Prasarana d i KSCT 

Paraf Hierarki ^ 

Sekda 

Km \ 
Katag 

y-

Paraf Koordinasi 

PD Pemrakarsa 

PD Terkait 



KODE PROGRAM DAN KEGIATAN 

21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 
21 01 Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan Program Dan 

Kebijakan Layanan Publik 
21 02 Penyusunan Rancangan RPJPD 
21 03 Penyelenggaraan Musrenbang RPJPD 
21 04 Penetapan Rpjpd 
21 05 Penyusunan Rancangan Rpjmd 
21 06 Penyelenggaraan Musrenbang Rpjmd 
21 07 Penetapan Rpjmd 
21 08 Penyusunan Rancangan RKPD 
21 09 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 
21 10 Penetapan RKPD 
21 11 Kordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah 
21 12 Kordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (Ikpjj 
21 13 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan 

Daerah 
21 14 Pengumpuian dan analisis data perencanaan pembangunan daerah 
21 15 Penjaisunan strategi, pengendalian, analisis kewilayahan dan 

konektivitas perencanaan pembangunan daerah 
21 16 Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah 
21 17 Fasilitasi, Sinkronisasi dan Harmonisasi Perencanaan dan Penganggaran 

Pembangunan Daerah 
21 18 Koordinasi Perencanaan Dan Penjnisunan Laporan Kineija Pembangunan 

Daerah 
21 19 Peningkatan Pengelolaan Perencanaan Pembangunan Daerah 
21 20 Pengelolaan Informasi Pembangunan dan Profil Daerah 
21 21 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan 

Pembangunan Daerah 
21 22 Koordinasi perumusan program dan pemecahan masalah-masalah 

pembangunan daerah 
21 23 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah 
21 24 Review Dokumen RPJMD 2016-2021 
21 25 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Berbasis 

Kewilayahan 
22 Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi 
22 01 Penyusunan Masterplan Pembangunan Ekonomi Daerah 
22 02 Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah 
22 03 Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat 
22 04 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi 
22 05 Penyusunan Tabel Input Output Daerah 
22 06 Penyusunan Masterplan Penanggulangan Kemiskinan 
22 07 Penyusunan Indikator Dan Pemetaan Daerah Rawan Pangan 
22 08 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan 
22 09 Fasilitasi dan pembinaan teknis perencanaan pembangunan bidang 

ekonomi 
22 10 Monitoring, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan bidang 

ekonomi 
22 11 Penyusunan analisis, strategi dan kerangka regulasi pembangunan 

bidang ekonomi 
22 12 Penyusunan Data Base Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi 
22 13 Fasilitasi Pengembangan Kawasan Agropolitan Dan Program Ant i Proverty 

fAPP) 
22 14 Penyusunan Data Base Infrastruktur Perekonomian Daerah 
22 15 Penyusunan Masterplan Pembangunan Ekononi Daerah 
22 16 Fasilitasi Perencanaan Bidang Ekonomi 
23 Program Perencanaan Sosial dan Budaya 
23 I 01 I Koordinasi Penyusunan Masterplan Pendidikan 
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1 2 

9 3 
Z \ j 

0 9 
\JZ 

Koordinasi Penyusunan Masterplan Kesehatan 
2 3 0 3 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Dan Budaya 
9 9 
Z O 

0 4 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan 
2 3 0 5 Fasilitasi dan pembinaan teknis perencanaan pembangunan bidang 

sosial budaya 
9 3 ZXJ Oft 

uu 
Monitoring, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan bidang 
sosial budaya 

2 3 07 Penyusunan analisis, strategi dan kerangka regulasi pembangunan 
bidang sosial budaya 

2 3 0 8 Penyusunan Data Base Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial 
Budaya 

2 3 0 9 
V M^ 

Monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Sosial Budaya 
2 3 10 

A \ J 
Fasilitasi Bidang Sosial Budaya 

2 3 
^ A J 

11 
X X 

Koordinasi, Fasilitasi dan Penyusunan Kerangka Regulasi 
Penanggulangan Kemiskinan 

2 3 12 
A AM 

Penyusunan indikator daerah di bidang sosial budaya 
2 3 13 Updating Data Base Bidang Sosial Budaya 
2 3 14 Penyusunan dokumen perencanaan bidang Sosbud 
24 Program Perencanaan Wilayah Dan Sumber Daya Alam 
2 4 01 Koordinasi Penyusunan Masterplan Prasarana Perhubungan Daerah 
9 4 0 9 Koordinasi Penyusunan Masterplan Pengendalian Sumber Daya Alam 

Dan Lmgkungan Hidup 
9 4 0 3 Uo Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan 
2 4 0 4 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Infrastruktur, 

Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam 
9 4 OS uo Fasilitasi dan pembinaan teknis perencanaan pembangunan 

Infrastruktur, Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam 
2 4 06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan 

Infrastruktur, Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam 
2 4 0 7 Penyusunan analisis, strategi dan kerangka regulasi pembangunan 

Infrastruktur, Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam 

2 4 0 8 Penyusunan Data Base Perencanaan Pembangunan Infrastruktur, 
Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam 

2 4 09 Fasilitasi Perencanaan Prasarana Wilayah 
2 4 10 Fasilitasi Perencanaan Prasarana Pemukiman Dan Lingkungan Hidup 
2 4 11 Fasilitasi Perencanaan Prasarana Perhubungan, Pengairan Dan Sumber 

Daya Alam 
2 4 12 Fasilitasi, koordinasi dan analisis perencanaan tata ruang daerah 

Urusan: 4.02. -KEUANGAN 

17 Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan 
Daerah 

17 01 Penyusunan Analisa Standar Belanja 
17 0 2 Penyusunan Standar Satuan Harga 
17 0 3 Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah 
17 0 4 Penyusunan Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah 
17 0 5 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah Dan 

Retribusi 
17 06 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Apbd 
17 0 7 Penyusunan Rancangan Peraturan Kdh Tentang Penjabaran Apbd 
17 0 8 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubaban Apbd 
17 0 9 Penyusunan Rancangan Peraturan Kdh Tentang Penjabaran Perubaban 

Apbd 
17 10 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan Apbd 
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1 2 

17 11 Penyusunan Rancangan Peraturan Kdh Tentang Penjabaran 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Apbd 

17 12 Penyusunan Sistem Informasi Keuangan Daerah 
17 13 Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah 
17 14 Sosialisasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
17 15 Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah 
17 16 Peningkatan Manaiemen Aset/ Barang Daerah 
17 18 Revaluasi/ Appraisal Aset/ Barang Daerah 
17 19 Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Pembukuan Pembiayaan 
17 20 Peningkatan Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah 
17 21 Peningkatan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 
17 22 Evaluasi Pengelolaan SPJ Fungsional SKPD 
17 23 Sosialisasi Raperda APBD dan Raperda Perubaban APBD 
17 24 Fasilitasi Penyusunan RKA, DPA dan SPD SKPD 
17 25 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah 
17 26 Inventarisasi Aset Daerah 
17 27 Penertiban Pengelolaan Aset Daerah 
17 28 Pengamanan Aset Daerah 
17 29 Fasilitasi Evaluasi dan Rekonsiliasi Data Dana Perimbangan dan Lain-

lain Pendapatan Yang Sah 
17 30 Pengelolaan dan Pengembangan Aplikasi SIPKD 
17 31 Penyusunan Rencana Pemeliharaan Barang Milik Daerah 
17 32 Analisa Standar Biaya 
17 33 Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Mil ik Daerah 
17 34 Peningkatan Pelayanan Kasda 
17 35 Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus 
17 36 Pengelolaan Administrasi Gaji PNSD 
17 37 Fasilitasi Pelaksanaan Dana BK, Hibah dan Bansos 
17 38 Sistem Penganggaran Terintegrasi 
17 39 Penyelesaian Permasalahan Pengelolaan Keuangan Daerah 
17 40 Fasilitasi dan Rekonsiliasi Data Pajak dan IWP 
17 41 Penyusunan Profil Aset Daerah 
17 42 Penyusunan Raperda tentang APBD dan Raperbup tentang Penjabaran 

APBD 
17 43 Penyusunan Raperda tentang Perubaban APBD dan Raperbup tentang 

Penjabaran Perubaban APBD 
17 44 Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus 
17 45 Penataan Sistem dan Pengelolaan Kas Daerah 
17 46 Penyelenggaraan Tertib Administrasi dan Evaluasi SPJ Fungsional 
17 47 Peraantapan dan Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan 

Daerah (SIPKD) 
17 48 Penyelenggaraan Tertib Administrasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan 

Lain-lain Pendapatan Yang Sah 
17 49 Penyusunan Sistem dan Prosedur Penatausahaan Keuangan Daerah 
17 50 Penyusunan Perumusan Kebijakan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 

Daerah 
17 51 Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Pengelolaan Keuangan Daerah 
17 52 Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia d i Bidang Pengelolaan 

Keuangan Daerah 
17 53 Penyelenggaraan Tata Kelola Aset/ Barang Daerah 
17 54 Pendayagunaan Aset Daerah 
17 55 Sertifikasi Aset Daerah 
34 Program Peningkatan Pendapatan Daerah 
34 01 Penyelesaian Keberatan dan Restitusi Wajib Pajak dan Wajib Retribusi 

Daerah 
34 02 Peningkatan Pengelolaan Benda-benda berharga / Karcis Daerah 
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34 03 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah 
34 04 Operasional Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah 
34 05 Evaluasi dan Rekonsiliasi Pendapatan Asli Daerah 
34 06 Penunjang Pelaksanaan Penertiban Bagi Hasil Pajak Daerah 
34 07 Qptimalisasi Penerimaan PBB P2 
34 08 Pengembangan Sistem Informasi PBB P2 
34 09 Pemutakhiran Data dan Pendampingan PBB P2 
34 10 Pemutakhiran Data Piutang Pajak dan Retribusi Daerah 
34 11 Penyusunan Pengelolaan Administrasi Pembukuan Pendapatan Daerah 
34 12 Pengembangan Teknologi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pajak 

Daerah 
34 13 Peningkatan Pelayanan dan Penetapan Pajak Daerah 
34 14 Pengelolaan Data dan Penilaian Pajak Daerah 
34 15 Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah 
34 16 Pengadaan Karcis Daerah 
34 17 Operasional Penagihan Pajak Daerah dan Pemutakhiran Data Piutang 

Pajak Daerah 
34 18 Pembukuan dan Penyusunan Laporan Realisasi Pendapatan Daerah 

Urusan: 4.03. - KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 

29 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 
29 01 Pendidikan Dan Pelatihan Prajabatan Bagi Galon Pns Daerah 
29 02 Pendidikan Dan Pelatihan Struktural Bagi Pns Daerah 
29 03 Pendidikan Dan Pelatihan Teknis Tugas Dasn Fungsi Bagi Pns Daerah 
29 04 Pendidikan Dan Pelatihan Fungsional Bagi Pns Daerah 
29 05 Pendidikan dan Pelatihan Pengawas Sekolah 
29 06 Pengukuran Kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) 
30 Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur 
30 01 Penyusunan Rencana Pembinaan Kaiir Pns 
30 02 Seleksi Penerimaan Galon PNS 
30 03 Penempatan PNS 
30 04 Penataan Sistem Administrasi Kcnaikan Pangkat Otomatis Pns 
30 05 Pcmbangunan/pengcmbangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah 
30 06 Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan Pns 
30 07 Seleksi Dan Penetapan Pns Untuk Tugas Belajar 
30 08 Pemberian Penghargaan Bagi Pns Yang Berprestasi 
30 09 Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin Pns 
30 10 Kajian Sistem Dan Kualitas Materi Diklat Pns 
30 11 Pemberian Bantuan Tugas Belajar Dan Ikatan Dinas 
30 12 Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja Ipdn 
30 13 Penyelenggaraan Diklat Teknis, Fungsional Dan Kepemimpinan 
30 14 Pengembangan Diklat (analisis Kebutuhan Diklat, Penyusunan Silabi, 

Penyusunan Modul, Penyusunan Pedoman Diklat) 
30 15 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan 
30 16 Koordinasi Penyelenggaraan Diklat 
30 17 standar kompetensi pembinaan dan pengembangan sumberdaya 

aparatur 
30 18 pembangunan program aplikasi pelayanan administrasi kepegawaian 

dilingkungan Pemkab Banyuasin 
30 19 updating penyusunan data dan pemetaan jabatan fungsional 
30 20 anjungan pelayanan informasi kepegawaian 
30 21 Peresmian PNS 
30 22 Pcmerataan SIMPEG Pemkab Banyuasin 
30 23 pengucapan sumpah janj i PNS 
30 24 penataan jabatan fungsional aparatur sipil negara (ASN) 
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30 26 analisis /penelitian study kasus masalah kepegawaian dalam menuju 
good govermance 

30 27 seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi / open recruitmen sesuai amanat 
UU ASN 

30 28 penyusunan formasi pegawai 
30 29 penyelesaian administrasi kepegawaian PNS 
30 30 pembekalan PNS Memasuki masa usia pensiun 
30 31 Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) 
30 32 Pembinaan PNS dan Non PNS 
30 33 Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin 
30 34 Bimbingan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan 
30 35 Administrasi Pensiun 
30 36 Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah 
30 37 Administrasi Kepegawaian 
30 38 Pemeliharaan Arsip Pegawai 
30 39 Evaluasi Sasaran Kerja Pegawai (SKP) 
30 40 Administrasi Kepangkatan 
30 41 Administrasi Penyusunan Pengembangan Pola Karir PNS 

Urusan: 4.04. - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 

34 Program KeUtbangan/Inovasi Daerah 
34 01 Pengembangan dan Penguatan Inovasi dan Teknologi 
34 02 Iptek Bagi Wilayah 
34 03 Pengkajian Aktual Bidang Sosial dan Pemerintahan 
34 04 Pengkajian Aktual Bidang Ekonomi dan Pembangunan 
34 05 Penmgkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kelitbangan 
34 06 Fasilitasi Dewan Riset Daerah Kabupaten Pacitan 
34 07 Penelitian Bidang Sosial dan Pemerintahan 
34 08 Penelitian Bidang Ekonomi dan Pembangunan 
34 09 Penelitian Bidang Inovasi dan Teknologi 
34 10 Pengembangan Bidang Sosial dan Pemerintahan 
34 11 Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan 
34 12 Penerapan Bidang Sosial dan Pemerintahan 
34 13 Penerapan Bidang Inovasi dan Teknologi 
34 14 Fasilitasi Tim Koordinasi Penguatan SIDa 
34 15 Penjurnalan Hasil Kelitbangan 

Urusan: 4.05. - PEMERINTAHAN UMUM 

15 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerab 
15 01 Rapat-rapat Paripuma 
15 02 Kegiatan Reses 
15 03 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah dan Luar 

Daerah 
15 04 Peningkatan Kapasitas Pimpinan Dan Anggota DPRD 
15 05 Sosialisasi Perturan Perundang-undangan 
15 06 Peningkatan Sumber Daya Pimpinan dan Anggota DPRD 
15 07 Pendamping Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD 
15 08 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 
15 09 Publikasi Kegiatan DPRD 
15 10 Penyediaan Administrasi,Pimpinan DPRD,Komisi, BK dan Fraksi-Fraksi 
15 11 Pengelolaan Jaringan Sistem Informasi 
15 12 Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan 
15 16 Hearing/ Dialog Dan Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah Daerah Dan 

Tokoh Masyarakat/ Tokoh Agama 
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15 18 Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Anggota DPRD Priode 2014-
2019 

15 21 Pengadaan Pakaian Anggota dan Pimpinan DPRD 
15 22 Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD 
15 23 Penyusunan Raperda Inisiatif 
16 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil 

Kepala Daerah 
16 01 Dialog/ Audiensi Dengan Tokoh-tokoh Masyarakat, Pimpinan/ Anggota 

Oiganisasi Sosial Dan Masyarakat 

16 02 Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/ Departemen/ Lembaga 
Pemerintah Non Departemen/ Luar Negeri 

16 03 Rapat Koordinasi Unsur Muspida 
16 04 Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah 
16 05 Kunjungan Kerja/ Inspeksi Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah 
16 06 Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Lainnya 
16 07 Operasional Rumah Tangga Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah 
16 08 Pelayanan Keprotokolan 
16 09 Pelayanan Kehumasan 
16 10 Fasilitasi Pcringatan Hari Jadi Propinsi Jawa Timur 
20 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian 

Pelaksanaan Kebijakan KDH 
20 01 Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala 
20 02 Penanganan Kasus Pengaduan D i Lingkungan Pcmerintah Daerah 
20 03 Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Kdh 
20 04 Penanganan Kasus Pada Wilayah Pemerintahan Dibawahnya 
20 05 Inventarisasi Temuan Pengawasan 
20 06 Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan 
20 07 Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif 
20 08 Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan 
20 09 Penuyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan 
20 10 Penyusunan EKPPD 
20 11 Penyusunan LKPJ 
20 12 Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 
20 13 Review Dokumen Rencana dan Pembangunan Anggaran Tahunan Daerah 

Pengawasan Pemerintahan Desa dan Tujuan Tertentu 20 14 
20 15 Review SAKIP dan Evaluasi LKJIP PD 
20 16 Pengawasan Reformasi Birokrasi 
20 17 Penanganan Izin Perceraian bagi PNS 
20 18 Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pcmerintah 
20 19 Pemeriksaan Rcguler Perangkat Daerah 
20 20 Pemutakhiran TLHP 
20 21 Monitoring dan Evaluasi TLHP 
20 22 Pemeriksaan Desa 
20 23 Reviu LKj.IP Pemerintah Daerah dan Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah 
20 24 Pengawasan Reformasi Birokrasi dan Penegakan Integritas 
20 25 Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah 

21 Program Peningkatan Profesionallsm Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur 
Pengawasan 

21 01 Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan 
21 02 Pelatihan Teknis Pengawasan Dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja 
21 03 Peningkatan Kualitas Pengawasan 
21 04 Peningkatan SDM Aparatur Bidang Pengawasan 
22 Program Penataan Dan Penyempumaan Kebijakan Sistem Dan 

Prosedur Pengawasan 
22 01 I teiy^^^imanNaskah Akademik Kebijakan Sistem Dan Prosedur 
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• 

Pengawasan 

• 

22 02 Penyusunan Kebijakan Sistem Dan Prosedur Pengawasan 

• 

24 Program Mengintenslfkan Penanganan Pengaduan Masyarakat 

• 

24 01 Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat 

• 

24 02 Fasilitasi penanganan konflik sosial masyarakat 

• 

24 03 Unit Pengaduan Masyarakat dan Penanganan Kasus Pengaduan 

• 

24 04 Operasionalisasi Saber Pungli 

• 

25 Program Peningkatan Keriasama Daerah 

• 

25 01 Fasilitasi/pembentukan Kerjasama Antar Daerah Dalam Penyediaan 
Pelayanan Publik 

• 

25 02 Fasilitasi/pembentukan Perkuatnn Keijasama Antar Daerah Pada Bidang 
Ekonomi 

• 

25 03 Fasilitasi/pembentukan Kerjasama Antar Daerah Di Bidang Hukum 

• 

25 04 Fasilitasi/pembentukan Kerjasama Antar Daerah Dalam Penyediaan 
Sarana Dan Prasarana Publik 

• 

25 05 Peningkatan Keijasama dengan Dunia Usaha/ Lembaga 

• 

25 06 Peningkatan Koordinasi Kerjasama Antar Daerah 

• 

26 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 

• 

26 01 Koordinasi, Konsultasi Harmonisasi dan Kerjasama Permasalahan 
Peraturan Perundang-undangan 

• 

26 02 Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-undangan 

• 

26 03 Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan 

• 

26 04 Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 

• 

26 05 Publikasi Peraturan Perundang-undangan 

• 

26 06 Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah Terhadap Peraturan 
Perundang-undangan Yang Baru.Iebih Tinggi Dari Keserasian Antar 
Peraturan Perundang-undangan Daerah 

• 

26 07 Bantuan Hukum Advokasi Permasalahan Hukum 

• 

26 08 Pendamping Penyusun Renja Peraturan Perundang-undangan (PERDA 
INISIATIF) 

• 

26 09 Penyusunan Program Legislasi Daerah (Prolegda) 

• 
26 10 Penyusunan Produk Hukum Daerah 

• 
26 11 Pertimbangan Hukum, Bantuan Hukum dan Penyelesaian Perkara 

Hukum 

• 
26 12 Peningkatan Sistem Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (SJDIH) 

• 26 13 Penyusunan Produk Hukum Peraturan . • 26 14 Penyusunan Produk Hukum Ketetapan • 27 Program Penataan Daerah Otonoml Baru • 
27 01 Fasilitasi Penyiapan Data Dan Informasi Pendukung Proses Pemekaran 

Daerah 

• 
27 02 Fasilitasi Percepatan Penyerahan P3d Dari Daerah Induk Ke Daerah 

Pemekaran 

• 
27 03 Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi 

Antar Daerah 

• 
27 04 Fasilitasi Pemantapan Sotk Pemerintah Daerah Otonom Baru 

• 

34 Program Penataan Ketatalaksanaan Dan Pelayanan Publik 

• 

34 01 Peningkatan pelayanan publik 

• 

34 02 Penyusunan Laporan Survey Kepuasan Masyarakat 

• 

34 03 Monitoring dan Evaluasi Penerapan SOP 

• 

34 04 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan SPM 

• 

35 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah 

• 

35 01 Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Negara 

• 

35 02 Monitoring, Evaluasi dan Analisis Kelembagaan Pemerintah Daerah 

• 

35 03 Pengembangan Kapasitas dan Kapabilitas Unit Kerja Kelembagaan 

• 

36 Program Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Bidang 
Pemerintahan Umum 

• 

36 01 Penvusunan_Lapo ran Penyelenggaraan Pemerintahan 
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36 02 Pembinaan dan Evaluasi Kinerja Kecamatan 
37 Program Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring Dan Evaluasi Bidang 

Pembangunan 
37 01 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pembangunan 
37 02 Peningkatan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan 
37 03 Monitoring dan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan 
37 04 Pelaksanaan Pemilihan Barang dan Jasa Melalui Unit Layanan 

Pengadaan Barang Jasa (ULP) 
37 05 Sinkronisasi dan penyebarluasan strategi pengadaan barang dan jasa 
37 06 Pelaksanaan pemilihan penyedia barang dan jasa melalui implementasi 

e-procurement 
37 07 Penguatan kelembagaan dan SDM pengadaan barang dan jasa 
37 08 Penyusunan Standar Satuan Hai^a dan Analisis Biaya 
38 Program Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Monitoring Bidang 

Perekonomian 
38 01 Koordinasi Penyusunan Kebijakan Bidang Perekonomian 
38 02 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Bidang Pangan, Pertanian dan 

Perikanan 
38 03 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Bidang Koperasi, Usaha Mikro, 

Industri , Perdagangan 
38 04 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Bidang Pariwisata, Ekonomi 

Kreatif, Penanaman Modal, BUMD dan Perbankan 
38 05 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Bidang Sumber Daya Alam dan 

Lingkungan Hidup 
39 Program Koordinasi, Fasilitasi, Dan Monitoring Bidang Kesejahteraan 

Rakyat 
39 01 Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pembangunan bidang Pendidikan, 

Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga 
39 02 Koordinasi Pembinaan UKS/M 
39 03 Peningkatan Pemberdayaan Lansia 
39 04 Penanggulangan NAPZA dan PMS 
39 05 Pembmaan Drumband 
39 06 Fasilitasi Lembaga Sosial Kemasyarakatan 
39 07 Fasilitasi Seni Budaya dan Peringatan Hari Besar Nasional 
39 08 Peningkatan koordinasi dan fasilitasi ortianisasi wanita 
39 09 Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pembangunan bidang Kesehatan, 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 
39 10 Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pembangunan bidang 

A A <_J XJ 

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Tenaga Kerja dan 
Trasnsmigrasi 

39 11 Peningkatan Koordinasi dan fasilitasi Organisasi Pemuda 
39 12 Peningkatan koord. dan fasilitasi pengembangan olahraga 
40 Program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama 
40 01 Pembinaan Mental Spiritual 
40 02 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Bidang 

Kesejahteraan Masyarakat 
40 03 Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Mental Spiritual 
40 04 Fasilitasi Mental Spiritual dan Keagamaan 
41 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 
41 01 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama 
41 02 Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat 
41 03 Penmgkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa 
41 04 Sosialisasi HAM 
41 05 Sosialisasi Wawasan Kebangsaan bagi tokoh Pemuda, Ormas dan Tomas 
41 06 Forum Kerukunan Umat Beragama 
41 07 Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat Kabupaten Pacitan 
41 08 _EQrum_Kewaspadaan Dini Masyarakat 
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41 09 Sosialisasi Pembauran Kebangsaan 
41 10 Pemantauan dan Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing 
41 11 Sosialisasi Bahaya radialisme dan Terorisme d i kalangan Pemuda, 

Pela jar, Mahasiswa dan Tokoh masyarakat 
41 12 Operasional Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Dalam 

Negeri 
41 13 Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran 

Narkoba 
41 14 Kelompok Kerja Pusat Penyelenggaraan Pendidikan Wawasan 

Kebangsaan 
41 15 Komunitas Intelejcn Daerah (KOMINDA) 
41 16 Pelatihan Kader Bela Negara 
41 17 Pemantapan Pelaksanaan HAM 
41 18 Pemantapan Nilai-nilai Wawasan Kebangsaan 
41 19 Pembinaan Kerukunan Umat Beragama 
41 20 Pembinaan Pembauran Kebangsaan 
41 21 Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial 
41 22 Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Narkoba 
41 23 Pelatihan Kader Bela Negara 
41 24 Satgas Revolusi Mental 
41 25 Kewaspadaan Dini d i Daerah 
41 26 Pemantauan dan Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing (NGO) 
41 27 Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat fPAKEM] 
42 Program Pendidikan PoUtik Masyarakat 
42 01 Penyuluhan kepada masyarakat 
42 02 Fasilitasi penyelesaian perselisihan partai poUtik 
42 03 Koordinasi forum-forum diskusi poUtik 
42 04 Penyusunan data base partai politik 
42 05 Pembmaan Organisasi Kemasyarakatan 
42 06 Fasilitasi Administrasi Bantuan Keuangan Kepada Parpol 
42 07 Pelatihan pengelolaan keuangan kepada partai politik 
42 08 Fasilitasi Orgamsasi Kemasyarakatan 
42 09 Forum Lintas Partai Politik 
42 10 Penmgkatan Pendidikan Politik Masyarakat 
42 11 Fasilitasi Tim Koordinasi Pelaksanaan Pemilihan Umum 
42 12 Pembinaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 
42 13 Dukungan Kelancaran Pemilu 
43 Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan 

Publik Kecamatan 
43 01 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan 

43 02 Fasilitasi Pelestarian dan Aktualisasi Kebudayaan Daerah, Pemuda dan 
Olahraga 

43 03 Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pembmaan 
PKK 

43 04 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan dan Monitoring Musrenbang 
Desa 

43 05 Fasilitasi Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Penanggulangan 
Kemiskinan 

43 06 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 
43 07 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan 

Perlindungan Masyarakat 
43 08 Fasilitasi Pemungutan Pajak Daerah 
43 09 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat 
43 10 Pemberdayaan Masyarakat d i Kelurahan Pacitan 
43 11 Pemberdayaan Masyarakat d i Kelurahan Pucangsewu 
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1 3 Pemberdavaan Masvarakat d i Kelurahan Ploso 
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43 14 Pemberdayaan Masyarakat d i Kelurahan Sidoharjo 
43 

• xJ 
15 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pacitan 

43 16 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pucangsewu 
17 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Belaharjo 

43 1 R Xo Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Ploso 
43 
t o 

1 O 
xy 

Ppmhflnpiinfln Sfiratin Hnn Prasflranfi Kpliimbnn Sidnbnrin 
X \JXXXXJCLH^\X±LCLXX M J C L L C L X L H KXCLXX ± ICLQCLxCLXXd ±W,L\A-x CLxxCxXx XJX\X\JXICLXI\J Ur/\cmim if/vnrpllnad filntprp^nlctid ^ffnnlln^ncr Htm Htva l i iad Xlitittntf rsv^mui A v o r a u i c t a i , o i u i u v u i s u a i , i n w u i i u n u ^ u u u xivcuuciat ducui|^ 
PpmpTtn tn l i i in 
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Administrasi Pemerintahan 44 t t no Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 
44 03 Penyusunan Kebijakan Bidang Pemerintahan Desa 
45 Proffraxn Sosialisasi Ketentuan di Bidanv Cukai 
45 01 Penyampaian Informasi Ketentuan Peraturan Perundang-imdangan d i 

Bidang Cukai Kepada Masyarakat dan/atau Pemangku Kepentingan, 
serta Pemantauan dan Evaluasi Atas Pelaksanaan Ketentuan Peraturan 
Perunda 

45 02 Penyampaian Informasi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan d i 
Bidang Cukai Kepada Masyarakat dan/atau Pemangku Kepentmgan 
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43 13 Pemberdayaan Masyarakat d i Kelurahan Ploso 
43 14 Pemberdayaan Masyarakat d i Kelurahan Sidoharjo 
43 15 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pacitan 
43 16 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pucangsewu 
43 17 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Belaharjo 
43 18 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Ploso 
43 19 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sidoharjo 
44 Program Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang 

vx 4 X. « 

Pemerintahan 44 01 Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Bidang 
Administrasi Pemerintahan 

44 02 Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 
44 03 Penyusunan Kebijakan Bidang Pemerintahan Desa 

Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai 
45 01 Penyampaian Informasi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan d i 

R i H a n f f f^i iVii i T ^ f » n a H n ^ A p c v n r a V p f H a n / a l a i i P p m a n o l f i i T^pn#*nfinoan O i U c U I g X u i U i U U i V C p d U d . I V l d o y c U c u v c l L U c U l ^ d L c x U X ^ C l U c U l g K . U I V C p C l l L L l l g d . i l , 

serta Pemantauan dan Evaluasi Atas Pelaksanaan Ketentuan Peraturan 
Perunda 

45 02 Penyampaian Informasi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan d i 
Bidang Cukai Kepada Masyarakat dan/atau Pemangku Kepentingan 

BUPATI PACITAN 
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TENTANG KODE REKENING ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2019 

K O D E R E K E N I N G PENDAPATAN 
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4. PENDAPATAN DAERAH 
4.1. Pendapatan Asli Daerah 
4.1.1. Hasil Pajak Daerahl) 
4.1.1,01. Pajak Hotel 
4.1.1.01.01. Hotel Bintang Lima Berlian Untuk menganggarkan pendapatan 

pajak hotel yang diperoleh dari Hotel 
Bintang Lima Berlian 

4.1.1.01.02. Hotel Bintang Lima Untuk menganggarkan pendapatan 
pajak hotel yang diperoleh dari Hotel 
Bintang Lima 

4.1.1.01.03. Hotel Bintang Empat Untuk menganggarkan pendapata n 
pajak hotel yang diperoleh dari Hotel 
Bintang Empat 

4.1.1.01.04. Hotel Bintang Tiga Untuk menganggarkan pendapatan 
pajak hotel yang diperoleh dari Hotel 
Bintang Tiga 

4.1.1.01.05. Hotel Bintang Dua Untuk menganggarkan pendapata n 
pajak hotel yang diperoleh dari Hotel 
Bintang Dua 

4.1.1.01.06. Hotel Bintang Satu Untuk menganggarkan pendapatan 
pajak hotel yang diperoleh dari Hotel 
Bintang Satu 

4.1.1.01.07. Hotel Melati Tiga Untuk menganggarkan pendapatan 
pajak hotel yang diperoleh dari Hotel 
Melati Tiga 

4.1.1.01.08. Hotel Melati Dua Untuk menganggarkan pendapatan 
pajak hotel yang diperoleh dari Hotel 
Melati Dua 

4.1.1.01.09. Hotel Melati Satu Untuk menganggarkan pendapatan 
pajak hotel yang diperoleh dari Hotel 
Melati Satu 

4.1.1.01.10. Motel Untuk menganggarkan pendapatan 
pafak yang diperoleh dari Motel 

4.1.1.01.11. Cottage Untuk menganggarkan pendapatan 
pajak yang diperoleh dari Cottage 

4.1.1.01.12. Losmen/ Rumah 
Penginapan/Pesanggraha/Ho 
stel/Rumah Kos 

Untuk menganggarkan pendapatan 
pajak yang diperoleh dari 
Losmen/Rnmah 
Penginapan/ Pesanggraha/Hostel/ Rumah 
Kos 

4.1.1.01.13. Wisma Pariwisata Untuk menganggarkan pendapatan 
pajak yang diperoleh dari Wisma 
Pariwisata 

4.1.1.01.14. Gubuk Pariwisata Untuk menganggarkan pendapatan 
pajak yang diperoleh dari Gubuk 
Pariwisata 
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K O D E 

4.1.1.02. 
4.1.1.02.01. 

URAIAN 

Pajak Restoran 
Restoran 

KETERANGAN 

untuk menganggarkan pendapatan pajak 
restoran yang diperoleh dari restoran 

4.1.1.02.02. Rumah Makan untuk menganggarkan pendapatan pajak 
restoran yang diperoleh dari rumah 
makan 

4.1.1.02.03. Cafe untuk menganggarkan x)endapatan pajak 
restoran yang diperoleh dari cafe 

4.1.1.02.04. Kantin untuk menganggarkan pendapatan pajak 
restoran yang diperoleh dari kantin 

4.1.1.02.05. Katering untuk menganggarkan pendapatan pajak 
restoran yang diperoleh dari katering 

4.1.1.02.06. Waning untulrmenganggarkan pendapatan pajak 
restoran yang diperoleh dari waning 

4.1.1.02.07. Bar untuk menganggarkan pendapatan pajak 
restoran yang diperoleh dari bar 

4.1.1.02.08. Jasa Boga untuk menganggarkan jiendapatan pajak 
restoran yang diperoleh dari jasa boga 

4.1.1.03. Pajak Hiburan 
4.1.1.03.01. Tontonan Film/Bioskop untuk menganggarkan pendapatan pajak 

hiburan yang diperoleh dari tontonan 
film/bioskop 

4.1.1.03,02. Pagelaran 
Kesenian/Musik/Tari/Busan 
a 

untuk menganggarkan pendapatan pajak 
hiburan yang diperoleh dari Pagelaran 
Kesenian/Musik/Tari/Busana 

4.1.1.03.03. Kontes Kecantikan untuk menganggarkan pendapatan pajak 
hiburan yang diperoleh dari Kontes 
Kecantikan 

4.1.1.03.04. Kontes Binaraga untuk menganggarkan pendapatan pajak 
hiburan yang diperoleh dari Kontes Bina 
Maiga 

4.1.1.03.05. Pameran untuk menganggarkan pendapatan pajak 
hiburan yang diperoleh dari Pameran 

4.1.1.03.06, Dfskotik untuk menganggarkan pendapatan pajak 
hiburan yang diperoleh dari Diskotik 

4.1.1.03.07. Karaoke untuk menganggarkan pendapatan pajak 
hiburan yang diperoleh dari Karaoke 

4.1.1.03.08. Klub Malam untuk menganggarkan pendapatan pajak 
hiburan yang diperoleh dari Klub Malam 

4.1.1.03.09. Sirkus/Akrobat/Sulap imtuk menganggarkan pendapatan pajak 
hiburan yang diperoleh dari 
Sirkus/Akobat/Sulap 

4.1.1.03.10. Permainan Biliar untuk menganggarkan pendapatan pajak 
hiburan yang diperoleh dari Permainan 
biliar 

4.1.1.03.12. Permainan Bowling untuk menganggarkan pendapatan pajak 
hiburan yang diperoleh dari Permainan 
Bowling 

4.1.1.03.13. Pacuan Kuda untuk menganggarkan pendapatan pajak 
hiburan yang diperoleh dari Pacuan 
Kuda 

4.1.1.03.14. Balap Kendaraan Bermotor untuk menganggarkan pendapatan pajak 
hiburan yang diperoleh dari Balap 
Kendaraan Bermotor 
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4.1.1.03.15. Permainan Ketangkasan untuk menganggarkan pendapatan pajak 
hiburan yang diperoleh dari Permainan 
Ketangkasan tennasuk game online dan 
wamet 

4.1.1.03.16. Panti Pijat/Refleksi untuk menganggarkan pendapatan pajak 
hiburan yang diperoleh dari Panti 
Piiat/Refleksi 

4.1.1.03.17. Mandi Uap/Spa untuk menganggarkan pendapatan pajak 
hiburan yang diperoleh dari Mandi 
Uap/Spa 

4.1.1.03.18. Pusat Kebugaran untuk menganggarkan pendapatan pajak 
hiburan yang diperoleh dari Pusat 
Kebugaran 

4.1.1,03.19. Pertandingan Olahraga untuk menganggarkan pendapatan pajak 
hiburan yang diperoleh dari 
Pertandingan Olahraga 

4.1.1.04. Pajak Reklame 
4.1.1.04.01. Reklame 

Papan / Billboard / Video tro n / 
Megatron 

untuk menganggarkan pendapatan pajak 
reklame yang diperoleh dari reklame 
papan/bill board/videotron/megatron 

4.1.1.04.02. Reklame Kain untuk menganggarkan pendapatan pajak 
reklame yang diperoleh dari Reklame 
Kain 

4.1.1.04.03. Reklfirne Melekat/Stiker •untuk "menganggarkan pendapatan pajak 
reklame yang diperoleh dari Reklame 
Melekat/Stiker 

4.1.1.04.04. Reklame Selebaran untuk menganggarkan pendapatan pajak 
reklame yang diperoleh dari Reklame 
Selebaran 

4.1.1.04.05. Reklame Berjalan untuk menganggarkan pendapatan pajak 
reklame yang diperoleh dari Reklame 
Berjalan 

4.1.1.04.06. Reklame Udara untuk menganggarkan pendapatan pajak 
reklame yang diperoleh dari reklame 
udara 

4.1.1.04.07. Reklame Apung untuk menganggarkan pendapatan pajak 
reklame yang diperoleh dari reklame 
Apung 

4.1.1.04.08. Reklame Suara untuk menganggarkan pendapatan pajak 
reklame yang diperoleh dari reklame 
Suara 

4.1.1.04.09. Reklame Film/Slide untuk menganggarkan pendapatan pajak 
reklame yang diperoleh dari reklame 
film/slide 

4.1.1.04.10. Reklame Peragaan untuk menganggarkan pendapatan pajak 
reklame yang diperoleh dari reklame 
peragaan 

4.1.1.05. Pajak Penerangan Jalan 
4.1.1.05.01. Pajak Penerangan Jalan PLN untuk menganggarkan pendapatan pajak 

penerangan ja la n yang diperoleh dari 
PLN 

4.1.1.07. Pajak Parkir 
4.1.1.07.01. Pajak Parkir untuk menganggarkan pendapatan pajak 

X J X J X X X .X 

parkir yang diperoleh dari Parkir 
4.1.1.08. Pajak Air Tanah 
4.1.1.08.01. Pajak Air Tanah. untuk menganggarkan pendapatan pajak 

yang diperoleh dari air tanah 
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4.1.1.09. Pajak Sarang Bunmg Walet 
4.1.1;09.01. Pajak Sarang Burung Walct un tuk menganggarkan jjcndapatan pajak 

yang diperoleh dari sarang burung walet 
4.1.1.11. Pajak Mineral Bukan Logam 

Dan Batuan 
4.1.1.11.01. Asbes untuk menganggarkan pendapatan pajak 

Mineral Bukan Logam Dan Batuan j a n g 
diperoleh dari Asbes 

4.1.1.11.02. Batu Tulis untuk menganggarkan pendapatan pajak 
Mineral Bukan Logam Dan Batuan yang 
diperoleh dari Batu tulis 

4.1.1.11.03. Batu Setengah Permata untuk menganggarkan pendapatan pajak 
Mineral Bukan Logam Dan Batuanyang 
diperoleh dari Batu setengah permata 

4.1.1.11.04. Batu Kapur untuk menganggarkan pendapatan pajak 
Mineral Bukan Logam Dan Batuan yang 
diperoleh dari Batu kapur 

4.1.1.11.05. Batu Apung untuk menganggarkan pendapatan pajak 
Mineral Bukan Logam Dan Batuan yang 
diperoleh dari Batu apung 

4.1.1.11.05. Lain Lain Mineral Bukan 
Logam dan Batuan 

untuk menganggarkan pendapatan pajak 
lain Iain Mineral Bukan Logam Dan 
Batuan yang diperoleh dari mineral 
bukan logam dan batuan 

4.1.1.11.07. Pajak Batuan (non sirtu) untuk menganggarkan pendapatan pajak 
Mineral Bukan Logam Dan Batuan yang 
diperoleh dari batuan non sirtu 

4.1.1.11.08. Pajak Batuan (sirtu) untuk menganggarkan pendapatan pajak 
Mineral Bukan Logam Dan Batuan yang 
diperoleh dari batuan sirtu 

4.1.1.12. Pajak Bum! dan Bangunan 
Pedesaan dan Perkotaan 

4.1.1.12.01. Pajak Bumi dan Bangunan 
Pedesaan Perkotaan 

untuk menganggarkan pendapatan pajak 
yang diperoleh dari Fajak Bumi dan 
Bangunan Pedesaan Perkotaan 

4.1.1.13. Bea Perolehan Hak Atas 
Tanah dan Bangunan 

4 . 1 . 1 . 1 3 . 0 L -Bea.Perolehan Hak Alas 
Tanah dan Bangunan 

untuk TTif-nganggarkan pendapatan pajak. 
yang diperoleh dari Bea Perolehan Hak 
Atas Tanah dan Bangunan 

4.1.2. HasU Retribusi Daerah 
4.1.2.01. Retribusi Jasa Umum 
4.1.2.01.01. Retribusi Pelayanan 

Kesehatan 
untuk menganggarkan pendapatan 
Retribusi Pelayanan Kesehatan yang 
meliputi pendapatan dari pengobatan, 
ambulance, persalinan, askes, 
laboratorium kesehatan, pemeriksaan 
haj i dan perizinan d i bidang kesehatun 

4.1.2.01.02. Retribusi Pelayanan 
Persampahan/ Kebersihan 

untuk menganggarkan pendapatan 
Retribusi Pelayanan Persampahan / 
Kebersihan yang meliputi kebersihan 
lingkungan masyarakat 

4.1.2.01.03. 

Paraf HierarVi / 

SeWa -4 

to V 
Kabag 
HUKUITI X 

Retribusi Penggantian Biaya 
TOP dan Akte Catatan Sipil 

untuk menganggarkan pendapatan 
"Retribusi Tenggantian Biaya KTP dan 

Paraf Koordinasi 

Asisten 
PD Pemrakarsa 

PD Terkait 
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Akte Catatan Sipil 
4.1.2.01.04. Retribusi Pelayanan 

Pemakaman dan Pengabuan 
Mayat 

tmtuk menganggarkan pendapatan 
Retribusi Pelayanan Pemakaman dan 
Pengabuan Mayat yang meliputi : makam 
Kristen, makam islam, makam lainnya 
dan retribusi pemberian perizinan 
pemindahan jcnasah 

4.1.2.01.05. Retribusi Pelayanan Parkir d i 
tepi ja lan umum 

untuk menganggarkan pendapatan 
retribusi pelayanan parkir d i tepi jalan 
umum yang meliputi retribusi parkir d i 
tepi ja lan umum dan retribusi parkir 
insidentil 

4.1.2.01.06. Retribusi Pelayanan Pasar untuk menganggarkan 
retribusi pelayanan pasar 

pendapatan 

4.1.2.01.07. Retribusi Pengujian 
Kendaraan Bermotor 

untuk menganggarkan pendapatan 
retribusi pengujian kendaraan bermotor 

4.1.2.01.08. Retribusi Pemeriksaan Alat 
Pemadam Kebakaran 

untuk menganggarkan pendapatan 
retribusi pemeriksaan alat pemadam 
kebakaran pada bangunan/gedung 

4.1.2.01.09. Retribusi Penggantian Biaya 
Cetak Peta 

untuk menganggarkan pendapatan 
retribusi penggantian biaya cetak peta 
yang meliputi penggandaan peta, jasa 
pemetaan, pengadaan patok dan 
penerapan rencana kota dan penelitian 
administrasi 

4.1,2.01.10, Retribusi Pelayanan 
Pendidikan 

untuk menganggarkan pendapatan 
retribusi pelayanan pendidikan 

4.1.2.01.11. Retribusi Penyediaan 
dan/atau Penyedotan Kakus 

untuk menganggarkan . pendapatan 
retribusi Penyediaan dan/atau 
Penyedotan Kakus 

4.1.2.01.12, Retribusi Pengolahan Limbah 
Cair 

untuk menganggarkan pendapatan 
Retribusi Pengolahan Limbah Cair 

4.1.2.01.13. Retribusi Pengendalian 
Menara Telekomunikasi 

untuk menganggarkan pendapatan 
Retribusi Pengendalian Menara 
Telekomunikasi 

4.1.2.01.14. Retribusi Pelayanan 
Tera/Tera Ulang 

untuk menganggarkan pendapatan 
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang 

4.1.2.02. Retribusi Jasa Usaha 
4.1.2.02.01. Retribusi Pemakaian 

Kekayaan Daerah 
untuk menganggarkan pendapatan 
retribusi jasa usaha yang diperoleh dari 
pemakaian kekayaan daerah 

4.1.2.02.02. Retribusi Pasar Grosir / 
Peitokoan 

untuk menganggarkan pendapatan 
retribusi jasa usaha yang diperoleh dari 
pasar grosir/pertokoan meliputi : 
retribusi stand, retribusi air dan listrik, 
pendapatan parkir dan lain-lain 
untuk menganggarkan pendapatan 

retribusi jasa usaha yang diperoleh dari 
tempat pelelangan. 

4.1.2.02.03. Retribusi Tempat Pelelangan 

4.1.2.02.04. Retribusi Terminal untuk menganggarkan pendapatan 
retribusi jasa. usaha yang diperoleh dari 
terminal 

4.1.2.02,05. Retribusi Tempat Khusus 
Parkir 

untuk menganggarkan pendapatan 
retribusi jasa usaha yang diperoleh dari 
tempat khusus parkir 

Paraf Hierarki/ 

Sekda 

Ai-'a-.Pir.l 
Km 

V 
Katag 
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4.1.2.02.06. Retribusi Tempat 
Penginapan/Pesanggrahan/V 
ilia 

untuk menganggarkan pendapatan 
retribusi jasa usaha yang diperoleh dari 
tempat penginapan/pesanggrahan/villa :iiguiapaii/ pcsaiiggranan/ viaa 
untuk menganggarkan pendapatan 
retribusi jasa usaha yang diperoleh dari 
Rumah Potong Hewan 

4.1.2.02.08. Retribusi Rumah Potong 
Hewan 

4.1.2.02.09. Retribusi Pelayanan 
Kepelabuhan 

untuk menganggarkan pendapatan 
retribusi jasa usaha yang diperoleh dari 
pelayanan kepelabuhan 
untuk menganggarkan pendapatan 
retribusi jasa usaha yang diperoleh dari 
tempat rekreasi dan olahraga, 

4.1.2.02.10. Retribusi Tempat Rekreasi 
dari Olahraga 

4.1.2.02.11. Retribusi Pcnyebcrangan dr 
Air 

u n t u k menganggarkan pendapatan 
retribusi jasa usaha yang diperoleh dari 
penyeberangan d i air. 

4.1.2.02.13. Retribusi Penjualan Produksi 
Usaha Daerah 

untuk menganggarkan pendapatan 
retribusi jasa usaha yang diperoleh dari 
penjualan Produksi Usaha Daerah 

4.1.2.03. Retribusi Perizinan 
Tertentu 

4.1.2.03.01. Retribusi Izin Mendirikan 
Bangunan 

untuk menganggarkan pendapatan 
retribusi perizinan tertentu yang 
diperoleh dari Izin Mendirikan 
Bangunan, mel iput i leUibusi 1MB 
bangunan dan retribusi 1MB reklame. 

4.1.2.03.02. Retribusi Izin Tempat 
Penjualan Minuman 
Beralkohol 

untuk menganggarkan pendapatan 
retribusi perizinan tertentu yang 
diperoleh dari Izin tempat Penjualan 
Minuman beralkohol. 

4.1.2.03.03. Retribusi Izin 
Gangguan/ Keramaian 

untuk menganggarkan pendapatan 
retribusi perizinan tertentu yang 
diperoleh dari Izin gangguan/keramaian, 
meliputi, retribusi izin gangguan / 
keramaian. 

4.1.2.03.04. Retribusi Izin Trayek- untuk" menganggarkan pendapatan 
retribusi perizinan tertentu yang 
diperoleh dari Izin trayek. meliputi 
retribusi izin trayek mikrolek, retribusi 
izin trayek taksi,retribusi izin trayek bus 
kota dan retribusi trayek angguna. 

4.1.2.03.05. Retribusi Izin Usaha 
Perikanan 

untuk menganggarkan pendapatan 
retribusi perizinan tertentu yang 
diperoleh dari Izin usaha perikanan. 

4.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan 
Daerah yang Dipisahkan 

4.1.3.01. Bagian Laba atas 
penyertaan modal pada 
Pemsahaan MUik 
Daerah/BUMD 

4.1.3,01.01, Bank Jat im untuk menganggarkan pendapatan 
bagian laba atas penyertaan modal pada 
Bank Jatim. 

4.1.3.01.02. Bank Perkreditan Rakyat untuk menganggarkan pendapatan 
bagian laba atas penyertaan modal pada 
Pemsahaan Pendapatan Bagian Laba 

Paraf Hierartii/ 
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atas penyertaan modal 
Perkreditan Rakyat JawaTimur. 

PT.Bank 

4.1.3,01.03. Pemsahaan Daerah Air 
Minum 

untuk menganggarkan pendapatan 
bagian laba atas penyertaan modal pada 
Pemsahaan Daerah Air Minum (PDAM). 

4.1.3.01.04, Pemsahaan Daerah Aneka 
Usaha 

untuk menganggarkan pendapatan 
bagian laba atas penyertaan modal pada 
Pemsahaan Daerah Aneka Usaha. 

4.1.3.02. Bagian Laba atas 
penyertaan modal pada 
Pemsahaan Milik 
Pemerintahr/BUMN 

4.1.3.02.01. BUMN untuk menganggarkan pendapatan 
bagian laba atas penyertaan modal pada 
BUMN. 

4.1.3.03. Bagian Laba atas 
penyertaan modal pada 
Pemsahaan MUik Swasta 

4.1.3.03.01, Pemsahaan Patungan untuk menganggarkan pendapatan 
bagian laba atas penyertaan modal pada 
Pemsahaan Patungan mil ik swasta. 

4.1,4. Lain-lain Pendapatan AsU 
Daerahiraiig-Sah 

4.1.4.01. HasU Penjualan Aset 
Daerab Yang Tidak 
Dipisahkan 

4.1.4.01.01. Pelepasan Hak Atas Tanah untuk menganggarkan pendapatan Hasil 
Penjualan Aset Daerah yang Tidak 
Dipisahkan yang diperoleh dari 
pendapatan hasil pelepasan Hak Atas 
Tanah. 

4.1.4.01.02. Penjualan 
Peralatair/ Perlengkapan 
Kantor tidak terpakai 

untuk menganggarkan pendapatan Hasil 
Penjualan Aset Daerah yang Tidakr 
Dipisahkan yang diperoleh dari 
Penjualan Peralatan /Perlengkapan 
Kantor tidak terpakai. 

4.1.4.01.03. Penjualan Mesin/alat-alat 
berat tidak terpakai 

untuk menganggarkan pendapatan Hasil 
Penjualan Aset Daerah yang Tidak 
Dipisahkan yang diperoleh dari 
Penjualan Mesin /Alat -alat Berat tidak 
terpakai 

4.1.4.01.04. Penjualan Rumah 
Jabatan/Rumah Dinas 

untuk menganggarkan pendapatan Hasil 
Penjualan Aset Daerah yang Tidak 
Dipisahkan yang diperoleh dari 
Penjualan Rumah Jabatan/Rumah 
Dinas. 

4.1.4.01.05. Penjualan Kendaraan Dinas 
roda dua 

untuk menganggarkan pendapatan HasU 
Penjualan Aset Daerah yang Tidak 
Dipisahkan yang diperoleh dari 
Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua 
dan roda tiga 

4.1.4.01.06. Penjualan Kendaraan Dinas 
roda empat 

Para! Hiorarl-j 1 

Asisten _ 
PD Pemrakarsa \ 
PD Terkait 

untuk menganggarkan pendapatan Hasil 
Penjualan Aset Daerah yang Tidak 
Dipisahkan yang diperoleh dari 
Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat 
dan lebih. 
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untuk menganggarkan pendapatan Hasil 
Penjualan Aset Daerah yang Tidak 
Dipisahkan yang diperoleh dari 
Penjualan Drum Bekas. 

4.1.4.01.08. Penjualan Hasil Penebangan 
Pohon 

untuk menganggarkan pendapatan HasU 
Penjualan Aset Daerah yang Tidak 
Dipisahkan yang diperoleh dari 
Penjualan HasU Penebangan Pohon. 

4.1.4.01.09. Penjualan Lampu Hias Bekas untuk menganggarkan pendapatan HasU 
Penjualan Aset Daerah yang Tidak 
Dipisahkan yang diperoleh dari 
Penjualan Lampu Hias Bekas. 

4.1.4.G1.10. P*enjualan bahan-bahan 
Bekas Bangunan 

untuk menganggarkan pendapatan HasU 
Penjualan Aset Daerah yang Tidak 
Dipisahkan yang diperoleh dari 
Penjualan Bahan - bahan Bekas 
Bangunan. 

4.1.4.01.11. Penjualan Perlengkapan Lalu 
Lintas 

untuk menganggarkan pendapatan HasU 
Penjualan Aset Daerah yang Tidak 
Dipisahkan yang diperoleh dari 
Penjualan Perlengkapan lalu lintas. 

4.1.4.01.12. Penjualan Obat-obatan dan 
hasU farmasi 

untuk menganggarkan pendapatan HasU 
Penjualan Aset Daerah yang Tidak 
Dipisahkan yang diperoleh dari 
Penjualan Obat-obatan dan HasU 
Farmasi. 

4.1.4.01.13. Penjualan hasU pertanian untuk menganggarkan pendapatan HasU 
Penjualan Aset Daerah yang Tidak 
Dipisahkan yang diperoleh dari 
Penjualan HasU Pertanian. 

4.1.4.01.14. Penjualan hasU kehutanan untuk menganggarkan pendapatan HasU 
Penjualan Aset Daerah yang Tidak 
Dipisahkan yang diperoleh dari 
Penjualan HasU Kehutanan. 

4.1;4;01.15. Penjualan hasU perkebunan untuk menganggarkan pendapatan HasU 
Penjualan Aset Daerah yang Tidak 
Dipisahkan yang diperoleh dari 
Penjualan HasU Perkebunan. 

4.1.4.01.16. Penjualan hasU petemakan untuk menganggarkan pendapatan HasU 
Penjualan Aset Daerah yang Tidak 
Dipisahkan yang diperoleh dari 
Penjualan HasU Petemakan. 

4.1.4.01.17. Penjualan hasU perikanan untuk menganggarkan pendapatan HasU 
Penjualan Aset Daerah yang Tidak 
Dipisahkan yang diperoleh dari 
Penjualan HasU Perikanan. 

4.1.4.01.18. Penjualan hasU sitaan untuk menganggarkan pendapatan HasU 
Penjualan Aset Daerah yang Tidak 
Dipisahkan yang diperoleh dari 
Penjualan HasU Sitaan. 

4.1,4.02. Penerimaan Jasa Giro 
4.1.4.02.01. Jasa Giro Kas Daerah untuk menganggarkan penerimaan jasa 

giro yang diperoleh dari kas daerah. 
4.1.4.02.02. Jasa Giro Pemegang Kas untuk menganggarkan penerimaan jasa 

giro yang diperoleh dari pemegang kas. 
4.1.4.02.03. Jasa Giro Dana Cadangan untuk menganggarkan penerimaan jasa 

giro yang diperoleh dari Dana cadangan. 
Paraf Hiersriii 

SeWa 

Km 

Kabag 
HuKum 

Parat Kootc5it^ 

Asisten 
PD pemrakarsa 

PD Terkait 



K O D E URAIAN KETERANGAN 

4.1.4.03. Pendapatan Bunga Peposlto 
4.1.4;03.ai. Rekening Deposita pada BPD untuk menganggarkan pendapatan 

bunga deposito yang diperoleh dari BPD 
Jawa Timur. 

4.1.4.03.02. Rekening Deposito Pada BRl untuk menganggarkan pendapatan 
bunga deposito yang diperoleh dari BRl. 

4.1.4.03.03. Rekening Deposito Pada BNl untuk menganggarkan pendapatan 
bunga deposito yang diperoleh dari BNl. 

4.1.4.03.04. Pendapatan Bunga Piutang untuk menganggarkan pendapatan 
bunga yang diperoleh dari Piutang. 

4.1,4.03.05. Rekening Deposito pada 
Bank Mandiri 

untuk menganggarkan pendapatan 
bunga deposito yang diperoleh dari Bank 
Mandi r i 

4.1.4.03.06. Rekening Deposito pada BTN untuk menganggarkan pendapatan 
bunga deposito yang diperoleh dari BTN. 

4.1.4.04. Tuntutan Ganti Kerugian 
Daerah 

4.1.4.04.01. Kerugian Uang. Daerah untuk menganggarkan pendapatan 
tuntutan ganti kerugian daerah yang 
diperoleh dari kerugian uang daerah. 

4.1.4.04.02. Kerugian Barang Daerah untuk menganggarkan pendapatan 
tuntutan ganti kerugian daerah yang 
diperoleh dari kerugian barang daerah. 

4.1.4.05. •Komisi, Totongan dan 
Selisih Nilai Tukar Rupiah 

untuk menganggarkan pendapatan 
komisi,potongan dan selisih nilai tukar 
rupiah yang diperoleh dari penerimaan 
komisi dari penempatan kas Daerah. 

4.1.4.05.01. Penerimaan Komisi dari 
penempatan Kas Daerah 

4.1.4.05.02. Penerimaan Potongan dari 
Pihak Ketiga 

untuk menganggarkan pendapatan 
koimsi,potongan dan selisih ni la i tukar 
rupiah yang diperoleh dari penerimaan 
potongan dari Pihak Ketiga 

4.1.4.05.03. Penerimaan Keuntungan 
Selisih "Nilai'TUkar Rupiah 
dari Pihak Ketiga 

untuk menganggarkan pendapatan 
komisi.potongan dan selisih n i la i tukar 
rupiah yang diperoleh dari penerimaan 
keuntungan selisih nilai tukar rupiah 
dari pihak ketiga 

4.1.4.06. Pendapatan Denda atas 
Kftterl»niLat-an Pfflnlrgatinnfi 
Pekerjaan 

4.1.4.06.01. Bidang Pendidikan untuk menganggarkan 
denda atas keterlambatan 
pekerjaan yang diperoleh 
pendidikan. 

pendapatan 
pelaksanaan 
dari bidang 

4.1.4.06.02. Bidang Kesehatan untuk menganggarkan 
denda atas keterlambatan 
pekerjaan yang diperoleh 
Kesehatan. 

pendapatan 
pelaksanaan 
dari bidang 

4.1.4.06.03. Bidang Pekerjaan Umum untuk menganggarkan 
ripnHa j i ias keterlambatan 
pekerjaan yang diperoleh 
Pekerjaan Umum. 

pendapatan 
pelaksanaan 
dari bidang 

4.1.4.06.04. Bidang Perumahan Rakyat 

ParafHierarlV. 

Sekda 

to L 

Hukum 

Paraf Koordinasi 

Asisten r = 
PD Pemrakarsa 

PD Terkail 

untuk menganggarkan 
denda atas keterlambatan 
pekerjaan yang diperoleh 
Perumahan Rakyat. 

pendapatan 
pelaksanaan 
dari bidang 
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4.1.4.06.05. Bidang Penataan Ruang untuk menganggarkan pendapatan 
-denda atas keterlambatan pelaksanaan 
pekerjaan yang diperoleh dari bidang 
X^C l i c tu l IvUclXlJi 

4.1.4.06.06. Bidang Perencanaan 
Pembangunan 

untuk menganggarkan pendapatan 
denda atas keterlambatan pelaksanaan 
pekerjaan yang diperoleh dari bidang 
pcrencdJidaii pcmudiigLiiid.ii. 

4.1.4.06.07. Bidang Perhubungan untuk menganggarkan pendapatan 
denda atas keterlambatan pelaksanaan 
pekerjaan yang diperoleh dari bidang 
T^prtii 1 ti l 1 n frn Ti 
^ C l 11 Ll . U U l i ^ C L L l . 

4.1.4:06.08. Bidang Lingkungan H idup untuk menganggarkan pendapatan 
denda atas keterlambatan pelaksanaan 
pekerjaan yang diperoleh dari Bidang 
L/ingKungaii rnuup 

4.1.4.06.09. Bidang Pcrtanahan untuk menganggarkan pendapatan 
U c I l U d d U l o K c L C l l c l I I i U d l c U l pCl<lA.L»<m<l<lIl 
pekerjaan yang diperoleh dari Bidang 
Pcrtanahan 

4 14. 07 

4.1.4.07.01. Pendapatan Denda Pajak 
nuLci 

untuk menganggarkan pendapata n 

hotel. 
4.1.4.07.02. Pendapatan Denda Pajak 

i\.esLoran 
untuk menganggarkan pendapata n 
aenua pajax yang aiperoien aan pajaK 
Restoran. 

4.1.4.07.03. Penda_patan Denda Pajak 
TTibiiran 
X xxxxxjLxdxx 

untuk menganggarkan pendapatan 
dpndfi tiflifllf vfltiCT Hinpmlpti dfiW nniflV 
hiburan. 

4.1.4.07.04. Pendapatan Denda Pajak untuk menganggarkan pendapata n 
d^T^fi<x 1 a d i T ^ ^ * T Y \ T o d a T*I f\oia I T U C l l U d p d J d K y d l l g t l i p c l l J l C l x L l d l l . p d J d K 

Reklame. 
4.1.4;07.05. Pendapatan Denda Pajak: 

"PiiT^pT-Qrioran Talon X^Ci lC Ic tX lgc l l l O c l l i x l l 
ui i luk mengaiiggaikaii peiidapalaii 
ii^T\£i fx T ^ a t a I T \rfxtxft dif̂ ô v̂ ToVi dot*x rta to I T U C I I U d p d J d K . y d l l g U i p C I U l C l l U d l l p d J d K 
Penerangan Jalan. 

4.1.4.07.07. Pendapatan Denda Pajak untuk menganggarkan pendapatan 
Qcnaa pajax yang aiperoien aan pajax 
Parkir. 

4.1.4.07.08. Pendapatan Denda Pajak Air 
Raiirali TanaVi DcLWct l i i c U L c U i 

untuk menganggarkan pendapatan 
dot^ d a T\a 1 o I T \ra n r r d mofv\ToVi d o Y*I T^O T O I T U C I I U d p d J d K y d l l g U i p c l U l C l l U d i T p d j d K 

Air Bawah Tanah. 
4.1.4.07.09. Pendapatan Denda Pajak 

QoT-anof Riitmnnr U7oT*»t O c U d i l g O U X U l l g WelleL 

untuk menganggarkan pendapatan 
U C I I U d p d J d K . y d l l g U i p C I U l C l I U d l l p d J d K 

Sarang Burung Walet 
4.1.4.07.11. Pendapatan Denda Pajak 

Mineral Bukan Logam dan 
t ia iuan 

untuk menganggarkan pendapatan 
denda pajak yang diperoleh dari pajak 
Mmerai r juxan ixigam aan uatuan. 

4.1.4.07.12. Pendapatan Denda Pajak 
Bumi dan Bangunan 
Pedesaan dan Perkotaan 

untuk menganggarkan pendapatan 
denda pajak yang diperoleh dari pajak 
Bumi dan Bangunan Pedesaan dan 
Porlrnt'n n n 
X (.fl I V U L c l c U l . 

4.1.4.07.13. Pendapatan Denda Bea 
Perolehan Hak atas Tanah 
dan Bangunan 

untuk menganggarkan pendapata n 
denda pajak yang diperoleh dari pajak 
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 
Bangunan. 

Psraf Hierartci/ 
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vx X X a vx A vx A V X X X n 

x'cjia.npauui i j e i lun 
Retribusi 4.1.4.08.01. Pendapatan Denda Retribusi 
. l a C O TTTYiiitn 

untuk mengganggarkan pendapata n 
# T A V X A A t-V*X r X X X O X XTAVX/X r l x T X A W X l A V X X I A V ^ 

ueiiud reuiuusi yang aiperoien aan 
retribusi jasa umum. 4.1.4.08.02. Pendapatan Denda Retribusi untuk mengganggarkan pendapatan 
/ T A V I # T A vjxf T * I rxi X O X x r A v x t r x x i r x A w x l A r x X X A W 

ueiiud. 1 emuusi yang uipcroicn UdJi 
retribusi jasa Usaha. 4. 1 4 OR 03 n..t-|d fXTXfX ifXTX n.>nd 1 l?o4̂ -t*il̂ 1 V C I 

FCliUcipclIiill UCllKld. l\.CLnUUSl 
Perizinan tertentu 

1 1 v x t"! 1 VXX I X VX A A VX A A A V>L^ A VX VXAVXXX A VX A ^ A V l 

uniuK menganggaxKan penaapaian 
denda retribusi yang diperoleh dari 
retribusi perizinan tertentu. 4.1.4.09. Pendapatan HasU Eksekusi 

-ataa Jaminan 
4 1 4 no m X-Xn c* 1 1 1 J ' A L P I • ^ • T A • > 1 1 tx A r x v̂ A 

riasu litKseKusi •janunnn aias 
Pelaksanaan Pekerjaan 

untuk mengganggarka n pendapatan 
hasU eksekusi atas jaminan yang 
diperoleh dari pelaksanaan pekerjaan 
f O V A V X A OX 1 V X ^ I ^ A V*1 A A VX VX A V X X r x A V X A A V ^ A VX /X A VX 

LennasuK pcKerjaan pemoungiLdxan uan 
kerjasama Aset 4.1.4.09.02. HasU Eksekusi Jaminan atas 

Pembongkaran Reklame 
untuk mengganggarkan pendapatan 
hasU eksekusi atas jaminan yang 
vT 1 vx^x v^x 1 A r x vx A V ^ T X A ^ X X rx V X V X n 1 V A V X V ^ ^ X I V 1 A W X 

aiperoien aan pemoongKaran reiuame. 4.1.4.09.03. HasU Eksekusi Jaminan atas 
H ' 1 'U R A X 1 A 1 wx on 

untuk menganggarkan pendapatan HasU 
A L ^ O A L ^ X X O X A f - A O V A W X 1 VX A VX X r A V X A V X t VX A V * A I A r X 

eKscKusi aias jaminan yang aiperoien 
dari KTP musii i iai i . 

4.1.4.10. Pendapatan dari 
jr cugciu o auan 

4.1.4.10.01. Pendapatan dari 
Pengembalian Pajak 
Penghasilan Pasal 21 

untuk mengganggarkan pendapatan 
daripengembalian yang diperoleh dari 
pajak penghasilan pasal 2 1 , pasal 22 dan 
pasai zo 

4.1.4.10.02. Pendapatan dari 
Pengembalian Kelebihan 
jiembayaran asuransi 

un tuk mengganggarkan pendapatan dari 
pengembalian yang diperoleh dari 
Kelebihan pembayaran asuransi 

' l ^ k i O f j f Ifi f L l ft 

4.1.4.10.03. Pendapatan dari 
Pengembalian Kelebihan 
pembayaran Gaji dan 

1 n X A T X rr A V X 

i unjaiigcin 

untuk mengganggarkan pendapatan dari 
pengembalian yang diperoleh dari 
Kelebihan pembayaran Gaji, Tunjangan 
udii i iui iurariui i i 

4.1.4.10.04. Pendapatan dari 
Pengembalian Kelebihan 
v \ ^ k w i r i A VTA • ^ 1 v ^ t J . ^ * * ^ A 1 v x x̂ v x 

pemoayaran reijaianan 
Dinas 

untuk mengganggarkan pendapatan dari 
pengembalian yang diperoleh dari 
T^^fc 1 ^ X VXX vx ^ \ v x v x ^ b l X X FX vx 1 T A • ^ t v x t - J * * ^ * * A 1 A VX A VX 1 1 1 VX A O 

iveieuinan pemaayaran rerjaianan uinas 
d. 1 d. 1 n 

l .*T. IVJ.OD. 
L ' A T X X X A VX A t" A VX n A X * t 

{ cnaapaian uan 
Pengembalian dari Uang 
Muka 

UniUK UlCnggdllggdXKail pCIIUctpclUlIl UcUI 
pengembalian yang diperoleh dari 
Pengembalian UangMuka. 

4 1 4 11 rasuicas s>osiai aan 
Fasilitas Umum 

4.1.4.11.01. Fasilitas Sosial untuk mengganggarkan pendapatan 
fasilitas sosial dan fasilitas umum yang 
diperoleh dari fasilitas umum. 

4.1.4.11.02. Fasilitas Umum untuk mengganggarkan pendapatan 
fasUitas sosial dan fasilitas umum yang 
diperoleh dari fasilitas umum. 

4.1.4.12. Pendapatan dari 
Penyelenggaraan 
Tendidikan danJPelatilian 
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4.1.4.12.01. Uang Pendaftaran/Ujian 
Masuk 

untuk mengganggarkan pendapatan dari 
penyelenggaraan pendidikan dan 
pelatihan yang diperoleh dari uang 
pendaftaran/ujian masuk. 

4.1.4.12.02. Uang Sekolah/pendidikan 
dan pelatihan 

untuk menganggarkan pendapatan dari 
penyelenggaraan pendidikan dan 
pelatihan yang diperoleh dari uang 
sekolah/pendidikan dan latihan. 

4.1.4.12.03. Uang Ujian kenaikan 
tingkat/kelas 

untuk menganggarkan pendapatan dari 
penyelenggaraan pendidikan dan 
pelatihan yang diperoleh dari uang ujian 
kenaikan tingkat/kelas 

4.1.4.13. Pendapatan dari 
Angsuran/Cicilan Rumah 

4.1.4.13.01. Angsuran/Cicilan Penjualan 
Rumah Dinas Daerah 
Golongan I I I 

untuk menganggarkan pendapatan dari 
angsuran /cicHan penjualan yang 
diperoleh dari angsuran /cicilan 
penjualan rumah Dinas Daerah 
Golongan I I I . 

4.1.4.13.02. Angsuran/Cicilan Penjualan 
Kendaraan Perorangan Dinas 

untuk menganggarkan pendapatan dari 
angsuran /cicilan penjualan yang 
-diperoleh dari angsuran /cicilan 
penjualan kendaran perorangan Dinas. 

4.1.4.13.03. Angsuran/Cicilan Ganti 
Kerugian Barang Milik 
Daerah 

untuk menganggarkan pendapatan dari 
angsuran /cicilan Ganti Kerugian yang 
diperoleh dari angsuran /cicilan 
penjualan Barang Milik Daerah. 

4.1.4.14. Hasil Pengelolaan Dana 
Bergulir 

4.1.4.14.01. Hasil Pengelolaan Dana 
Bergulir dari Kelompok 
Masyarakat 

untuk menganggarkan pendapatan HasU 
xj xZK^ r A 

Pengelolaan Dana Bergulir yang 
diperoleh dari HasU Pengelolaan Dana 
Bergulir dari kelompok masyarakat dan 
perseorangan 

4.1.4.15. Lain Lain Pendapatan AsU 
Daerah Yang Sah 

4.1.4.15.01. Lain lain Pendapatan BLUD untuk menganggarkan pendapatan yang 
Cv AMJ A A td Lv 

diperoleh dari lain lain pendapatan 
BLUD. 

4.1.4.15.06. Pedapatan Dari hasil 
perjaniian kerjasama 

untuk menganggarkan pendapatan dari 
hasU pe r j an j i ^ kerjasama. 

4.1.4.16. Pendapatan Lain-lain 
4.1.4.16.01. Pendapatan Lain-Lain untuk mengganggarkan penerimaan lain-

lain yang diperoleh dari penerimaan Iain-
>/ xJ A A 

lain. 
4.1.4.16.02. Pendapatan dari hasil 

peijanjian kerjasama 
untuk mengganggarkan penerimaan Iain-
lain yang diperoleh dari haU peijanjian 
kerjasama.. 

4.1.4.17. Pendapatan Dana Kapitasi 
JKN FKTP 

4.1.4.17.01. Pendapatan Dana kapitasi 
JKN FKTP Puskesmas 
Pacitan 

untuk mengganggarkan pendapatan dari 
Dana kapitasi JKN FKTP yang diperoleh 
dari Dana Kapitasi JKN FKTP Pukesmas 
Pacitan, 

4.1.4.17.02. Pendapatan Dana kapitasi 
JKN FKTP Puskesmas 
Tanjungsari 

untuk meiigganggaikan pendapatan dari 
Dana kapitasi JKN FKTP yang diperoleh 
dari Dana Kapitasi JKN FKTP Pukesmas 
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Tanfungari. 
4.1.4.17.03. Ptadapatan Dana kapitasi 

JKN FKTP Puskesmas 
Kebonagung 

untuk -mengganggarkan pendapatan dari 
Dana kapitasi JKN FKTP yang diperoleh 
dari Dana Kapitasi JKN FKTP Pukesmas 
L̂ X̂ rX vx W A #Tl 1 * X A 

Ke Donagung. 4.1.4.17.04. Pendapatan Dana kapitasi 
JKN FKTP Puskesmas Ketro 
Wonojoyo 

untuk mengganggarkan pendapatan dari 
Dana kapitasi JKN FKTP yang diperoleh 
dari Dana Kapitasi JKN FKTP Pukesmas 
Ketro Wonojoyo. 

4.1.4.17.05. Pendapatan Dana kapitasi 
JKN FKTP Puskesmas 
Aijosari 

untuk mengganggarkan pendapatan dari 
Dana kapitasi JKN FKTP yang diperoleh 
dari Dana Kapitasi JKN FK'l'P Pukesmas 
Ariosan. 

4.1.4.17.06. Pendapatan Dana kapitasi 
JKN FKTP Puskesmas 
Kedungbendo 

untuk mengganggarkan pendapatan dari 
Dana kapitasi JKN FKTP yang diperoleh 
dari Dana Kapitasi JKN FKTP Pukesmas 
Kedungbendo. 

4.1.4.17.07. Pendapatan Dana kapitasi 
JKN FKTP Puskesmas 
Punung 

untuk mengganggarkan pendapatan dari 
Dana kapitasi JKN FKTP yang diperoleh 
dari Dana Kapitasi JKN FKTP Pukesmas 
Punung. 

4.1.4.17.08. Pendapatan Dana kapitasi 
JKN FKTP Puskesmas 
Gondosan 

untuk mengganggarkan pendapatan dari 
Dana kapitasi JKN FKTP yang diperoleh 
•dart Dana Kapitasi JKN FKTP Pukesmas 
Gondoari. 

4.1.4.17.09. Pendapatan Dana kapitasi 
JKN FKTP Puskesmas 
Pringkuku 

untuk mengganggarkan pendapatan dari 
Dana kapitasi JKN FKTP yang diperoleh 
dari Dana Kapitasi JKN FKTP Pukesmas 
Pringkuku. 

4.1.4.17.10. Pendapatan Dana kapitasi 
JKN FKTP Puskesmas Candi 

untuk mengganggarkan pendapatan dari 
Dana kapitasi JKN FKTP yang diperoleh 
dari Dana Kapitasi JKN FKTP Pukesmas 
CandL 

4.1.4.17.11. Pendapatan Dana kapitasi 
JKN FKTP Puskesmas 
Donorojo 

untuk mengganggarkan pendapatan dari 
Dana kapitasi JKN FKTP yang diperoleh 
dari Dana Kapitasi JKN FKTP Pukesmas 
Donoroio. 

4.1.4.17.12. Pendapatan Dana kapitasi 
JKN FKTP Puskesmas Kalak 

untuk mengganggarkan pendapatan dari 
Dana kapitasi JKN FKTP yang diperoleh 
dari Dana Kapitasi JKN FKTP Pukesmas 
Kalak. 

4.1.4.17.13. Pendapatan Dana kapitasi 
JKN FKTP Puskesmas 
Ngadirojo 

un tuk mengganggarkan pendapatan dari 
Dana kapitasi JKN FKTP yang diperoleh 
dari Dana Kapitasi JKN FKTP Pukesmas 
Ngadirojo. 

4.1.4.17.14. Pendapatan Dana kapitasi 
JKN FKTP Puskesmas 
Wonokarto 

uuLuft mengganggarkan pendapatan dari 
Dana kapitasi JKN FKTP yang diperoleh 
dari Dana Kapitasi JKN FKTP Pukesmas 
Wonokarto. 

4.1.4.17.15. Pendapatan Dana kapitasi 
JKN FKTP Puskesmas 
Tulakan 

untuk mengganggarkan pendapatan dari 
Dana kapitasi JKN FKTP yang diperoleh 
dari Dana Kapitasi JKN FKTP Pukesmas 
luiaKan. 

4.1.4.17.16. 

/ 

Pendapatan Dana kapitasi 
JKN FKTP Puskesmas 
Bubakan 

untuk mengganggarkan pendapatan dari 
Dana kapitasi JKN FKTP yang diperoleh 
dari Dana Kapitasi JKN FKTP Pukesmas 
Bubakan. 
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4.1.4.17.17. Pendapatan Dana kapitasi 
JKN FKTP Puskesmas 
Sudimoro 

untuk mengganggarkan pendapatan dari 
Dana kapitasi JKN FKTP yang diperoleh 
dari Dana Kapitasi JKN FKTP Pukesmas 
Qii4ifnnfTfi O U U U U U i U . 

4.1.4.17.18. Pendapatan Dana kapitasi 
JKN FKTP Puskesmas 
Sukorejo 

untuk mengganggarkan pendapatan dari 
Dana kapitasi JKN FK TP yang diperoleh 
dari Dana Kapitasi JKN FKTP Pukesmas 
fiuVfirpin 
O U I v U I c JU. 4.1.4.17.19. Pendapatan Dana kapitasi 

JKN FKTP Puskesmas 
Tegalombo 

untuk mengganggarkan pendapatan dari 
Dana kapitasi JKN FKTP yang diperoleh 
dari Dana Kapitasi JKN FKTP Pukesmas 
1 C ^ c U U 111 U U . 

4.1.4.17.20. Pendapatan Dana kapitasi 
JKN FKTP Puskesmas 
Gemahaijo 

untuk mengganggarkan pendapatan dari 
Dana kapitasi JKN FKTP yang diperoleh 
dari Dana Kapitasi JKN FKTP Pukesmas 
i\lxrY\ Q r l Q t*l/\ 

u c uidi ui rg u. 4.1.4.17.21. Pendapatan Dana kapitasi 
JKN FKTP Puskesmas 
Nawangan 

untuk mengganggarkan pendapatan dari 
Dana kapitasi JKN FKTP yang diperoleh 
dari Dana Kapitasi JKN FKTP Pukesmas 
N A wflTiPan 

4.1.4.17.22. Pendapatan Dana kapitasi 
JKN FKTP Puskesmas 
Pakisbaru 

untuk mengganggarkan pendapatan dari 
Dana kapitasi JKN FKTP yang diperoleh 
dari Dana Kapitasi JKN FKTP Pukesmas 

' ^^A I v i C rVA YA T 

4.1.4.17.23. Pendapatan Dana kapitasi 
JKN FKTP Puskesmas 
Bandar 

untuk mengganggarkan pendapatan dari 
Dana kapitasi JKN FKTP yang diperoleh 
dari Dana Kapitasi JKN FKTP Pukesmas 
Bandar, 

4 1 4 17 94 PpTiHnTintan Tiann VninitaQi > C l l U a ^ ^ c I l x U l U a i x a A i i p i l x l o l l l T i t ' i i l c T n f x r \ f j C I f i T X n c T X r \ r o r x TV»nrlQf\at'an rlot^ U l l L U i V lueilggollggcllivclll p C l l U c i p c l l c l l l U o l l 

IVcUlc i t U i p i l c t b i U iV l ' l î XVir̂  j r c U l ^ uipciuicii 
dari Dana Kapitasi JKN FKTP Pukesmas 
-IpTU V O C l UCL. 

4.2. Dana Perimbangan 
4.2.1. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil 

4.2,1.01. Bagi HasU Pajak 
4.2.1.01.01. Bagi Hasil dari Pajak Bumi 

dan Bangunan 
untuk mengganggarkan penerimaan bagi 
hasil pajak yang diperoleh dari bagi hasil 
pcl|cl& UuLLL l Udll Udllf^Ulldil. 

4.2.1.01.02. Bagi Hasil dari Bea Perolehan 
Hak Atas Tanah dan 
Bangunan 

untuk mengganggarkan penerimaan bagi 
hasil pajak yang diperoleh dari bagi hasil 
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 
Bangunan-

4 9 1 m n 3 A m t-T A C 1 1 vl A ri T̂ A i A 1̂  0<lgL ndoU Ua.ri X d̂juik 
Penghasilan (PPh) Pasal 25 
dan Pasal 29 wajib pajak 

dan PPh Pasal 21 

1 1 YX TY 11^ YXX tX #• A VX W ATA A YX YX̂k YX ̂ k YA YVX A fX YX Yx A W l 

uniuK menganggarKan penenmaan oagi 
hasil pajakryang diperoleh dari bagi hasil 
Pajak Penghasilan ( PPh ) Pasal 25 dan 
^ ' A O A I O Q YYfAllrX Y X A I A l V /Xr*A YX A ^^VArXA/XX #X A 1 A VXX 
X^dbdl Zv WdJlU pdjaK UrUJlg rTiUdUl Udiam 
negeri dan PPh Pasal 21 . 4 9 101 n4 Rarrf T-Tocil toiil/'af l-Taol1 

r>agi nabu v^uKai nasu 
Tembakau 

1 X YX 4-111v YXX DYX AAA YX AAA T*IV A YX YX AYXAVA AX A A VX tX A A 1 

uniuK mengganggarican penenmaan oagi 
hasil pajak.yang diperoleh dari bagi hasil 
Cukai Hasil Tembakau. 4.2.1.02. Bavi HasU Bukan 

Pajak/Sumber Daya Alam 
4.2.1.02.01. Bagi Hasil dari luran Hak 

Pengusahaan Hutan 
untuk mengganggarkan penerimaan bagi 
hasil bukan pajak/sumber daya alam 
yang diperoleh dari bagi hasil luran hak 
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TiPTiimnsaati t i i i t a n 
^Cilf^UdOdClll JIULCUJ. 4.2.1.02.02. Bagi Hasil dar i Provisi 

Sumber Daya Hutan 
untuk mengganggarkan penenmaan bagi 
hasU bukan pajak/sumber daya alam 
yang diperoleh dari bagi hasU dari provisi 
s u m l T p r H a v a t n i f a n 
OUUlL/V>l Udyd llULClll. 4.2.1.02.03. Bagi Hasil dari Dana 

Reboisasi 
untuk mengganggarkan penerimaan bagi 
hasU bukan pajak/sumber daya alam 
yang diperoleh dari bagi hasU dana 
f#*1wic!Qd 1C UUlodol. 

4.2.1.02.04. Bagi Hasil dari luran Tetap 
(Tand-rent) 

untuk mengganggarkan penerimaan bagi 
hasU bukan pajak/sumber daya alam 
yang diperoleh dari bagi hasU iuran tetap 
(land-rcnty. 

4 9 1 0 9 0 3 IJclgl i idbU UdJl lUldl l 
Eksplorasi dan luran 
Eksploitasi (Royalti) 

UIILUK UlClIggdlIggdlKdU pCilCimiddU Udgl 
hasU bukan pajak/sumber daya alam 
yang diperoleh dari bagi hasU iuran 
Eksplorasi dan luran Eksploitasi ( 
T?n\TfxMi\ 

4.2.1.02.06. Bagi Hasil dari Pungutan 
Pengusahaan Perikanan 

untuk mengganggarkan penerimaan bagi 
hasil bukan pajak/sumber daya alam 
yang diperoleh dari bagi hasil dari 
pUIl^UUtll |H/Cllf̂ Uo<lll(lcUl pelIKcllldll. 

4,2.1.02.07. Bagi Hasil dari Pungutan 
Hasil Perikanan 

untuk mengganggarkan penerimaan bagi 
hasil bukan pajak/sumber daya alam 
yang diperoleh dari bagi hasil dari 
m i r i c T i i t a n l i a s i l Tv * r i l ^ ' aT ipn 
pUllf^LlLcUJ lldOll pel UVctllclll. 4.2.1.02.08. Bagi HasU dari 

Pertambangan Minyak Bumi 
untuk mengganggarkan penerimaan bagi 
hasil bukan pajak/sumber daya alam 
yang diperoleh dari bagi hasil dari 
Y\AT~t̂  A W1 Vx A YX A A YX YXX 1 YX Yf A IV Vxi 1 YXX 1 
pcriaiiiudJii^an miiiYd.K u u m i . 4.2.1.02.09. Bagi Hasil dari 

Pertambangan Gas Bumi 
untuk mengganggarkan penerimaan bagi 
hasil bukan pajak/sumber daya alam 
yang diperoleh dari bagi hasil 
rv*r+£STnhanffpn W P Q HiiTni pel Loiiiijuiif^ciii f̂ do ui iui i . 

4.2.1.02.10. Bag! Hasil dar i 
Pertambangan Panas Bumi 

u n t u k TOcngganggaxkan penerimaan bagi 
hasil bukan pajak/sumber daya alam 
iFQnrr /1itv*»TY\1*»lv 1 I O * T J l i o e J l jrdllg UipclUiell Udll Udgl Ildoll 
pertambangan panas bumi. 

4.2.1.02.12. Bagi HasU dari Migas untuk mengganggarkan penerimaan bagi 
Vx A d 1 Vxi 1 LV A YX YX A 1 A IV /Oi l YlX VxAY* rX A IP A A 1 A YXX 
Ildoll uuKan pajdK/ sumucr uaya diam 
vctxia H i r v * m l p 1 i H a r i l i a o i l i a ^ i l r n i i r a ^ 
ydllf^ UipeiUieil U d l l Udj^l lldOll Jill^dO. 

4 2 1 02 13 
w *tt« * tt t vttfa tt %J* 

Bapi H a s i l d a r i M i n p r t i a 
X.f<X^X X X € X \ J X X \AdX X XlXXXX^fX kJd 

u n t i i l f m p n P c a o P P f l r l r a n n p n p r i m a a n Viatri 
ni l L u ^ jjje 11 f^^dii^gdj Adii peiiei luidcui ud^i 

hasil bukan pajak/sumber daya alam 
yang diperoleh dari bagi hasil minerba. 4.2.2. Dnna Alokasi Umiim 

ttY V * t t t t S 4 * tttt*Ytttt44<wtt wV tttttt Stttttttt 4.2.2.01. Dana Alokasi Umnm 
4.2.2.01.01. Dana Alokasi Umum untuk mengganggarkan penerimaan dari 

H a n a alnl/'ai;i i i tn i im Udiid diUtuioL u u i L i i i i . 

4.2.3. Dana Alokasi Khusus 
tt o o n i ^•OY^A XcfwWV¥0 

4 2.3,01.01- Dana alokasi khusus Reguler un tuk mengganggarkan jienerimaan dar i 
dana alokasi khusus. 

4 2 3 01 02 
^*ttt«0»v/ X« \JA* * 

R a n a A l n V a s i K V u i s i i s 
Penugasan 

untii lr mPTinfrnT)pfnrlrfln nPtiprTfTiflnTi H f i r t uiiLUiv iiieiiggdiig^di rwdii pei ie i i i i iddi i u d i i 

dana alokasi khusus penugasan. 
4.2.3.02.03. Dana Tunjangan Profesi 

Guru PNS Daerah (TPGPNSD) 
untuk mengganggarkan penerimaan dari 
dana Tunjangan Profei Guru PNS Daerah 
(TPGPNSD). 
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4.2.3,02.04. Dana Tambahan Penghasilfin 
vjtii U 1 iiOUA ^i/llVlOlP 1 liOlyJ 

untuk mengganggarkan penerimaan dari 
uana lamoanan "engnaiian u u r u "riNij- ( 
TAMSIL PNSD). 

4.2.3.02,05. Dana Bantuan Operasional 
Penyelenggaraan PAUD (BOP 
PAUDl 
A A A\tJ X—r J 

untuk mengganggarkan penerimaan dari 
dana Bantuan Operaional 
PpnvplpTiaanraart PATTR t R R P PATTR 1 J Ci iyClCil f^dlddll xiXKjLJ \ DKJL riXKJLJ ] 

4.2.3.02.06. Dana Bantuan Operasional 
Kesehatan (BOK) dan 
R i i n t u n n OnprsiQinnal 
X-FcUiLUcUl L_/pCicl01UilcU 
Keluaiga Berencana (BOKB) 

untuk mengganggarkan penerimaan dari 
dana Bantuan Operaional Kesehata n 
IRRT^I Han R a n t n a n RnAfac inno l ^RWIV^ Udl l Rdl lLUdl l VjpCl dSlUIldl 

Keluarga Berencana (BOKB) 
4.2.3.02.07. Dana Pelayanan Administrasi 

iVcpCIIU UU UKHII 
untuk mengganggarkan penerimaan dari 
vl o v x ^% i j j ^ 1 n V ro v x o v x A vx v x x i v x i T T * O t 

uana ceiayanan Auminiirai 
Kependudukan. 4.2.3.02.08. Dana Operasional 

Penyelenggaraan Pendidikan 
untuk mengganggarkan penerimaan dari 
Dana Operasional Penyelenggaraan 
J CllUlUlKdU (VCoCldlddll. 

4.2.3.02.09 Dana Peningkatan Kapasitas 
Kfinpfji^i TTcaliJi T^PPII R a n xvuL/eidoi, uodixd xveeix XJ<XIL 

Menengah Dan 
Kptpna (Ta If PTTJI a n 

untuk mengganggarkan penerimaan dari 
Hnna PpnintrV ptan T^nnp^itp^ l^nn#*T*ai Udllcl J ClllllgAdlixll jVapdoilda xVUpcldl, 

Usaha Kecil dan Menengah. 

4 2 3 02 10 R n n a PplAvanan 

Kepariwisataan 
untu l f m p n o i r j i n r l f a t i npTiPFimAan Hari UiJLUtv jJicii^^dJi^gdiJvdJi ^iCJJCiJiiJdcui U d i i 

dana Pelayanan Kepariwisataan. 
d 3 T f n —1 a 1 n l̂̂ nf1 ona^on 

Daerah-yang^h 
4 3 1 

4.3.1.01. Pendapatan Hibah dari 
1 ~ ' * * ~ * XAALiXXX 

4.3.1.01.01. Pemerintah untuk mengganggarkan pendapatan 
hibah dari pemerintah. 

4 3 1 cvy. f cuucipnLiui m o c U l u i i n 
Pemerintah Daerah lainnya 

H . O . I . iD r̂w oY*xvx to Vl T^o ̂ i*o Vx X̂ CmcI 1111x111 U<lCIxiIi nn+iit^ m **n0fTan00arl^an mx-nr^Qnftfan UIILUK IIICIIggdIIggdIKdII pCllUdpdUIII 

hibah dari pemerintah daerah lainnya 
X T O TX *T r i I T X ^ W x t AVX Vl O n P^itXX f*TX TX to fx V^TYX\71 T l Q 1 

yclIlV^ UipclUlCll U d l l 1 CXllCIlllLclli i lUViliol* 4.3.1.02.03. Hibah Dana BOS SD Kec. 
uonoru io 

untuk mengganggarkan pendapatan 
R a n a R n c HaW QR 1 *̂*/* R/infir*nm LJdlliL R u b U d l l O R IVCC RUIIUIUJU 

4.3.1.02.04. Hibah Dana BOS SD Kec. un tuk mengganggarkan pendapatan 
R a n n Rn«s Hnri S R K P P P u n i i n o iJdJJci. uuo UdJl j\.cc J u i i u j j ^ 

4.3.1.02.05. Hibah Dana BOS SD Kec. 
Pr in plfi 1 If 11 

untuk mengganggarkan pendapatan 
R a n n Rfi*i dflri S R K P P Prinplfiilfii 

4.3.1.02.06. Hibah Dana BOS SD Kec. 
PoPltoTl 
I^dClLcllI 

untuk mengganggarkan pendapatan 
R n n n Rf»^ riari S R K P P Papitnn 

4.3.1.02.07. Hibah Dana BOS SD Kec. 
X* O V\#X v x O CYV1 VX fT 

JVC DOIldgUIlg 

untuk mengganggarkan pendapatan 
R Q T I Q R/IQ HQW S R T^pp l^plvincioiino R d l l d RUb U d l l O R IVCC IVCUUlldf^UlJf^ 

4.3.1.02.08. Hibah Dana BOS SD Kec. 
A v ^ / x c o v*v 

/\i|Oocin 

untuk mengganggarkan pendapatan 
R d l l d RUb U d l l O R IVCC ru|UbdlI 

4.3.1.02.09. Hibah Dana BOS SD Kec. 
Maura ntran Vl dW dl if^dXl 

untuk mengganggarkan pendapatan 
R a n a Rn<i rinri S R K P P Nnwanpnn 
j>dJid J-juo udJJ OL./ jvL v̂,. mjwcuj^cjjJ 4.3.1.02.10. Hibah Dana BOS SD Kec. 

OdllUdl 

untuk mengganggarkan pendapatan 
R a n a R n c Hnri S R K P P R a n d a r 
UdJld i3UO U d l l t J L J 1\.CC JJdllUdJ 4.3.1.02.11. Hibah Dana BOS-SD Kec. 

1 egaiom D O 
untuk mengganggarkan pendapatan 
R a n a R n c HaW S R K P P Tpoa lnmlm R d l l d RUb U d l l O R IVCC I Cf^cULIIIIUU 

4 3 1 02 12 Hibah Dana BOS SD Kec 
Tulakan 

untuk meneeanccarkan nendanatan 
VA« A V A » * * * *^*.*ltttt a fXcX̂ "̂̂  AXm a a A afx^AA^^^aar ' * * • • 

Dana Bos dari SD Kec. Tulakan 4.3.1.02.13, Hibah Dana BOS SD Kec. 
Ngadiroio 

untuk mengganggarkan pendapatan 
Dana Bos dari SD Kec. Ngadiroi'o 

4,3.1.02.14. Hibah Dana BOS SD Kec. untuk menganggarkan pendapatan 
FarafHierarlii / 
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Sudimoro Dana Bos dari SD Kec. Sudimoro 
4.3.1.02.15. Hibah Dana BOS SMP Kec. 

Donorojo 
untuk -mengganggarkan: pendapatan 
Dana Bos dan SMP Kec. Donoroio 

4.3.1,02.16. Hibah Dana BOS SMP Kec. 
Punung 

untuk mengganggarkan pendapatan 
T X , , ^ 1 \ J , _ J\ ._ * f x X M T X T f T X _ . Dana Bos dan SMP Kec. Punung 

4.3.1.02.17. Hibah Dana BOS SMP Kec. 
Pringkuku 

untuk mengganggarkan pendapatan 
Dana Bos dan SMP Kec. Pringkuku 

4.3.1.02.18. Hibah Dana BOS SMP Kec. 
T X • • 

Pacitan 
untuk mengganggarkan pendapatan 
Dana Bos dari SMP Kec. Pacitan 

4.3.1.02.19. Hibah Dana BOS SMP Kec. 
Kebonagung 

untuk mengganggarka n pendapatan 
Dana Bos dari SMP Kec. Kebonagung 

4.3.1.02.20. Hibah Dana BOS SMP Kec. 
Arfosuri 

untuk mengganggarkan pendapatan 
Dana Bos uan o M r Kec. Ariosan 

4.3.1.02.21. Hibah Dana BOS SMP Kec. 
Nawangan 

untuk mengganggarkan pendapatan 
T X T X J • T T X T V » T 

Dana Bos dan SMP Kec. Nawangan 
4.3.1.02.22. Hibah Dana BOS SMP Kec. 

Bandar 
untuk mengganggarkan pendapata n 

T X 1 " f X T V T X T V T X 1 

Dana Bos dan SMP Kec. Bandar 
4.3,1.02.23. Hibah Dana BOS SMP Kec, 

Tegalombo 
untuk mengganggarkan pendapatan 
T X T X V * / X x T V v n \ X 

Dana Bos dan SMP Kec. Tegalombo 
4.3.1.02.24. Hibah Dana BOS SMP Kec. 

r i x _ 1 ^ 1 

Tulakan 
untuk mengganggarkan pendapatan 
T X —. _ T X 1 • f X X V T X T V 7 l X _ . 1 "t —, . 

Dana Bos dan SMP Kec. Tulakan 
4.3.1.02.25. Hibah Dana BOS SMP Kec. 

Ngadirojo 
un tuk mengganggarkan pendapatan 
Dana Bos dari SMP Kec. Ngadirojo 

4.3.1.02.26. Hibah uana HOS SMP Kec. 
Sudimoro 

untu"k mengganggarkan pendapatan 
Dana Bos dari SMP Kec. Sudimoro 

4.3.1.03. Pendapatan Hibah dari 
badan/Iembaga/organlsasi 
swasta dalam negeri 

4 3 a . 0 3 . 0 U . Badan/lembaga/ orgasisasi 
swasta dalam negeri 

•untuk mengganggarkan pendapatan 
hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi 
Swasta Dalam Negen yang diperoleh dan 
Badan/Lembaga/OrganisasL 

4.3.1.04. Pendapatan Hlbab dari 
kelompok 
masyarakat iTperorangan 

jM /"» a f\ M /% 4 

4.3.1.04.01. 
T V 1 V 

Kelompok 
masyarakat/ perorangan. 

untuk mengganggarkan pendapatan 
hibah dari kelompok 
masyarakat/ perorangan. 

4.3.1.05. a A_ * T v a a . a v v 

Pendapatan Hibah dari Luar 
Negeri 

4.3.1.05.01. Pendapatan Hibah dari 
Bilateral 

untuk mengganggarkan pendapatan 
1 * 1 1 1 * 1 * ^ * t i -

hibah dan luar negen yang diperoleh 
dari bilateral. 

4.3.1.05.02. Pendapatan Hibah dari 
Multilateral 

untuk mengganggarkan pendapatan 
1 ' 1 1 1 ' 1 * J • ^ _ i i _ - I _ - * 

hibah dariluar negen yang diperoleh dan 
multilateral. 

4.3.1.05.03. Pendapatan Hibah dari 
Donor lainnya 

untuk mengganggarkan pendapatan 
hibah dari luar negeri yang diperoleh 

1 1 • 

donor lainnya. 
4.3.2. Dana Darurat 
4.3.2.01. PeaanggulangaB 

Korban/Kerusakan Akibat 
Bencana Alam 

4.3.2.01.01. Korban/Kerusakan Akibat 
Bencana Alam 

untuk mengganggarkan penanggulangan 
korban/ kerusakan akibat bencana 
alam. 
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A O *i Dana Bagi Hasil Pajax dari 
Provinsi Dan Pcmerintah 
Daerah Lainnya 

A o *3 m Dana Bagi Hasil Pajak dari 
Provinsi 

4 . 3 . 3 . 0 1 . 0 1 . Bagi Hasil dar i Pajak 
Kendaraan Bei motor 

un tuk mengganggarkan dana bagi hasil 
—, • 1 tt ... * —, " * J " S I S " 

pajak dan provmsi yang diperoleh dan 
pajak kendaraan bermotor. 

4 . 3 . 3 . 0 1 . 0 3 . Bagi Hasil dari Bea Balik 
Nama Kendaraan Bermotor 

untuk mengganggarkan dana bagi hasil 
dari bea balik nama kendaraan 
bermotor. 

4 . 3 . 3 . 0 1 . 0 5 . Bagi Hasil dari Pajak Bahan 
Bakar Kendaraan Bermotor 

untuk mengganggarkan dana bagi hasil 
pajak dari provmsi yang diperoleh dari 
paiak bahan bakar kendaraan bermotor. 

4 . 3 . 3 . 0 1 . 0 7 . Bagi Hasil dari Pajak Air 
Permukaan 

untuk mengganggarkan dana bagi hasil 
pajak dari provinsi yang diperoleh dari 
pajak pengambilan dan pemanfaatan air 
permukaan. 

yx r> o rv 1 no 
4 . 3 . 0 . 0 1 . 0 8 . 

Bagi Hasil Dan Pajak Kokok untuk mengganggarkan dana bagi hasil 
pajak dari provinsi yang diperoleh dari 
pajak Rokok. 

4.3.3.02. Dana Bag! HasU Pajak dari 
Provinsi 3) 

4 . 3 . 3 . 0 2 . 0 1 . Dana Bagi Hasil Pajak dar i 
Provinsi. 

Tintnk mengganggarkan dana bagi hasil 
pajak dari provinsi lainnya 

4.3.3.03. Dana Bagi Hasil Pajak dari 
Kaoupaten 3) 

4 . 3 . 3 . 0 3 . 0 1 . Dana Bagi Hasil Pajak dari 
T f ^\ Y X 1 1 Y X n ^ a v x 

Kauupaten. 

untuk mengganggarkan dana bagi hasil 
Y X n Y fx 1V #1 n f 1 I m t x i v ^ A Y X 1 *x i Y X Y X Y F I X 

paiax aan Kaoupaten lamnya. 4.3.3.04. Dana Bagi HasU Pajak dari 
Kota 3] 

4 . 3 , 3 . 0 4 . 0 1 . Dana Bagi Hasil Pajak dari 
Kota. 

. _ 
untuk mengganggarkan dana bagi hasil 
pajak dari kota lainnya. 

4.3.4. Dana Penyesuaian dan 
Otonomi Khusus 

4.3.4.01. Dana Penyesuaian 
4 . 3 . 4 . 0 1 . 0 5 . Dana Insentif Daerah untuk mengganggarkan pendapatan 

#Y rx Y X V* YX A YX V r A Y 1 n Y J X Y X Y T t\ YX VY VX Y TXJS^YX 1 A Tx V r ̂  T l 

aana penyesuaian yang aiperoien aan 
Dana Insentif Daerah 4 . 3 . 4 , 0 x.oy.. Dana Desa X Y YX ^Y X 1 V W x ^XYX fffm YX fTfwn ŶT V A Y X YX^X YX A T X YXX A A YX 

untiuc -mengganggarKan penenmaan 
dana Desa dari pemerintah pusat 4.3.4.02. Dana Otonomi Khusus 

jk ^x jk w /X y x X 

4 . 3 . 4 . 0 2 . 0 1 . Dana Otonomi Khusus . untuk mengganggarkan penerimaan 
dana otonomi khusus. 

tt n w 

4.3.5. 
w x A. WW tt t 

Bantuan Keuangan dari 
Propinsi atau Pemerintah 
Daerah lainnya 

4.3.5.01. Bantuan Keuangan dari 
Provinsi 

4 . 3 . 5 . 0 1 . 0 1 . Bantuan keuangan dari 
T X • • 

Provmsi. 

untuk mengganggarka n Bantuan 
•Keuangan dari Provinsi. 

4.3.5.02. Bantuan Keuangan dari 
Kabupaten 

4 . 3 . 5 . 0 2 . 0 1 . Bantuan keuangan dari 
Kabupaten 

untuk mengganggarkan penerimaan 
dana bantuan keuangan dari Kabupaten 

4.3.5.03. Bantuan Keuangan dari 
kota 
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4.3.5.03.01. Bantuan keuangan dari Kota untuk mengganggarkan penerimaan 
-dana bantuan keuangan dari Kota. 

BUPATI PACITAN 

i< INDARTATO 

Paraf Koordinasi 

U 
Pemrakarsa 1 

Terkait 



LAMPIRAN IV 
PERATURAN BUPATI PACITAN 
NOMOR 50 Tahun 2019 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR 66 TAHUN 2017 
TENTANG KODE REKENING ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2019 

K O D E R E K E N I N G BELANJA 

0 

• 

K O D E URAIAN KETERANGAN 

0 

• 

1 2 3 

0 

• 

5. BELANJA DAERAH 

0 

• 

5,1. BELANJA TIDAK 
LANGSUNG 

0 

• 

5,1.1. BELANJA PEGAWAI 

0 

• 

5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 

0 

• 

5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang 
Representasi 

Untuk pemberian gaji pokok PNS / Uang 
Representasi kepada PNS d i Lingkungan 
Pemerintah Daerab Kab. Pacitan,Pejabat 
negara dan DPRD Kab, Pacitan. 0 

• 

5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga Untuk pemberian Tunjangan Keluarga 
kepada PNS d i Lingkungan Pemerintah 
Daerab Kab. Pacitan, Pejabat negara dan 
DPRD Kab. Pacitan. 

0 

• 

5.1.1,01.03. Tunjangan Jabatan Untuk pemberian Tunjangan Jabatan 
kepada PNS d i Lingkungan Pemerintah 
Daerab Kab. Pacitan, Pejabat negara dan 
DPRD Kab. Pacitan. 

0 

• 

5.1.1.01.04. Tunjangan Fungsional Untuk pemberian Tunjangan Fungsional 
kepada PNS d i Lingkungan Pemerintah 
Daerab Kab. Pacitan. 

0 

• 
5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional 

Umum 
Untuk pemberian Tunjangan Fungsional 
Umum kepada PNS d i Lingkungan 
Pemerintah Daerah Kab. Pacitan. 

0 

• 5.1.1.01.06. Tunjangan Beras Untuk pemberian Tunjangan Beras 
kepada PNS d i Lingkungan Pemerintah 
Daerab Kab, Pacitan, Pejabat negara dan 
DPRD Kab. Pacitan. 

0 

• 5.1,1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan 
Kbusus 

Untuk pemberian TunjanganPPb / 
Tunjangan Kbusus kepada PNS d i 
Lingkungan Pemerintah Daerah Kab. 
Pacitan, Pejabat negara dan DPRD Kab. 
Pacitan. 

0 

• 
5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji Untuk pemberian Tunjangan Pembulatan 

Gaji kepada PNS d i Lingkungan 
Pemerintah Daerab Kab. Pacitan, Pejabat 
negara dan DPRD Kab^ Pacitan. 

0 

• 

5.1.1.01.09. Iuran Asuransi Kesehatan Untuk pemberian Iuran Asuransi 
Kesehatan (ASKES)/BPJS Kesehatan dari 
pemberi kerja kepada PNS/Pejabat 
Negara/DPRD di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Pacitan. 

0 

• 

5.1.1.01.10. Uang Paket Untuk pemberian Uang Paket kepada 
DPRD Kabupaten Pacitan. 

0 

• 

5.1.1.01.11. Tunjangan 
Musyawarab 

Badan Untuk pemberian Tunjangan Panitia 
Musyawarab kepada DPRD Kabupaten 
Pacitan. 

Par f HiararVi Psraf Koordinasi 1 

Untuk pemberian Tunjangan Panitia 
Musyawarab kepada DPRD Kabupaten 
Pacitan. 
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5.1.1.01.12. Tunjangan Komisi Untuk pemberian Tunjangan Komisi 

kepada DPRD Kabupaten Pacitan. 
5.1.1.01.13. Tunjangan Badan 

Anggaran 
Untuk pemberian Tunjangan Panitia 
Anggaran kepada DPRD Kabupaten 
Pacitan. 

5.1.1.01.14. Tunjangan Badan 
Kehcrrmatart 

Untuk pemberian Tunjangan Badan 
Kebormatan kepada DPRD Kabupaten 
Pacitan. 

5.1.1.01.15. Tunjangan Alat 
Kelengkapan Lainnya 2) 

Untuk pemberian Tunjangan Alat 
Kelengkapan Lainnya kepada DPRD 
Kabupaten Pacitan. 

5.1.1.01.16. Tunjangan Perumahan Untuk pemberian Tunjangan Perumahan 
kepada DPRD Kabupaten Pacitan. 

5.1.1.01.17. Uang Duka Wafat/Tewas Untuk pemberian Uang Duka Wafat / 
Tewas kepada Kepala Daerab, DPRD, 
PNS Kabupaten Pacitan. 

5.1.1.01.18. Uang Jasa Pengabdian Untuk pemberian Uang Jasa Pengabdian 
kepada DPRD Kabupaten Pacitan. 

5.1.1.01.19. Belanja Penunjang 
Operasional Pimpinan 
DPRD 

Untuk pemberian Penunjang Operasional 
Pimpinan DPRD Kabupaten Pacitan. 

5.1.1,01.20. Tunjangan kesehatan 
DPRD 

Untuk pemberian Tunjangan kesehatan 
DPRD Kabupaten Pacitan. 

5.1.1.01.21. Tunjangan Profesi Guru Untuk pemberian Tunjangan Profesi 
Guru. 

5.1.1.01.22. Tunjangan Jaminan 
Kecelakaan Keija 

Untuk pemberian Tunjangan Jaminan 
Kecelakaan Kerja. 

5.1.1,01.23. Tunjangan Jaminan 
Kematian 

Untuk pemberian Tunjangan Jaminan 
TCematiian. 

5.1.1.02. Tambahan Penghasilan 
PNS 

5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan 
berdasarkan beban kerja 

Untuk pemberian Tambahan Penghasilan 
berdasarkan beban keija kepada PNS d i 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten. 
Pacitan. 

5.1.1.02.02. Tambahan Penghasilan 
berdasarkan tempat 
bertugas 

Untuk pemberian Tambahan Penghasilan 
berdasarkan Tempat bertugas kepada 
PNS d i Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Pacitan. 

5.1.1.02.03. Tambahan Penghasilan 
berdasarkan kondisi kerja 

TTntuk pemberian Tambalian Penghasilan 
berdasarkan Kondisi kerja kepada PNS 
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Pacitan. 

5.1.1.02.04. Tambahan Penghasilan 
berdasarkan kelangkaan 
profesi 

Untuk pemberian Tambahan Penghasilan 
-berdasarkan kelangkaan -profesi kepada 
PNS d i Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Pacitan. 

5.1.1.02.05. Tambahan PengbasUan 
berdasarkan prestasi kerja 

Untuk pemberian Tambahan Penghasilan 
berdasarkan pretasi kerja kepada PNS d i 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Pacitan. 

5.1.1.02.06. Tambahan Penghasilan 
Guru 

Untuk pemberian Tambahan Penghasilan 
Guru PNS non-sertifikasi d i lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Pacitan 

5.1.1.03. Belanja Penerimaan 
la innva Pimpinan Jan. 
"ahjaoQta^^^Il^Pkp—1 serta 



• 

• 

K O D E URAIAN K E T E R A N G A N 

• 

• 

1 Ml o 

• 

• 

KOH/WKDH 

• 

• 

5.1.1.03.01. Tunjangan Komun ika si 
Intensif Pimpinan dan 
Anggota U fKU 

Untuk pemberian Tunjangan Komunikasi 
Intensif kepada Pimpinan dan Anggota 
UrKU Kaoupaten Pacitan. 

• 

• 

5.1.1.03.02. Belanja Penunjang 
uperasionai K i j r i / wxvJJri 

Untuk pemberian Belanja Penunjang 
Operasional kepada Kepala Daerab / 
Wakil Kepala Daerab Kabupaten 
Pacitan. 

• 

• 

0 . 1 . l.Uo.UO. " 1 * i Y Y X Y n YX # Y yx t x T J n ^1 A 

lunjangan uaaan 
Pembentukan Perda 

Untuk pemberian tunjangan badan 
pembentukan Perda 

• 

• 

5.1.1.03.04. Tunjangan Reses untuk pemberian tunjangan reses kepada 
r impman dan Anggota DPRD Kabupaten 
U f X ^XY 4 f% Y X 

xacnan 

• 

• 

5.1.1.03.05. Tunjangan Transportasi untuk pemberian tunjangan transportasi 
Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD 
^ ^ ^ n r X 1 1 YX fX ^ ^ > Y X 1 1 « A . « tt A 

Kaoupaten r^acitan 

• 

• 

T l O V I O ffX/YY*0 C 1VXVX O 1 

i-fdjia upcrasioncU 
Y 1 YX T Y 1 L V T X ^ h W l rX A Y ^ n YX VX f\ YX ^X ^X YXfX WX A Y V ^ ^ X A 1 

untuK pemoenan aana operasional • 

• 

5.1.1.03,07. Tunjangan Badan 
M ^ i n r \ A ¥ 1 X l T l ^ O ¥1 T3ji t v ^ X l ¥ ¥V¥ - n 
Daerab 

untuk pemberianTunjangan Badan 
ffXX r l A Y X 4"ff 1 Y X Y X X ^ 1 1 Y X X YX 1 X A A * % A Lk 

x^emoentuKan reracuran i/aeran • 

• 

• I l l nd. DiAyu vcuiuzxguuui xdjoK 
• 

• 

5.1.1.04.01. Biaya pemungutan PBB Untuk Biaya Pemungutan PBB 
Bemenntab Kabupaten Bacitan. 

• 

• 

5.1.1.04.02. Biaya pemungutan Pajak 
uaeran 

Untuk Biaya Pemungutan Pajak Daerab 
Pemerintab Kabupaten Pacitan. 

• 

• 

5a la 1.05a Insentif Pemungutan 
Jraja& i^aeran 

• 

• 

5.1.1.05.01. Insentif Pemungutan Pajak Untuk Insentif Pemungutan Pajak 
L J i t d c U l x^eixicmiLaxi xvauupdicii i^dciuiii. 

• 

• 

OaXaXaVfOa lavaaal Y.aa l̂aavaiaa. .vaaYaaa 
Rf't'rititi K ) Ofl^ralt 
< V d X J U U A A A y n C A C U A 

• 

• 
5.1.1.06.01. Insentip Pemungutan 

rkcuiUUbi jjacrdJi. 
Untuk Insentif Pemungutan Retribusi 
1 i f x Av - yx rx ^ J A Y X X A r t Y X 4 - A fx l£<^ r x i 1 YX A f-AVX L J A / x i y A YX 

Lidcran r^emermiaii Kauupdien eacican. 

• 

• 
BELANJA BUNGA 

• 

• 5.1.2.01. Bunga Utang Pinjaman 

• 

• 5,1.2.01.01. Bunga Utang Pinjaman 
kepada Pemerintab 

Untuk Belanja Bunga Utang Pinjaman 
kepada Pemerintab 

• 

• 
5,1.2.01.02. Bunga Utang Pinjaman 

I v ^ h v x o y i 1 y ^ r t YXX ^ ^ ^ 1 YX ^ f\ I x l l fx * * * ^ A L Y 

Kepaaa femennian i/aeran 
lainnya 

Untuk Belanja Bunga Utang Pinjaman 
I v A Y X A f x A X ^ A V X X n r x Y x f - A fx I \ A A X * A V X T A l r X Y X l T A 

Kepaoa r emennian uaeran Lainnya. 

• 

• 
5.1.2.01.03. Bunga Utang Pinjaman 

kepada Lembaga 
Keuangan Bank 

Untuk Belanja Bunga Utang Pinjaman 
1 ^ A YX n ^ Y fX T ^* • fcY r% A yry% . A * * A yv A V X I t A Y X I v 

Kepaaa Lemoaga Keuangan oanx. 

• 

• 

5.1.2,01.04. Bunga Utang Pinjaman 
kepada Lembaga 
Keuangan bukan Bank 

Untuk Belanja Bunga Utnng Pinjaman 
kepada Lembaga Keuangan bukan Bank. 

• 

• 

e 1 o oo xsunga ucang UDiigasi 

• 

• 

5.1.2.02.01. Bunga Utang Obligasi Untuk Belanja Bunga Utang Obligasi 
kepada Pemerintab Daerab Kabupaten 
^ ^ A A Y f A Y X 

raci ian. 5,1.3. BELANJA SUBSIDI 
5.1 .3 .01. Belanja Subsidi kepada 

Perusahaan/Lembaga 

Paral H 

5.1. 3.( )1,01. Belanja Subsidi kepada 
aan "1 
- t H 

Untuk Belanja Subsidi kepada 
Pemsahaan. 

Sekda Asisten 
PD Pemrakarea 

\ 

Asisten 
PD Pemrakarea 

Km 
Katag 
Hu<am ^ 

pDTertcail 
1 



• 

• 
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• 

• 

1 2 3 

• 

• 

' i 1 8 m 09 
O t XmXj.XJ Xi\jM, 

R A L A N I A Q I I K C I H I l / ' ^ N A H O OCMUiJd OUUolUl I V C P T T U C T 

Lembaga 
TTYXF" ! ! ! ^ T /̂YlAtXlA CLXTXOLVIL I^AtXAvlA T A YVX V\ A A A 

UIILUK O C L U I I J D . oUUSlUl KCpdUB. L^IIlDdgU* 

• 

• 

5.1.4. BELANJA HIBAH 

• 

• 

5.1.4.01. Belanja Hibah kepada 
Pemerintah Pusat 

• 

• 

' i 1 4. m m r^cxuciuiixiii r̂ Li;>aL T T t x 4 x i 1 ^ y? A1 A t x 1 A UlTxArX I ^ A Y X A / X A D A T Y X O V l A 4" A 1x 

uncuK cieianja xiioan Kepaaa remennran 
Ptrsat 

• 

• 

e 1 tt 09 Halo* . .a XXtkat. mn^wMnAn 

nexanja nioan Kepaaa 
Pemerintah Daerah 

• 

• 

5.1.4.02.01. Pemerintah Provinsi Untuk Belanja Hibah kepada Pemerintah 
Pmvin 1̂ 

• 

• 

5,1.4.02.02. Pemerintah 
RaTiimatpTi /Tfnto 

Untuk Belanja Hibab kepada Pemerintah 
riQ#»t̂ Qti T A I T I T I I R O J - / D C L D X L X J C L X L I L I Y D . 

• 

• 

5.1.4.03. Belanja Hibah kepada 
Pemerintahan Desa 

• 

• 

C 1 tt m m R J . ^ ^ w Y A YX T O t x n v x l l ^X A 

remennianan uesa 
T In L . 1 , L J A 1 n n . n T 1 » 1—« n X^ 1 , A - . ^ „ ii O L j A rr^ A n . IX *¥ n Xx 

uniuK tjeianja o ioan Kepaaa remenntan 
Desa. • 

• 

e 1 tt Ott ^ D t t X I YX Y ^X ^^fl 4 YY f̂e YY B V ^ W X # Y YY YY 

iseianja xiiDan Kepaaa 
Pemsahaan 
Daerah/BUMD/BUBIN 4) 

• 

• 

•; 1 4 04 01 J C I U O C U L I L I L L I X J D C I C T L L 

BUMD/BUMN 
UIILUK £ 3 C J I I I I J C L niUcUl KcpclUd 
Peni^ahann Daerah BUMD/BUMN-

• 

• 

5,1.4.05. Belanja Hibah kepada 
HaHa*^ /T.jkmY%a0¥a /^Irfl^avi.a 0au<Ul/JjVmOngn/ L/rgcUUS 
asi Swasta 

• 

• 

5.1.4.05.01. Badan / lembaga / 
orgamsasi swasia 

Untuk Belanja Hibah kepada Badan 
# 1 ^X YYX V\ A fT A # t t A tX 1 O f \ O « ^ J A YXX 1 1 f YXX fX W*t YX ̂  A I x # 

/Lemoaga/tjrgamsasi oemi remenntan / 
TnstansTPemerihtah. 

• 

• 

q 1 tt 09 L J A vX'F 11 o t x ffi tXA 'Wi 01 A Y X A 1 

xjdiiLUdn uperasiuna i 
Jrcny cicnggdradJi I^/\u u 
fDAK) 

lTtx4'1lLV TjAlAtXIA X-XlVlAtX 1ttx4'1ll̂  LJ yx ri f n YX 

uniuK xjCianja r i i i jan U H L U K ijanLUdxi 
r-\ONO C I O N O 1 H A M R A T A N RROO NO O n A T TTX 

upcrasiunax eeiiy eiciiggdrudn eAu u 
(DAK). 

• 

• 
5.1.4.05.03. Insentif Guru PAUD 166 

T9#»CA 
Untuk Belanja Hibab Insentif Guru 
PATin 166 H/*QR» 

• 

• 5.1.4.05.04. KONI Untuk Belanja Hibab kepada KONI 

• 

• q 1 tt 0=̂  0^ IVCLUd AUrpS X^CgdWdl 
Republik Indonesia 
F K T L P P P O TCaYi Pnritnn 
( IVWr\.L RVLf I V D U . X^dClLdli 

TTNF"¥ IL^ T ^ O L O M T O X I I 6 Q 6 ONO . 1 0 TK"^T" I IA l^nrrxc UIILUK OCiailJd niUdll KCpdUd IVCLUd AUipa 
Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) 
I V D U . J dClldXi 

• 

• 
5.1.4.05.06. PMI Kabupaten Pacitan Untuk Belanja Hibah kepada PMI 

T̂ Q R\¥ 1 rx0 I O N nQ¥*T#"Q TX 
AdUUpdLCIl J dClldll 

• 

• 
5.1.4.05.07. Pramuka Kwarcab Pacitan Untuk Belanja Hibab kepada Pramuka 

Kwarcab Pacitan 

• 

• 
q 1 tt nq O Q oAZfixAo jvaoupaten 

Pacitan 
T T N F I I B * P O L O N I O T X I K O H L R A N O H O R A 7 M A Q UHLUK DCiailJd XllUdn KcpdUd D/VttliAo 
Kabupaten Pacitan 

• 

• 

q 1 ̂  nq nn l^atl 1 O ^ ^ O T T O D O T I TO¥lf"llT¥¥T 
rLcLUd I HyatHUi dumui ig 
Indonesia (YJI) Cabang 
L U L U * X ^ C L C L U L I L 

UIILUK DCiiinjd niUuXI KCpdUU tvCLUd 
Yayasan Jantung Indonesia (YJI) Cabang 
iVdU. Î dClLdXi 

• 

• 

5.1.4.05.10. Ketua YABI/AICINDA Kab. 
i #VI r A t x 

rac i ian 

Untuk Belanja Hibab kepada Ketua 
VATUT / ATtoTMlX A V o V t D O ¥ * I F O R » l A r ) l / / U U L I N I J A K H O . rdCliail 

• 

• 

5.1.4.05.11. Kepolisian Resort Pacitan Untuk Belanja Hibab kepada Kepolisian 
Resort Pacitan 

• 

• 

"1 tt nt^ 1 o V> .x .4 .U0 . 1 t t . Kodim Kab. Pacitan 1 TNF-ii1n T 3 O 1 O T ¥ I O I X I K O L I L / ^ N O R L N T ^ R T H I M T^O 6 UniUK L 3 C L D I L J D niUdll KCpdUU IVUUUU IVdU. 
eaciian 

• 

• 

5.1.4.05.13. Ketua 
Wredatamna 
Indonesia (EIW 

Persatuan 
Selurub 

^RI) Kab. 

Untuk Belanja Hibab kepada Ketua 
Persatuan Wredatamna Selurub 
Indonesia (PWRI) Kab. Pacitan 

Paral :̂ PM Î̂ af£V-

Persatuan 
Selurub 

^RI) Kab. 

Sekda V A<i<ito,N • —: Sekda V 
PD Pemrakarsa 

Km 

PD Pemrakarsa 

Hu-cjm r PD Terkait 



• 

• 
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• 

• 

1 2 3 

• 

• 

Keiua JJx'JJ 
Muhammadiyah Kab. 
Pacitan 

Untuk Belanja Hibab kepada Ketua DPD 
Muhammadiyah Kab. Pacitan 

• 

• 

5.1.4.05.15. Ketua DPC NU Kab. 
Pacitan 

Untuk Belanja Hibab kepada Ketua DPC 
NU Kab. Pacitan 

• 

• 

5.1.4.05.16. Ketua Pengurus Cabang 
Pergerakan Mahasiswa 
TOL A YXX T *X #4N YX A A V A / T f T ^ H T T 

isiam innonesia (RL. R M U 
Kab. Pacitan) 

Untuk Belanja Hibab kepada Ketua 
Pengnrus Cabang Pergerakan Mahasiswa 
T A T A M X T . X * T A M A A J A iT^^y T X B MJT T V A T - T X A A * t t A — \ 

Islam Indonesia (PC PMII Kab. Pacitan) 

• 

• 

5.1.4.05.17. Himpunan Kerukunan 
l an i inaonesia ( r iK i i| Kao. 
Pacitan 

Untuk Belanja Hibah Kepada Himpunan 
T J ^ A Y*t 1 l y x m A YX ' P A * x a T Y X ^ A Y X A A T A f T T T , ^ ' T ^ \ A T x 

KeniKunan l an i Indonesia (HKil) Kab. 
Pacitan 

• 

• 

5.1.4.05.18. Himpunan Nelayan 
Selurub Indonesia (HNSI) 
Kab. Pacitan 

Untuk Belanja Hibah kepada Himpunan 
Nelayan Selurub Indonesia (HNSI) Kab. 
Pacitan 

• 

• 

5.1.4.05.19. Asosiasi Pemerinta b 
Kabupaten Selurub 
Indonesia (APKASI) Kab 
Pacitan 

Untuk Belanja Hibah kepada Asosiasi 
Pemerintab Kabupaten Selunih Indonesia 
(APKASI) Kab Pacitan 

• 

• 

C 1 tt on N A T TT Y Y r x i 1 YX A F YX 1 1 ^ F yx Y X 

MUl ivaoupaten pacuan 
T T Y X F 1 1 T ^ T J ^^T A Y X 1 A T - T • r X A T x T y A Y X A yx A N fl T T T 

untUK Bcianja r i ioan Kepaaa M U I 
Kabupaten Pacitan 

• 

• 

5.1.4.05.21. Komite Nasional Pemuda 
T M J „ / T ^ X T " T 1 T \ T . ' ^ . 

Indonesia .{KNPlj Kab. 
Pacitan 

Untuk Belanja Hibab kepada Komite 
TkT A A J A M A T T X _ - , - - ^ tt A T J A — A A J A / T V t t T T ^ T \ T V A T* 

Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kab. 
Pacitan 

• 

• 

5.1.4.05.22. Ketua Badan Pembina 
Ulan Kaga Cacat (BrUC) 
Kab. Pacitan 

Untuk Belanja Hibab kepada Ketua 
T3 A yT A Y X T T A Y Y X T X T Y X A / ~ \ T A V-m T~> A A A A A A tt / ^ D D / ^ / ^ T 

Badan Pembma Ulan Kaga cacat (BrUC) 
Kab. Pacitan 

• 

• 

c; 1 tt nq O Q 0.1.4.UO.tto. ŷ . A tta • A T I A . * IJ' I A ttl 1 A ^ X f L l 1 Y A 1 

Ketua persatuan u u r u 
Republik Indonesia (PGRI) 
Kab. Pacitan 

untuK Beianja ri ioan Kepaaa tkeiua 
Persatuan Guru Republik Indonesia 
(PGRI) Kab. Pacitan 

• 

• 

c 1 tt nc OTT o. i.*+.UD.24. Ketua PKP/U3Ki KHD. 
Pacitan 

T T Y X y V 1 1Y I t t A 1 A V X 1 *X T T 1 T x A T x T yyfc Y X ^ yx n T V A ttv * y% 

uniUK Beianja r i ioan Kepaaa Ketua 
PEPABRI Kab. Pacitan 

• 

• 

5.1.4.05.25. Ketua Legiun Veteran 
Republik Indonesia. (LVRI) 
Kab. Pacitan 

Untuk Belanja Hibab kepada Ketua 
Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) 
Kab. Pacitan 

• 

• 

5.1.4.05.26. T V ^ t t . . A r V T Tt~\ fA C A V » 

Ketua DHC 45 Kab. 
Pacitan (operasional) 

T T ^ x t t * * T r T O A 1 A M I A T - T a T x A T X T r A - n A y l A T V A T - X 1 A T N T T V ^ 

Untuk Belanja Hiban Kepaaa Ketua u n c 
'45 Kab. Pacitan 

• 

• 5.1.4.05.27. DHC *45 ( Palagan Tumpak 
Rinjing) 

Untuk Belanja Hibah kepada DHC '45 
V̂ A ttx U y% « T y x Y X 1 1 v x ttx 1 1 ^ Y x A T A fm Y i f 1 1 Y V X r X A I v 

ivab. raci ian uniuK paiagan lumpaK 
rinjing 

• 

• 

5.1.4.05.28. Ketua Dewan Koperasi 
Indonesia Daerab 
(DEKOPINDA) Kab. Pacitan 

Untuk Belanja Hibah kepada Ketua 
Dewan Koperasi Indonesia Daerab 
(UoKUririUA) Kao. eacitan 

• 

• 

5.1.4.05.29. Ketua 
Mnha«i<III 

I 

(HW 

l impunan 
Islam 

Untuk Belanja Hibab kepada Ketua 
Bimpunan Mahasiswa Islam Indonesia 

• 

• 

5.1.4.05.29. 

Indonesia 
Pacitan 

I 

(HW [I) Cab. (MMij cao. racuan 

• 

• 

^M a a y r ^ ^1 f\ 

5.1.4.05.30. Konta k Tani Nelayan 
Andalan (KTNA) Kab. 
Pacitan 

T T tt — — T _ T N 1 A .-|_ « T T r 1 x yx I x 1 y y% Y X y^ yx yx T V y x Y X tt n T Y ' 1 A YX 1 

Untuk Belanja Hiuan kepaaa KontaK l an i 
Nelayan Andalan (KTNA) Kab. Pacitan 

• 

• 

5.1.4.05.31. Kadih Kabupaten Pacitan Un tuk BeTanj'̂ a Hibah Icepada Kadin 
V̂ A T x i 1 v x A tt yv Y X t J A tt A VX 

Kaoupaten racitan 

• 

• 

5.1.4.05.32. IPHI kab. Pacitan Untuk Belanja Hibah kepada IPHI kab. 
Pacitan 

• 

• 

5.1.4.05.33. FORMI Kab. Pacitan Untuk Belanja Hibah kepada FORMI Kab. 
Pacitan 

• 

• 

5.1.4. Of ).34. ^Eemudftl Untuk Belanja Hibah kepada Pemuda 

Paraf Hie 

Sekda 

ram . 

•{ 
V 

PD Pemrakarsa 

\ >m 
t •- %_ 

PD Terkait 



• 

• 
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• 

• 
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• 

• 

Panca Maiga 

• 

• 

5.1.4.05.35. KPU Kab. Pacitan Untuk Belanja Hibab kepada KPU Kab. 
Pacitan 

• 

• 

5.1.4.05.36. BOP Kesetaraan Untuk Belanja Hibah kepada BOP 
Kesetaraan 

• 

• 

5.1.4.05.37. Bantuan Penyelenggaraan 
Pendidikan Diniyab dan 
Guru Swasta (BPPDGS) 

Untuk Belanja Hibab Bantuan 
Penyelenggaraan Pendidikan Diniyab dan 
Guru Swasta (BPPDGS) 

• 

• 

5.1.4.05.38. Insentif Kineija 
Kepala/ Guru TK/ PAUD 
Non PNS 

Untuk Belanja Hibab Insentif Kinerja 
Kepala/Guru TK/PAUD Non PNS 

• 

• 

5.1.4.05.39. Insentif Kineija Guru Non 
PNS 

Untuk Belanja Hibab Insentif Kinerja 
Guru Non PNS 

• 

• 

5.1.4.06. Belanja Hibah kepada 
Kelompok 
Masyarakat / Perorangan 

• 

• 

5.1.4.06.01. Kelompok 
masyarakat/ perorangan 

Untuk Belanja Hibah kepada Kelompok / 
Anggota Masyarakat / Organiasl Non 
Pemerintab. • 

• 

5.1.4.07. Belanja Hibah Dana BOS • 

• 

5.1.4.07.01. Belanja Hibab Dana BOS 
ke SD Swasta 

Untuk Belanja Hibab Dana BOS ke SD 
Swasta. 

• 

• 

5.1.4.07.02. Belanja Hibab Dana BOS 
ke SMP Swasta 

Untuk Belanja Hibab Dana BOS ke SMP 
Swasta. 

• 

• 

5.1.5. BELANJA BANTUAN 
SOSIAL 

• 

• 

5.1.5.01. Belanja Bantuan Sosial 
Kepada Organisasi Sosial 

A W 

Kemasyarakatan 

• 

• 
5.1.5.01.01. Belanja bantuan sosial 

kepada organisasi sosial 
kemasyarakatan 

Untuk Belanja Sosial kepada Organisasi 
Sosial Kemasyarakatan. 

• 

• 
5.1.5.01.02. Bantuan sosial tidak 

direncanakan (GNOTA) 
Untuk Belanja Sosial tidak direncanakan 
GNOTA. 

• 

• 5.1.5.02. Belanja Bantuan Sosial 
Kepada Kelompok 
Masyarakat 

• 

• 
5.1.5.02.01. Belanja Bantuan Sosial 

Kelompok Masyarakat 
Untuk Belanja Sosial kepada Kelompok 
Masyarakat 

• 

• 
5.1.5.03. Belanja Bantuan Sosial 

Kepada Anggota 
Masyarakat 

• 

• 
5.1.5.03.01. Belanja Bantuan Sosial 

Kepada Anggota 
Masyarakat 

Untuk Belanja Sosial kepada Anggota 
Masyarakat 

• 

• 

5.1.5.03.02. Bantuan sosial tidak 
direncanakan bidang 
masalab sosial 

Untuk Belanja Sosial tidak direncanakan 
. J 

bidang masalab sosial. 

• 

• 

5.1.5.03.03. Bantuan pendidikan siswa 
miskin Grindulu Mapan 

Untuk Belanja Sosial pendidikan siswa 
miskin Grindulu Mapan. 

• 

• 

5.1.5.03.04. Bantuan sosial tidak 
direncanakan bidang 
Pendidikan 

Untuk Belanja Sosial tidak direncanakan 
bidang Pendidikan. 

• 

• 

S.l . f 3.05. 

F 

Bantuan Pang 
Grindulu Mapai 

araf Koordinasi 

an daerab 
1 

Untuk Belanja Sosial bantuan Pangan 
daerab Grindulu Mapan. 

Paraf 1 

bBKaa Asisten — 

• >.m 

PD Pemrakarsa 

4 -1 
' ••'•;m 

PD Terkait 
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5.1.5.03.06. Masyarakat 
Jiwa/Pasung 

Gangguan Untuk Belanja Sosial Masyarakat 
Gangguan Jiwa/Pasung. 

5.1.5.03.07. Bantuan sosial tidak 
direncanakan bidang 
Penaggulangan Bencana 

Untuk Belanja Sosial tidak direncanakan 
bidang Penanggulangan Bencana. 

5.1.5.03.08, Bantuan sosial tidak 
direncanakan bidang 
Kesehatan 

Untuk Belanja Sosial tidak direncanakan 
bidang Kesehatan. 

5.1.5.03.09. DAK Perumahan 
Permukiman 

dan Untuk Belanja Bantuan Sosial DAK 
Perumahan dan Permukiman 

5.1.5.03.10. Bantuan sosial rehabilitasi 
dan rekonstruksi pasca 
bencana 

Untuk Belanja Sosial rehabilitasi dan 
rekonstruksi pasca bencana. 

5.1.5.03.11. Bantuan Mahasiswa 
Miskin Berprestasi 

Untuk Belanja Bantuan Sosial 
Mahasiswa Miskin Berprestasi 

5.1.5.03.12. Bantuan Grindulu Mapan Untuk Belanja Bantuan Sosial bantuan 
Grindulu mapan 

5.1.5.03.13. Bantuan Rehabilitasi 
Rumah Tidak Layak Huni 
(RTLH) 

Untuk Belanja Bantuan Sosial 
Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni 
(RTLH) 

5.1.6. BELANJA BAGI HASIL 
KEPADA 
PROVINSI/KABUPATEN/ 
KOTA DAN 
PEMERINTAHAN DESA 

5.1.6.01, Belanja Bag! Hasil Pajak 
Daerah Kepada Provinsi 

5.1.6.01.01. Belanja Bagi Hasil Pajak 
Daerab Kepada Provinsi 

Untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah 
kepada Provinsi. 

5.1.6.02. Belanja Bag! HasU Pajak 
Daerah Kepada 
Kabupaten/Kota 

5.1.6.02.01. Belanja Bagi Hasil Pajak 
Daerab Kepada 
Kabupaten/Kota 

Untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerab 
kepada Kabupaten / Kota lainnya. 

5.1.6.03. Belanja Bagi HasU Pajak 
Daerah Kepada 
Pemerintahan Desa 

5.1.6.03.01. Belanja Bagi Hasil Pajak 
Daerab Kepada 
Pemerintahan Desa 

Untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah 
kepada Pemerintahan Desa. 

5.1.6.04. Belanja Bag! HasU 
Retribusi Daerah Kepada 
Kabupaten/Kota 

5.1.6.04.01. Belanja Bagi Hasil 
Retribusi Daerah Kepada 
Kabupaten/Kota 

Untuk Belanja Bagi Hasil Retribusi 
Daerab kepada Pemerintab Kabupaten / 
Kota. 

5.1.6.05. Belanja Bag! HasU 
Retribusi Daerah Kepada 
Pemerintahan Desa 

5.1.6.05.01. Belanja Bagi HasU 
Retribusi Daerab Kepada 
Pemerintahan Desa 

Untuk Belanja Bagi Hail Retribusi Daerab 
kepada Pemerintahan Desa. 

5.1.6.06. 
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• 

• 

5 .1 .6 .06 .01 . Belanja Bagi Hasil 
Retribusi Parkir 
Berlangganan 

Untuk Belanja Bagi HasU Retribusi Parkir 
Berlangganan. 

• 

• 

5.1.6.08. Belanja Bagi Hasil Pajak 
daerah Kepada 
Pemerintak Desa Di 
Kecamatan Pacitan 

• 

• 

5 .1 .6 .08 .01 . Belanja Bagi Hasil Pajak 
Daerab Kepada 
Pemerintab Desa Kembang 

Untuk Belanja Bagi HasU Pajak Daerah 
Kepada Pemerintab Desa Kembang. 

• 

• 

5 .1 .6 .08 .02 . Belanja Bagi HasU Pajak 
Daerab Kepada 
Pemerintab Desa 
Sukobaijo 

Untuk Belanja Bagi HasU Pajak Daerah 
Kepada Pemerintah Desa Sukobaijo. 

• 

• 

5 .1 . 6 . 08 .03 . Belanja Bagi HasU Pajak 
Daerab Kepada 
Pemerintab Desa Kaycn 

Untuk Belanja Bagi HasU Pajak Daerah 
Kepada Pemerintab Desa Kayen. 

• 

• 

5 . 1 . 6 . 0 8 , 0 4 . Belaiija Bagi HasU Pajak: 
Daerab Kepada 
Pemerintab Desa 
Simoboyo 

Untulc Belanja Bagi HasU Pajak Daerah 
Kepada Pemerintah Desa Simoboyo. • 

• 

5 .1 .6 .08 .05 . Belanja Bagi HasU Pajak 
Daerab Kepada 
Pemerintab Desa 
Arjowinangun 

Untuk Belanja Bagi HasU Pajak Daerah 
Kej)ada Pemerintab Desa Arjowinangun. 

• 

• 

5 .1 .6 .08 .06 . Belanja Bagi HasU Pajak 
Daerab Kepada 
Pemerintab Desa 
Baiigunsari 

Untuk Belanja Bagi HasU Pajak Daerah 
Kepada Pemerintah Desa Bangunsari. 

• 

• 

5 .1 .6 .08 .07 . Belanja Bagi HasU Pajak 
Daerab Kepada 
Pemerintab Desa Sedeng 

Untuk Belanja Bagi HasU Pajak Daerah 
Kepada Pemerintab Desa Sedeng. 

• 

• 
5 .1 .6 .08 .08 . Belanja Bagi HasU Pajak 

Daerab Kepada 
Pemerintab Desa 
Sumberbarjo 

Untuk Belanja Bagi HasU Pajak Daerah 
Kepada Pemerintab Desa Sumberharjo. 

• 

• 5 .1 .6 .08 .09 . Belanja Bagi HasU Pajak 
Daerab Kepada 
Pemerintab Desa 
A *y tt * tt X * A AAA \AAA A A ̂  \^ %^%A 

Tanftmgsari 

Untuk Belanja Bagi HasU Pajak Daerah 
Kepada Pemerintah Desa Tanjungsari. 

• 

• 
5 .1 .6 .08 .10 . Belanja Bagi HasU Pajak 

Daerab Kepada 
Pemerintah Desa Menadi 

Untuk Belanja Bagi HasU Pajak Daerab 
Kepada Pemerintah Desa Menadi. 

• 

• 
5 .1 .6 .08 .11 . Belanja Bagi HasU Pajak 

Daerab Kepada 
Pemerintah Desa Mentoro 

Untuk Belanja Bagi HasU Pajak Daerab 
Kepada Pemerintab Desa Mentoro. 

• 

• 

5 .1 .6 .08 .12 . Belanja Bagi HasU Pajak 
Daerab Kepada 
Pemerintab Desa 
P i irwnTP in 

Untuk Belanja Bagi HasU Pajak Daerab 
Kepada Pemerintah Desa Purworejo. 

• 

• 

5.1. -6:08.13. Belanja Bagi HasU Pajak 
Daerab Kepada 
Pemerintab Desa 
Nanggungan 

Untuk Bela nja Bagi HasU Pajak Daerah 
Kepada Pemerintab Desa Nanggungan. 

• 

• 

5.1 .6 . 0 8 . 1 4 . 

Par 

Belanja Bagi 
Daerab 

LEemerintaftDe 

HasU Pajak 
Kepada 

sa Widoro 

Untuk Belanja Bagi HasU Pajak Daerah 
Kepada Pemerintab Desa Widoro. 
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5.1.6.08.15. Belanja Bagi Hasil Pajak 

Daerah Kepada 
Pemerintah Desa 
Semanten 

Untuk Belanja Bagi HasU Pajak Daerah 
Kepada Pemerintah Desa Semanten. 

5.1.6.08.16. Belanja Bagi Hasil Pajak 
Daerah Kepada 
Pcmerintah Desa 5 am bong 

Untuk Belanja Bagi HasU Pajak Daerah 
Kepada Pemerintab Desa Sambong. 

5.1.6.08.17. Belanja Bagi Hasil Pajak 
Daerah Kepada 
Pemerintah Desa 
Banjarsari 

Untuk Belanja Bagi HasU Pajak Daerah 
Kepada Pemerintab Desa Banjarsari. 

5.1.6.08.18. Belanja Bagi Hasil Pajak 
Daerah Kepada 
Pemerintah Desa Bolosingo 

Untuk Belanja Bagi HasU Pajak Daerah 
Kepada Pemerintah Desa Bolosingo. 

5.1.6.08.19. Belanja Bagi HasU Pajak 
Daerah Kepada 
Pemerintah Desa Ponecok 

Untuk Belanja Bagi HasU Pajak Daerab 
Kepada Pemerintah Desa Ponggok. 

5.1.6.08.20. Belanja Bagi Hasil Pajak" 
D a e r ^ Kepada 
Pemerintah Desa 
Ta m bakreio 

Untuk" Belanja Bagi HasU Pajak Daerah 
Kepada Pemerintah Desa Tambakrejo. 

5.1.6.09. Belanja Bagi HasU Pajak 
daerah Kepada 
Pemerintah Desa Di 
Kecamatan Kebonagung 

5.1.6.09.01. Belanja Bagi HasU Pajak 
Daerab Kepada 
Pemerintab Desa 
PI mil bimgan 

Untuk Belanja Bagi HasU Pajak Daerab 
Kepada Pemerintah Desa Plumbungan, 

5.1.6.09.02. Belanja Bagi HasU Pajak 
Daerab Kepada 
Pemerintab Desa 
Karangnongko 

Untuk Belanja Bagi HasU Pajak Daerah 
Kepada Pemerintab Desa Karangnongko. 

5.1.6.09.03. Belanja Bagi HasU Pajak 
Daerab Kepada 
Pemerintab Desa Kalipelus 

Untuk Belanja Bagi HasU Pajak Daerab 
Kepada Pemerintab Desa Kalipelus. 

5.1.6,09.04. Belanja Bagi HasU Pajak 
Daerab Kepada 
Pemerintab Desa Katipugal 

Untuk Belanja Bagi HasU Pajak Daerab 
Kepada Pemerintab Desa Katipugal. 

5.1.6.09:05. Belanja Bagi HasU Pajak: 
Daerah Kepada 
Pemerintab Desa Klesem 

Untuk Belanja Bagi HasU Pajak Daerab 
Kepada Pemerintah Desa Klesem. 

5.1.6.09.06. Belanja Bagi HasU Pajak 
Daerab Kepada 
Pemerintab Desa 
Sidomulyo 

Untuk Belanja Bagi HasU Pajak Daerah 
Kepada Pemerintah Desa Sidomulyo. 

5.1.6.09.07. Belanja Bagi HasU Pajak 
Daerab Kepada 
Pemerintab Desa Wora 
A AA.A\AJ-AA AMT \M%A9JA W \JA AK 

Wari 

Untuk Belanja Bagi HasU Pajak Daerab 
Kepada Pemerintah Desa Wora Wari. 

5.1:6,09:08. Belanja Bagi HasU Pajak 
Daerab Kepada 
Pemerintab Desa Mantren 

Untuk Belanja Bagi HasU Pajak Daerah 
Kepada Pemerintah Desa Mantren. 

5.1.6.09.09. Belanja Bagi HasU Pajak 
Daerah Kepada 
Pemerintah Desa Gawang. 

Untuk Belanja Bagi HasU Pajak Daerab 
Kepada Pemerintah Desa Gawang. 
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5.1.6.09.10. Belanja Bagi Hasil Pajak 

Daerah Kepada 
Pemerintah Desa 
Karanganyar 

Untuk Belanja Bagi HasU Pajak Daerab 
Kepada Pemerintab Desa Karanganyar. 

5.1.6.09.11. Belanja Bagi Hasil Pajak 
Daerah Kepada 
Pcmerintah Desa 
Kebonagung 

Untuk Belanja Bagi HasU Pajak Daerah 
Kepada Pemerintab Desa Kebonagung. 

5.1.6.09.12. Belanja Bagi HasU Pajak 
Daerab Kepada 
Pemerintab Desa 
Purwoasri 

Untuk Belanja Bagi HasU Pajak Daerah 
Kepada Pemerintab Desa Purwoasri. 

5.1.6.09.13. Belanja Bagi HasU Pajak 
Daerab Kepada 
Pemerintab Desa Banjarjo 

Untuk Belanja Bagi HasU Pajak Daerab 
Kepada Pemerintab Desa Banjarjo. 

5.1.6.09.14. Belanja Bagi HasU Pajak 
Daerab Kepada 
Pemerintah Desa Gembuk 

Untuk Belanja Bagi HasU Pajak Daerah 
Kepada Pemerintab Desa Gembuk. 

5.1.6.09.15. Belanja Bagi HasU Pajak 
Daerab Kepada 
Pemerintah Desa 
Sanggrahan 

Untuk Belanja Bagi HasU Pajak Daerah 
Kepada Pemerintab Desa Sanggrahan. 

5.1.6.09.16. Belanja Bagi HasU Pajak 
Daerab Kepada 
Pemerintah Desa Puniuna 

Untuk Belanja Bagi HasU Pajak Daerab 
Kepada Pemerintab Desa Punjung. 

5.1.6.09.17. Belanja Bagi HasU Pajak 
Daerab Kepada 
Pemerintab Desa 
Wonoguiidor 

Untuk Belanja Bagi HasU Pajak Daerah 
Kepada Pemerintab Desa Wonogondo. 

5.1.6.09.18. Belanja Bagi HasU Pajak 
Daerab Kepada 
Pemerintab Desa Ketepung 

Untuk Belanja Bagi HasU Pajak Daerab 
Kepada Pemerintab Desa Ketepung. 

5.1.6.09.19. Belanja Bagi HasU Pajak 
Daerab Kepada 
Pemerintab Desa Ketro 
A a aa A* X XX a aJLAXX AJ ^y aWaJX X AX \j 

Untuk Belanja Bagi HasU Pajak Daerab 
Kepada Pemerintab Desa Ketro. 

5.1.6.10. Belanja B s ^ HasU Pajak 
daerah Kepada 
Pemerintah Desa Di 
Kecamatan Aijosari 

5.1.6.10.01. Belanja Bagi HasU Pajak 
Daerab Kepada 
Pemerintab Desa Mlati 

Untuk Belanja Bagi HasU Pajak Daerah 
Kepada Pemerintab Desa Mlati. 

5.1.6.10.02. Belanja Bagi HasU Pajak 
Dfl pm b Kena d a 
Pemerintab Desa Sedayu 

Untuk Belanja Bagi HasU Pajak Daerab 
Kenada Pemerintah Desa Sedavu 
A V V f 7 t A V 4 f L A X A^XXXA^ X AXX \XXXX AJXMAXAA W V - V * V * T V 4 a 

5.1.6.10.03. Belanja Bagi HasU Pajak 
Daerab Kenada 
Pemerintab Desa Tremas 

Untuk Belanja Bagi HasU Pajak Daerab 
Kepada Pemerintab Desa Tremas. 

5.1.6.10.04. Belanja Bagi HasU Pajak 
Daerab Kepada 
Pemerintab Desa Ariosari 
A AMXXX\^X XXX MJLXXX A J \y a XA \ \J^J%Xa A 

Untuk Belanja Bagi HasU Pajak Daerab 
Kepada Pemerintah Desa Aijosari. 

5.1.6.10.05. Belanja Bagi HasU Pajak 
Daerab Kepada 
Pemerintab Desa 
Gunungsari 

Untuk Belanja Bagi HasU Pajak Daerah 
Kepada Pemerintab Desa Gunungsari. 

5 1 eao.oe . -Belanja. Uagi. Hasil Pajak 
Daerah Kepada 

Untuk Belanja Bagi Basil PajakDaerab 
Kepada Pemerintah Desa Pagutan. 
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Pemerintah Desa Pagutan 

5 .1 .6 .10 .07 . Belanja Bagi Hasil Pajak 
Daerah Kenada 
AJ^-4,\M•A %AAA AVVr L/CAVttU. 

Pemerintah Desa Gembong 

Untuk Belanja Bagi HasU Pajak Daerab 
Kpnada Ppmprinfnh Dpsn fipmbfirtP 
4 4 X . L 4 4 4 X 4 C 4 4 X . 4 4 4 4 - 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 . 4 X . O C 1 X—l 4 . 4 4 4 1 4 X 4 4 4 ^ . 

5 .1 .6 .10 .08 . Belanja Bagi Hasil Pajak 

Pemerintab Desa Borang 

Untuk Belanja Bagi HasU Pajak Daerab 
IVCpdlld 4 CLUCI illUUl UCSd DUIcUlg. 

5 .1 .6 .10 .09 . Belanja Bagi Hasil Pajak 
Daerab Kepada 
Pemerintab Desa Geperan 
tt VyttttttV-tt tttt tt \ 4 \ i tt AJA/\J9X V J V^C-lyA CAX J 

Untuk Belanja Bagi HasU Pajak Daerab 
Kepada Pemerintab Desa Gegeran. 

5 .1 .6 .10 .10 . Belanja Bagi Hasil Pajak 
Daerab Kepada 
Pemerintah Desa 
Kpdiinpbpndn 

Untuk Belanja Bagi HasU Pajak Daerah 
Kepada Pemerintah Desa Kedungbendo. 

5 .1 .6 .10 .11 . Belanja Bagi Hasil Pajak 
Daerab Kepada 
Pemerintab Desa 
nJiti rTcVfirfl I I I r in 
iTlcXii/i^UlLlicU. \\I 

Untuk Belanja Bagi HasU Pajak Daerah 
Kepada Pemerintab Desa Mangunharjo. 

5 .1 .6 .10 .12 . Belanja Bagi Hasil Pajak 
Daerab Kepada 
PpmprintaVi Dpsn .Iptis 
± 4 ^ 4 4 1 4 . 4 4 4 4 L C U 4 j y 4 . 0 C 4 4 J W L 4 0 

Kidul 

Untuk Belanja Bagi HasU Pajak Daerah 
Kepada Pemerintab Desa Jetis Kidul. 

5 .1 .6 .10 .13 . Belanja Bagi Hasil Pajak 
Daerab Kepada 
PpTTiprintrih T1p<ifi Tptrmn 
4 v . 4 4 4 ^ 4 4 4 4 U 4 4 4 l-̂ ^Od 4 . ^ 4 4 4 x 4 1 4 

Untuk Belanja Bagi HasU Pajak Daerab 
Kepada Pemerintab Desa Temon. 

5 .1 .6 .10 .14 . Belanja Bagi Hasil Pajak 
Daerab Kepada 
PpTTiPTTntnli T I P C O l̂ CiUCl illLdii L/Cocl 
Jatimalang 

Untuk Belanja Bagi HasU Pajak Daerah 
Kepada Pemerintab Desa Jatimalang. 

5 .1 .6 .10 .15 . Belanja Bagi HasU Pajak 
D a e r ^ Kepada 
I^ClliCI lllLdll LJCoiX UdyLXiidll 

Untuk Belanja Bagi HasU Pajak Daerah 
Kepada Pemerintab Desa Gayuban. 

5 .1 .6 .10 .16 . Belanja Bagi HasU Pajak 
Daerah Kepada 
Pemerintah Desa 
Kfi ra n t n m i n 

4 4 4 4 4 C 4 4 4 ^ 4 x - l V4 

Untuk Belanja Bagi HasU Pajak Daerah 
Kepada Pemerintab Desa Karangrejo. 

5 .1 .6 .10 .17 . Belanja Bagi HasU Pajak 
Daerah Kepada 
Pemerintah Desa 
t x x l l dlXggCUC 

Untuk Belanja Bagi HasU Pajak Daerah 
Kepada Pemerintab Desa Karanggede. 

5.1.6.11. Belanja Bagi Hasil Pajak 
daerah Kepada 
Pemerintah Desa Di 
TCpfMimnt'im Prttiarlnilni 

5 .1 . 6 . 11 .01 . Belanja Bagi HasU Pajak 
Daerab Kepada 
n ^ Y Y i # *¥^ i¥ i la ¥ 1 T̂ ôa 

x^cuiei u iuui u c s d 
Watukaning 

Untuk Belanja Bagi HasU Pajak Daerah 
Kepada Pemerintab Desa Watukaning. 

5 .1 .6 .11 .02 . Belanja Bagi HasU Pajak 
Daerah Kepada 
n ^ T T l 0 ¥ M ¥ X l a T x 'TTr^Oa 'TQ^T"0¥XT1¥X 

Untuk Belanja Bagi HasU Pajak Daerab 
Kepada Pemerintab Desa Dersono. 

5 .1 . 6 . 11 .03 . Belanja Bagi HasU Pajak 
Daerab Kepada 
Pemerintah Desa 
Sugihwaras 

Untuk Belanja Bagi HasU Pajak Daerah 
Kepada Pemerintab Desa Sugihwaras. 

5 . 1 . 6 . 1 1 . 0 4 - Uelanja Bagi Hasil Pajak 
Daerab Kepada 

Untuk Relanja-Bagi HasU Pajak Daerab 
Kepada Pemerintab Desa Jlubang. 
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Pemerintah Desa Jlubang 

5.1.6.11.05. Belanja Bagi HasU Pajak 
Daerah Kepada 
Pemerintab Desa Candi 

Untuk Belanja Bagi HasU Pajak Daerah 
TV M^ 4X J\ T f A J --, tt \ ^ A rm. V^ MM. • -1 « 

Kepada Femenntan Desa Candi. 

5.1.6.11.06. Belanja Bagi HasU Pajak 
uaeran ivepaaa 
Pemerintab Desa Poka 

Untuk Belanja Bagi HasU Pajak Daerah 
T V MM A #X fX 1 f A Y*Y Y X tt A fx 1 X A A T f y^ | 

ivepaaa remennTa n uesa rOKo. 

5.1.6.11.07. Belanja Bagi HasU Pajak 
Daerab Kepada 
i ir^ ^% • > t Y X tt A fx T l yx fx 1 1 A Y T A Y X n Y X 

remennian uesa uaaapan 

Untuk Belanja Bagi HasU Pajak Daerah 
Kepada Pemerintab Desa Dadapan. 

5.1.6.11.08. Belanja Bagi HasU Pajak 
Daerah Kepada. 
Pemerintab Desa 
Pringkuku 

Untuk Belanja Bagi HasU Pajak Daerah 
Kepada Pemerintab Desa Pringkuku. 

5.1.6.11.09. Belanja Bagi HasU Pajak 
Daerab Kepada 
remenntan uesa OODO 

Untuk Belanja Bagi HasU Pajak Daerab 
Kepada Pemerintah Desa Sobo. 

5.1.6.11.10. Belanja Bagi HasU Pajak 
Daerah Kepada 
Pemerintab Desa 
Ngadirejan 

Untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah 
Kepada Pemerintah Desa Ngadirejan. 

5.1.6.11.11. Belanja Bagi HasU Pajak 
Daerab Kepada 
Pemenntah Desa 
Glinggangan 

Untuk Belanja Bagi HasU Pajak Daerah 
Kepada Pemerintah Desa Glinggangan. 

5.1.6.11.12. Belanja Bagi HasU Pajak 
Daerah Kepada 
L J ^ k n x A Y X YX ttrx fx T i A A Y% ^^^k I A Y X X 

r^emenntan uesa rciem 

Untuk Belanja Bagi HasU Pajak Daerab 
Kepada Pemerintah Desa Pelem. 

5.1.6.11.13. Belanja Bagi HasU Pajak 
Daerab Kepada 
Pemerintab Desa 
Tamanasri 

Untuk Belanja Bagi HasU Pajak Daerah 
Kepada Pemerintab Desa Tamanasri. 

5,1.6,12. Belanja Bagi HasU Pajak 
daerah Kepada 
T J Y f c * Y M — ^̂%̂xfl<yx ^̂ftt 
irenienucaii uesa u i 
Kecamatan Punung 5.1.6.12.01. Belanja Bagi HasU Pajak 
r f A A Y f tx TV A YHFC A yf A 

uaeran ivepaaa 
Pemerintab Desa Homo 

Untuk Belanja Bagi HasU Pajak Daerah 
T V A YX A f\ A U A Y Y X ^ X Y * V Y X tt A Tx T l A yx fM Y X X yx 

ivepaaa remenntan uesa uomo. 

5.1.6.12.02. Belanja Bagi HasU Pajak 
Daerab Kepada 
Pemerintab Desa Sooko 

Untuk Belanja Bagi HasU Pajak Daerab 
Kepada Pemerintab Desa Sooko. 

5.1.6.12.03. Belanja Bagi HasU Pajak 
Daerab Kepada 
Pemerintab Desa Punung 

Untuk Belanja Bagi HasU Pajak Daerab 
Kepada Pemerintab Desa Punung. 

5.1.6.12.04. Belanja Bagi HasU Pajak 
Daerab Kepada 
Pemerintab Desa Mendolo 
KlQUl 

Untuk Belanja Bagi HasU Pajak Daerab 
Kepada Pemerintah Desa Mendolo KiduL 

5.1.6.12.05. Belanja Bagi HasU Pajak 
Daerab Kepada 
Pemerintah Desa Mendolo 
T nf 

Untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerab 
Kepada Pemerintah Desa Mendolo Txir. 

5.1.6.12.06. Belanja Bagi HasU Pajak 
Daerab Kepada 
Pemerintah Desa Kendal 

Untuk Belanja Bagi HasU Pajak Daerah 
Kepada Pemerintah Desa Kendal. 
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5.1.6.12.07, Belanja Bagi Hasil Pajak 
Daerah Kepada 
Pemerintah Desa Piton 

Untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah 
Kepada Pemerintah Desa Piton. 

5.1.6.12.08, Belanja Bagi Hasil Pajak 
Daerah Kepada 
Pemerintah Desa Wareng 

Untuk Belanja Bagi HasU Pajak Daerah 
Kepada Pemerintah Desa Wareng. 

5.1.6.12.09. Belanja Bagr HasU Pajak 
Daerah Kepada 
Pemerintah Desa Mantren 

Untuk Belanja Bagi HasU Pajak Daerah 
Kepada Pemerintah Desa Mantren. 

5.1.6.12.10. Belanja Bagi HasU Pajak 
Daerah Kepada 
Pemerintah Desa Ploso 

Untuk Belanja Bagi HasU Pajak Daerah 
Kepada Pemerintah Desa Ploso. 

5.1.6.12.11. Belanja Bagi HasU Pajak 
D a e r ^ Kepada 
Pemerintah Desa 
Gondosan 

Untuk Belanja Bagi HasU Pajak Daerah 
Kepada Pemerintah Desa Gondosari. 

5.1.6.12.12, Belanja Bagi HasU Pajak 
Daerah Kepada 
Pemerintah Desa Tinatar 

Untuk Belanja Bagi HasU Pajak Daerah 
Kepada Pemerintah Desa Tinatar. 

5.1.6.12.13. Belanja Bagi HasU Pajak 
Daerah Kepada 
Pemerintah Desa 
Kebonsari 

Untuk Belanja Bagi HasU Pajak Daerab 
Kepada Pemerintab Desa Kebonsari. 

5.1.6.13. Belanja Bag! HasU Pajak 
daerah Kepada 
Pemerintah Desa Di 
Kecamatan Donorojo 

5.1.6.13.01. Belanja Bagi HasU Pajak 
Daerah Kepada 
Pemerintah Desa Widoro 

Untuk Belanja Bagi HasU Pajak Daerab 
Kepada Pemerintab Desa Widoro. 

5.1.6.13.02. Belanja Bagi HasU Pajak 
Daerab Kepada 
Pemerintab Desa Sawaban 

Untuk Belanja Bagi HasU Pajak Daerab 
Kepada Pemerintah Desa Sawaban. 

5.1.6.13.03, Belanja Bagi HasU Pajak 
Daerab Kepada 
Pemerintab Desa Kalak 

Untuk Belanja Bagi HasU Pajak Daerah 
Kepada Pemerintab Desa Kalak. 

5.1.6.13.04. Belanja Bagi HasU Pajak 
Daerah Kepada 
Pemerintah Desa Sendang 

Untuk Belanja Bagi HasU Pajak Daerab 
Kepada Pemerintab Desa Sendang. 

5.1.6.13.05. Belanja Bagi HasU Pajak 
Daerab Kepada 
Pemerintah Desa Klepu 

Untuk Belanja Bagi HasU Pajak Daerab 
Kepada Pemerintah Desa Klepu. 

5.1.6.13.06. Belanja Bagi HasU Pajak 
Daerab Kepada 
Pemerintah Desa 
Gedompoi 

Untuk Belanja Bagi HasU Pajak Daerah 
Kepada Pemerintab Desa Gedompoi. 

5.1.6.13.07. Belanja Bagi HasU Pajak 
Daerab Kepada 
Pcmerintah Desa Cemeng 

Untuk Belanja Bagi HasU Pajak Daerah 
Kepada Pemerintab Desa Cemeng. 

5.1.6.13.08. Belanja Bagi HasU Pajak 
Daerah Kepada 
Pemerintab Desa 
Gendaran 

Untuk Belanja Bagi HasU Pajak Daerab 
Kepada Pemerintab Desa Gendaran. 

5.1.6.13.09. 

arty 

Belanja Bagi HasU Pajak 
Daerab Kepada 
Pemerintah Uesa 
Sukodono-
irKeofainasi 3 

Untuk Belanja Bagi HasU Pajak Daerab 
Kepada Pemerintab Desa Sukodono. 

Asisten, 

t 
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5.1.6.13.10. Belanja Bagi Hasil Pajak 

r X MMaMMM I Y T ^ _ - - - • -|_ MM MX MM 

Daeran Kepaaa 
Pemerintah Desa Sekar 

Untuk Belanja Bagi HasU Pajak Daerah 
Kepada Pemerintah Desa Sekar. 

5.1.6.13.11. Belanja Bagi Hasil Pajak 
Daerah Kepada 
Pemerintah Desa Donorojo 

Untuk Belanja Bagi HasU Pajak Daerah 
Kepada Pemerintah Desa Donorojo. 

5.1.6.13.12. Belairja Bagi Hasil Pajak 
Daerah Kepada 
Pemerintah Desa Belah 

Untuk Belanja Bagi Hasil Pztjak Daerab 
Kepada Pemerintah Desa Belab. 

5.1.6.14. Belanja Bagi Hasil Pajak 
daerah Kepada 
Pemerintah Desa Di 
Kecamatan Tegalombo 

5.1.6.14.01. Belanja Bagi Hasil Pajak 
Daerah Kepada 
Pemerintah Desa 

t_ tt 1 

Kebondalem 

Untuk Belanja Bagi HasU Pajak Daerah 
Kepada Pemerintab Desa Kebondalem, 

5.1.6.14.02. Belanja Bagi Hasil Pajak" 
Daerab Kepada 
Pemerintah Desa 
Gedangan 

Untuk" Belarrja Bagi HasU Pajak: Daerah 
Kepada Pemerintab Desa Gedangan. 

5.1.6.14.03. Belanja Bagi HasU Pajak 
f x 1 T Y 1 

Daerab Kepada 
Pemerintab Desa Ngreco 

Untuk Belanja Bagi HasU Pajak Daerab 
1 T X * 1 1 ^A X T 

Kenada Pemenntah Desa Ngreco. 

5.1.6.14.04. Belanja Bagi HasU Pajak 
Daerab Kepada 
Pemerintab Desa Kasiban 

Untuk Belanja Bagi HasU Pajak Daerah 
Kepada Pemerintab Desa KasUian. 

5.1.6.14.05. Belanja Bagi HasU Pajak 
Daerab Kepada 
Pemerintab Desa 
Y-X_ t— 

Pucangombo 

Untuk Belanja Bagi HasU Pajak Daerab 
Kepada Pemerintab Desa Pucangombo. 

5.1.6.14.06. Belanja Bagi HasU Pajak 
Daerab Kepada 
T X ' tt 1.̂  T^X 

Pemenntah Desa 
Gemabarjo 

Untuk Belanja Bagi HasU Pajak Daerab 
Kepada Pemerintab Desa Gemahaijo. 

5.1.6.14.07. Belanja Bagi HasU Pajak 
Daerab Kepada 
Pemerintah Desa Ploso 

Untuk Belanja Bagi HasU Pajak Daerab 
Kepada Pemerintah Desa Ploso. 

5.1.6.14.08. Belanja Bagi HasU Pajak 
Daerab Kepada 
Pemerintah Desa 
Tegalombo 

Untuk Belanja Bagi HasU Pajak Daerab 
Kepada PeraerinlHb Desa Tegalombo. 

5.1.6.14.09. Belanja Bagi HasU Pajak 
Daerab Kepada 
Pemerintab Desa 
Kemuning 

Untuk Belanja Bagi HasU Pajak Daerab 
Kepada Pemerintah Desa Kemuning. 

5.1.6.14.10. Belanja Bagi HasU Pajak 
Daerab Kepada 
Pemerintab Desa Tahunan 

Untuk Belanja Bagi HasU Pajak Daerab 
Kepada Pemerintab Desa Tahunan. 

5.1.6.14.11. Belanja Bagi HasU Pajak 
Daerab Kepada 
Pemerintab Desa Tahunan 
Baru 

Untuk Belanja Bagi HasU Pajak Daerab 
Kepada Pemerintab Desa T ^ u n a n baru. 

5.1.6.15. Belanja Bag! HasU Pajak 
Daerah Kepada 
Pemerintah Desa Dl 
Kecamatan Ngadirojo 

Paraf Hierarlci y 
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5.1.6.15.01. Belanja Bagi HasU Pajak 
Daerah Kepada 
Pemerintah Desa 
Sidomulyo 

Untuk Belanja Bagi HasU Pajak Daerah 
Kepada Pemerintah Desa Sidomulyo. 

• 

• 

5.1.6.15.02. Belanja Bagi HasU Pajak 
Daerah Kepada 
Pcmerintah Desa 
Hadiwamo 

Untuk Belanja Bagi HasU Pajak Daerab 
Kepada Pemerintab Desa Hadiwamo. 

• 

• 

5.1.6.15.03. Belanja Bagi HasU Pajak 
Daerah Kepada 
Pemerintah Desa 
Tanjungpuro 

Untuk Belanja Bagi HasU Pajak Daerah 
Kepada Pemerintab Desa Tanjungpuro. 

• 

• 

5.1.6.15.04. Belanja Bagi HasU Pajak 
Daerah Kepada 
Pemerintah Desa 
HadUuwih 

Untuk Belanja Bagi HasU Pajak Daerah 
Kepada Pemerintah Desa HadUuwih. 

• 

• 

5.1.6.15.05. Belanja Bagi HasU Pajak 
Daerah Kepada 
Pemerintah Desa Pagerefo 

Untuk Belanja Bagi HasU Pajak Daerah 
Kepada Pemerintab Desa Pagcrcjo. • 

• 

5.1.6.15.06. Belanja Bagi HasU Pajak 
TN A A * * A T-fc TV A - A A J A 

Daeran Kepada 
Pemerintah Desa Wiyoro 

Untuk Belanja Bagi HasU Pajak Daerah 
Kepada Pemerintab Desa Wiyoro. 

• 

• 

5.1.6.15.07. Belarya Bagi HasU Pajak 
Daerah Kepada 
Pemerintah Desa Ngadirojo 

Untuk Belanja Bagi HasU Pajak Daerab 
Kepada Pemerintab Desa Ngadirojo. 

• 

• 

5.1.6.15.08. Belanja Bagi HasU Pajak 
Daerah Kepada 
Pemerintah Desa 
Bagohario 

Untuk Belanja Bagi HasU Pajak Daerah 
Kepada Pemerintab Desa Bogoharjo. 

• 

• 

5.1.6.15.09. Belanja Bagi HasU Pajak 
Daerah Kepada 
Pemerintah Desa 
Cokrokembang 

Untuk Belanja Bagi HasU Pajak Daerab 
Kepada Pemerintah Desa Cokrokembang. 

• 

• 
5.1.6.15.10. Belanja Bagi HasU Pajak 

Daerab Kepada 
Pemerintah Desa Bodag 

Untuk Belanja Bagi HasU Pajak Daerab 
Kepada Pemerintab Desa Bodag. 

• 

• 5.1.6.15.11. Belanja Bagi HasU Pajak 
Daerab Kepada 
Pemenntah Desa 
Tanitrnglor 

Untuk Belanja Bagi HasU Pajak Daerab 
Kepada Pemerintab Desa Tanjunglor. 

• 

• 
5.1.6.15.12. Belanja Bagi HasU Pajak 

Daerab Kepada 
Pemerintah Desa Nogosari 

Untuk Belanja Bagi HasU Pajak Daerah 
Kepada Pemerintab Desa Nogosari. 

• 

• 
5.1.6.15.13. Belanja Bagi HasU Pajak 

Daerah Kepada 
Pemerintab Desa 
Cangkring 

Untuk Belanja Bagi HasU Pajak Daerah 
Kepada Pemerintah Desa Cangkring. 

• 

• 

5.1.6.15.14. Belanja Bagi HasU Pajak 
Daerab Kepada 
Pemerintah Desa 
WonouadiKulon 

Untuk Belanja Bagi HasU Pajak Daerab 
Kepada Pemerintab Desa Wonodadikulon. 

• 

• 

5.1.6.15.15. Belanja Bagi HasU Pajak 
I N A J 1 . - - I A Xa. TV A « A A 3 A 

Daeran Kepada 
Pemerintab Desa 
Wonodadiwetan 

Untuk Belanja Bagi HasU Pajak Daerah 
Kepada Pemerintab Desa 
Wonodadiweta n . 

5.1.6 . I f 5.16. Belaiya Bagi HasU Pajak 
-Daerab Kepada 

Untuk Belanja Bagi HasU Pajak Daerah 
Kepada Pemerintab Desa Wonokarto. 

Sekda 
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Pemerintah 
Wonokarto 

Desa 

5.1.6.15.17. Belanja Bagi HasU Pajak 
Daerah Kepada 
Pemerintah Desa Wonoasri 

Untuk Belanja Bagi HasU Pajak Daerah 
Kepada Pemerintah Desa Wonoasri. 

5.1.6.15.18. Belanja Bagi HasU Pajak 
Daerah Kepada 
Pemerintah Desa 
Wonosobo 

Untuk Belanja Bagi HasU Pajak Daerab 
Kepada Pemerintah Desa Wonosobo. 

5.1.6.16. Belanja Bagi Hasil Pajak 
daerah Kepada 
Pemerintah Desa Di 
Kecamatan Tulakan 

5.1.6.16.01. Belanja Bagi HasU Pajak 
Daerab Kepada 
Pemerintah Desa Jetak 

Untuk Belanja Bagi HasU Pajak Daerab 
Kepada Pemerintah Desa Jetak. 

5.1.6.16.02. Belanja Bagi HasU Pajak 
Daerah Kepada 
Pemerintab Desa Nglaran 

Untuk Belanja Bagi HasU Pajak Daerah 
Kepada Pemerintah Desa Nglaran. 

5.1.6.16.03. Belanja Bagi HasU Pajak 
Daerab Kepada 
Pemerintab Desa Wonoanti 

Untuk Belanja Bagi HasU Pajak Daerah 
Kepada Pemerintah Desa Wonoanti. 

5.1.6.16.04. Belanja Bagi HasU Pajak 
Daerab Kepada 
Pemerintab Desa Padi 

Untuk Belanja Bagi HasU Pajak Daerah 
Kepada Pemerintah Desa Padi. 

5.1.6.16.05. Belanja Bagi HasU Pajak 
Daerab Kepada 
Pemerintab Desa Kluwih 

Untuk Belanja Bagi HasU Pajak Daerah 
Kepada Pemerintab Desa Kluwih. 

5.1.6.16.06. Belanja Bagi HasU Pajak 
Daerab Kepada 
Pemerintab Desa Bungur 

Untuk Belanja Bagi HasU Pajak Daerah 
Kepada Pemerintah Desa Bungur. 

5.1.6.16.07. Belanja Bagi HasU Pajak 
Daerab Kepada 
Pemerintab Desa Tulakan 

Untuk Belanja Bagi HasU Pajak Daerah 
Kepada Pemerintab Desa Tulakan. 

5.1.6.16.08. Belanja Bagi HasU Pajak 
Daerab Kepada 
Pemerintab Desa 
Jatigunung 

Untuk Belanja Bagi HasU Pajak Daerah 
Kepada Pemerintab Desa jatigunung. 

5.1.6.16.09. Belanja Bagi HasU Pajak 
Baerah Kepada 
Pemerintah Desa 
kalikuning 

Untuk Belanja Bagi HasU Pajak Daerah 
Kepada Pemerintab Desa Kalikuning, 

5.1.6,16.10. Belanja Bagi HasU Pajak 
Daerab Kepada 
Pemerintab Desa Gasang 

Untuk Belanja Bagi HasU Pajak Daerab 
Kepada Pemerintab Desa Gasang. 

5.1.6.16.11. Belanja Bagi HasU Pajak 
Daerah Kepada 
Pemerintab Desa NgUe 

Untuk Belanja Bagi HasU Pajak Daerab 
Kepada Pemerintab Desa NgUe. 

5.1.6.16.12. Belanja Bagi HasU Pajak 
Daerab Kepada 
Pemerintah Desa Bubakan 

Untuk Belanja Bagi HasU Pajak Daerab 
Kepada Pemerintah Desa Bubakan. 

5.1.6.16.13. Belanja Bagi HasU Pajak 
Daerab Kepada 
Pemerintab Desa Losari 

Untuk Belanja Bagi HasU Pajak Daerah 
Kepada Pemerintab Desa Losari. 

5.1.6.16.14. Belanja Bagi HasU Pajak 
Daerab Kepaila 
PemerintahrDcsa Ngumbul 

Untuk Belanja Bagi HasU Pajak Daerab 
Kepada. Pemerintab Desa N gumhuL 
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5.1.6.16.15. Belanja Bagi Hasil Pajak 

Daerah Kepada 
Pemerintah Desa Wonosidi 

Untuk Belanja Bagi HasU Pajak Daerah 
Kepada Pemerintah Desa Wonosidi. 

5.1.6.16.16. Belanja Bagi HasU Pajak 
Daerah Kepada 
Pemerintah Desa Ketro 

Untuk Belanja Bagi HasU Pajak Daerab 
Kepada Pemerintah Desa Ketro. 

5.1.6.17. Belania Bagi Hasil Pajak 
daerah Kepada 
Pemerintah Desa Dl 
Kecamatan Sudimoro 

5.1.6.17.01. Belanja Bagi HasU Pajak 
Daerah Kepada 
Pemerintah Desa Pager 
Kidul 

Untuk Belanja Bagi HasU Pajak Daerah 
Kepada Pemerintab Desa Pager Kidul. 

5.1.6.17.02. Belanja Bagi HasU Pajak 
Daerah Kepada 
Pemerintah Desa Pager Lor 

Untuk Belanja Bagi HasU Pajak Daerab 
Kepada Pemerintab Pager Lor. 

5.1;6.17.03. BelaTTja Bagi HasU Pajak 
Daerah Kepada 
Pemerintah Desa Sukorejo 

U i i t ak Belanja Bagi HasU Pajak Daerah 
Kepada Pemerintah Desa Sukorejo. 

5.1.6.17.04. Belanja Bagi HasU Pajak 
Daerah Kepada 
Pemerintah Desa 
Sudimoro 

Untuk Belanja Bagi HasU Pajak Daerah 
Kepada Pemerintab Desa Sudimoro. 

5.1.6.17.05. Belanja Bagi HasU Pajak 
Daerah Kepada 
Pemerintah Desa 
Ketanggung 

Untuk Belanja Bagi HasU Pajak Daerab 
Kepada Pemerintab Desa Ketanggung. 

5.1:6.17.06. Belanja Bagi HasU Pajak 
Daerah Kepada 
Pemenntah Desa Klepu 

Untnk Belanja Bagi HasU Pajak Daerah 
Kepada Pemerintah Desa Klepu. 

5.1.6.17.07. Belanja Bagi HasU Pajak 
Daerah Kepada 
Pemerintah Desa 
Gunungrejo 

Untuk Belanja Bagi HasU Pajak Daerab 
Kepada Pemerintab Desa Gunungrejo. 

5.1.6.17.08. Belanja Bagi HasU Pajak 
Daerah Kepada 
remennian uesa ivarang 
Mulyo 

Untuk Belanja Bagi HasU Pajak Daerah 
Kepada Pemerintab Desa Karang Mulyo. 

5.1:6.17.09. Belanja Bagi HasU Pajak 
Daerah Kepada 
Pemerintah Desa Sembowo 

Untnk Belanja Bagi HasU Pajak Daerab 
Kepada Pemerintah Desa Sembowo. 

5.1.6.17.10. Belanja Bagi Hasil Pajak 
Daerah Kepada 
Pemerintah Desa 
Sumberejo 

Untuk Belanja Bagi HasU Pajak Daerah 
Kepada Pemerintah Desa Sumberejo. 

5.1.6.18. Belanja Bagi Hasil Pajak 
daerah Kepada 
Pemerintah Desa Di 
Kecamatan Nawangan 

5.1.6.18:01. Belanja Bagi HasU Pajak 
Daeran Kepada 
Pemerintab Desa Gondang 

Untuk Belanja Bagi HasU Pajak Daerah 
Kepada Pemerintab Desa Gondang. 

5.1.6.18.02. Belanja Bagi HasU Pajak 
Daerab Kepada 
Pemerintab Desa Mujing. 

Untuk Belanja Bagi HasU Pajak Daerah 
Kepada Pemerintah Desa Mujing. 

5.1.6.18.03. Belanja Bagi HasU Pajak Untuk Belanja Bagi HasU Pajak Daerab 
Paraf HimrYi, Paraf Koordinasi 
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Daerah Kepada 
Pemerintah Desa Sempu 

Kepada Pemerintah Desa Sempu. 

5.1.6.18.04. Belanja Bagi Hasil Pajak 
Daerah Kepada 
Pemerintah Desa 
Nawangan 

Untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah 
Kepada Pemerintah Desa Nawangan. 

5.1.6.18:05. Belanja Bagr Hasil Pajak 
Daerah Kepada 
Pemerintah Desa Tokawi 

Untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah 
Kepada Pemerintah Desa Tokawi 

5.1.6.18.06. Belanja Bagi Hasil Pajak 
Daerah Kepada 
Pemerintah Desa Jetis Lor 

Untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah 
Kepada Pemerintah Desa Jetis Lor. 

5.1.6.18.07. Belanja Bagi Hasil Pajak 
Daerah Kepada 
Pemerintah Desa 
Penggung 

Untuk Belanja Bagi HasU Pajak Daerah 
Kepada Pemerintah Desa Penggung. 

5.1.6.18.08. Belanja Bagi HasU Pajak 
Daerah Kepada 
Pemerintah Desa Pakis 
Baru 

Untuk Belanja Bagi HasU Pajak Daerah 
Kepada Peiueiiiitah Desa Pakis Baru. 

5.1.6.18.09. Belanja Bagi HasU Pajak 
Daerah Kepada 
Pemerintah Desa Ngromo 

Untuk Belanja Bagi HasU Pajak Daerah 
Kepada Pemerintah Desa Ngromo. 

5.1.6.20. Belanja Bag! Hasil Pajak 
daerah Kepada 
Pemerintah Desa Di 
Kecamatan Bandar 

5.1.6.20.01. Belanja Bagi HasU Pajak 
Daerah Kepada 
Pemerintah Desa Bandar 

Untuk Belanja Bagi HasU Pajak Daerah 
Kepada Pemerintah Desa Bandar. 

5.1.6.20.02. Belanja Bagi HasU Pajak 
Daerah Kepada 
Pemerintah Desa Ngunut 

Untuk Belanja Bagi HasU Pajak Daerah 
Kepada Pemerintah Desa Ngunut 

5.1.6.20.03. Belanja Bagi HasU Pqjak 
Daerah Kepada 
Pemerintah Desa 
Bangunsari 

Untuk Belanja Bagi HasU Pajak Daerah 
Kepada Pemerintah Desa Bangunsari. 

5.1.6.20.04. Belanja Bagi HasU Pajak 
Daerah Kepada 
Pemerintah Desa 
Watupatok 

Untuk Belanja Bagi HasU Pajak Daerah 
Kepada Pemerintah Desa Watupatok. 

5.1.6.20.05. Belanja Bagi HasU Pajak 
Daerah Kepada 
Pemerintah Desa 
Petungsinarang 

Untuk Belanja Bagi HasU Pajak Daerah 
Kepada Pemerintah Desa Petungsinarang. 

5.1.6.20.06. Belanja Bagi HasU Pajak 
Daerah Kepada 
Pemerintah Desa Kledung 

Untuk Belanja Bagi HasU Pajak Daerah 
Kepada Pemerintah Desa Kledung. 

5.1.6.20,07. Belanja Bagi HasU Pajak 
Daerah Kepada 
Pemerintah Desa Tumpuk 

Untuk Belanja Bagi HasU Pajak Daerah 
Kepada Pemerinlah Desa Tumpuk. 

5.1.6.20.08. Belanja Bagi HasU Pajak 
Daerah Kepada 
Pemerintah Desa Jeruk 

Untuk Belanja Bagi HasU Pajak Daerah 
Kepada Pemerintah Desa Jeruk. 

5.1.6.21. Belanja 
Eag i Hasil 

-Daeralu 
Pdidi rcucjiuinui;! 

H e t i i b i i s l 
Kepada 
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Pemerintah Desa Di 
Kecamatan Pacitan 

5.1.6.21.01. Belanja Bagi Hasil 
Retribusi Daerah Kepada 
Pemerintah Desa Kembang 

Untuk Belanja Bagi HasU Retribusi 
Daerah Kepada Pemerintah Desa 
Kembang. 

5.1.6.21.02. Bela nja Bagi Hasil 
Retribusi Daerah Kepada 
Pemerintah Desa 
Sukobaijo 

Untuk Belanja Bagi HasU Retribusi 
Daerah Kepada Pemerintah Desa 
Sukobaijo. 

5.1.6.21.03. Belanja Bagi Hasil 
Retribusi Daerah Kepada 
Pemerintah Desa Kayen 

Untuk Belanja Bagi HasU Retribusi 
Daerah Kepada Pemerintah Desa Kayen. 

5.1.6.21.04. Belanja Bagi Hasil 
Retribusi Daerah Kepada 
Pemerintah Desa 
Simoboyo 

Untuk Belanja Bagi HasU Retribusi 
Daerah Kepada Pemerintah Desa 
Simoboyo. 

5.1.6.21.05. Bela nja Bagi Hasil 
RetnhosT Daeruh Kepada 
Pemerintah Desa 
Arjowinangun 

Untuk Belanja Bagi HasU Retribusi 
Daerah Kepada Pemerintah Desa 
Arjowinangun. 

5.1.6.21.06. Bela nja Bagi Hasil 
Retribusi Daerah Kepada 
Pemerintah Desa 
Bangunsari 

Untuk Belanja Bagi HasU Retribusi 
Daerah Kepada Pemerintah Desa 
Ban^nsa r i . 

5.1.6.21.07. Belanja Bagi Hasil 
Retribusi Daerah Kepada 
Pemerintah Desa Sedeng 

Untuk Belanja Bagi HasU Retribusi 
Daerah Kepada Pemerintah Desa Sedeng. 

5.1.6.21.08. Bela nja Bagi HasU 
Retnbusi Daerah Kepada 
Pemerintah Desa 
Sumberharjo 

Untuk Belanja Bagi HasU Retribusi 
Daemh Kepada Pemenntah Desa 
Sumberharjo. 

5.1.6.21.09. Belanja Bagi HasU 
Retribusi Daerah Kepada 
Pemerintah Desa 
Tanjungsari 

Untuk Belanja Bagi HasU Retribusi 
Daerah Kepada Pemerintah Desa 
Simoboyo. 

5.1.6.21.10. Belanja Bagi HasU Pajak 
Daera Retribusi Daerah 
Kepada Pemerintah Desa 
Menadi 

Untuk Belanja Bagi HasU Retribusi 
Daerah Kepada Pemerintah Desa Menadi. 

5.1.6.21.11. Belanja Bagi HasU 
Retribusi Daerah Kepada 
Pemerintah Desa Mentoro 

Untuk Belanja Bagi HasU Retribusi 
Daerah Kepada Pemerintah Desa 
Mentoro. 

5.1.6.21.12. Bela nja Bagi HasU 
Retribusi Daerah Kepada 
Pemerintah Desa 
Purworejo 

Untuk Belanja Bagi HasU Retribusi 
Daerah Kepada Pemerintah Desa 
Purworejo. 

5.1.6.21.13. Belanja Bagi HasU 
Retribusi Daerah Kepada 
Pemerintah Desa 
Nanggungan 

Untuk Belanja Bagi HasU Retribusi 
Daerah Kepada Pemerintah Desa 
Nanggungan. 

5.1.6.21.14. Belanja Bagi HasU 
Retribusi Daerah Kepada 
n ^ t n ^ r m t f i n 1^4*0a U7¥/1arv\ 

Untuk Belanja Bagi HasU Retribusi 
Daerah Kepada Pemerintah Desa Widoro. 

5.1.6.21.15. Belanja Bagi HasU 
Retribusi Daerah Kepada 
Pemerintah Desa 
Semanten 

Untuk Belanja Bagi HasU Retribusi 
Daerah Kepada Pemerintah Desa 
Semanten. 

Paraf Hierarki , 
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5.1.6.21.16. Belanja Bagi Hasil 

Retribusi Daerah Kepada 
Untuk Belanja Bagi HasU Retribusi 
Daerah Kepada Pemerintah Desa 
Ratnhnnp 
4 J f l 11 i 4 . ^ 4 4 4 ^ . 

5.1.6.21.17. Belanja Bagi Hasil 
Retribusi Daerah Kepada 
PpmpTintali Op*ia 
4 v ^ 4 4 4 V . 4 4 4 4 L 4 4 - i 4 4 - / ^ O C 4 

Banjarsan 

Untuk Belanja Bagi HasU Retribusi 
Daerah Kepada Pemerintah Desa 
R a n i a r s a r i 
tt^^Wttttl Wtt W t t At 

5.1.6.21.18. Belanja Bagi Hasii 
Retribusi Daerah Kenada 
tt VVy V X ttk/ L X k y X M J AA-AMX VXtttt ttX.Vr f y t - t t \ X W 

Pemerintah Desa Bolosingo 

Untuk Belanja Bagi HasU Retribusi 
Daerah Kenada Pemerintah Desa 
AJ AA^MA AAA A A tt^y L y X t t V t t U tt w • • • w tt tttttt I t t t t • tt^ w x y x * 

Bolosingo. 
5.1.6.21.19. Belanja Bagi HasU 

Retribusi Daerah Kepada 
PpTTipriritali r)psa Pnuppok 
4 ^ 1 4 4 ^ 4 4 4 1 L C 4 4 4 MM\.OCt 4 4 J 4 4 j ^ ^ \ j A 

Untuk Belanja Bagi HasU Retribusi 
Daerah Kepada Pemerintah Desa 
Ponffpok 

5.1.6.21.20. Belanja Bagi HasU 
Retribusi Daerah Kepada 
Pemerintah Desa 
Tambflkreio 
tt Ctttttttt LyCttttXtt v * I V 

Untuk Belanja Bagi HasU Retribusi 
Daerah Kepada Pemerintah Desa 
Tambakrejo. 

'5.'l.-6:22« Belanja Bagi Hasil 
Retribusi Daerah Kepada 
Pemerintah Desa Di 
Kecamatan Kebonasfiina 

5.1.6.22.01. Belanja Bagi HasU 
Retribusi Daerah Kenada 
Pemerintah Desa 
Pli 1 m hi 1 n pa tl 
4 4 L 4 I i t 44 L 4 4 4 f i C 4 4 4 

Untuk Belanja Bagi HasU Retribusi 
Daerah Kenada Pemerintah Desa 
Plumbungan. 

5.1.6.22.02. Bela nja Bagi HasU 
Retribusi Daerah Kepada 
Pemerintah Desa 
Karangnongko 

Untuk Belanja Bagi HasU Retribusi 
Daerah Kepada Pemerintah Desa 
Karangnongko. 

5.1.6.22.03. Belanja Bagi HasU 
Retribusi Daerah Kepada 
Pemprintfih D P J V I Kalinpliis 
tt Vtt t t t tVrt t ttXttuXXX AJ\M\J\X ttXCttttXttJVttVttO 

Untuk Belanja Bagi HasU Retribusi 
Daerah Kepada Pemerintah Desa 
TCylllTlPlll^ 
X ttdu f y v y tt u o • 

5.1.6.22.04. Belanja Bagi HasU 
Retribusi Daerah Kepada 
PpmprintnVi Flp^a 
4 4 ^ 4 4 4 4 . 4 4 1 4 L C 4 4 4 L/\.0<X 

Kaitipugal 

Untuk Belanja Bagi HasU Retribusi 
Daerah Kepada Pemerintah Desa 
K ^ a t i n i i D a l 
4 u l 1 4 L l ^ d - l . 

5.1.6.22.05. Belanja Bagi HasU 
Retribusi Daerah Kepada 
Pemerintah Desa Klesem 
tt Xyt t t t t t^ t t AAA C A t t l tt AJ a^%J%A. tt ttttVy VJ^ytttttt 

Untuk Belanja Bagi HasU Retribusi 
Daerah Kepada Pemerintah Desa Klesem. 

5.1.6.22.06. Belanja Bagi HasU 
Retribusi Daerah Kepada 
Pemerintah Desa 
Sidomulvn 
•H/ t tV t tVXt tX U t t V \J 

Untuk Belanja Bagi HasU Retribusi 
Daerah Kepada Pemerintah Desa 
Sidomulyo. 

5.1.6.22.07. Belanja Bagi HasU 
Retribusi Daerah Kepada 
Pemerintah Desa Wora 
tt v t t t t t t V tt tttttt U X t t tt ^JAMAXAJA W' V tt ttX 

Wari 

Untuk Belanja Bagi HasU Retribusi 
Daerah Kepada Pemerintah Desa Wora 
Wari. 
V V Ctttt tt« 

5.1.6.22.08. Belanja Bagi HasU 
Rpfrihu^i Dnprah KpnaHn 
4 4 . 4 ^ 4 4 4 4 4 4 4 0 4 ly C X 4 . 4 C 1 4 4 4 V 4 ^ L 4 U . 4 4 C 4 

Pemerintah Desa Mantren 

Untuk Belanja Bagi HasU Retribusi 
Ra* ' rab K(*TiaHn Pf*mprintaTi Rp^a 
J V C 1 4 . 1 C U 1 4 \ . 4 > ^ c l . 4 4 f X 1 4 . 4 4 4 4 ' 4 l l l L c U l J - Z C O i a 

Mantren. 
5.1.6.22.09. Belanja Bagi HasU 

Retribusi Daerah Kepada 
Pemerintah Desa Gawang 

Untuk Belanja Bagi HasU Retribusi 
Daerah Kepada Pemerintah Desa 
Gawang. 

5.1.6.22.10. Belanja Bagi HasU 
Retribusi Daerah Kepada 
Pemerintah Desa 
Kf l ranpanyai : - . 

Untuk Belanja Bagi HasU Retribusi 
Daerah Kepada Pemerintah Desa 
Karanganyar. 

Sekda 
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5 . 1 . 6 . 2 2 . 1 1 . Belanja Bagi Hasil 

Retribusi Daerah Kepada 
Pemerintah Desa 
K P h n n a tn 1 n 0 

Untuk Belanja Bagi Hasil Retribusi 
Daerah Kepada Pemerintah Desa 
Kebonagung. 

5 . 1 . 6 . 2 2 . 1 2 . Belanja Bagi Hasil 
Retribusi Daerah Kepada 
I T c m c i m uui u co<x 
Purwoasri 

Untuk Belanja Bagi HasU Retribusi 
Daerah Kepada Pemerintah Desa 
1 U l V V L 4 c l O l 1 . 

5 . 1 . 6 . 2 2 . 1 3 . Belanja Bagi Hasil 
RptWhiiii Raprfili Kpnadfi 
1 V 4 ^ L l 1 L 4 L l O l J - y u _ l l X 4 4 ^ L 4 C 4 \ 4 C 1 

Pemerintah Desa Baniarjo 

Untuk Belanja Bagi HasU Retribusi 
Dnprnh Kpnndn Ppmprintah Dp5ia 
tt-PttttVytt Ctttttt tt ttXy tt'Xtt.Vttxtt tt VyttttttVxtt tttttt Utt-tttt A J 

Baniarjo. 
5 . 1 . 6 . 2 2 . 1 4 . Bela nja Bagi Hasil 

Retribusi Daerah Kepada 
Ppmprintah D P R 3 Gprnhiik 
X \M XXXK^X XXX XJXKXX X - r V r W A Vtt Xy tttttt V U . t t X 

Untuk Belanja Bagi HasU Retribusi 
Daerah Kepada Pemerintah Desa 
Gembok 
X _ J ^ * " * aj\J J-tta 

5 . 1 . 6 . 2 2 . 1 5 . Bela nja Bagi Hasil 
Retribusi Daerah Kepada 
Pptnprintsih Op*ia 
Sanggrahan 

Untuk Belanja Bagi HasU Retribusi 
Daerah Kepada Pemerintah Desa 
Qanowrdhan 
w d i l ^ g l < l i iciii. 

5 . 1 . 6 . 2 2 . 1 6 . Bela nja Bagi Hasil 
Retribusi Daerah Kepada 
ppmprintah Dp<yi Piiniiinp 
tt VyttttttVytt ttttttItttttttt AJ\M\y%X. tt Vtt t t t | y t t t t t t f^ 

Untuk Belanja Bagi HasU Retribusi 
Daerah Kepada Pemerintah Desa 
Piininn0 
1 L l l l | 1 4 1 1 ^ . 

5 . 1 . 6 . 2 2 . 1 7 . Belanja Bagi Hasil 
Retribusi Daerah Kenada 
ppmprintah Rpqa 
4 V , f 4 4 4 ^ 4 4 4 4 1 X 4 4 4 4—* \y v X X 

Wonogondo 

Untuk Belanja Bagi HasU Retribusi 
Daerah Kepada Pemerintah Desa 
IVnnnpnndn 
VV 4 4 1 1 4 4 ^ 4 4 1 1 4 1 4 4 . 

5 . 1 . 6 . 2 2 . 1 8 . Belanja Bagi Hasil 
Rptrihn<ii Da pra b KpnaHa 
4 4 4 . L 4 4 4 4 4 4 0 4 4 X 4 1 4 . 4 C L 4 4 1 4 4 . i « d 4 4 ( l 

Pemerintah Desa Ketepung 

Untuk Belanja Bagi HasU Retribusi 
Dapffih KpnaHn Ppmprintah Dp<va 
4 X d 4 . 1 C l 4 1 l V 4 . L 4 d 4 4 c l 1 ^ 4 1 1 ^ 1 llllxUl X X L I O i l 

Ketepung. 5 . 1 . 6 . 2 2 . 1 9 . Belanja Bagi Hasil 
Retribusi Daerah Kepada 
ppmprintah Dp^a Rptm 
4 4 . 4 4 4 4 . 4 4 4 1 1 X 4 4 4 4 y 4 . 0 < 4 4 4 4 . i - i 4 4 

Untuk Belanja Bagi HasU Retnbusi 
Daerah Kepada Pemerintah Desa Ketro. 

5.1.6.23. Belanja Bagi HasU 
Retribusi Daerah Kepada 
Pemerintah Desa Di 
A xy Xy tt tt-tttt fctttttttt ttY Xy lYXt t A J tt 

Kecamatan Aijosari 
5 . 1 . 6 . 2 3 . 0 1 . Belanja Bagi Hasil 

Rptnhi i^ i Daprah T^pnaria 
4 4 4 . 4 1 I L / U O l 4 X C l 4 : i C 4 i 4 X V C I J u L l C l 

Pemerintah Desa Mlati 

Untuk Belanja Bagi HasU Retribusi 
IxaCicUl ivcpctUcL r^CIiiCIiiXlxiil J/Coa iViliiLl* 

5 . 1 . 6 . 2 3 . 0 2 . Bela nja Bagi Hasil 
'RpiTihir^i "Dapinh T^pnaHa 
4 4 4 . L 4 4 L 4 U 0 1 4 y a . 4 ; 4 u 4 X J 4 L L 4 4 l L J < l 

Pemerintah Desa Sedayu 

Untuk Belanja Bagi HasU Retribusi 
IxciCiiiil lvCjJciU.ci 4 cmc imix l l l IxCoii OCUayu. 

5 . 1 . 6 . 2 3 . 0 3 . Bela nja Bagi Hasil 
Retribusi Daerah Kenada 
tt X\y ^a. xaj xtt XJ tt 1 y U ^ y t t U t t t t XttXx L J U X t t W 

Pemerintah Desa Tremas 

Untuk Belanja Bagi HasU Retribusi 
Dflprah KpnaHa Ppmprintah Dp*ia Trpma^ 
tt,#U.VyttCtttttt tttt.Vr ttyCttVttCtt tt VyttttttV'tt ttttttUtttttt AJ\M\J^X. ttttxyttttttCttV* 

5 . 1 . 6 , 2 3 . 0 4 . Bela nja Bagi Hasil 
Retribusi Daerah Kepada 
ppmprintah Dp^a Arin^ari 
4 4 . 4 1 4 4 . 4 4 4 1 1 X 1 4 4 4 X 4 . 0 d 4 U J 4 4 0 4 1 4 4 

Untuk Belanja Bagi HasU Retribusi 
Daerah Kepada Pemerintah Desa Aijosari. 

5 . 1 . 6 . 2 3 . 0 5 . Belanja Bagi Hasil 
Retribusi Daerah Kepada 
PpTYi P W M ta h Dpca 

c m CI i l l Loll u e s a 
Gunungsari 

Untuk Belanja Bagi HasU Retribusi 
Daerah Kepada Pemerintah Desa 
OUiiuIlgaclIi . 

5 . 1 . 6 . 2 3 . 0 6 . Belanja Bagi Hasil 
Retribusi Daerah Kepada 
Pemerintah Desa Pagutan 

Untuk Belanja Bagi HasU Retribusi 
Daerah Kepada Pemerintah Desa Pagutan 

5 . 1 . 6 . 2 3 . 0 7 . Belanja Bagi Hasil 
JJetribusl Daerah Kepada 
Pemerintab L)p«in Gembong 

Untuk Belanja Bagi HasU Retribusi 
Daerah Kepada Pemerintah Desa 
Gembong. 

Sekda 

Xm 

Asisten 
PO Pemrakarsa 

PD Terkait 
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5.1.6.23.08. Belanja Bagi Hasil 

Retribusi Daerah Kepada 
Pemerintah Desa Borang 

Untuk Belanja Bagi HasU Retribusi 
Daerah Kepada Pemerintah Desa Borang. 

5,1.6.23.09. Belanja Bagi Hasil 
Retribusi Daerah Kepada 
Pemerintah Desa Gegeran 

Untuk Belanja Bagi HasU Retribusi 
Daerah Kepada Pemerintah Desa 
Gegeran. 

5.1.6.23.10. Belanja Bagi Hasil 
Retribusi Daerah Kepada 
Pemerintah Desa 
Kedungbendo 

Untuk Belanja Bagr HasU Retnbusi 
Daerah Kepada Pemerintah Desa 
Kedungbendo. 

5.1.6.23.11. Belanja Bagi Hasil 
Retribusi Daerah Kepada 
Pemerintah Desa 
Mangunhario 

Untuk Belanja Bagi HasU Retribusi 
Daerah Kepada Pemerintah Desa 
Mangunharjo. 

5.1.6.23.12. Belanja Bagi Hasil 
Retribusi Daerah Kepada 
Pemerintah Desa Jetis 
Kidul 

Untuk Belanja Bagi HasU Retribusi 
Daerah Kepada Pemerintah Desa Jetis 
Kidul. 

5.1.6.23.13. Bela nja Bagi Hasil 
Retribusi Daerah Kepada 
Pemerintah Desa Temon 

Untuk Belanja Bagi HasU Retribusi 
Daerah Kepada Pemerintah Desa Temon. 

5.1.6.23.14. Belanja Bagi Hasil 
Retribusi Daerah Kepada 
Pemerintah Desa 
Jatimalang 

Untuk Belanja Bagi HasU Retribusi 
Daerah Kepada Pemerintah Desa 
Jatimalang. 

5.1.6.23.15. Belanja Bagi Hasil 
Retribusi Daerah Kepada 
Pemerintah Desa Gayuhan 

Untuk Belanja Bagi HasU Retribusi 
Daerah Kepada Pemerintah Desa 
Gayuhan. 

5.1.6.23.16. Belanja Bagi HasU 
Retribusi Daerah Kepada 
Pemerintah Desa 
Karangrejo 

Untuk Belanja Bagi HasU Retnbusi 
Daerah Kepada Pemerintah Desa 
Karangrejo. 

5.1.6.23.17. Belanja Bagi HasU 
Retribusi Daerah Kepada 
Pemerintah Desa 
Karanggede 

Untuk Belanja Bagi HasU Retribusi 
Daerah Kepada Pemerintah Desa 
Karanggede. 

5.1.6.24. Belanja Bagi HasU 
Retribusi Daerah Kepada 
Pemerintah Desa Di 
Kecamatan P r i n ^ u k u 

5.1.6.24.01. Belanja Bagi HasU 
Retribusi Daerah Kepada 
Pemerintah Desa 
Watukaning 

Untuk Belanja Bagi HasU Retribusi 
Daerah Kepada Pemerintah Desa 
Watukaning. 

5.1.6.24.02. Belanja Bagi HasU 
Retribusi Daerah Kepada 
Pemerintah Desa Dersono 

Untuk Belanja Bagi HasU Retribusi 
Daerah Kepada Pemerintah Desa 
Dersono. 

5.1.6.24.03. Belanja Bagi HasU 
Retribusi Daerah Kepada 
Pemerintah Desa 
•Sugihwaras 

Untuk Belanja Bagi HasU Retribusi 
Daerah Kepada Pemerintah Desa 
Sugihwaras. 

5.1.6.24.04. Belanja Bagi HasU 
Retribusi Daerah Kepada 
Pemerintah Desa Jlubang 

Untuk Belanja Bagi HasU Retribusi 
Daerah Kepada Pemerintah Desa 
Jlubang. 

5.1.6.24.05. Belanja Bagi HasU 
Retribusi Daerah Kepada 
Pemerintah Desa Candi 

Untuk Belanja Bagi HasU Retribusi 
Daerah Kepada Pemerintah Desa Candi. 

Paraf Hierarki, • 
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5.1.6.24.06. Belanja Bagi Hasil 

Retribusi Daerah Kepada 
Pemerintah Desa Poko 

Untuk Belanja Bagi HasU Retribusi 
Daerah Kepada Pemerintah Desa Poko. 

5.1.6.24.07. Belanja Bagi Hasil 
Retribusi Daerah Kepada 
Pemerintah Desa Dadapan 

Untuk Belanja Bagi HasU Retribusi 
Daerah Kepada Pemerintah Desa 
Dadapan. 

5.1.6.24.08. Belanja Bagi Hasil 
Retribusi Daerah Kepada 
Pemerintah Desa 
Pringkuku 

Untuk Belairja Bagr HasU Retnbusi 
Daerah Kepada Pemerintah Desa 
Pringkuku. 

5.1.6.24.09. Belanja Bagi Hasil 
Retribusi Daerah Kepada 
Pemerintah Desa Sobo 

Untuk Belanja Bagi HasU Retribusi 
Daerah Kepada Pemerintah Desa Poko. 

5.1.6.24.10. Belanja Bagi Hasil 
Retribusi Daerah Kepada 
Pemerintah Desa 
Ngadirejan 

Untuk Belanja Bagi HasU Retribusi 
Daerah Kepada Pemerintah Desa 
Ngadirejan. 

5.1:6.24.11. Belanja Bag: Hasil 
Retribusi Daerah Kepada 
Pemerintah Desa 
Glinggangan 

Untuk Belanja Bagr HasU Retnbusi 
Daerah Kepada Pemerintah Desa 
Glinggangan. 

5.1.6.24.12. Belanja Bagi Hasil 
Retribusi Daerah Kepada 
Pemerintah Desa Pelem 

Untuk Belanja Bagi HasU Retribusi 
Daerah Kepada Pemerintah Desa Pelem. 

5.1.6.24.13. Belanja Bagi Hasil 
Retribusi Daerah Kepada 
Pemerintah Desa 
Tamanasri 

Untuk Belanja Bagi HasU Retribusi 
Daerah Kepada Pemerintah Desa 
Tamanasri 

5.1.6,25. Belanja B a ^ HasU 
Retribusi Daerah Kepada 
Pemerintah Desa Dl 
Kecamatan Punung 

5.1.6.25.01. Belanja Bagi Hasil 
Retribusi Daerah Kepada 
Pemerintah Desa Homo 

Untuk Belanja Bagi HasU Retribusi 
Daerah Kepada Pemerintah Desa Bomo. 

5.1.6.25.02. Belanja Bagi Hasil 
Retribusi Daerah Kepada 
Pemerintah Desa Sooko 

Untuk Belanja Bagi HasU Retribusi 
Daerah Kepada Pemerintah Desa Sooko. 

5.1.6.25.03. Bela nja Bagi Hasil 
Retribusi Daenih Kepada 
Pemerintah Desa Punung 

Untuk Belanja Bagi HasU Retribusi 
Daerah Kepada Pemerintah Desa 
Punung. 

5.1.6.25.04. Belanja Bagi Hasil 
Retribusi Daerah Kepada 
Pcmerintah Desa Mendolo 
Kidul 

Untuk Belanja Bagi HasU Retribusi 
Daerah Kepada Pemerintah Desa Mendolo 
Kidul. 

5.1.6.25.05. Belanja Bagi Hasil 
Retribusi Daerah Kepada 
Pemerintah Desa mendolo 
Lor 

Untuk Belanja Bagi HasU Retribusi 
Daerah Kepada Pemerintah Desa Mendolo 
Lor, 

5.1.6.25.06. Belanja Bagi Hasil 
Retribusi Daerah Kepada 
Pemerintah Desa Kendal 

Untuk Belanja Bagi HasU Retribusi 
Daerah Kepada Pemerintah Desa Kendal. 

5.1.6.25.07. Bela nja Bagi HasU 
Retribusi Daerah Kepada 
Pemerintah Desa Piton 

Untuk Belanja Bagi HasU Retribusi 
Daerah Kepada Pemerintah Desa Piton. 

50.6,25.08- Belanja -Bagi. Has i l 
Retribusi Daerah Kepada 

Untuk Relanja-BagiHasU Retrihnsi 
Daerah Kepada Pemerintah Desa Wareng. 

Parat Kocrd.nasi \ 
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Pemerintah Desa Wareng 

5.1.6.25.09. Bela nja Bagi Hasil 
Retribusi Daerah Kepada 
Pemerintah Desa Mantren 

Untuk Belanja Bagi HasU Retribusi 
Daerah Kepada Pemerintah Desa 
Mantren. 

5.1.6.25.10. Bela nja Bagi Hasil 
Retribusi Daerah Kepada 
Pemenntah Desa Ploso 

Untuk Belanja Bagi HasU Retribusi 
Daerah Kepada Pemerintah Desa Ploso. 

5.1.6.25.11. Belanja Bagi HasU 
Retribusi Daerah Kepada 
Pemerintah Desa 
Gondosari 

Untuk Belanja Bagi HasU Retribusi 
Daerah Kepada Pemerintah Desa 
T V T * 

Gondosan. 

5.1.6.25.12. Belanja Bagi HasU 
Retribusi Daerah Kepada 
Pemerintah Desa Tinatar 

Untuk Belanja Bagi HasU Retribusi 
Daerah Kepada Pemerintah Desa Tinatar. 

5.1.6.25.13. Bela nja Bagi HasU 
Retribusi Daerah Kepada 
Pemerintah Desa 
Xf 1 • 

KetRJiisaii 

Untuk Belanja Bagi HasU Retribusi 
Daerah Kepada Pemerintah Desa 
Kebonsari. 

5.1.6.26. Belanja Bagi Hasil 
Retribusi Daerah Kepada 
Pemerintah Desa Di 
Kecamatan Donorojo 

5.1.6.26.01. Bela nja Bagi HasU 
Y l A. • Y v 1 T T J 

Retnbusi Daerah Kepada 
Pemerintah Desa Widoro 

Untuk Belanja Bagi HasU Retribusi 
t T T - J Y v * L 1^ Y v Y T f " J 

Daerah Kepada Pemenntah Desa Widoro. 

5.1.6.26.02. Bela nja Bagi HasU 
Retribusi Daerah Kepada 
Pemerintah Desa Sawahan 

Untuk Belanja Bagi HasU Retribusi 
Daerah Kepada Pemerintah Desa 
Sawahan. 

5.1.6.26.03. Belanja Bagi HasU 
Retnbusi Daerah Kepada 
Pemerintah Desa Kalak 

Untuk Belanja Bagi HasU Retribusi 
Y v 1 T T - 1 T V ' A. % Y v T T T 1 

Daerah Kepada Pemenntah Desa Kalak. 

5.1.6.26.04. Belanja Bagi HasU 
Retnbusi Daerah Kepada 
Pemerintah Desa Sendang 

Untuk Belanja Bagi HasU Retribusi 
Y V T T T J T V ' J T X V 

Daerah Kepada Pemenntah Desa 
Sendang. 5.1.6.26.05. Belanja Bagi HasU 

Retribusi Daerah Kepada 
Pemerintah Desa Klepu 

Untuk Belanja Bagi HasU Retribusi 
Daerah Kepada Pemerintah Desa Klepu. 

5.1.6.26.06. Belanja Bagi HasU 
Retribusi Daerah Kepada 
Pemerintah Desa 
Gedompoi 

Untuk Belanja Bagi HasU Retribusi 
Daerah Kepada Pemerintah Desa 
Gedompoi. 

5.1.6.26.07. Belanja Bagi HasU 
Retribusi Daerah Kepada 
Pemerintah Desa Cemeng 

Untuk Belanja Bagi HasU Retribusi 
Daerah Kepada Pemerintah Desa 
Cemeng. 

5 0 . 6 26.08, Helanja. -Bagi Hnsil 
Retribusi Daerah Kepada 
Pemerintah Desa 
Gendaran 

Untuk Relanja-Bagi Hasil-Retribusl 
Daerah Kepada Pemerintah Desa 
Gendaran. 

5.1.6.26.09. Belanja Bagi HasU 
Retribusi Daerah Kepada 
Pemerintah Desa 
Sukodono 

Untuk Belanja Bagi HasU Retribusi 
Daerah Kepada Pemerintah Desa 
Sukodono. 

K 1 f. OfZ 1 n 1—J A 1 A YV 1 n d O ft 9 T T #V f l 1 1 

oeianja uagi nasi i 
Retribusi Daerah Kepada 
Pemerintah Desa Sekar 

u n i u K cieianja oagi xiasu Keinuusi 
Daerah Kepada Pemerintah Desa Sekar. 

5 0 . 6 0 6 0 1 , Belanja Bagi Hasil 
Retribusi Daerah Kepada 

Untuk Belanja^Bagi Ha sil Retribusi 
Daerah Kepada Pemerintah Desa 
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Pemerintah Desa Donorojo Donorojo. 
5.1.6.26.12. Belanja Bagi Hasil 

Retribusi Daerah Kepada 
Pemerintah Desa Belah 

Untuk Belanja Bagi Hasil Retribusi 
Daerah Kepada Pemerintah Desa Belah. 

5.1.6,27. Belanja Bagi Hasil 
Retribusi Daerah Kepada 
Pemeriutuli Desa Di 
Kecamatan Tegalombo 

5.1.6.27.01. Bela nja Bagi Hasil 
Retribusi Daerah Kepada 
Pemerintah Desa 
Kebondalem 

Untuk Belanja Bagi Hasil Retribusi 
Daerah Kepada Pemerintah Desa 
Kebondalem. 

5.1.6.27.02. Belanja Bagi Hasil 
Retribusi Daerah Kepada 
Pemerintah Desa 
Gedangan 

Untuk Belanja Bagi Hasil Retribusi 
Daerah Kepada Pemerintah Desa 
Gedangan. 

5.1.6.27.03. Bela nja Bagi Hasil 
Y x I * • Y a •• m 

Retnbusi Daenih Kepada 
Pemerintah Desa Ngreco 

Untuk Belanja Bagi Hasil Retribusi 
Y x * Y r 1 YX * 1 Y x X r Daeiali Kepada Pemeiuilah Desa Ngiecu. 

5.1.6.27.04. Belanja Bagi Hasil 
Retribusi Daerah Kepada 
Pemerintah Desa Kasihan 

Untuk Belanja Bagi Hasil Retribusi 
Daerah Kepada Pemerintah Desa 
Kasihan. 

5.1.6.27.05. Bela nja Bagi Hasil 
Retribusi Daerah Kepada 
Pemerintah Desa 
Pucangombo 

Untuk Belanja Bagi Hasil Retribusi 
Daerah Kepada Pemerintah Desa 
Pucangombo-

5.1.6.27.06. Belanja Bagi Hasil 
Retribusi Daerah Kepada 
Pemenntah Desa 
Gemabarjo 

Untuk Belanja Bagi Hasil Retribusi 
Daerah Kepada Pemerintah Desa 
yX * • 

Gemaharjo. 

5.1.6.27.07. Belanja Bagi Hasil 
Retribusi Daerah Kepada 
Pemerintah Desa Ploso 

Untuk Belanja Bagi Hasil Retribusi 
Daerah Kepada Pemerintah Desa Ploso. 

5.1.6.27.08. Belanja Bagi Hasil 
Retribusi Daerah Kepada 
Pemerintah Desa 
Tegalombo 

Untuk Belanja Bagi Hasil Retribusi 
Daerah Kepada Pemerintah Desa 
Tegalombo. 

5.1.6.27.09. Belanja Bagi Hasil 
Retribusi Daerah Kepada 
Pemerintah Desa 
Kemuning 

Untuk Belanja Bagi Hasil Retribusi 
Daerah Kepada Pemerintah Desa 
Kemuning. 

5.1.6.27.10. Belanja Bagi Hasil 
Retribusi Daerah Kepada 
Pemerintah Desa Tahunan 

Untuk Belanja Bagi Hasil Retribusi 
Daerah Kepada Pemerintah Desa 
Tahunan. 

5.1.6.27.11. Belanja Bagi Hasil 
Retribusi Daerah Kepada 
Pemerintah Desa Tahunan 
Baru 

Untuk Belanja Bagi Hasil Retribusi 
Daerah Kepada Pemerintah Desa 
Tahunan Baru. 

5.1.6.28. Belanja Bagi Hasil 
Retribusi Daerah Kepada 
Pemerintah Desa D i 
Kecamatan Ngadirojo 
Belanja Bagi Hasil 
Retribusi Daerah Kepada 
Pemerintah Desa 
Sidomulyo 

T T M.-L t • « 1 « T N A1 MM OA J «X ^ N MM X X Mm. A ̂ 1 X X A tt ̂ A l - , • * MM M 

Untuk Belanja Bagi Hasil Retnbusi 
Daerah Kepada Pemerintah Desa 
Sidomulyo. 

5.1.6.28.02. Belanja Bagi Hasil Untuk Belanja Bagi Hasil Retribusi 
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1 2 3 
Retribusi Daerah Kepada 
Pemerintah Desa 
Hadiwamo 

Daerah Kepada Pemerintah Desa 
Hadiwamo. 

5.1.6.28,03. Belanja Bagi Hasil 
Retribusi Daerah Kepada 
Pemerinta h Desa 
Tanjungpuro 

Untuk Belanja Bagi HasU Retribusi 
Daerah Kepada Pemerintah Desa 
Tanjungpuro. 

5.1.6.28.04. Bela nja Bagi Hasil 
Retribusi Daerah Kepada 
Pemenntah Desa 
HadUuwih 

Untuk Belanja Bagi HasU Retribusi 
Daerah Kepada Pemerintah Desa 
Hadiluwih. 

5.1.6.28.05. Belanja Bagi Hasil 
T N J-. 4- •-iSf-i.-B • A « T N n A x « A 1A AW* A J — 

Ketnbusi Daeran Kepada 
Pemerintah Desa Pagerej'o 

Untuk Belanja Bagi HasU Retribusi 
Daerah Kepada Pemerintah Desa 
Pagerejo. 

5.1.6.28.06. Belanja Bagi HasU 
I N _ tt " l — - • T V 1^ T T J 

Retnbusi Daerah Kepada 
Pemerintah Desa Wiyoro 

Untuk Belanja Bagi HasU Retribusi 
T V 1 T T _ f T V • tt 1 T V T < T * 

Daerah Kepada Pemenntah Desa Wiyoro. 

5.1.6.28.07. Belanja Bagi HasU 
Retribusi Daerah Kepada 
Pemerintah Desa Ngadiroj'o 

Untuk Belarija Bagr HasU Retnbusi 
Daerah Kepada Pemerintah Desa 
Ngadirojo. 

5.1.6.28,08. Belanja Bagi HasU 
Retribusi Daerah Kepada 
Pemerintah Desa 
Bogoharjo 

Untuk Belanja Bagi HasU Retribusi 
Daerah Kepada Pemerintah Desa 
Bogoharjo. 

5.1.6.28.09. Bela nja Bagi HasU 
Retribusi Daerah Kepada 
Pemerintah Desa 
Cokrokembang 

Untuk Belanja Bagi HasU Retribusi 
Daerah Kepada Pemerintah Desa 
Cokrokembang. 

5.1.6.28.10. Belanja Bagi HasU 
Retribusi Daerah Kepada 
Pemerintah Desa 
Sidomulyo 

Untuk Belanja Bagi HasU Retnbusi 
Daerah Kepada Pemerintah Desa 
Sidomulyo. 

5.1.6.28.11. Belanja Bagi HasU 
Retribusi Daeiah Kepada 
Pemerintah Desa 
Tanjunglor 

Untuk Belanja Bagi HasU Retribusi 
Daerah Kepada Pemerintah Desa 
Tanjunglor. 

5.1.6.28.12. Belanja Bagi HasU 
Retribusi Daerah Kepada 
Pemerintah Desa Nogosari 

Untuk Belanja Bagi HasU Retribusi 
Daerah Kepada Pemerintah Desa 

A A —Z 

Nogosan, 
5.1.6.28.13. Belanja Bagi Hasil 

Retribusi Daerah Kepada 
Pemerintah Desa 
Cangkring 

Untuk Belanja Bagi HasU Retribusi 
Daerah Kepada Pemerintah Desa 
Cangkring. 

5.1.6.28.14. Belanja Bagi HasU 
Retribusi Daerah Kepada 
Pemerintah Desa 
Wonodadi Kulon 

Untuk Belanja Bagi HasU Retribusi 
Daerah Kepada Pemerintah Desa 
Wonodadi Kulon. 

5.1.6.28.15. Belanja Bagi HasU 
Retribusi Daerah Kepada 
Pemerintah Desa 
Wonodadi Wetan 

Untuk Belanja Bagi HasU Retribusi 
Daerah Kepada Pemerintah Desa 
Wonodadi Wetan. 

5.1.6.28.16. Belanja Bagi HasU 
Retribusi Daerah Kepada 
Pemerintah Desa 
Wonokarto 

Untuk Belanja Bagi HasU Retribusi 
Daerah Kepada Pemerintah Desa 
Wonokarto. 

5.1.6.28.17. Belanja Bagi HasU 
RptrihiTsi .Daerah, Kepada 

Untuk Belanja Bagi HasU Retribusi 
Daerah Kepada Pemerintah Desa 
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Wonoasri. 
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5.1.6.28.18. Belanja Bagi Hasil 
Retribusi Daerah Kepada 
Pemerintah Desa 
Wonosobo 
' • Xy a tt vy wyXy Xy Vy 

Untuk Belanja Bagi HasU Retribusi 
Daerah Kepada Pemerintah Desa 
Wonosobo. 
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5.1.6.29. Belanja Bagi HasU 
Retribusi Daerah Kepada 
Pemerintah Desa Di 
Kecamatan Tulakan 
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5.1.6.29.01. Belanja Bagi Hasil 
Retribusi Daerah Kepada 
Pemerintah Desa Jetak 

Untuk Belanja Bagi HasU Retribusi 
Daerah Kepada Pemerintah Desa Jetak. 
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5.1.6.29.02. Belanja Bagi Hasil 
Retribusi Daerah Kenada 
A V\y AA XXy KX<XX AJXXXy X AAAX AA\M XXAA\A%A 

Pemerintah Desa Nglaran 

Untuk Belanja Bagi HasU Retribusi 
Daerah Kenada Pemerintah Desa 
AJ x - X ^ tt x-Xtttt tt ttXy XyxttXtt-xtt- tt X - a t * x , t t tttttt J M tt A J Xy KXAA 

Nglaran. 
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5.1.6.29.03. Bela nja Bagi Hasil 
Retribusi Daerah Kepada 
Pemerintah Desa Wonoanti 

Untuk Belanja Bagi HasU Retribusi 
Daerah Kepada Pemerintah Desa 
Wonoanti. • 
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Psraf 

5.1.6.29.04, Belanja Bagi Hasil 
Retribusi Daerah Kepada 
Pemerintah Desa Padi 

Untuk Belanja Bagi HasU Retribusi 
Daerah Kepada Pemerintah Desa Padi, • 

• 

Psraf 

5.1.6.29.05. Belanja Bagi Hasil 
Retribusi Daerah Kenada 
tt VXy tttt A AX AK\JA AJXAAMX AAA A XA\M aJ\A\A%A 

Pemerintah Desa Kluwih 

Untuk Belanja Bagi HasU Retribusi 
Daprah KpoaHa Ppmprintah Dp*yi K l u w i h 
J-iy KX. Vy X AAX tt tt tt\y Ly XttVAxA tt Vy tttttt \ytt tttttt L U X tt A J Xy XyXtt tt VX. Ltt TV tttttt* 

• 

• 

Psraf 

5.1.6.29.06. Bela nja Bagi Hasil 
Retribusi Daerah Kepada 
Pemerintah Desa Bungur 

Untuk Belanja Bagi HasU Retribusi 
Daerah Kepada Pemerintah Desa Bungur. 
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5.1.6.29.07. Belanja Bagi Hasil 
Retribusi Daerah Kepada 
Pemerintah Desa Tulakan 

Untuk Belanja Bagi HasU Retribusi 
Daerah Kepada Pemerintah Desa 
Tulakan. 
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5.1.6.29.08. Belanja Bagi Hasil 
Retribusi Daerah Kepada 
Pemerintah Desa 
Jatieununa 
xy Xtt Xtt ̂ * Xtt tt tt X4tt tt Sw . 

Untuk Belanja Bagi HasU Retribusi 
Daerah Kepada Pemerintah Desa 
Jatigunung. 
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5.1.6.29.09. Belanja Bagi HasU 
Retribusi Daerah Kepada 
Pemerintah Desa 
Kalikuning 

Untuk Belanja Bagi Hasil Retribusi 
Daerah Kepada Pemerintah Desa 
Kalikuning. 
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5.1.6.29.10. Belanja Bagi HasU 
Retribusi Daerah Kepada 
Pemerintah Desa Gasang 

Untuk Belanja Bagi HasU Retribusi 
Daerah Kepada Pemerintah Desa Gasang. 
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5.1.6.29.11. Belanja Bagi HasU 
Retribusi Daerah Kepada 
Pemerintah Desa NgUe 

Untuk Belanja Bagi HasU Retribusi 
Daerah Kenada Pemerintah Dpsa NeUe 
tt#y ttttXytt. U X t t tt L y U - L t t x t t tt w t t t t t t V t t tttttt Ltttttttt XmJ\j\jAA ttl^LlttLy* 
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50-6^29,12- Belanja- -Bagi Ha sil 
Retribusi Daerah Kepada 
Pemerintah Desa Bubakan 

Untuk Relanja-BaglHasiLRetribusi 
Daerah Kenada Pemerintah Desa 
• •* X t t v t t AAAA a XXy XyX-XXftt X-tt tt Xj * * * Xy a tttttt U t t t t t t A J Xy xttxtt 

Bubakan. 
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5.1,6.29.13. Belanja Bagi HasU 
Retribusi Daerah Kepada 
Pemerintah Desa Losari 

Untuk Belanja Bagi HasU Retribusi 
Daerah Kenada Pemerintah Desa Losari 
A J XttX* tt tttttt tt tt tt-\y Xy vXXtt Xtt tt w tttttt ^ytt tttttt \-* \ ' tt XJ ^y \J%JA A J \ J h-yxA tt tt* 
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5.1.6.29.14. Belanja Bag i Basff 
Retribusi Daerah Kepada 
Pemerintah Desa Ngumbul 

Untuk Belanja Bagi HasU Retribusi 
Daerah Kepada Pemerintah Desa 
Ngumbul. 
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50.6 .2 9.15. Belanja Bagi HasU 
Retribusi Daerah Kepada 
Pemerintab Desa Wonosidi 

Untuk Belanja Bagi HasU Retribusi 
Daerah Kepada Pemerintah Desa 
WonosidL 
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5.1.6.2906. 

URAIAN 

Belanja Bagi Hasil 
Retribusi Daerah Kepada 
Pemerintah Desa Ketro 

KETERANGAN 

Untuk Belanja Bagi Hasil Retribusi 
Daerah Kepada Pemerintah Desa Ketro. 

5.1.6.30. Belanja Bagi Hasil 
Retribusi Daerah Kepada 
Pemerintah Desa Di 
Kecamatan Sudimom 

5.1.6.30.01. Belanja Bagi Hasil 
Retribusi Daerah Kepada 
Pemerintah Desa Pager 
Kidul 

Untuk Belanja Bagi Hasil Retribusi 
Daerah Kepada Pemerintah Desa Pager 
Kidul. 

5.1.6.30.02, Belanja Bagi Hasil 
Retribusi Daerah Kepada 
Pemerintah Desa Pager Lor 

Untuk Belanja Bagi Hasil Retribusi 
Daerah Kepada Pemerintah Desa Pager 
Lor. 

5.1.6.30.03. Belanja Bagi Hasil 
Retribusi Daerah Kepada 
Pemerintah Desa Sukorejo 

Untuk Belanja Bagi Hasil Retribusi 
Daerah Kepada Pemerintah Desa 
Sukorejo. 

5.1.6.30.04. Belanja Bagi Hasil 
Retribusi Daerah Kepada 
Pemerintah Desa 
Sudimoro 

Untnk: Belanja Bagi Hasil Retribusi 
Daerah Kepada Pemerintah Desa 
Sudimoro. 

5.1.6.30.05. Belanja Bagi Hasil 
Retribusi Daerah Kepada 
Pemerintah Desa 
Ketanggung 

Untuk Belanja Bagi Hasil Retribusi 
Daerah Kepada Pemerintah Desa 
Ketanggung. 

5.1.6.30.06. Belanja Bagi Hasil 
Retribusi Daerah Kepada 
Pemerintah Desa Klepu 

Untuk Belanja Bagi Hasil Retribusi 
Daerah Kepada Pemerintah Desa Klepu. 

5.1.6.30.07. Belanja Bagi Hasil 
Retribusi Daerah Kepada 
Pemerintah Desa 
Gunungrejo 

Untuk Belanja Bagi HasU Retribusi 
Daerah Kepada Pemerintah Desa 
Gunungrejo. 

5.1.6.30.08. Belanja Bagi HasU 
Retribusi Daerah Kepada 
Pemerintah Desa Karang 
Mulyo 

Untuk Belanja Bagi HasU Retribusi 
Daerah Kepada Pemerintah Desa Karang 
Mulyo. 

5.1.6.30.09. Belanja Bagi HasU 
Retribusi Daerah Kepada 
Pemerintah Desa Sembowo 

Untuk Belanja Bagi HasU Retribusi 
Daerah Kepada Pemerintah Desa 
Sembowo. 

5.1.6.30.10, Belanja Bagi HasU 
Retribusi Daerah Kepada 
Pemerintah Desa 
Sumberejo 

Untuk Belanja Bagi HasU Retribusi 
Daerah Kepada Pemerintah Desa 
Sumberejo. 

5.1.6.31. Belanja Bagi HasU 
Retribusi Daerah Kepada 
Pemerintah Desa Di 
Kecamatan Nawangan 

5.1.6.31.01. Belanja Bagi HasU 
Retribusi Daerah Kepada 
Pcmerintah Desa Gondang 

Untuk Belanja Bagi HasU Retribusi 
Daerah Kepada Pemerintah Desa 
Gondang. 

5.1.6.3l;02. Belanja Bagi HasU 
Retribusi Daerah Kepada 
Pemerintah Desa Mujing 

Untuk Belanja Bagi HasU Retribusi 
Daerah Kepada Pemerintah Desa Mujing. 

5.1.6.31.03. Belanja Bagi HasU 
Retribusi Daerah Kepada 
Pemerintah Desa Sempu 

Untuk Belanja Bagi HasU Retribusi 
Daerah Kepada Pemerintah Desa Sempu. 
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5.1.6.31.04. Belanja Bagi Hasil 

Retribusi Daerah Kepada 
o T l '~\ Vl r^^o a XClUCllIlLclIl UCocl 

Nawangan 

Untuk Belanja Bagi HasU Retribusi 
Daerah Kepada Pemerintah Desa 
l l cl WcUlgclii* 

5.1.6.31.05. Belanja Bagi Hasil 
IVC Li IL/Uoi UfXyZk d l l XVĈ dUct 
Pcmerintah Desa Tokawi 

Untuk Belanja Bagi HasU Retribusi 
rVnpraVi PTpnarlQ Ppmprintah Rpoa TnVawi 
l-ZdClcUl I V C ^ d U d 4 C 1 1 1 L l l 4 1 1 1 4 4 1 1 l y C O d 1 U I 4 4 4 W 1 . 

5.1.6.31.06. Belanja Bagi HasU 
Retribusi Daerah Kepada 
remennLan uesa oeus Lor 

Untuk Belanja Bagi HasU Retribusi 
Daerah Kepada Pemerintah Desa Jetis 
T r»f LiOr. 

5.1.6.31.07. Bela nja Bagi HasU 
Retribusi Daerah Kepada 
Pemerintah Desa 
^ ^ T T CTcTi 1 TT rr 

r^enggung 

Untuk Belanja Bagi HasU Retribusi 
Daerah Kepada Pemerintah Desa 
Penggung. 

5.1.6.31.08. Belanja Bagi HasU 
Retribusi Daerah Kepada 
4 CliiCI illLilii LiCoil XdlUd 
Baru 

Untuk Belanja Bagi HasU Retribusi 
Daerah Kepada Pemerintah Desa Pakis 
Rant Odl U. 

5.1.6.31.09. Belanja Bagi HasU 
Retribusi Daerah Kepada 
xeiucuiiLan uesa Lxgiuiiiu 

Untuk Belanja Bagi HasU Retribusi 
Daerah Kepada Pemerintah Desa Ngromo. 

5.1.6.32. Belanja Bagi Hasil 
Retribusi Daerab Kenada 

Kecamatan Bandar 
5.1.6.32.01. Belanja Bagi HasU 

txCLIiLlllbl Udeiclil iVCpdUd 
Pemerintah Desa Bandar 

Untuk Belanja Bagi HasU Retribusi 
T"Va A c a Vl I ^ A T i a d a P A T H A n n la Vi T̂  A C a Tia n t i a t* 

udcid i i ivepdLia xemcmiLaii uesa udJiuar. 
5.1.6.32.02. Belanja Bagi HasU 

Retribusi Daerah Kepada 
PATTlT»t~1TlVQVl r̂ *»00 M o i l T l l l i " 

4 ClllCi lllLclJi l/Cbd iigUIlUL 

Untnk Belanja Bagi HasU Retnhnsi 
Daerah Kepada Pemerintah Desa Ngunut 

5.1.6.32.03. Belanja Bagi HasU 
Retribusi Daerah Kepada 
Pemerintah Desa 
Ra n 011 n Q O ri Odilguilbdi i 

Untuk Belanja Bagi HasU Retribusi 
Daerah Kepada Pemerintah Desa 
Bangunsari. 

5.1.6.32.04. Bela nja Bagi HasU 
Retribusi Daerah Kepada 
Pemerintah Desa 
U/Q tl Q f/I l y WdLUpdLUK 

Untuk Belanja Bagi HasU Retribusi 
Daerah Kepada Pemerintah Desa 
Watupatok. 

5.1.6.32.05. Belanja Bagi HasU 
Retribusi Daerah Kepada 
R4*TH 0r*iTi la Vl rV A C o 

xciueL una n uesa 
Petungsinarang 

Untuk Belanja Bagi HasU Retribusi 
Daerah Kepada Pemerintah Desa 
rciungsinarang. 

5.1,6.32.06. Belanja Bagi HasU 
1? A ^ Y T Tvl 1 O T T l f\ A T W rV A T V O rT r\ 

jxcinouol udcran wepaua 
Pemerintah Desa Kledung 

Untuk Belanja Bagi HasU Retribusi 
T i A A Y n r i T ^ A Y V i n n i 3 y * Y v i A Y i n f '/v Tv I N A O ^ V 

uaeran ivepaaa remennran uesa 
Kledung. 5.1.6.32.07. Belanja Bagi HasU 

I ^ A I T I Vii I d Wa A T v i f i T ^ A ¥ i a d a 

xxCLTiuLibi udc i t i i i i\.epdua 
Pemerintah Desa Tumpuk 

Untuk Belanja Bagi HasU Retribusi 
T I O A T * Q Y i T* A Y V i n n ^ ^ A Y W A Y r n f ' O T l T i A o n 

udcran rvepaua xcmcnniHn uesa 
Tumpuk. 5.1.6.32.08. Belanja Bagi HasU 

Retribusi Daerah Kepada 
Pemerintah Desa Jeruk 

Untuk Belanja Bagi HasU Retribusi 
Daerah Kepada Pemerintah Desa Jeruk. 

O* Xa /• niTT AW TA TXAWmAW 
KEUANGAN KEPADA 
PROVTNSI/KABUPATEN/ 
KOTA DAN 
PEMERINTAHAN DESA 
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K O D E URAIAN KETERANGAN 

DAN PARTAI POLITIK 
5.1,7.01. Belanja 

Keuangan 
Provinsi 

Bantuan 
kepada 

5.1.7.01.01. Belanja Bantuan 
Keuangan Kepada Provinsi 

Untuk Belanja Bantuan Keuangan 
Kepada Provinsi. 

5.1.7.t)2. Belanja Bantuan 
Keuangan kepada 
kabupaten/Kota 

5.1.7.02.01. Belanja Bantuan 
Keuangan kepada 
Kabupaten/Kota 

Untuk Belanja Bantuan Keuangan 
Kepada Kabupaten / Kota.. 

5.1.7.03. Belanja Bantuan 
Keuangan kepada Desa 

5.1.7.03.01. Belanja Bantuan 
Keuangan kepada Desa 

Untuk Belanja Bantuan Keuangan 
Kepada Desa. 

5.1.7.04. Belanja Bantuan 
Keuangan Icepada 
Pemerintah 
Daerah/Pemerintahan 
Desa lainnya 

5.1.7.04.01. Belanja Bantuan 
Keuangan kepada Provmsi 

Untuk Belanja Bantuan Keuangan 
Kepada Provinsi d i luar Jawa Timur. 

5.1.7.04.02. Belanja Bantuan 
Keuangan kepada 
Kabupaten/Kota 

Untuk Belanja Bantuan Keuangan 
Kepada Kabupaten / Kota d i luar Jawa 
Timur. 

5.1.7.04.03. Belanja Bantuan 
Keuangan kepada 
Pemerintahan Desa 

Untuk Belanja Bantuan Keuangan 
Kepada Pemerintahan d i luar Jawa 
Timur. 

5.1.7.05. Belanja Bantuan Kepada 
Partai PoUtik 

5,1.7.05.01. Belanja Bantuan Kepada 
Partai PoUtik. 

Untuk Belanja Bantuan Keuangan 
Kepada Partai PoUtik. 

Belanja Ban tuan Kepada 
Partai Nasdem. 

Untuk RelanjaBantuan Keuangan 
Kepada Partai Nasdem. 

5.1.7.05,03. Belanja Bantuan Kepada 
Partai Keadilan Sejahtera. 

Untuk Belanja Bantuan Keuangan 
Kepada Partai Keadilan Sejahtera. 

5.1.7.05.04. Belanja Bantuan Kepada 
Partai PDI Perjuangan. 

Untuk Belanja Bantuan Keuangan 
Kepada Partai PDI Perjuangan. 

5,1.7.05.05. Belanja Bantuan Kepada 
Partai GOLKAR. 

Untuk Belanja Bantuan Keuangan 
Kepada Partai GOLKAR. 

5.1.7.05.06. Belanja Bantuan Kepada 
Partai GERINDRA. 

Untuk Belanja Bantuan Keuangan 
Kepada Partai GERINDRA. 

5.1.7.05.07. Belanja Bantuan Kepada 
Partai DEMOKRAT. 

Untuk Belanja Bantuan Keuangan 
Kepada Partai DEMOKRAT. 

5.1.7.05.08. Belanja Bantuan Kepada 
Partai Amanat Nasional. 

Untuk Belanja Bantuan Keuangan 
Kepada Partai Amanat Nasional. 

5.1.7.05.09. Belanja Bantuan Kepada 
Partai Persatuan 
Pembangunan. 

Untuk Belanja Bantuan Keuangan 
Kepada Partai Persatuan Pembangunan. 

5.1.7.05.10. Belanja Bantuan Kepada 
Partai HANURA. 

Untuk Belanja Bantuan Keuangan 
Kepada Partai HANURA. 

5.1.7.05.11. Belanja Bantuan Kepada 
Partai Kebangkitan 
Bangsa. 

Untuk Belanja Bantuan Keuangan 
Kepada Partai Kebangkitan Bangsa. 

5.1.7.06. Belanja 
Keuangan 

Bantuan 
Kepada 

'iinl Hierarlci • .ParafKoordinasi 
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K O D E URAIAN K£ri C T K A T I l i ATI 

1 2 3 
T^^mf^flnTiiTi T)^m i l l * dUdiAiLcLU *y*aa u* 
Kecamatan Donorojo 

5.1.7.06.01. Bantuan Keuangan 
X v 4 . i 4 u 4 X 4 4 X l — X X X X . X X X X 4 C X X X J - / 4 ' O d 

Belah. 

Untuk Belanja Bantuan Keuangan 
Kenada Pemerintah Desa Belah. 
tt A X " ft-/XttVttAtt tt Vtt t t t t^yt t tttttt LA tt * tt " * *y ft^vtt A_y Xy AXttA * • 

5.1.7.06.02. Bantuan Keuangan 
IvpTiarIa' Ppm P T I nf ftVt Dp^a jvc^dua. 1^ x̂xxxx̂x xixixxxx x-/ L O<A 
Cemeng. 

Untuk Belanja Bantuan Keuangan 
KpnaHa Ppmprintah Desa 'Cemenff. 
ttVxr ft-Zcttxtttttt tt Vy ttttttxytt tttttt. vtttttttt AJ Xy x/Xtt Vy^vtttttt\y A A ^ ^ B 

5.1.7.06.03. Bantuan Keuangan 
KpnaHa Ppmprintah TTp̂ a 
X4\.. L 4 C X 4 X C 4 X X ^ X X X L ^ X X X X L C L X X X y 4 . 0 4 X . 

Donorojo. 

Untuk Belanja Bantuan Keuangan 
KpnaHa Pemerintah Desa Donoroio. 
ttVtty L/Cttxttxtt tt LyttttttVytt ttttttMtttttt AJ Xy k/Xtt tt..r L t t t t t t v t t V J W • 

5.1.7.06.04. Bantuan Keuangan 
KpnaHa Ppmprintah Plpxa xvL-̂ cxud X vixxx̂ x̂xxxuixx xyvacx 
GedompoL 

Untuk Belanja Bantuan Keuangan 
KpnaHa Pemerintah Desa Gedomnol 
xv\ .uc ivxcx . X vxxx\.x x x x u x x x x y v ^ o c x v x v v x v y x x x ^ T v ^ x . 

5.1.7.06.05. Bantuan Keuangan 
KpnaHa Ppmprintah Dpqa 
X V 4 . L J 4 1 X - X C X X 4 . X X X I . X X X X X 4 U X 1 - /4 .0CX 

Gendaran. 

Untuk Belanja Bantuan Keuangan 
Kenada Pemerintah Desa Gendaran 
ttV-Xy L/CttxttCtt tt LyttttttXrtt ttttttUtttttt A J \ M < A A A Vtt X . t t t t \ t t U t t Ctttttt* 

5.1.7.06.06. Bantuan Keuangan 
Kt^nndn Ppmprintah Dp^a 
X V V ' ^ C I U C l . k V I X I X V . ! X X X L c U X X y x ^ O C X . 

Kalak. 

Urrtulc Belanja Bantuan Keuangan 
Vnnnfia Pemerintah Rpoa Kalalf 
k \ . V > ^ c X U C t , X V X X X L I X X X X L 4 X X X X - f v : O c k X k C X X r t l v . 

5.1.7.06.07. Bantuan Keuangan 
KpnaHa Ppmprintah Pip^a 
X V V ^ J d U c X X C X X X C X X X X L c l X X X - Z C O C l 

Klepu. 

Untuk Belanja Bantuan Keuangan 
Kf^TM^f^n ppmprintah Rp^a Klemt 
X v \ - I J d L l c X X C X I X C I U X L x x X X X - Z v ^ O C k X V I C L X I X . 

5.1.7.06.08. Bantuan Keuangan 
KpnaHa Ppmprintah Flpxa 
X V 4 . J L J C X L X c X . X ^ X X X ^ X X X X L C l - X X kyL^OCX 
Sawahan. 

Untuk Belanja Bantuan Keuangan 
Kf^mtfin ppmprintah Reoa Sawahan 

5.1.7.06.09. Bantuan Keuangan 
Kenada Pemerintah Desa 
A AXy ittXttVAXA- A v t t t t t t ^y t t tttttt LflXtttt A J ^ VJtttt 

Sekar. 

Untuk Belanja Bantuan Keuangan 
Kenada Pemerintah Rpsa Sekar 
tttt.Vy tt'X-t.VttCtt tt \yttttttVrtt ttttttUtttttt tt_^VyX>Ctt V ' ^ t t A C t t t t • 

5.1.7.05.10. Bantuan Keuangan 
^^f^nnA^i Ppmprintah T T P ^ 
X V 4 . L J C L 4 X C L X k . X X X L ' X X X X L c X X X J — / 4 ^ v > < l 

Sendang. 

Untuk Belanja Bantuan Keuangan 
tCf*T\^t^n Pemerintah Rpoa SenHano 
1 4 4 , ^ d U c X X X ^ X X X C X I X X u X X X X _ / C O C l O C l X U c U I g . 

5.1.7.06.11. Bantuan Keuangan 
Kf*Vi!id^i ppmprintah Rp^a 
X V k . X J f l % Ad. X L . X X X X ^ X XXXLX4XX XMxZOd... 

Sukodono. 

Untuk Belanja Bantuan Keuangan 
\Cf*xyft(^n ppmprintah RpQa SnknHnnn 

. 144.^J. iLl fX_ XCiim X X X X x l X X X - Z C d c X , O L I X 4 I J U . L J X X U , 

5.1.7.06.12. Bantuan Keuangan 
Kepada Pemerintah Desa 
Widoro 
• • ttVtt^yttUa 

Untuk Belanja Bantuan Keuangan 
Kepada Pemerintah Desa Widoro. 

5.1.7.07, Belanja Bantuan 
Keuangan Kepada 
Ppmprin^tifi Rpcn ati 
a V̂XXX̂X IX1 LckXk Jydktt Ul 
Kecamatan Punung 5.1.7.07.01. Bantuan Keuangan 
Kpnada Ppmprintah Rpsa 
tt VLy LttCttVttCtt tt ^ i - l l i y - l 1 1 1 ! 1 1 I I A J \_< v X t t 

Rnmn. 

Untuk Belanja Bantuan Keuangan 
TfPTTPH^l PPTTlPTintfl l l riP^lfl RriTTlfT 
l V V y l t t O . x t t . C 4 A l y U . 1 ^ 4 ttlluUtt. MmJ^^Cx AJKJ ikA\J * 

5.1.7.07.02. Bantuan Keuangan 
Kenada Pemerintah Desa 
ttWytt/U.Vtttttt tt fyttttttVaf tttttt LCtttttt A J \ M » J A A 

Gondosari. 

Untuk Belanja Bantuan Keuangan 
^CpTindfi Pemerintah Resa Gondosari 
X k V ' L J C X v X C X X L r X X X X . X X X X L C X X X X y 4 , O C X \ J U l l L X X ' ^ C l X X * 

5.1.7.07.03. Bantuan Keuangan 
KpT\aHQ P p m A t * iT i tQh R # > C Q x\.C|JclUcl rClUCllllLxUl lyCod 
'Ke'bonsari. 

Untuk Belanja Bantuan Keuangan 
If Z * T \ ^ H 0 n ^ T Y l Z k l ^ H lo V l T^T*C 0 t ^ o V x n T l 0 0 T * l 

ivcpdUd. X c i i icr i i iui i i uesa xveuuiiban. 
5.1.7.07.04. Bantuan Keuangan 

Kenada Pemerintah Desn 
tt ttXy k . rU . \ t t€A tt XyttttttXytt tttttt Ltttttttt JwPt tyOCt t 

Kendal. 

Untuk Belanja Bantuan Keuangan 
Kenada Pemerintah Resa Kendal 
ttV^fttCttLttCtt A VJ tttttt Vjtt. ttttttLCtti tt A_y V - x X A tt W y tt IVttxtttta 

5.1.7.07.05. 

L | i ; . . . . L i 1 

Bantuan Keuangan 
Kepada Pemerintah Desa 

Untuk Belanja Bantuan Keuangan 
Kepada Pemeriutah Desa Mantren, 

Sekda 
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K O D E URAIAN KETERANGAN 

1 2 3 
5.1.7.07.06. Bantuan Keuangan 

Kepada Pemerintah Desa 
Mendolo KiduL 

Untuk Belarya Bantuan Keuangan 
Kepada Pemerintah Desa Mendolo Kidul. 

5.1.7.07.07. Bantuan Keuangan 
Kepada Pemerintah Desa 
Mendolo Lor. 

Untuk Belanja Bantuan Keuangan 
Kepada Pemerintah Desa Mendolo Lor. 

5.1.7.07.08. Bantuan Keuangan 
Kepada Pemerintah Desa 
Piton. 

Untuk Belarya Bantuan Keuangan 
Kepada Pemerintah Desa Piton. 

5.1.7.07.09. Bantuan Keuangan 
Kepada Pemerintah Desa 
Ploso. 

Untuk Belanja Bantuan Keuangan 
Kepada Pemerintah Desa Ploso. 

5.1.7.07.10. Bantuan Keuangan 
Kepada Pemerintah Desa 
Punung. 

Untuk Belanja Bantuan Keuangan 
Kepada Pemerintah Desa Punung. 

5.1.7,07.11. Bantuan Keuangan 
Kepada Pemerintah Desa 
•Sooko. 

Untuk Bela nja Bantuan Keuangan 
Kepada Pemerintah Desa Sooko. 

5.1.7.07.12. Bantuan Keuangan 
Kepada Pemenntah Desa 
Tinatar. 

Untuk Belanja Bantuan Keuangan 
Kepada Pemerintah Desa Tinatar. 

5.1.7.07.13. Bantuan Keuangan 
Kepada Pemerintah Desa 
Wareng. 

Untuk Belanja Bantuan Keuangan 
Kepada Pemerintah Desa Wareng, 

5.1.7.08. Belanja Bantuan 
Keuangan Kepada 
Pemerintah Deaa di 
Kecamatan Pringkuku 

5.1.7.08.01. Bantuan Keuangan 
Kepada Pemerintah Desa 
Candi. 

Untuk Belanja Bantuan Keuangan 
T ^ A W A A y J n T f A - M w y* W*J w* tt n I * T ~ \ y - y* / N n w* y J « 

Kepada remenntan Desa Candt 

5.1.7.08.02. Bantuan Keuangan 
Kepada Pemerintah Desa 
Dadapan. 

Untuk Belanja Bantuan Keuangan 
Kepada Pemerintah Desa Dadapan. 

5.1.7.08.03. Bantuan Keuangan 
Kepada Pemerintah Desa 
Dersono. 

Untuk Belanja Bantuan Keuangan 
Kepada Pemerintah Desa Dersono. 

5.1.7.08.04. Bantuan Keuangan 
Kepada Pemerintah Desa 
Glinggangan. 

Untuk Belanja Bantuan Keuangan 
X X MM - J T V • A. 1 T X ^ V 1 " 

Kepada Pemenntah Desa Glinggangan. 

5.1.7.08.05. Bantuan Keuangan 
Kepada Pemerintah Desa 
Jlubang. 

Untuk Belanja Bantuan Keuangan 
Kepada Pemerintah Desa Jlubang. 

5.1.7.08.06. Bantuan Keuangan 
Kppada Ppmprintah D P R P 

Ngadirejan. 

Untuk Belanja Bantuan Keuangan 
Kepada-Pemprintah Desa-Ngadirejan, 

5.1.7.08.07. Bantuan Keuangan 
Kepada Pemenntah Desa 
Pelem. 

Untuk Belanja Bantuan Keuangan 
J T V ' A 1 T x T x 1 

Kepada Pemenntah Desa Pelem. 

5.1.7.08.08. Bantuan Keuangan 
TCepada "Pemerintah Desa 
Poko. 

Untuk Bela nja Bantuan Keuangan 
"Kepada PemerintahDesaPoTco. 

rvaniuan iveuangan 
Kepada Pemerintah Desa 
Pringkuku. 

T T # T 4 * 1 1 1 ^ U y * l y* x\ \r\ U n - M 4*1 T n n T J ' J * . ^ 1 f\ Y i rwr\ xr\ 

u n i u K rieianja iDaniuan Keuangan 
Kepada Pemerintah Desa Pringkuku. 

5,1-7,08.010, -Bantuan -Keuangan 
-Kepada—Pemerintah Desa 

Untuk Belanja Bantuan Keuai^an 
Kepada Pemerintah Desa Sobo. 
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K O D E URAIAN KETERANGAN 

1 2 3 
Sobo. 

5.1.7.08.11, Bantuan Keuangan 
Kepada Pemenntah Desa 
Sugihwaras. 

Untuk Belanja Bantuan Keuangan 
T P — J T V • A 1_ T X "1 

Kepada Pemenntah Desa sugihwaras. 

5.1.7.08.12. Bantuan Keuangan 
Kepada Pemerintah Desa 
Tamanasri. 

Untuk Belanja Bantuan Keuangan 
Kepada Pemerintah Desa Tamanasri 

5.1.7.08,13. Bantuan Keuangan 
Kepada Pemerintah Desa 
Watukaning. 

Untuk Bela nja Bantuan Keuangan 
Kepada Pemerintah Desa Watukaning. 

5.1.7.09, Belanja Bantuan 
Keuangan Kepada 
Pemerintah Desa di 
Kecamatan Pacitan 

5.1.7.09.01. Bantuan Keuangan 
xr J T V • X 1 X X 

Kepada Pemenntah Desa 
Ariowinangun. 

Untuk Belanja Bantuan Keuangan 
T P J T V • A 1 T x » • • 

Kepada Pemenntah Desa Arjowmangun. 

5.1.7.09.02. Bantuan Keuangan 
Kepada Pemerintah Desa 
Bangunsari. 

Untuk Belanja Bantuan Keuangan 
Kepada Pemerintah Desa Bangunsari. 

5.1.7.09.03. Bantuan Keuangan 
Kepada Pemerintah Desa 
Banjarsari. 

Untuk Bela nja Bantuan Keuangan 
T P T T V * X 1 T x T X * * 

Kepada Pemenntah Desa Banjarsan. 

5.1,7.09.04. Bantuan Keuangan 
Kepada Pemerintah Desa 
Bolosingo. 

Untuk Bela nja Bantuan Keuangan 
T P J T V . A 1_ T X T X 1 _ * 

Kepada Pemenntah Desa Bolosmgo. 

5.1.7.09.05. Bantuan Keuangan 
T P J T V • A 1 T X 

Kepada Pemenntah Desa 
Kayen. 

Untuk Bela nja Bantuan Keuangan 
T P T T X * X 1 X X T P 

Kepada Pemenntah Desa Kayen. 

5.1.7.09.06. Bantuan Keuangan 
Kepada Pemerintah Desa 
Kembang. 

Untuk Bela nja Bantuan Keuangan 
Kepada Pemerintah Desa Kembang. 

5.1.7.09.07. Bantuan Keuangan 
T P T V • X T T X 

Kepada. Pemenntah Desa 
Menadi. 

Untuk Bela nja Bantuan Keuangan 
T P 1 T V * X 1 ^ X X P 1 * 

Kepada. Pemenntah Desa. Menadi. 

5.1.7.09.08. Bantuan Keuangan 
T P _ J T V • A T _ T X 

Kepada Pemennta h Desa 
Mentoro. 

Untuk Belanja Bantuan Keuangan 
T P J T L • A T V P a 

Kepada Pemenntah Desa Mentoro. 

5.1.7.09.09. Bantuan Keuangan 
T P ' „ _ J ' T V • X V p * 

Kepada Pemenntah Desa 
Nanggungan. 

Untuk Belanja Bantuan Keuangsin 
' T P T p * * a 9- X Y T T Kepada Pemenntah Desa Nanggungan. 

5.1.7.09.10. Bantuan Keuangan 
X P ^ J T V • • V_ X X 

Kepada Pemenntah Desa 
Ponggok. 

Untuk Bela nja Bantuan Keuangan 
T P J T V " A 1 T X T x 1 

Kepada Pemenntah Desa Ponggok. 

SJ.-7.il9 11 Bantuan Keuangan 
T P J T V • A 1 T X 

Kepada Pemennta h Desa 
Purworejo. 

Untuk Belanja Bantuan Keuangan 
T P J T V * A 1 " 

Kepada Pemenntah Desa Purworejo. 

5.1.7.09.12. Bantuan Keuangan 
Kepada Pemerintah Desa 
Sambong. 

Untuk Bela nja Bantuan Keuangan 
Kepada Pemerintah Desa Sambong. 

5.1.7.09.13. Dantuan Keuangan 
Kepada Pemerintah Desa 
Sedeng. 

D n t u k Belanja Dantuan Keuangan 
Kepada Pemerintah Desa Sedeng. 

5.1.7.09.14. 

• ' . - - - . i f U f n — A i • : 1 

Bantuan Keuangan 
Kepada Pemerintah Desa 
-Semanten-

Untuk Bela nja Bantuan Keuangan 
Kepada Pemerintah Desa Semanten. 

SeWa Asislsn. 
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K O D E XTRAIAN K E T E R A N G A N 

1 2 3 
5.1.7.09.15. Bantuan Keuangan 

Kepada Pemerintah Desa 
Simoboyo. 

Untuk Belanja Bantuan Keuangan 
Kepada Pemerintah Desa Simoboyo. 

5.1.7.09.16. Bantuan Keuangan 
Kepada Pemerintah Desa 
Sukoharfo. 

Untuk Belanja Bantuan Keuangan 
Kepada Pemerintah Desa Sukohaijo. 

5.1.7.09.17. Bantuan Keuangan 
Kepada Pemerintah Desa 
Sumberharjo. 

Untuk Belanja Bantuan Keuangan 
Kepada Pemerintah Desa Sumberharjo. 

5.1.7.09.18. Bantuan Keuangan 
1/ y * XL #L y4 L̂ 1 J y L tVL y* » * • xL f AL V L 1 ~\ MM A A 

Kepaaa remennta n uesa 
Tambakrejo. 

Untuk Belanja Bantuan Keuangan 
Kepada Pemerintah Desa Tambakrejo. 

5.1.7.09.19. Bantuan Keuangan 
Kepada Pemerintah Desa 
Tanjungsari. 

Untuk Belanja Bantuan Keuangan 
Kepada Pemerintah Desa Tanjungsari. 

5.1.7.09.20. Bantuan Keuangan 
Kepada Pemerintah Desa 
W l U U l U . 

Untuk Belanja Bantuan Keuangan 
Kepada Pemerintah Desa Widoro. 

5.1.7.10. Belanja Bantuan 
Keuangan Kepada 
TV yh AL A yv ^̂ hyLy*yV A I 1 

pemerinta n uesa ui 
Kecamatan Kebonagung 5.1.7.10.01. Bantuan Keuangan 
Kepada Pemerintah Desa 
Banjarjo. 

Untuk Belanja Bantuan Keuangan 
Kepada Pemerintah Desa Banjaijo. 

5.1,7.10.02. Bantuan Keuangan 
Kepada Pemerintah Desa 
Gawang. 

Untuk Belanja Bantuan Keuangan 
Kepada Pemerintah Desa Gawang. 

5.1.7.10.03. Bantuan Keuangan 
If" A y* fl A T t y% y* w*< * L tto Vv 1 V yv yY y * 

Kepaaa remennTa n uesa 
Gembuk. 

Untuk Belanja Bantuan Keuangan 
L" y* XL ft 1 3 y . ——fc ALt*1 n tt/L F V | N y4 A y> X W VvV 1 Lf 

K.epaaa remennian uesa o e m D U K . 

5.1.7.10.04. Bantuan Keuangan 
Kepada Pemenntah Desa 
Kalipelus. 

Untuk Belanja Bantuan Keuangan 
Kepada Pemerintah Desa Kalipelus. 

5.1,7.10.05. Bantuan Keuangan 
Kepada Pemerintah Desa 
Karanganyar. 

Untuk Bela nja Bantuan Keuangan 
Kepada Pemerintah Desa Karanganyar. 

5.1.7.10.06. Bantuan Keuangan 
y* X V ZV y4 L̂ T Jŷ -wM • - • xL tt n Vv | V A A A 

Kepaaa pemennta n uesa 
Karangnongko. 

Untuk Belanja Bantuan Keuangan 
Kepada Pemerintah Desa Karangnongko. 

5.1.7.10.07. Bantuan Keuangan 
Kepada Pemerintah Desa 
Katipugal. 

Untuk Belanja Bantuan Keuangan 
Kepada Pemerintah Desa Katipugal. 

5.1.7.10.08. Bantuan Keuangan 
JCepada Pemerintah. Desa. 
Kebonagung. 

Untuk Bela nja Bantuan Keuangan 
Xepada-Pemerintab De.sa-Kebonagung, 

5.1.7.10.09. Bantuan Keuangan 
Kepada Pemerintah Desa 
Ketepung. 

Untuk Belanja Bantuan Keuangan 
Kepada Pemerintah Desa Ketepung. 

5.1.7.10.10. Bantuan Keuangan 
"Kepada Pemerintah Desa 
Ketro. 

Untuk Belanja Bantuan Keuangan 
"Kepada Pemerintah Desa "Ketro. 

5.1.7.10.11. Bantuan Keuangan 
Kepada Pemerintah Desa 
Klesem. 

Untuk Belanja Bantuan Keuangan 
Kepada Pemerintah Desa Klesem. 

.5 - l -7a0 12 Dantuan. ICeuangan 
Kepada Pemerintah Desa 

Untuk Belanja -Bantuan Keuangan 
Kepada Pemerintah Desa Mantren. 

Sekda 

Km 

Katag 

ai r.i y 

N Asisten, 
PD Pemrakarsa 

PD Terkait 



K O D E URAIAN KETERANGAN 

o o 
Mantren. 

5.1.7.10.13. Bantuan Keuangan 
I t tt^no Y1 O T t t y >TXl rtTiTL V n rft T "1 A A A 

K c p a c i a remeruiTan uesa 
Plumbungan. 

Untuk Belanja Bantuan Keuangan 
Kepada Pemerintah Desa Plumbungan. 

5.1.7.10.14. Bantuan Keuangan 
T x y * 1^ A y * X L 1 T A n i A ^ 1 f A V L A A yL 

tvepana remenncan uesa 
Punfung. 

Untuk Belanja Bantuan Keuangan 
Kepada Pemerintah Desa Punjung. 

5.1.7.10.15. Bantuan Keuangan 
Kepada Pemerintah Desa 
Purwoasri. 

Untuk Belanja Bantuan Keuangan 
Kepada Pemerintah Desa Purwoasri. 

5.1.7.10.16. Bantuan Keuangan 
Kepada Pemerintah Desa 
Sanggrahan. 

Untuk Belanja Bantuan Keuangan 
Kepada Pemerintah Desa Sanggrahan. 

5.1.7.10.17. Bantuan Keuangan 
Kepada Pemerintah Desa 
Sidomulyo. 

Untuk Belanja Bantuan Keuangan 
Kepada Pemerintah Desa Sidomulyo. 

5.1.7.10.18, Bantuan Keuangan 
Kepada Pemeriiilah Desa 
Wonogondo. 

Untuk Belanja Bantuan Keuangan 
Kepada Pemerintah Desa Wonogondo. 

5.1.7.10.19. Bantuan Keuangan 
Kepada Pemerintah Desa 
wora wan. 

Untuk Belanja Bantuan Keuangan 
Kepada Pemerintah Desa Wora Wari. 

5.1.7.11, Belanja Bantuan 
Keuangan Kepada 
Pemerintah Desa di 
Kecamatan Aijosari 

5.1.7.11.01. Bantuan Keuangan 
Kepada Pemerintah Desa 
Ariosari. 

Untuk Belanja Bantuan Keuangan 
Kepada Pemerintah Desa Aijosari. 

5.1.7.11.02. Bantuan Keuangan 
Kepada Pemerinta h Desa 
Borang. 

Untuk Bela nja Bantuan Keuangan 
Kepada Pemerintah Desa Borang. 

5.1.7.11.03. Bantuan Keuangan 
Kepada. Pemerintah Desa_ 
Gayuhan. 

Untuk Belanja Bantuan Keuangan 
Kepada, Pemerintah Desa. Gayuhan. 

5.1.7.11.04. Bantuan Keuangan 
Kepada Pemerintah Desa 
Gegeran. 

Untuk Belanja Bantuan Keuangan 
Kepada Pemerintah Desa Gegeran. 

5.1.7.11.05. Bantuan Keuangan 
Kepada Pemenntah Desa 
Gembong. 

Untuk Belanja Bantuan Keuangan 
Kepada Pemenntah Desa Gembong. 

5.1.7.11.06. Bantuan Keuangan 
Kepada Pemerintah Desa 
Gunungsari. 

Untuk Belanja Bantuan Keuangan 
Kepada Pemerintah Desa Gunungsari. 

3.1.7,11,97- Bantuan Keuangan Untuk Belanja Ran tua n Kei i a nga n 
\t A Y V A #V A T n * ^ L v * i n f A V L I "\ A A A 

ivepaaa remennian uesa 
Jatimalang. 

T x A wm y* t\ A T J ^ L Y V I y * an i x ^ tt A Vv 1 1 A A A 1 A T V A 1 A W fX 

xvepaaa remennian uesa oaiimaiang. 

5.1.7.11.08. Bantuan Keuangan 
Kepada Pemerintah Desa 
Jetis Kidul. 

Untuk Belanja Bantuan Keuangan 
Kepada Pemerintah Desa Jetis Kidul. 

5.1.7.11.09. Bantuan Keuangan 
Kepada Pemerintah Desa 
T x A i ' l L w * ftfwn.^\^a 

ivaranggeae. 

Dntuk BeTa nja Bantuan Keuangan 
Kepada Pemerintah Desa Karanggede. 

5.1.7.11.10. Bantuan Keuangan 
Kepada Pemerintah Desa 
Karangrejo-

Untuk Belanja Bantuan Keuangan 
Kepada Pemerintah Desa Karangrejo. 

pj.,v,fH;prart-i 
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5 .1 .7 .11 .11 . Bantuan Keuangan 

Kepada Pemerintah Desa 
Kedungbendo. 

Untuk Belanja Bantuan Keuangan 
Kepada Pemerintah Desa Kedungbendo. 

5 .1 . 7 . 11 .12 . Bantuan Keuangan 
Kepada Pemerintah Desa 
Mangunharjo. 

Untuk Belanja Bantuan Keuangan 
Kepada Pemerintah Desa Mangunharjo. 

3 . 1 . 7 . 1 1 . 1 3 . Bantuan Keuangan 
Kepada Pemerintah Desa 
Mlati. 

Untuk Belanja Bantuan Keuangan 
Kepada Pemerintah Desa Mlati. 

5 .1 .7 .11 .14 . Bantuan Keuangan 
Kepada Pemerintah Desa 
Pagutan. 

Untuk Belanja Bantuan Keuangan 
Kepada Pemerintah Desa Pagutan. 

5 .1 . 7 . 11 .15 . Bantuan Keuangan 
Kenada Pemerintah Desa 
Sedayu. 

Untuk Belanja Bantuan Keuangan 
Kenada Pemerintah Desa Sedavu 
ttttVy L / V L L t t C J . A \M AAAAM A AA A V 4 4 a A MJSM\X%JA AJ\M\IA%AJ V 4 * 

5 .1 .7 .11 .16 . Bantuan Keuangan 
Kepada Pemerintah Desa 
Temon. 

Untuk Belanja Bantuan Keuangan 
Kepada Pemerintah Desa Temon. 

5 .1 .7 .11 .17 . Bantuan Keuangan 
Kepada Pemerintah Desa 
Tremas. 

Untuk Belanja Bantuan Keuangan 
Kepada Pemerintah Desa Tremas. 

5.1.7.12. Belanja Bantuan 
Keuangan Kepada 
Pemerintah Desa di 
Kecamatan Nawangan 

5 .1 .7 .12 .01 . Bantuan Keuangan 
Kepada Pemerintah Desa 
Gondang. 

Untuk Belanja Bantuan Keuangan 
Kepada Pemerintah Desa Gondang. 

5 .1 .7 .12 .02 . Bantuan Keuangan 
Kepada Pemerintah Desa 
Jetislor. 

Untuk Bela nja Bantuan Keuangan 
Kepada Pemerintah Desa Jetislor. 

5 .1 .7 .12 .03 . Bantuan Keuangan 
Kepada Pemerintah Desa 
Mujing. 

Untuk Belanja Bantuan Keuangan 
Kepada Pemerintah Desa Mujing. 

5 .1 .7 .12 .04 . Bantuan Keuangan 
Kepada Pemerintah Desa 
Nawangan. 

Untuk Belanja Bantuan Keuangan 
Kepada Pemerintah Desa Nawangan. 

5 .1 .7 .12 .05 . Bantuan Keuangan 
Kepada Pemerintah Desa 
Ngiumo. 

Untuk Belanja Bantuan Keuangan 
Kepada Pemerintah Desa Ngromo. 

5 .1 .7 .12 .06 . Bantuan Keuangan 
Kepada Pemerintah Desa 
Paldsbaru. 

Untuk Belanja Bantuan Keuangan 
Kepada Pemerintah Desa Pakisbaru. 

5 ,1 .7 . 12 .07 . Bantuan Keuangan 
KppaHa Ppmi»rintab np?ia 
Penggung. 

Untuk Belanja Bantuan Keuangan 
KppaHa Ppmprintah Dpsq Ppnggung. 

5 ,1 .7 .12 .08 . Bantuan Keuangan 
Kf*nada Ppmprintah D P ^ 
1 4 V W C . V . C 4 X v x u \ . i i x x v c x x x j y v o c x 

Sempu. 

Untuk Belanja Bantuan Keuangan 
Kenada Pemerintab Desa Semnu 
a VVy i xC4 , L 4 C 4 A LyJtt t tVyA 1 ' ' H A 1 -* AJX^a^AA " — ' L , AAA 1/ %X • 

5 .1 .7 . 12 .09 . Bantuan Keuangan 
TCepada Temerintah Desa 
Tokawi. 

Untuk Belanja Bantuan Keuangan 
TCepada Temerint aTi Desa ToTcawi. 

5.1.7.13. Belanja Bantuan 
Keuangan Kepada 
Pemerintah Desa dl 
Kecamatan^Bandar 
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5.1.7.13.01. Bantuan Keuangan 

Kepada Pemerintah Desa 
Bandar. 

Untuk Bela nja Bantuan Keuangan 
T X ^ » T V • * T T V T V _1 _ Kepada Pemenntah Desa Bandar. 

5.1.7.13.02. Bantuan Keuangan 
Kepada Pemerintah Desa 
Bangunsari. 

Untuk Belanja Bantuan Keuangan 
Kepada Pemerintah Desa Bangunsari. 

5.1.7.13,93. Bantuan Keuangan 
X X _1 r% * a 1 v x 

Kepada Pemennta h Desa 
Jeruk. 

Untuk Belanja Bantuan Keuangan 
T F 1 n * • T V x V T 

Kepada Pemenntah Desa Jeruk. 

5.1.7.13.04. Bantuan Keuangan 
tx J T V * A T - T X 

Kepada Pemenntah Desa 
Kledung, 

Untuk Belanja Bantuan Keuangan 
XX _T T V * * T T X V n T 

Kepada Pemenntah Desa Kledung. 

5.1.7.13.05. Bantuan Keuangan 
Kepada Pemerintah Desa 
Ngunut 

Untuk Belanja Bantuan Keuangan 
Kepada Pemerintah Desa Ngunut 

5.1.7.13.06. Bantuan Keuangan 
Kepada Pemerintah Desa 
Peluiigsiiiaraiig: 

Untuk Belanja Bantuan Keuangan 
Kepada Pemerintah Desa Petungsinarang. 

5.1.7.13.07. Bantuan Keuangan 
Kepada Pemerintah Desa 
Tumpuk. 

Untuk Bela nja Bantuan Keuangan 
Kepada Pemerintah Desa Tumpuk. 

5.1.7.13.08. Bantuan Keuangan 
Kepada Pemerintah Desa 
Watupatok. 

Untuk Bela nja Bantuan Keuangan 
Kepada Pemerintah Desa Watupatok. 

5.1.7.14. Belanja Bantuan 
Keuangan Kepada 
T V - _ # _ _ 4 _ _ T T V _ ^ ^ • • 

Femerintan Desa dl 
Kecamatan Tegalombo 

5.1.7.14.01. Hantaan Keuangan 
Kepada Pemerintah Desa 
Gedangan. 

Untuk Belanja Bantuan Keuangan 
XX _1 T V ' J 1 T X XX J 

Kepada Pemenntah Desa Gedangan. 

5.1.7.14.02. Bantuan Keuangan 
Kepada Pemerintah Desa 
Gemaharjo. 

Untuk Belanja Bantuan Keuangan 
Kepada Pemerintah Desa Gemaharjo. 

5.1.7.14.03. Bantuan Keuangan 
Kepada Pemerintah Desa 
Kasihan. 

Untuk Belanja Bantuan Keuangan 
TX J T x • J . T T V XX *1 

Kepada Pemenntah Desa Kasihan. 

5.1.7.14.04. Bantuan Keuangan 
Kepada Pemerintah Desa 
Kebondalem. 

Untuk Belanja Bantuan Keuangan 
Kepada Pemerintah Desa Kebondalem. 

5.1.7.14.05. Bantuan Keuangan 
Kepada Pemerintah Desa 
Kemuning. 

Untuk Bela nja BantU£in Keuangan 
XX J T V • A XM T X XX • 

Kepada Pemenntah Desa Kemumng. 

5.1.7.14.06. Bantuan Keuangan 
Kepada Pemer intah D e s a 
Ngreco. 

Untuk Belanja Bantuan Keuangan 
JCepadaPemprintah Desa-Ngieco. 

5.1.7.14.07. Bantuan Keuangan 
Kepada Pemerintah Desa 
Ploso. 

Untuk Belanja Bantuan Keuangan 
XX T W * A T T X T V l Kepada Pemenntah Desa Ploso. 

5.1.7.14.08. Bantuan Keuangan 
"Kepada Temerintah Desa 
Pucangombo. 

Untuk Belanja Bantuan Keuangan 
TCepada PemerintahDesa "Pucangombo. 

c 1 T 1 ,^ nn 

5.1.7.14.09. Bantuan Keuangan 
Kepada Pemerintah Desa 
Tahunan. 

Untuk Belanja Bantuan Keuangan 
Kepada Pemerintah Desa Tahunan. 

.5J,-7U4J0, Bantuan Keuangan 
Kepada Pemerintah Desa 

Untuk Belanja -Bantuan -Keuangan 
Kepada Pemerintah Desa Tahunan Baru. 

Parar Hiora,'ki 
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Tahunan Baru. 
5.1.7.14.11. Bantuan Keuangan 

Kepada Pemerintah Desa 
Tegalombo. 

Untuk Belanja Bantuan Keuangan 
Kepada Pemerintah Desa Tegalombo. 

5.1,7.15. Belanja Bantuan 
Keuangan Kepada 
Femerintan Desa "di 
Kecamatan Tulakan 

5.1.7.15.01. Bantuan Keuangan 
X X ^ —. J ^ TV • A a T X 

Kepada Pemenntah Desa 
Bubakan. 

Untuk Belanja Bantuan Keuangan 
Kepada Pemerintah Desa Bubakan. 

5.1.7.15.02. Bantuan Keuangan 
XX J TX ' J • T x 

Kepada Pemenntah Desa 
Bungur. 

Untuk Belanja Bantuan Keuangan 
Kepada Pemerintah Desa Bungur. 

5.1.7.15.03. Bantuan Keuangan 
XX _ J — TV * A 1 T X 

Kepada Pemenntah Desa 
Gasang. 

Untuk Bela nja Bantuan. Keuangan 
X X 1 T X * d 1 T x ^X 

Kepada Pemenntah Desa Gasang. 

5.1.7.15:04. Bantuan Keuangan 
X X MM - 1 ^ TV • A 1 T X 

Kepada Pemenntah Desa 
Jatigunung. 

Untuk: Belanja Bantuan Keuangan 
XX • W * X 1 ^ X T • * 

Kepada Pemenntah Desa Jatigunug. 

5.1.7.15,05. Bantuan Keuangan 
Kepada Pemerintah Desa 
Jetak. 

Untuk Belanja Bantuan Keuangan 
Kepada Pemerintah Desa Jetak. 

5.1.7.15.06. Bantuan Keuangan 
Kepada Pemerintah Desa 
kalikuning. 

Untuk Bela nja Bantuan Keuangan 
Kepada Pemerintah Desa Kalikuning. 

5.1.7.15.07. Bantuan Keuangan 
XX -M J TV ' A 1 _ T X 

Kepada Pemenntah Desa 
Ketro. 

Untuk Belanja Bantuan Keuangan 
XX J TV • A f T X XX A 

Kepada Pemenntah Desa Ketro, 

5.1.7.14.08. Bantuan Keuangan 
Kepada Pemerinta h Desa 
Kluwih. 

Untuk Bela nja Bantuan Keuangan 
Kepada Pemerintah Desa Kluwih. 

5.1.7.15.09. Bantuan Keuangan 
Kepada Pemerintah Desa 
Losari, 

Untuk Belanja Bantuan Keuangan 
Kepada. Pemerintah Desa. Losari. 

5.1.7.15.10. Bantuan Keuangan 
Kepada Pemerintah Desa 
Ngile. 

Untuk Belanja Bantuan Keuangan 
Kepada Pemerintah Desa Ngile. 

5.1.7.15.11. Bantuan Keuangan 
Kepada Pemerintah Desa 
Nglaran. 

Untuk Belanja Bantuan Keuangan 
Kepada Pemerintah "Desa Nglaran. 

5.1.7.15.12. Bantuan Keuangan 
Kepada Pemerintah Desa 
Ngumbul. 

Untuk Belanja Bantuan Keuangan 
T F 1 n * • 1 ^ x X T i _ 1 

Kepada Pemenntah Desa Ngumbul. 

Bantuan Keuangan Untuk Belanja Bantuan Keuangan 
Kepada Pemerintah Desa 
Padi. 

•w 9 _m Y * • *_ 1 . Y X TV _1 ? 

Kepada Pemenntah Desa Padu 

5.1.7.15.14. Bantuan Keuangan 
Kepada Pemerintah Desa 
Tulakan. 

Untuk Belanja Bantuan Keuangan 
Y Y T TV • A L T X XW\- 1 — 1 . 

Kepada Pemenntah Desa Tulakan. 

5.1.T.13.T5. Bantuan Keuangan 
Kepada Pemerintah Desa 
T T T ^ —^ ^ _ A J 

Wonoanti. 

TJntuk Belanja Dantuan Keuangan 
Kepada Pemerintah Desa Wonoanti. 

5.1.7.15.16. Bantuan Keuangan 
Kepada Pemerintah Desa 
WonosidL 

Untuk Belanja Bantuan Keuangan 
Kepada Pemerintah Desa Wonosidi. 

SeW3 
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5.1.7.16. Belanja Bantuan 

Keuangan Kepada 
iremennran uesa at 
Kecamatan Ngadirojo 

5.1.7.16.01. Bantuan Keuangan 
Kepada Pemerintah Desa 
T 3 _ A — 

DOdag. 

Untuk Belanja Bantuan Keuangan 
Kepada Pemerintah Desa Bodag. 

5.1.7.16.02. Bantuan Keuangan 
Kepada Pemerintah Desa 
Bogoharjo. 

Untuk Belanja Bantuan Keuangan 
Kepada Pemerintah Desa Bogoharjo. 

5.1.7.16.03. Bantuan Keuangan 
Kepada Pemerintah Desa 
Cangkring. 

Untuk Belanja Bantuan Keuangan 
Kepada Pemerintah Desa Cangkring. 

5.1.7.16.04. Bantuan Keuangan 
Kepada Pemerintah Desa 
Cokrokembang. 

Untuk Belanja Bantuan Keuangan 
Kepada Pemerintah Desa Cokrokembang. 

5.1.7.16.05. Bantuan Keuangan 
lZnX\tt F L n 1 l y y WW* y* ••• Y X tt f\ r\ 1 V y* y . MM 

ivepaaa remeiinTan uesa 
Hadiluwih. 

Untuk Bela nja Bantuan Keuangan 
If* * v ft /tt n 1 1 n T H y * * tt/1 T V 1 1 A A n iJn F L i l l i n n r v 

Kepaaa remennian uesa riaaiiuwin. 

5.1.7.16.06. Bantuan Keuangan 
Tf ' A T V t\ F L n 1 lyfc wV* *• g * v tt/V rV 1 V yv y4 y-4 

Kepaaa t^emermian uesa 
Hadiwamo. 

Untuk Belanja Bantuan Keuangan 
Kepada Pemerintah Desa Hadiwamo. 

5.1.7.16.08. Bantuan Keuangan 
Kepada Pemerintah Desa 
Ngadirojo. 

Untuk Bela nja Bantuan Keuangan 
Kepada Pemerintah Desa Ngadirojo. 

5.1.7.16:09. Bantuan Keuangan 
Kepada Pemerintah Desa 
Nogosari. 

Untuk Belanja Bantuan Keuangan 
Kepada Pemerintah Desa Nogosari. 

5.1.7.16.10. Bantuan Keuangan 
Kepada Pemerintah Desa 
Pagerejo. 

Untuk Belanja Bantuan Keuangan 
Kepada Pemerintah Desa Pagerejo. 

5.1.7.16.11. Bantuan Keuangan 
Kepaaa remennian uesa 
Sidomulyo. 

Untuk Belanja Bantuan Keuangan 
IX yv -m-M MM y f A t J y * * * ^ yv • w*. tt A tt* T N A A A « y l F L W L I 1 1 1 T F L 

Kepaua remenntan uesa oiuomuiyo. 

5.1.7.16.12. Bantuan Keuangan 
Kepada Pemerintah Desa 
Tanjungton 

Untuk Belanja Bantuan Keuangan 
Kepada Pemerintah Desa Tanjunglor. 

5.1.7.16.13. Bantuan Keuangan 
Kepada Pemerintah Desa 
Tanjungpuro. 

Untuk Belanja Bantuan Keuangan 
Kepada Pemerintah Desa Tanjungpuro. 

5.1.7.16.14. Bantuan Keuangan 
Kepada Pemerintah Desa 
Wiyoro. 

Untuk Bela nja Bantuan Keuangan 
Kepada Pemerintah Desa Wiyoro. 

5.1.7.16.15, Bantuan Keuangan 
Kepada Pemerintah Desa 
Wonoasri. 

Untuk Belanja Bantuan Keuangan 
Kepada Pemerintah Desa Wonoasri. 

5.1.7.16.16. Bantuan Keuangan 
Kepada Pemerintah Desa 
Wonodadi Kulon. 

Untuk Belanja Bantuan Keuangan 
Kepada Pemerintah Desa Wonodadi 
Kulon. 

5.1.7.16.17. Bantuan Keuangan 
Kepada Pemerintah Desa 
Wonodadi Wetan. 

Untuk Belanja Bantuan Keuangan 
Kepada Pemerintah Desa Wonodadi 
Wetan. 

5 , i , 7 , a 6 j a , Rantimn Keiinngan 
Kepada Pemerintah Desa 

Untuk Belanja Bantuan Keuangan 
Kepada Pemerintah Desa Wonokarto. 
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Wonokarto. 

5.1.7.16.19. Bantuan Keuangan 
Kepada Pemerintah Desa 
\X//\ z \ < s r \ Vvi W U I l U o U U U . 

Untuk Belanja Bantuan Keuangan 
Kepada Pemerintah Desa Wonosobo. 

5.1.7.17. Belanja Bantuan 
Keuangan Kepada 

Kecamatan Sudimoro 
5.1.7.17.01. Bantuan Keuangan 

T ^ ^ t i o r i zi r*t*i H l^ i l i T~̂ oc o 

Kcpaua rc i i ier inia i i uesa 
Gunungrejo. 

Untuk Belanja Bantuan Keuangan 
KcpaUd remennian, uesa uuiiuiigreju. 

5.1.7.17.02, Bantuan Keuangan 
K^pnarla P^^mpTintoVi R#»ca I V C ^ a U a A C l i l C l U l t c U l X J C o i l 

Karangmulyo. 

Untuk Belanja Bantuan Keuangan 
I^rinaHa P A m r ^ t r n l c i V i Rr*CQ T ^ Q r o n o m i T l t / r i 

i v e p d U d . x ^ e u i c i i i i u x i i uesa x v c u c i i i g i u u i y u . 

5.1.7.17.03. Bantuan Keuangan 
T ^ F f i Q r l a P / ^ t T i z ^ W t i l a l i R a c q i V C ^ a U a f C U I C I U l t a i l iJOocL 

Ketanggung. 

Untuk Belanja Bantuan Keuangan 
\^tiT\fit\cx P a t h r » W r i l o V l R a c * ! T ^ a I o r r t r r m r i d 

ivepaud X cuic imi i in uesa xveLaiiggLUig. 
5.1.7.17.04. Bantuan Keuangan 

Kepaaa remeimian uesa 
Klepu. 

Untuk Belanja Bantuan Keuangan 
Kepaaa remennian uesa Kxepu. 

5.1.7.17.05. Bantuan Keuangan 
x v c p a U a rc iuc iu iu i i i i/csa 

Pagerkidul. 

Untuk Belanja Bantuan Keuangan 
T ^ A H r i r i Q P a t h A f i r i I r i V i T ^ a g o U r i A A f l f i d i l l 

xvcpaua rcuiciuiLdii uesa ragciKiuui. 
5.1.7.17.06. Bantuan Keuangan 

KpnaHfl Ppmprintali Rpoii 
Pagerlor. 

Untuk Belanja Bantuan Keuangan 
T̂ PTiaHa PpiriPTiTitaVi Rpca Pnffprlnp x v e p a u d X e u i e i a i i a x i uesa x ^ a g e x i u i . 

5.1.7.17.07. Bantuan Keuangan 
T^r.Ti ' i r i o P ^ T T i n f i H l o r i T ^ o o o 

ivepdUci rcxucriiiuiii uesa 
"Sembowo. 

Untuk Belanja Bantuan Keuangan 
\C tAW\f\ i\ ft W l HhT" ! Y l t o rV I T AO O ^ J o Y Y I V \ / V T i r # V 

Kepaua remeruiTan uesa oemuowo. 
5.1.7.17.08. Bantuan Keuangan 

XiTorio f1 o T̂ m̂ oi*ih I a T i l^aci 
i\.epaua rei i ier inuii i uesa 
Sudimoro. 

Untuk Belanja Bantuan Keuangan 
\c fkX\r% f \ O T^A Y t v A Y v Y11 n ri Ti AO r\ i /V i m a wx 

Kcpaua remei inian uesa ouuimoro. 
5.1.7.17.09. Bantuan Keuangan 

IrTr̂ nrirla Pr*mr*r1nta1i Rncri 
i v c ^ r i u H - r e u i e i u i i a i i uesa.. 
Sukorejo. 

Untuk Belanja Bantuan Keuangan 
T ^ A H o r r o P a t h A r m In Vi W a g O Q i i t m r A i n 

x v c p a i i H . rcincniiLdiX uesd.oiXKUieju. 
S 1 7 17 10 
W « t t * 1 • A 9 t X . \ J a 

Rji n f 11 a n l^pi i a n 0 3 n 
L J f l l i L U C U l I V 4 : U d l l g c U l Kpnadn PpmprtntaVi R P Q A i v v ^ d u d 1 4.11X4.1 i i i u d i x uiiock. 

Sumberejo. 

Tin t i l l/ Rplania Rafitiinri TfpiianoQn u u c u j L D e i a i i j a u a i i L u a u i v e u a i i g a i i 

K^pn f̂ts PpmpWritaVi R P C P ^ U T Y I V I P T P I O x v e ^ a u d X c i x i e i u i i a i i u e s a o u a i u e i e j u . 

5.1.8. BELANJA TIDAK 
TKKDUUA 

c 1 Q n i n i T ^ / i l ' ^ T V i F i 'Pi/lfiT^ T^/vtt1 n rro OCittlllJcl ilUdK ICIUUg^ T T r i l T i l r T 3 a 1 o m A 'fc*.,l n 1 , ' l âtyt i t ryo ttttIitT,, 

uniuK ueianja iiuaK leruuga uniuK 
l / A T i A r l i T o n TT1 A r i d A c p l / xtqtttt r l i t A t c i n V ' Q r i 

i 4 C | x c i i u a i x u i e i i u c s a K . yang uiLciapi^au riplnm APRR Ppmprintnti TTpViunptpn 4 i d i c L i i x x u u i y 1 e x x i e x x x i i i u i x v d u u k i d L C i i 

Pacitan, 5.2. BELANJA LANGSUNG 
5.2.1. BELANJA PEGAWAI 
5.2.1.01. Honorarium PNS 
5.2.1.01.01. Honorarium Panitia 

Pelaksana Kegiatan 
Untuk pembayaran Honorarium 
pengelola keuangan dan barang, 
panitia/Tim pelaksana Kegiatan bagi PNS 
maupun Non PNS yang ditetapkan 
H A r i d P n c u r a t t C A m i t i T C Q H R n n a t f a t a u 

u e i i g a i x s u i a L i v e p u L u s a i i u u ^ a u a i a u 

Kepala OPD 5.2.1.01,02. Honorarium Tim 
Pengadaan Barang dan 

Jasa 1 

Untuk Biaya Honorarium Bagi PNS yang 
mendapat Tugas sebagai Tim Pengadaan 
Barang dan Jasa d i lingkungan 

SektJa 

Km 

Katag 
Hukum 

Asisten 

PD Pemrakarsa 

PD Terkail 
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• 

• 

1 2 3 

• 

• 

Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan. 

• 

• 

5.2.1.01.03. Honorarium Tim 
Pemeriksa Barans dan 
Jasa 

Untuk Biaya Honorarium Bagi PNS yang 
mendapat Tugas sebagai Panitia/Pejabat 
Pemerika Barang dan Jasa, serta 
pengawas lapangan PNS dan Non PNS d i 
lingkungan Pemerintah Daerah 
Kabupaten Pacitan. 

• 

• 

5.2.1.01.04. Honorarium Tim Penilaian 
Angka Kredit 

Untuk Biaya Honorarium Bagi PNS yang 
mendapat Tugas sebagai Tim Penilaian 
Angka Kredit d i lingkungan Pemerintah 
Daerah Kabupaten Pacitan. 

• 

• 

5,2.1.01.05. Honorarium Tim 
Perencana Pengadaan 
Tanah 

Untuk Biaya Honorarium Bagi PNS yang 
mendapat Tugas sebagai Tim Perencana 
Pengadaan Tanah d i lingkungan 
Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan. 

• 

• 

5.2.1.01.06. Honorarium Pejabat 
Penerima Hasil Pekerjaan 

Untuk Biaya Honorarium Bagi PNS yang 
mendapat Tugas sebagai panitia/pejabat 
Penerima Hasil Pekerjaan d i lingkungan 
Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan. • 

• 

5.2.1.01.07. Honorarium Penilik Untuk Biaya Honorarium Bagi PNS yang 
mendapat Tugas sebagai penilik d i 
lingkungan Pemerintah Daerah 
Kabupaten Pacitan. 

• 

• 

5.2.1.02. Honorarium Non PNS 

• 

• 

5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai 
Honorer/tidak tetap 

Untuk Biaya Honorarii i m Tenaga 
Honorer/ Pegawai Tidak Tetap d i 
lingkungan pemerintah Daerah 
Kabupaten Pacitan. 
Contoh: 
1. Upah honorer Daerah 
2. Upah tenaga PP31. 

• 

• 
5.2.1.03. Uang Lembur 

• 

• 
5.2.1.03.01. UangLembur PNS Untuk Pemberian Uang Lembur bagi 

tenaga PNS yang melaksanakan 
pekerjaan pada waktu diluar j am keija 
pada hari kerja. 

• 

• 5.2.1.03.02. Uang Lembur Non PNS Untuk Pemberian Uang Lembur bagi 
tenaga Honorer Daerah / tenaga harian 
lepas yang mela ksanakan pekerjaan 
pada waktu diluar j am kerja pada har i 
kerja. 

• 

• 
5.2.1.04. Jasa Pemungutan 

• 

• 
5.2.1.04.02. Jasa Pemungutan Pajak 

Daerah dan PBB 
Untuk Pemberian Jasa Pemungutan 
Pajak Daerah dan PBB 

• 

• 
5.2.1.06. Honorarium Pengelolaan 

Dana BLUD 

• 

• 

5.2.1.06.01. Honorarium Pengelolaan 
Dana BLUD 

Untuk Pemberian Honorarium 
Pengelolaan Dana BLUD. 

• 

• 

5.2.1.07. Belanja Pegawai BOS 

• 

• 

5.2.1.07.01. Belanja Pegawai BOS Untuk Belanja Pegawai BOS. 

• 

• 

5.2.2. BELANJA BARANG DAN 
JASA 

• 

• 

5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai 
Habis Kantor 

• 

• 

5.2.2,01.01. Belanja alat tul is kantor Untuk Pembelian Kebutuhan 
peralatan/Alat Tulis kantor dengan masa Paraf Hi' P? =f Koorciinasi 
Untuk Pembelian Kebutuhan 
peralatan/Alat Tulis kantor dengan masa 

bekca Asisten u 
Km I 

PD Pemrakarsa 

Katag 
HuKum J -

PD Terkail 
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pakai kurang dari 12 bulan atau paka i 
habis 

5.2.2.01.02. Belanja dokumen/ 
administrasi tender 

Untuk Pengadaan dokumen dan 
Adminitrasi pengadaan barang dan jasa 
untuk Pemerintah Daerah Kabupaten 
Pacitan. 

5.2.2.01.03, Belanja alat l is tr ik dan 
elektronik ( lampu pljar, 
battery kcring) 

Untuk Pembelian Alat Listr ik dan 
Elektronik dengan masa pakai kurang 
dari 12 Bulan atau pakai habis. 

5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai 
dan benda pos lainnya 

Untuk pembelian perangko, materai dan 
benda pos lamnya. 

5.2.2.01.05. Belanja 
kebersihan 
pembersih 

peralatan 
dan bahan 

Untuk pembelian peralatan kebersihan 
dan bahan pembersih dengan masa pakai 
kurang dari 12 bulan atau pakai habis 

5.2.2.01.05. Belanja Bahan 
Minyak/Gas 

Bakar Untuk Pembelian bahan bakar minyak 
dan gas. 

5.2.2.01.07. Belanja pengisian tabung 
pemadam kebakaran 

Untuk biaya pengisian tabung pemadam 
kebakaran. 

5.2.2.01.08. Belanja pengisian tabung 
gas 

Untuk biaya pengisian tabung gas. 

5.2.2.01.09. Belanja Peralatan 
Penunjang Kesehatan 

Pembelian alat kesehatan dengan masa 
pakai kurang dari 12 bulan atau sekali 
pakai. 

5.2.2.01.10. Belanja pengadaan blanko 
Cek/Giro 

Untuk Pembelian Cek/giro 

5.2.2.01.11, Belanja 
Dokumentasi/Dekorasi 

Untuk Mengalokasikan 
dokumentasi. 

kebutuhan 

5.2.2.01.12. Belanja Kotak Saran Untuk pengeluaran atas pembelian Kotak 
Saran 

5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 
5.2.2.02,01. Belanja bahan 

bangunan 
baku Untuk mengalokasikan biaya bahan baku 

bangunan / material tidak termasuk 
upah pemasangan 

5.2-2,02,02. Belanja 
tanaman 

bahan/bibit •Untuk mengalokasikan 
bahan/bibit tanaman. 

pengandaan 

5.2.2.02.03. Belanja bibit temak Untuk mengalokasikan pengadaan bibit 
temak. 

5.2.2.02.04. Belanja bahan obat-obatan Untuk mengalokasikan pengadaan obat -
obatan 

5.2.2.02.05. Belanja bahan kimia Untuk mengalokasikan kebutuhan bahan 
kimia. 

5.2.2.02.06. Belanja 
Tropy/ Piagam / Hadiah 

Untuk mengalokasikan biaya kegiatan / 
pekerjaan pengadaan 
Tropy / Piagam / Hadiah. 

5.2.2.02.97. Belanja Pakan Temak Untuk mengalokasikan biaya kegiatan / 
pekerjaan pengadaan Pakan Temak. 

5.2.2.02.08. Belanja bahan pupuk Untuk mengalokasikan biaya kegiatan / 
pekerjaan pengadaan Bahan Pupuk. 

5.2.2.02.09. Belanja bibit ikan dan 
pakan 

Untuk mengalokasikan biaya kegiatan / 
pekerjaan pengadaan Bibit Ikan dan 
Pakan. 

5.2.2.02.10. Bahan Baku Perikanan Untuk mengalokasikan biaya kegiatan / 
pekerjaan pengadaan Bahan Baku 
Perikanan. 

5.2.2.02.11. Belanja Bahan Makanan Untuk mengalokasikan biaya kegiatan / 
pekerjaan pengadaan Bahan Makanan. 

5.2.2.02.12. Belanja Bahan Baku Untuk mengalokasikan biaya kegiatan / 
Paraf Hierarlci 

Sekda 

Km f 

• - ,n y 
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1 2 3 
Industri pekerjaan pengadaan Bahan Baku 

Industri . 
r /T /N i V / T 1 1 

5.2.2.02.13. Belanja Bahan 
Praktik/Peraga / pelatihan 
/ Uikiat 

Untuk mengalokasikan biaya kegiatan / 
pekerjaan pengadaan Bahan 
?->•- -. 1 - t t J l - / T T * * * -M _ _ # „ y v l y * ttJl* y* M i T N * 1 - 1 A tt / 

Praktik/ Peraga / pelatihan / u ik la t ( 
catatan : tidak boleh langsung 
discrahkan sebelum proses dihibahkan) AA J V / V f\f\ V <• 

5.2.2.02.14. 
n V * n 1 X V 1 J • 

Belanja Peralatan Industn 
T T 1 1 1 1 *1 1 ' 1 * X. / 

Untuk mengalokasikan biaya kegiatan / 
pekerjaan pengadaan Peralatan Industri . 

5.2.2.02.15. Belanja Induk hewan dan 
tumbuhan 

Untuk mengalokasikan biaya kegiatan / 
pekerjaan pengadaan Induk hewan dan 
tumbuhan. 

5.2.2.02.16. Belanja Bingkai / Figura 
Larabang / Logo /Lukisan 
/ Hiasan Binding 

Untuk mengalokasikan biaya kegiatan / 
pekerjaan pengadaan Bingkai /Figura 
Lambang/ Logo/ Lukisan /Hiasan 
Binding. 

5.2.2.02.17 Belanja Souvenir T T x . 1 1 1 "1 1 * 1 * A i 

Untuk mengalokasikan biaya kegiatan / 
pekerjaan pengadaaiiSouvemr.. 5.2.2.02.18. Bela nja Bahan Baku 

Petemakan 
Untuk mengalokasikan biaya kegiatan / 
pekerjaan pengadaan Bahan Baku 
Petemakan. 

5.2.2.02.19. Belanja Bahan Cadangan 
Pangan 

Untuk mengalokasikan biaya kegiatan / 
pekerjaan pengadaan Bahan Cadangan 
Pangan. 

5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 
5.2.2.03.01. Belanja telepon Untuk mengalokasikan kebutuhan jasa 

kantor bempa pembayaran rekening 
Telepon termasuk Speedy. 

c / * - < a - / » a -

5.2.2.03.02. Belanja air Un tuk mengalokasikan biaya rekening 
air. 

5.2.2.03.03. Belanja l istrik Untuk mengalokasikan biaya rekening 
listrik meliputi pra dan pasca bayar, 
tambah daya dan pemasangan bam 

5,2.2.03.04^ Belanja Jasa pengumuman 
lelang/ pemenang lelang 

Untuk mengalokasikan biaya Publ ikasi 
pelaksanaan pengadaan barang dan jasa 
dilingkungan Pemerintah Daerah 
T X 1 — — * — — * tt . - ^ 1 1 Z M^ * — tt 1 / 

Kabupaten Pacitan melalui media cetak / 
elektronik. 

5.2.2.03.05. Belanja surat 
Kabar/majalah 

Untuk mengalokasikan biaya 
1 X -1 -1 • -1 -1 a • 

berlangganan surat Icabar, majalah atau 
terbitan lainnya. 

5.2.2.03.06. Belanja 
kawat/faksimili/intemet/ 
televisi 

Untuk mengalokasika n biaya kawat, 
Faksimili , Intemet, Domain, Hosting 
dan televisi. 

c r% n no no Belanja-pa ket/ pe n girim a n TTntuk mengalnkasikan biaya pengiriman 
barang, surat / dokumen melalui jasa 
kur i r / ekspedisi. 

5.2.2.03.08. Belanja Sertifikasi T T x l 1 1 " 1 1 " X ' f t • 

Untuk mengalokasikan biaya sertifikasi 
antara lain Audit ISO, HAKI, Hak Paten, 

5.2.2.03.09. Belanja Jasa Transaksi 
Keuangan 

Untuk mengalokasika n biaya jasa 
transaksi Keuangan melalui perbankan 
atau transaksi keuangan. 

5.2.2.03.10 
aj * A/ * " • ^ F X F 4 tt ^ F • 

Belania iasa administrasi 
pemunguta n Pajak 
Penerangan Jalan Umum 

Untuk menaalokasikan biava iasa 
^ J tttt V tttttttt tttttt wtttttt^tttttt^F ttttttttVJ ttttfctttt 1 tt ttF tttttt T tttt 1 ttttLFtttt 

administrasi pungutan pajak penerangan 
jalan umum. 

5.2.2,03.11. Belanja Jasa Administrasi 
Penyelesaian Perkara 

•Untuk mengalokasikan biaya jasa 
administrasi Penyelesaian Perkara. 

Paraf Hierarlci 
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1 
a 

2 3 
5.2.2.03.12. Belanja ̂ pemasangan iklan Untuk mengalokasikan biaya 

Pemasangan Iklan. 
R A l a u i a T ^ v f i T i a u x j c u u i j a I x c t y c t l l c l i x 

VM G AV I 3 t a n 
T I n t l 1 k m p n 0 a I n k a Q i k a n t i i a v a 
A d m i n i s t r a s i T a v a n a n T ^ p s p l i a t a n ii4XiiXuxxoiXdoi x x t y d x x d X i x\4>o4:xid4dii. 

5.2.2.03.14. Belanja Jasa 
M n t a r i ^ / P p f a b a t P p m h i i a t 
i T O L d i i o y X i^jdLZdi- x v-xxxoixdi-

Akta Tanah 

Untuk mengalokasikan biaya Jasa 
M n t a r i s / P p i a h a t P p m h n a t A k t a T a n a b 
1.4144X1X0/ X WIdLZdL X 4'lXX4Z4Xd4 4uV4d X d l l d l X . 

5 2 2 03 15 Belania Jasa Media U n t u k m p n p a l o k a s i k a n biava . I a s a M p d i a 
\ J A A AAAAa * ' \r a ' f\" '"-r 'TI-T ' ' 1 MJAAA T %A V CX\JAA i l l Vr x tt ttl 1 • 5.2.2.03.16. Belanja Jasa Loundiy Untuk mengalokasikan biaya Jasa 
T m i n d n / 
Xf4J 4X1X411 y . 

5.2.2.03.17. Belanja Jasa 
X ^ P Z l l C / p D T Y l t T l A H i C 
I V i C U l o / X d i c U I i C U l a 

Untuk mengalokasikan biaya Jasa 
I V l C U l o / i d l d U l C U l o . 

5.2.2.03.18. Belanja Jasa Pengamanan 
Kantor dan Rumah Dinas 

Untuk mengalokasikan biaya Jasa 
pengamanan Kantor dan Rumah Dinas. 

5.2.2.03.19. Bela nja Jasa Cleaning 
Service 

Untuk mengalokasikan biaya Jasa 
Cleaning service. 

5.2.2.03.20. Belanja Jasa Teknis Untuk mengalokasikan biaya Jasa Teknis 
kegiata n non PNS atas peijanjian kerja 

5.2.2.03.21. Belanja Jasa Pihak Ketiga Untuk mengalokasikan biaya Jasa Pihak 
ketiga sehubungan dengan kegiatan non 
4iGi 1^ \tOTTcw H A l a l ^ G 0 H a a m r a #41 AV I T I ^ R f Air A H 

i i o i i v y d l l g p c i d i v S d i i d d i i y d . u i e u Jii\j j c v e i i 

Organizer) 5.2.2.03.22. Uang untuk d i herikan 
I f p u a r l a u l l i a l / l / p t i o a 
144-^JdLid ^ l i i i d i V J V C L l ^ d 

Untuft Pemberian Uang untuk diberikan 
l / A T x a d a P 1 0 3 I / I t ^ A t i o Q / R o d a u l A m b a o a iLC^dlXd X l l i d A . x \ . C L l g c t JOdUclxl,iCiil Udgd, 
kelompok) un tuk hadiah berupa uang 

5.2.2.03.23. Uang Untuk diberikan 
ttC^dUd x l l d o y i l X t i J v d I . 

Untuk Pemberian Uang untuk diberikan 
l / A T i a d n \A OKVorQ^fof fTif> T~G A M TY. H f i Q H 1 n n l n l / l 4 . c p d U d IVid 5 y d l dKa L 1̂ C i o C U l cUlgdllJ UliLLlA 
hadiah -berupa uang 

S 9 9 0 3 9 4 \ J c U l g U l l x l x i V 4X1 U C l l A , d X X 

kepada siswa / pelajar 
I T n l i i l r p A m l x A r i Q H T T c i T i r » U H I I I I / H i V i A T x l r a n U U L U A x C l X l U C i I d l l Udllg U I l l U l L U l U C l l K c l l J 

kepada Siswa atau Pelajar yang berprestasi 
U C I U p d . U d i l ^ 

5.2.2.03.25. Jasa Premi Pendamping 
Operator dan PKH 

Untuk mengalokasikan biaya Jasa Premi 
Pendamping Operator dan PKH. 

5.2.2.03.26. Belanja Jasa Pemungutan 
P a i a k D a p r a f i d a n P R R 
X d j d l V X - l d i ^ X d X l t X d X l 1 X->i-> 

Untuk mengalokasikan biaya Jasa 
P p m i i n 0 i i t 3 T i P a i a l f R a p n h d n r i P R R 

X 4:illUll/^4XLdXl 1 d)dt4, X/dCldXl Udll I X - Z U . . 5.2.2.03,27. upah Tenaga Harian Untuk Biaya upah Tenaga Harian di 
lingkungan pemerintah Daerah Kabupaten 
Pacitan yang sifat pembayarannya harian 
d P T i D a r i c u r a t u p r x a n i i a r i 1 /PT I3 u c i i ^ d i i 0 411 d 4 ^4:1 { d x i j u x i i 144:1 | d . 

3 9 9 0 3 9 8 U j X c U l X C J l d g d O U x U x j g d x l I l u l l i t / R i a i T Q i i T i a V i T A H O O I R z i m m r a T i d i 4JI1I.UA Xjiaya. U p d J l 1 d l d g d JDUl U U g d i l Ui 

lingkungan pemerintah Daerah Kabupaten 
Pacita n yang sifat pembayarannya 
U U l U l i ^ d l l U C l l ^ d l l o U l d L p C l | c U l | i d l l A C l j d 

5.2.2.03.29. Belania Biaya Retribusi Untuk Biaya retribusi daerah 
3 9 9 0 3 30 IDCidllJd / u v l J i l i U U c l o l T T n l u l / V i t Q v a Q l m t r i / i d Q c i t o m u P A m A t x T i t a V i U l l L L l A U l d y d d A U U l U U d o l L d X l X U x C l l l C l l l l L d l J 

R a p m b V 3 r i 0 m p l i n i i t i * h t a v a T V * n 0 i n a u a n 

1 - Z d 4 : i dx i Jial'a xxx4:iî  L i L i . L / i d y d /̂4< 11^11 I d ^ d x i , 

biaya transport, biaya makan dan minum. 3 9 2 0 3 31 R p l a n i a l ^ n n t r i h i i c i 
X - i C i d X i l d X\.4ill41i4JIXol 

T i n t i l l / b i a v a 1 / n n t r i b i i c i d a r i P p m p r i n t a b 

4Jil44XA L / i d y d A4/llLXi4/41ol U d l l X 4:1114:1 X l l l d l i 

Daerah kepada pihak ketiga 5.2.2.04. Belanja Preml Asuransi 
5.2.2.04.01. Belanja Premi Asuransi 

Kesehatan 
Untuk mengalokasikan biaya premi 
asuransi kesehatan. 

5.2.2.04.02. Belanja Premi Asuransi 
Barang Milik Daerah 

Untuk mengalokasikan biaya premi 
asuransi atas aset yang dimil iki Pemerintah 
Kabupaten Pacitan. 

Sek(j3 

im 
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5.2.2,04.03. Belanja Premi Asuransi 

Kecelakaan 
Untuk mengalokasikan biaya premi 
asuransi kecelakaan pengunjung kawasan 
wisata. 

5.2.2.04.04. Belanja Premi Asuransi 
Ketenagakerjaan 

Untuk mengalokasikan biaya premi 
ketenagakerjaan. 

5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 
5:2.2.05.01. Belanja Jasa -Service Untnk Tnengalokasikan biaya •p^rawatar 

kendaraan bermotor roda dua atau lebih 
i r o H fT d 1 T V 1 1 1 i l^t H I A V . n A m A n n l a r i A T V X r i 

yaiig uixQiiiAi oien x c i Q c r i i i L d i i u d c i c u i 

Kabupaten Pacitan. 5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku 
Cadang 

Untuk mengalokasikan biaya penggantian 
suku cadang/ spare par t kendaraan 
bermotor roda 2 atau lebih yang dimil iki 
H I A V I R A T T I A n t x + o b T T a A n a l - i I ^ Q b n n a f A U U i e i l X C X U C I J i l l d i l U d C l d X l x V d U U p d L C l J 

Pacitan. 
5.2.2.05.03. oeianja oanan oaKar 

Minyak/Gas dan pelumas 
T T n t i l \x Y W * L Y V fm t t\ixf \ o • T F F I t v T V F I T / i x% i ft w^kT 1 1 m ft 

u n i u K mengaioKasiKan ueianja peiumas 
kendaraan bermotor roda dua atau lebih 
yang dimi l ik i oleh Pemenntah Kabupaten 
X d 1 .11X111. 

5.2.2.05.04. Belanja Jasa KIR Untuk mengalokasikan biaya pengujian 
A C l l U d X d d X l U C L U l U l U l x U U d C U X ^ c L I , d L d U 

lebih yang dimil iki oleh Pemerinta h 
K a h i i n a t p n P a p i t a n 
X V X X X X 4X 4 / f X I - V , X X X CXV.X4C. -XX. 

5.2.2.05.05. R p l a n i a S i i r a t T a n d a 

Nomor Kendaraan 
T T u f i i l / •mpriCTalnT/aciVar! b i a v a u p t i D i i n i c a u 
U i x L I X A X X X C l i ^ d x l J A d o X A c L x l J L / l d Y d t A . X i K v X l I X O d X l 

STNK dan perpanjangan kendaraan 
bermotor roda dua dan empat yang 
d i m i l i l / i n l p b P p m p W r i t a b T ^ n b i i u a t p r i 

Pacitan. 
5.2.2.05:06. BplfTTTia THm Ki n i n r r p a r T 

AJ\M aMA a ttj LA L/V^tt fJ\AAA\KAAACiJLAAA 

Surat I j in Mengemudi 
11nffile T T T F n p a l n l r a c i t n n h i a v a TTPniTTrnrran 
4^XX44XXv. X X X 4 . 1 i & C X X U A C 4 0 X I 4 C U X kJlCLV CI L / v . X X ^ 4 X X 44CLiX 

SIM. 
5.2.2.05.07. Belanja Perawata n 

Kendaraan Dinas Jabatan 
AASMAAXAAAA 9A%AAA A J AA AKAVJ \A C A * F C 4 . LCtt A 

f Operasional 

Untuk pengeluaran atas belanja 
n p r a w a t a n k p n d a r a n n d i n a c l a b a t a n / 
^ V / X C 4 C i l X X X X XV4.XX4XC4X CXCXXX 4X-iXXCXO lex 4/4X4C1XX / 

operasional 
5.2.2,06. Belania Cetak dan 

Penegandaan 
5.2.2.06.01. Belanja Cetak Untuk mengalokasikan biaya barang -

barang cetakan 
5.2.2.06.02. i J C i d i l j d X C l i ^ j ^ d l l U d c U i T l H l l l b ¥ H A H f T o l z i b o O l b o H b l O I r O P H I H A H H I f 

U I l l U A l U C I l g d x U K x l o L K c U l U l d y d T U L U C U p y . 

5.2.2.07. Ttplimla fiAV0a SCXtUljll QCWH 
Rumah/Gediing/Oudang/' 
Parkir 
A WAA » tt A 5.2.2.07.01. Belanja sewa rumah 
jabatan/rumah dinas 

Untuk mengalokasikan biaya sewa 
rumah neiabat eksekutif dan leeislatif 
tt LttJ-LttCAtttt L#vJ U . ttFCA b wXttkJ\AttWtt l-tttt V4€tt-tttt ttV^*ttvJttCtt. V - U • 5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ 

kantnr/tempat 
Untuk mengalokasikan biaya sewa 
tempat bempa gedung/ kantor/tempat 

5.2.2.07.02. 

lainnya. 
5.2.2.07.03. Bela nja sewa ruang 

rapat/ pertemuan 
Untuk mengalokasikan biaya sewa ruang 
pertemuan. 

5.2.2.07.04. Belanja Sewa tempat 
parkir/uang 
tamhat/hanggar sarana 
mobilitas 

Untuk mengalokasika n biaya sewa 
hanggar/tempat parkir kapal. 

5.2.2.07.05. Belanja Sewa Tanah Untuk- mengalokasikan biaya sewa tanah. 
5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana 

MobUiUs 
5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana 

Mobilitas Darat 
Untuk mengalokasikan biaya sewa 
kendaraan bermotor roda dua, roda 
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empat dan sarana kendaraan darat 
lainnya 

5.2.2.08.02. Belanja sewa Sarana 
Mobilitas Air 

Untuk mengalokasikan biaya sewa 
perahu motor dan kendaraan air lainnya. 

5.2.2.08.03. Belanja sewa Sarana 
Mobilitas Udara 

Untuk mengalokasikan biaya sewa 
pesawat, helikopter, balon udara dan 
sarana kendaraan udara lainnya. 

5.2.2.09. Belanja Sewa Alat Berat 
5.2.2.09.01. Belanja sewa Eskavator Untuk mengalokasikan biaya sewa 

eskavator. 
5.2,2.09.02. Belanja sewa Buldoser Untuk mengalokasikan biaya sewa 

buldoser. 
5.2.2.09.03 Belanja Sewa Stom Wales Untuk mengalokasikan biaya sewa Sewa 

Stom Wales. 
5.2.2.09.04. Belanja Sewa Mesin 

Pengolah Semen 
Untuk mengalokasikan biaya sewa Mesin 
Pengolah Semen. 

5.2.2.10. Belanja Sewa 
Perlengkapan dan 
Peralatan Kantor 

5.2.2.10,01. Belanja sewa meja kurs i Untuk mengalokasikan biaya sewa meja 
kurs i guna menunjang pelaksanaan 
kegiatan/ pekerjaan. 

5.2.2.10.02. Belanja sewa komputer 
dan printer 

Untuk mengalokasikan biaya sewa 
komputer dan printer guna menunjang 
pelaksanaan kegiatan/ pekerjaan. 

5.2.2.10.03. Belrmja ^ewa prpyektor Untuk Tnengalokasikan biaya sewa 
proyektor guna menunjang pelaksanaan 
kegiatan/ pekerjaan. 

5.2.2.10.04. Belanja sewa generator Untuk mengalokasikan biaya sewa 
generator guna menunjang pelaksanaan 
kegiatan/ pekerjaan. 

5.2.2.10.05. Belanja sewa tenda Untuk mengalokasikan biaya sewa tenda 
guna menunjang pelaksanaan kegiatan/ 
pekerjaan. 

5.2.2.10.06. Belanja sewa pakaian 
adat/tradisional 

Untuk mengalokasikan biaya sewa 
pakaian adat/ tradisional guna 
•menunjang -pelaksanaan kegiatan/ 
pekerjaan. 

5.2.2.10.07. Belanja Sewa Sound 
System 

Untuk mengalokasikan biaya sewa sound 
system. 

5.2.2.10.08. Belanja sewa panggung Untuk mengalokasikan biaya sewa 
panggung. 

5.2,2.10.09. Belanja Sewa Dekorasi dan 
Perlengkapannya 

Untuk mengalokasikan biaya sewa 
dekorasi. 

5.2.2.10.10. Belanja Sewa Genset Untuk mengalokasikan biaya sewa 
GenseL 

5.2.2.10.11. Belanja Sewa Alat Ukur Untuk mengalokasikan biaya sewa Alat 
Ukur. 

5.2.2.10.12. Belanja Sewa Alat 
Pemotong 

Untuk mengalokasikan biaya sewa Alat 
Pemotong. 

5.2.2.10.13. Sewa Mesin Pendingin 
Ruangan (AC) 

Untuk mengalokasikan biaya sewa mesin 
pendingin ruangan (AC ). 

5,2.2.11. EelanjfL Makanan dan 
Minuman 

5.2.2.11.01. 
J- Vf U'nrn.U Z J 

Belanja makanan dan 
-minuman harian.pegawai 

Untuk mengalokasikan biaya makan 
minum harian pegawai PNS/Pegawai 

Sekda Asisten, 
PD Pemrakarsa 

POTerka,t 
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tidak tetap dan Tenaga dari luar OPDnya 
d i lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Pacitan, yang penggunaannya pada hari 
dan j am kerfa. 

5.2.2.11.02. Belanja makanan dan 
minuman rapat 

Untuk mengalokasikan biaya makan 
minum kegiatan rapat, workshop, 
sosialisasi, bimtek dan kegiatan lainnya 
yang sifatnya mengumpulkan peserta d i 
lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Pacitan. 

5.2.2.11.03. Belanja makanan dan 
minuman tamu 

Untuk mengalokasikan biaya makan 
minum tamu dari luar Satuan Kerja 
Pemerintah Kabupaten Pacitan, 

5.2.2.11.04. Belanja makanan dan 
minuman pasien 

untuk pengeluaran atas belanja makanan 
dan minuman pasien 

5.2.2.11.05. Belanja makanan -dan 
minuman panti sosial 

untuk pengeluaran atas belanja makanan 
dan minuman panti sosial 

5.2.2.11.06. Belanja makanan dan 
minuman peserta Diklat 

untuk pengeluaran atas belanja makanan 
dan minuman peserta Diklat 

5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas 
dan Atributnya 

/N <N 1 rt 1 

5.2.2.12.01. Belanja Pakaian Dinas 
KDH dan WKDH 

T T A l T 1 * T t _ * ! • 

Untuk mengalokasikan biaya pakalan 
untuk Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
T N T 

Daerah. 5.2.2.12.02. Belanja Pakaian Sipil 
Harian (PSH) 

Untuk mengalokasikan biaya pembelian 
pakaian sipil harian. 

5.2.2.12.03. T N 1 • T V T • /N • * T 

Belanja Pakaian Sipil 
Lengkap (PSL) 

Untuk mengalokasikan biaya pakaian 
sipil lengkap. 

5.2,2.12.04. Belanja Pakaian Dinas 
Harian (PDH) 

Untuk mengalokasikan biaya pakaian 
dinas harian OPD/Unit Kerja. Terdiri dari 
T1T-\T T T - \ _ J 1 1 Jt...!.. T I T B I T 1 . j l ,, . . . — . - . 4 . ; t . 

PDH Dri l l dan PDH nitam putin 
5.2.2.12.05. Bela nja Pakaian D inas 

Upacara (PDU| 
Untuk mengalokasikan biaya yiakaian 
upacara. 

5.2.2.12,Oo. Belanja Pakaian Sipil 
Resmi (PSR) 

Untuk mengalokasikan biaya pakaian 
sipil resmi. 

5.2.2.12.07. Belanja Pakaian Dinas 
Lapangan (PDL) 

Untuk mengalokasikan biaya pakaian 
dinas lapangan. 

5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 
5.2.2.13.01. Belanja pakaian keija 

lapangan 
Untuk mengalokasikan biaya paka fa n 
pakaian kerja lapangan. 

5.2.2.13.02. Belanja Kelengkapan Kerja Untuk mengalokasika n biaya 
kelengkapan kerja. 

52222^4. Belanja Pakaian khusus 
dan hari-hari tertentu 

5.2.2.14.01. Belanja pakaian KORPRI Untuk mengalokasikan biaya pembelian 
pakaian Korpn. 

5.2.2.14.02. Belanja pakaia n adat 
daerah 

Untuk mengalokasikan biaya pembelian 
4 • A T J V * 4 • 4 T V T X T pakaian Adat Daerah termasuk PKJ 

5.2.2.14.03. Belanja palcaian hat ik 
tradisional 

TJntuTc mengaibTcasikan hiaya pembelian 
1 • —. T N — A.*% F n J • J —. 1 

pakaian Batik Tradisional 
K. n n y A f\A Belanja pakaian olahraga Untuk mengalokasikan biaya pembelian 

pakaian Olahraga. 
5.2.2.14.05. Belanja pakaian 

Paskibraka 
Untuk mengalokasikan biaya pembelian 
-pakaian Paskibraka-

5,2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 
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Zj.ZtZi\.OAJ X. L - J a 1 fx T v i f~\ T V O T N T l o w o w r\ 1 Y l o o 

xjciciiijd. j jcrjdianan uinas 
dalam daerah 

T l Y I T i l T W B W fT O 1 F V L F O B 1 I F O TV TV 1 ft 1 f F T TV^k Y 1 ft I ft TV ft TV 

uniuK mengaioKasiKan oiaya jjeijaianan 
dinas d i dalam Kabupaten Pacitan. 

5.2.2.15.02. Bela nja perjalanan dinas 
luar daerah 

Untuk mengalokasikan biaya perjalanan 
dinas ke luar Kabupaten Pacitan. 

5.2.2.15,03. Belanja perjalanan dinas 
luar negeri 

Untuk mengalokasikan biaya perjalanan 
dinas ke luar negeri. 

5.2.2.16. Belanja Beasiswa 
Pendidikan PNS 

5.2.2.16.01. Belanja beasiswa tugas 
belajar D3 

Untuk mengalokasikan biaya Pendidikan 
Pegawai jenjang Diploma 3 yang disctor 
ke lembaga pendidikan. 

5.2.2.16.02. Belanja beasiswa tugas 
belajar S I 

Untuk mengalokasikan biaya Pendidikan 
Pegawai ke jenjang Sarjana yang disetor 
ke lembaga pendidikan. 

5.2.2.16.03. Bela nja beasiswa tugas 
belajar S2 

Untuk mengalokasikan biaya Pendidikan 
Pegawai ke jenjang Magister yang disetor 
ke lembaga pendidikan. 

5.2.2.16.04. Belanja beasiswa tugas 
belajar S3 

Untuk mengalokasikan biaya Pendidikan 
Pegawai ke jenjang Doktoral yang disctor 
ke lembaga pendidikan. 

5.2.2.17. Belanja kursus, 
pelatihan, sosialisasi dan 
bimbingan teknis PNS 

5.2.2.17.01. Belanja kursus-kursus 
singkat/ pelatihan 

Untuk mengalokasikan kontribusi 
pelatihan peningkatan kemampuan 
manajerial dan kepemimpinan bagi PNS 
di lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Pacitan. 

5.2.2.17.02. Belanja sosialisasi Untuk mengalokasikan kontribusi 
keikutsertaan Sosialisasi. 

5.2.2.17.03. Belanja bimbingan teknis Untuk mengalokasikan kontribusi 
pelatihan penmgkatan kemampuan 
teknis bagi PNS d i lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Pacitan. 

5.2.2.18. Belanja Perjalanan 
Pindah Tugas 

5.2.2.18.01. Belanja perjalanan pindah 
tugas dalam daerah 

Untuk mengalokasikan biaya yang 
diperuntukkan bagi personil yang dalam 
jenjang promosi atau pcmerataan 
pegawai pindah tugas dalam daerah. 

5.2.2.18.02. Belanja perjalanan -pindah 
tugas luar daerah 

Untuk -mengalokasikan biaya -yang 
diperuntukkan bagi personil yang dalam 
jenjang promosi atau pcmerataan 
pegawai pindah tugas luar daerah. 

5.2.2.19. Belanja Pemulangan 
Pegawai 

5.2.2.19.01 Belanja pemulangan 
pegawai yang pensiun 
dalam daerah 

Untuk mengalokasika n biaya yang 
diperuntukkan bagi personil dalam hal 
menjalankan kewajibannya telah 
mencapai puma tugas dan dipulangkan 
dalam daerah. 

5.2.2.19.02. Belanja pemulangan Untuk mengalokaikan biaya yang 
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pegawai j a n g pensiun luar 
daerah 

diperuntukkan bagi personil dalam hal 
menjalankan kewajibannya telah 
mencapai puma tugas dan dipulangkan 
ke luar daerah. 

5.2.2.19.03. Belanja pemulangan 
pegawai yang tewas dalam 
melaksanakan tugas 

Untuk mengalokasikan biaya yang 
diperuntukkan bagi personil yang 
bertugas dalam hal menjalankan 
kewajibannya gugur atau meninggal 
dunia. 

5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 

5.2.2.20.01. Belanja 
Jalan 

Pemeliharaan Untuk mengalokasikan biaya pekerjaan 
perbaikan ja lan yang bertujuan untuk 
mempcrtahankan umur ekonomis jalan. 

5.2.2.20.02. Belanja 
Jembatan 

Pemeliharaan Untuk mengalokasikan biaya pekerjaan 
perbaikan jembatan yang bertujuan 
untuk mempcrtahankan umur ekonomis 
jembatan 

5.2.2.20.03. Belanja 
Irigasi 

Pemeliharaan Untuk mengalokasikan biaya pekerjaan 
perbaikan irigasi yang bertujuan untuk 
mempertahankan umur ekonomis irigasi. 

5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan 
Gedung dan Bangunan 

Untuk mengalokasikan biaya pekerjaan 
perbaikan gedung dan bangunan yang 
bertujuan untuk mempertahankan umur 
ekonomis gedung dan bangunan 

5.2.2.20.05. Belanja Pemeliharaan 
Jaringan dan Instalasi 

Untuk mengalokasikan biaya pekerjaan 
perbaikan jaringan dan instalasi yang 
bertujuan untuk: mempertahankan uuiui 
ekonomis jaringan dan instalasi. 

5.2.2.20.06. Belanja Pemeliharaan 
Peralatan dan Mesin 

Untuk mengalokasikan biaya pekerjaan 
perbaikan peralatan dan mesin yang 
bertujuan untuk mempertahankan umur 
ekonomis peralatan dan mesin. 

5.2.2.20.07. Belanja Pemeliharaan 
Drainase 

Untuk mengalokasikan biaya pekerjaan 
perbaikan drainase yang bertujuan untuk 
mempertahankan umur ekonomis 
drainase. 

5.2.2.20.08. Belanja Pemeliharaan 
Taman 

Untuk mengalokasikan biaya pekerjaan 
perbaikan taman yang bertujuan untuk 
mempcrtahankan umur ekonomis taman. 

5.2.2.20.09. Belanja Pemeliharaan 
Situs Purbakala 

Untuk mengalokasikan biaya pekerjaan 
perbaikan situs purbakala yang 
bertujuan untuk mempertahankan umur 
ekonomis situs purbakala. 

5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi 
5.2.2.21.01. Belanja Jasa Konsultansi 

Penelitian 
Untuk mengalokasikan biaya Jasa pihak 
ketiga dalam kegiatan peneUtian, 
penyusunan kajian, naskah akademik. 

5.2.2.21.02. Belanja Jasa Konsultansi 
Perencanaan 

Untuk mengalokasikan biaya Jasa pihak 
ketiga dalam hegiatan perencanaan non-
konstruksL 

5.2.2.21.03. Belanja Jasa Konsultansi 
Pengawasan 

Untuk mengalokasikan biaya Jasa pihak 
ketiga dalam kegiatan pengawasan non-
konstruksL 

5.2.2.21.04, Belanja. Jasa Konsultansi 
Bimbingan Teknis 

TTnfnk mpngalnkflsiWan biaya Jasa. pihak. 
ketiga dalam kegiatan Bimbingan Teknis. 
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5.2.2.21.05. Belanja Jasa Konsultansi Untuk mengalokasikan biaya Jasa pihak 

ketiga dalam kegiatan Konsultansi 
Piufesional termasuk: KJPP, Akunta n 
Publik 

5.2.2.22. Belanja Barang Dana BOS 
5.2.2.22.01. Belanja Barang Dana BOS Untuk mengalokasikan dana BOS bagi 

BD dan SMP Negeri 
5.2.2.23. Belanja Barang yang akan 

diserahknn kepada 
Hasyarakat/Pihak Ketiga 

5.2.2.23.01. Belanja Barang yang akan 
discrahkan kepada 
Masyarakat 

Untuk mengalokasikan biaya barang 
_yang akan discrahkan kepada 
Masyarakat 

5.2.2,23.02. Belanja Barang yang akan 
discrahkan kepada Pihak 
Ketiga. 

Untuk mengalokasikan biaya barang 
yang akan discrahkan kepada pihak 
ketiga 

5;2;2;24, Belanja Barang^yang-nkan 
dljual kepada 
Masyarakat/Pihak Ketiga 

5.2.2.24.01. Belanja Barang yang akan 
dijual kepada Masyarakat 

Untuk mengalokasikan biaya barang 
yang akan dijual kepada Masyarakat 

5.2.2.24.02. Belanja Barang yang akan 
dijual kepada Pihak Ketiga 

Untuk mengalokasikan biaya barang. 
yang akan dijual kepada Pihak Ketiga 

5.2.2*25. Belanja Barang Jasa 
BLUD 

5.2.2.25.01. Belanja Barang dan Jasa 
BLUD 

Untuk mengalokasikan biaya Barang dan 
Jasa BLUD. 

5 .^ .^26 . "Belanja Rumsih Tangga 
Kepala Daerah dan Wakil 
Kepala Daerah 

5.2.2.26.01. Belanja Rumah Tangga 
Kepala Daerah dan Wakil 
JCepala Daerah, 

Untuk mengalokasikan biaya Rumah 
Tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah. 

5.2.2.26.02. Belanja Kesehatan Kepala 
Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah 

Untuk mengalokasikan biaya Kesehatan 
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. 

5.2.2.26.03. Belanja Kelengkapan dan 
Kebutuhan Harian Rumah 
Tangga Kepala Daerah dan 
Wakil Kepala Daerah 

Untuk mengalokasikan biaya 
Kelengkapan dan Kebutuhan Harian 
"Rumah Tangga "Kepala Daerah dan Wakil 
Kepala Daerah. 

5.2.2.26.04. Belanja Sarana dan 
Piasarana Kepala Daerah 
dan Wakil Kepala Daerah 

Untuk mengalokasikan biaya Sarana dan 
Prasarana Kepala Daerah dan Wakil 
Kepala Daerah. 

Belanja Kompensasi 
5.2.2.27.01. Belanja Kompensasi 

Bangunan Rumah dan 
Fasilitas Umum 

Untuk mengalokasikan biaya Kompensasi 
Bangunan Rumah dan Fasilitas Umum. 

5.2.2.28. Belanja Jasa Profesi 
5.2.2.28.01. Jasa Tenaga 

Ahli/Instruktur/ 
Narasumber 

Untuk mengalokasikan biaya Jasa 
Tenaga Ahli/Instruktur/Naiasumber. 

5.2.3. BELANJA MODAL 

5.2.3.01. Belanja Modal Pengadaan 
Tanah 
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5.2.3.01.01. Belanja modal Pengadaan 

tanah kantor 
Untuk mengalokasikan pengadaan tanah 
kantor. 

5.2.3.01.02. Belanja modal Pengadaan 
tanah sarana kesehatan 
rumah sakit 

Untuk mengalokasikan pengadaan tanah 
sarana kesehatan rumah saki t 

5.2.3.01.03. Beianja modal Pengadaan 
"tanah'saiana kesehatan 
puskesmas 

Untuk mengalokasikan pengadaan tanah 
sarana kesehatan-puskesmas. 

5.2.3.01.04. Belanja modal Pengadaan 
tanah sarana kesehatan 
poliklinik 

Untuk mengalokasikan pengadaan tanah 
sarana kesehatan poliklinik. 

5.2.3.01.05. Belanja modal Pengadaan 
tanah sarana pendidikan 
taman kanak-kanak 

Untuk mengalokasikan pengadaan tanah 
sarana pendidikan Taman Kanak-kanak. 

5.2.3.01.06. Belanja modal Pengadaan 
tanah sarana pendidikan 
sekolah dasar 

Untuk mengalokasikan pengadaan tanah 
sarana pendidikan Sekolah Dasar Negeri 
(SDN). 

5.2.3.01:07. BelanjaTnodal Pengadaan 
tanah sarana pendidikan 
menengah umum dan 
kejuruan 

Untuk Tnengalokasikan pengadaan tanah 
sarana pendidikan Menengah Pertama 
Negeri (SMPN). 

5.2.3.01.08. Belanja modal Pengadaan 
tanah sarana pendidikan 
menengah lanjutan dan 
kejuruan 

Untuk mengalokasikan pengadaan tanah 
sarana pendidikan Menengah Umum 
Negeri dan Kejiuuan Negeri. 

5.2.3.01.09. Belanja modal Pengadaan 
tanah sarana pendidikan 
luar biasa/khusus 

Untuk mengalokasikan pengadaan tanah 
sarana pendidikan luar biasa/khusus. 

5.2.3:01.10. Belanja modal Pengadaan 
tanah sarana pendidikan 
pelatihan dan kursus 

Untuk mengalokasikan pengadaan tanah 
sarana pendidikan pelatihan dan 
kursus. 

5.2.3,01.11. Belanja modal Pengadaan 
tanah sarana sosial panti 
asuhan 

Untuk mengalokasikan pengadaan tanah 
sarana sosial panti asuhan. 

5.2.3.01.12. Belanja modal Pengadaan 
tanah sarana sosial panti 
jompo 

Untuk mengalokasikan pengadaan tanah 
sarana sosial panti jompo. 

5.2.3.01.13. Belanja modal Pengadaan 
tanah sarana umum 
terminal 

Untuk mengalokasikan pengadaan tanah 
sarana umum terminal. 

5.2.3.01.14. Belanja modal Pengadaan 
tanah sarana umum 
dermaga 

Untuk mengalokasikan pengadaan tanah 
sarana umum dermaga. 

5.2.3,01.15. Belanja modal Pengadaan 
tanah Rflrana nmum 
lapangan terbang perintis 

Untuk mengalokasikan pengadaan tanah 
.sarana umumJapangan terbang perintis. 

5.2.3.01.16. Belanja modal Pengadaan 
tanah sarana umum 
rumah potong hewan 

Untuk mengalokasikan pengadaan tanah 
sarana umum rumah potong hewan. 

5.2.3.01.17. Belanja modal Pengadaan 
tanali sarana umum 
tempat pelelangan ikan 

Untuk mengalokasikan pengadaan tanah 
sarana umum tempat pelelangan ikan. 

5.2.3.01.18. Belanja modal Pengadaan 
tanah sarana umum pasar 

Untuk mengalokasikan pengadaan tanah 
sarana umum pasar. 

5.2.3.01.19. Belanja modal Pengadaan 
-tanah.sarana u m u m 
temnat nembuangan akhir 

Untuk mengalokasikan pengadaan tanah 
-sarana u m u m -tempat pembuangan -akhir 
sampah, baik menambah luasan tanah 
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sampah maupun tidak menambah luasan tanah. 

5.2.3.01.20. Belanja modal Pengadaan 
tanah sarana umnm 
taman 

Untuk mengalokasikan pengadaan tfmah 
sarana umum taman. 

5.2.3.01.21. Belanja modal Pengadaan 
tanah sarana umum pusat 
hiburan rakyat 

Untuk mengaloknsiknn pengadaan tanah 
sarana umum pusat hiburan rakyaL 

5.2.3.01.22. Belanja modal Pengadaan 
tanah sarana umum 
ibadah 

Untuk mengalokasikan pengadaan tanah 
sarana umum ibadah 

5.2.3.01.23. Belanja modal Pengadaan 
tanah sarana stadion 
olahraga 

Untuk mengalokasikan pengadaan tanah 
sarana sarana stadion olahraga. 

5.2.3.01.24. Belanja modal Pengadaan 
tanah perumahan 

Untuk mengalokasikan pengadaan tanah 
perumahan. 

5.2.3.01.25. Belanja modal Pengadaan 
tanah pertanian 

Untuk mengalokasikan pengadaan tanah 
pertanian. 

5.2.3.01.26. Belanja modal Pengadaan 
A A Y V # L Tv Y L ^ L T * 1 F F L r v l 1 T L ft W 

tanan periceounan 

Untuk mengalokasikan pengadaan tanah 
perkebunan. 

5.2.3.01.27. Belanja modal Pengadaan 
tanah perikanan 

Untuk mengalokasikan pengadaan tanah 
perikanan. 

5.2.3.01.28. Belanja modal Pengadaan 
tanah petemakan 

Untuk mengalokasikan pengadaan tanah 
petemakan. 

5.2.3.01.29. Belanja modal Pengadaan 
tanah perkampungan 

Untuk mengalokasikan pengadaan tanah 
perkampungan. 

5.2.3.01.30. Belanja modal Pengadaan 
tanah 
pergudangan / tempat 
penimbunan material 
bahan baku 

Untuk mengalokasikan pengadaan tanah 
-pergndangan/tempat penimbnnan 
material bahan baku. 

5.2.3.01.31. Belanja Modal Pengadaan 
Tanah untuk 
Penanggulangan Banjir 

Untuk mengalokasikan pengadaan 
Pengadaan Tanah untuk Penanggulangan 
Banjir 

5.2.3.01.32. Belanja Modal Pengadaan 
Tanah untuk Sarana 
Irigasi 

Untuk mengalokasikan pengadaan tanah 
untuk sarana Irigasi. 

5.2.3.01.33. Belanja Modal Pengadaan 
lanan untufc oaiaiia 
Umum Jalan 

Untuk mengalokasikan pengadaan tanah 
sarana uuium Jalan. 

5.2.3.01.34, Belanja Modal Pengadaan 
^ ^ « * w* ^* 1-. * * --, tt V • 1 _ Ttt * * Am 

l a n a n untuk bitus 
Purbakala 

Untuk mengalokasikan pengadaan tanah 
untuk Situs Purbakala. 

e A o A i o e 

5.2.3.01.35. 
Belarya modal pengadaan 
tanah untuk tugu batas 
kota 

Untuk mengalokasikan pengadaan tanah 
untuk tugu batas kota. 

C A O A 1 O C 

5.2.3.01.3O. Pengadaan Tanah Untuk 
Sarana Air Bersih 

Untuk mengalokasikan pengadaan tanah 
untuk sarana Air Bersih. 

5.2.3.01.37. Pengadaan Tanah untuk 
sarana umum kawasan 
wisata 

Untuk mengalokasikan pengadaan tanah 
untuk sarana umum kawasan wisata. 

5.2.3.01.38. Belanja Modal Pengadaan 
Tanah Untuk Kompensasi 
Lahan 

Untuk mengalokasikan pengadaan tanah 
untuk kompenasi lahan. 

5.2.3.02. Belanja-Modal Pengadaan 
Alat-alat Herat 

5.2.3.02.01. Belanja modal Pengadaan 
Jraktor . 

Untuk mengalokasikan pengadaan 
traktor. 
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5.2.3.02.02. Belanja modal Pengadaan 

buldozer 
Untuk mengalokasikan pengadaan 
1 1 1 

buldozer. 
5.2.3.02.03. Belanja modal Pengadaan 

stoom wals 
Untuk mengalokasikan pengadaan stoom 
wals. 

5.2.3.02.04. Belanja modal Pengadaan 
eskavator 

Untuk mengalokasikan pengadaan 
eskavator. 

5:2.3:02.05. Belanja "modal Pengadaan 
dump t ruk 

Untuk meiigalukusikaii pengadaan dump 
t r u k . 

5.2.3.02.06. Belanja modal Pengadaan 
crane 

Untuk mengalokasikan pengadaan crane. 

5.2.3.02.07. Belanja modal Pengadaan 
kendaraan penyapu ja lan 

Untuk mengalokasikan pengadaan 
kendaraan penyapu jalan. 

5.2.3.02.08. Belanja modal Pengadaan 
mesin pengolah semen 

Untuk mengalokasikan pengadaan mesin 
pengolah semen. 

5.2.3.02.09. Belanja modal Pengadaan 
mesin pengolah air bersih 

Untuk mengalokasikan pengadaan mesin 
pengolah air bersih (reservoir osmosis). 

5.2.3.02.10. Belanja modal alat-alat 
bantu 

Untuk mengalokasikan pengadaan alat 
alat bantu 

5.2.3.02.11. Belanja Modal Pengadaan 
Kontainer 

Untuk mengalokasikan pengadaan 
Kontainer. 

5,2.3.02.12. Belanja Modal Pengadaan 
Wheel Loader 

Untuk mengalokasikan pengadaan Wheel 
Loader. 

sjizm^iZi Belanja Modal Escalator Untuk mengalokasikan -pengadaan 
Ecalator. 

5.2.3.03. Belanja Modal Pengadaan 
Alat-alat Angkutan Darat 
Bermotor 

5.2.3.03.01. Belanja modal Pengadaan 
alat-dlat angkutan darat 
bermotor sedan 

Untuk mengalokasikan pengadaan alat 
angkutan darat bermotor sedan (jenis 
sedan). 

5.2.3.03.02. Belanja modal Pengadaan 
alat-alat angkutan darat 
bermotor jeep 

Untuk mengalokasikan pengadaan alat-
alat angkutan darat bermotor jeep (jenis 
jeep). 

5.2,3,03.03. Belanja -modal Pengadaan 
alat-alat angkutan darat 
bermotor station wagon 

Untuk mengalokasikan pengadaan -alat-
alat angkutan darat bermotor station 
wagon. 

5.2.3.03.04. Belanja modal Pengadaan 
alat-alat angkutan darat 
bermotor bus 

Untuk mengalokasikan pengadaan alat-
alat angkutan darat bermotor bus. 

5.2.3.03.05. Belanja modal Pengadaan 
alat-alat angkutan darat 
bermotor micro bus 

Untuk mengalokasikan pengadaan alat-
alat angkutan darat bermotor mikro bus. 

5.2.3.03.06. Belanja modal Pengadaan 
alat-alat angkutan darat 
bermotor truck 

Untuk mengalokasikan pengadaan alat-
alat angkutan darat bermotor truk. 

5.2.3.03.07. Belanja modal Pengadaan 
alat-alat angkutan darat 
bermotor tangki (air, 
minyak, tinja) 

Untuk mengalokasikan pengadaan alat-
alat angkutan darat bemiotor tangki (air, 
minyak, tinja). 

5.2.3.03.08. Belanja modal Pengadaan 
alat-alat angkutan darat 
bermotor boks 

Untuk mengalokasikan pengadaan alat-
alat angkutan darat bermotor boks. 

5.2.3.03.09. Belanja modal Pengadaan 
alat-alat angkutan darat 
bermotor pick up 

Untuk mengalokasikan pengadaan alat-
alat angkutan darat bermotor pick up. 

5.2.3.03.10. Belanja modal Pengadaan 
alat-alat angkutan darat 

Untuk mengalokasikan pengadaan alat-
alat angkutan darat bermotor ambulance. 
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• 

bermotor ambulans 

• 

5.2.3.03.11. Belanja modal Pengadaan 
alat-alat angkutan darat 
bermotor pemadam 
kebakaran 

Untuk mengalokasikan pengadaan alat-
alat angkutan darat bermotor pemadam 
1 1 1 

kebakaran. 

• 

5.2.3.03.12. Belanja modal Pengadaan 
alat-alat angkutan darat 
bermotor sepeda motor 

Untuk mengalokasikan pengadaan alat-
alat angkutan darat bennotor sepeda 
motor. 

• 

5.2.3.03.13. Belanja modal Pengadaan 
alat-alat angkutan darat 
bermotor lift/elevator 

Untuk mengalokasikan pengadaan alat-
alat angkuta n darat bermotor 
lift/elevator. 

• 

5.2.3.03.14. Belanja modal Pengadaan 
alat-alat angkutan darat 
bermotor tangga berjalan 

Untuk mengalokasikan pengadaan alat-. 
alat angkutan darat bermotor tangga 
berjalan. 

• 

5.2.3.03.15. Belanja Modal Pengadaan 
ttitt t a. A 1 a Y v a 

Alat-alat Angkutan Darat 
Bermotor Roda Tiga 

Untuk mengalokasikan pengadaan alat-
1 > l l 1 • « . Y V 1 ^ n ' alat angkutan darat bermotor Roda Tiga. 

• 

5.2.3.04. Belanja Modal Pengadaan 
Alat-alat Angkutan Darat 
Tidak Bemiotor 

• 

5.2.3.04.01. Belanja modal Pengadaan 
gerobak 

Untuk mengalokasikan pengadaan 
gerobak. 

• 

5.2.3.04.02. Belanja modal Pengadaan 
pedati/delman/dokar/ben 
di/cidomo/andong 

Untuk mengalokasikan pengadaan 
pedati/delman/dokar/bendi/cidomo/and 
eng. 

• 

5.2.3.04.03. Belanja modal Pengadaan 
becak 

Untuk mengalokasikan pengadaan becak. 

• 

5.2.3.04.04. Belanja modal Pengadaan 
sepeda 

Untuk mengalokasikan pengadaan 
sepeda. 

• 

5.2.3.04.05. Belanja modal Pengadaan 
karavan 

Untuk mengalokasikan pengadaan 
karavan. 

• 

f F V F V F L M J V F ^ 

5.2.3.04.06. Belanja Modal Pengadaan 
TroUv 

Untuk mengalokasikan pengadaan Trolly. 

• 
•Belanja ModalPengadnan . 
Alat-alat Angkutan dl 

a a • mm . a 

atas Air Bermotor • 5.2.3.05.01. Belanja modal Pengadaan 
kapal motor 

Untuk mengalokasikan pengadaan kapal 
motor. • 5.2.3.05.02. Belanja modal Pengadaan 

t N 1— - T Kapal ten 
Untuk mengalokasikan pengadaan kapal 
fen. 

• 
5.2.3.05.03. Belanja modal Pengadaan 

1 1 a 

speed boat 
Untuk mengalokasikan pengadaan speed 
1 , boat. 

• 
5.2.3.05.04. Belanja modal Pengadaan 

motor boat/motor tempel 
Untuk mengalokasikan pengadaan motor 
boat/motor tempel. 

• 
5.2.3.05.05. Belanja modal Pengadaan 

i _ J y * i 

hydro foil 

Untuk mengalokasikan pengadaan hydro 
foiL 

• 

5.2.3.05.06. Belanja modal Pengadaan 
• tt /• * i 

jet foil 
Untuk mengalokasikan pengadaan jet 
foil. 

• 

5.2.3.05.07. Belanja modal Pengadaan 
1 1 tt i _ * 

kapal tug boat 
Untuk mengalokasikan pengadaan kapal 
tt 1 * 

tug boat 

• 

5.2.3.05.08. Belanja modal Pengadaan 
kapal tanker 

Untuk mengalokasikan pengadaan kapal 
tanker. 

• 

5.2.3.05.09. Belanja modal Pengadaan 
kapal kargo 

Untuk mengalokasikan pengadaan kapal 
kargo. 

• 

5.2.3.05.10. Belanja Modal Pengadaan 
Mesin Tempel 

Untuk mengalokasikan pengadaan Mesin 
Tempel. 

F raf Hierarki , Paraf Koordinasi , 
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5.2.3.06. Belanja Modal Pengadaan 

Alat-alat Angkutan dl 
atas Air Tidak Bermotor 

5.2.3.06.01. Belanja modal Pengadaan 
perahu layar 

Untuk mengalokasikan pengadaan 
perahu layar. 

5.2.3.06.02. Belanja modal Pengadaan 
-perahu sampan 

Untuk mengalokasikan pengadaan 
-perahu sampan. 

5.2.3.06.03. Belanja modal Pengadaan 
perahu tongkang 

Untuk mengalokasikan pengadaan 
perahu tongkang. 

5.2.3.06.04. Belanja modal Pengadaan 
perahu karet 

Untuk mengalokasikan pengadaan 
perahu karet 

5.2.3.06.05. Belanja modal Pengadaan 
perahu rakit 

Untuk mengalokasikan pengadaan 
perahu rak i t 

5.2.3.06.06. Belanja modal Pengadaan 
perahu sekoci 

Untuk mengalokasikan pengadaan 
perahu sekoci. 

5.2.3.07. Belanja Modal Pengadaan 
Alat-alat Angkutan Udara 

5:2.3.07.01. Belanja modal Pengadaan 
pesawat kargo 

Untuk mengalokasika n pengadaan 
pesawat kai^o. 

5.2.3.07.02. Belanja modal Pengadaan 
pesawat penumpang 

Untuk mengalokasikan pengadaan 
pesawat penumpang. 

5.2.3.07.03. Belanja modal Pengadaan 
pesawat helikopter 

Untuk mengalokasikan pengadaan 
-pesawat helikopter. 

5.2.3.07.04. Belanja modal pesawat 
pemadam kebakaran 

Untuk mengalokasikan pengadaan 
pesawat pemadam kebakaran. 

5.2.3.07.05. Belanja modal Pengadaan 
pesawat capung 

Untuk mengalokasikan pengadaan 
pesawat pesawat capung. 

5.2.3.07.06. Belanja modal Pengadaan 
pesawat terbang ampibi 

Untuk mengalokasikan pengadaan 
pesawat terbang ampibL 

5.2.3.07.07. Belanja modal Pengadaan 
pesawat terbang layang 

Untuk mengaloka sikan pengadaan 
pesawat terbang layang. 

5.2.3.08. Belanja Modal Pengadaan 
Alat-alat Bengkel 

5.2.3.08.01. Belanja modal Pengadaan 
mesin las 

-Untuk mengalokasikan pengadaan mesin 
las. 

5.2.3.08.02. Belanja modal Pengadaan 
mesin bubut 

Untuk mengalokasikan pengadaan mesin 
b u b u t 

5.2.3.08.03. Belanja modal Pengadaan 
mesin dongkrak 

Untuk mengalokasikan pengadaan mesin 
dongkrak. 

5.2.3.08.04. Belanja modal Pengadaan 
mesin kompresor 

Untuk mengalokasikan pengadaan mesin 
kompresor. 

5.2.3.08.05. Belanja Modal Pengadaan 
Genset 

Untuk mengalokasika n pengadaan 
Genset 

5.2.3.08.06. Belanja Modal Pengadaan 
Mesin Bor 

Untuk mengalokasikan pengadaan Mesin 
Bor. 

5.2.3.08.07. Belanja Modal Pompa Air Untuk mengalokasikan pengadaan 
Pompa Air. 

5.2.3.08.08. Belanja Modal Pengadaan 
Peralatan Perbengkelan 

Untuk mengalokasikan pengadaan 
Peralatan Perbengkelan. 

5.2.3.09. Belanja Modal Pengadaan 
Alat-alat Pengolahan 
Pertanian dan 
Petemakan 

5.2.3.09.01. Belanja modal Pengadaan 
pcnggiling hasil pertainaTt 

Untuk mengalokasikan pengadaan 
pcnggiling hasil pertanian. 
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5.2.3.09.02. Belanja modal Pengadaan 
n l n ^ W A W / T A Y 4 ^ V # V F Y F L r m r L 

aiai pengenng gaoan 

Untuk mengalokasikan pengadaan alat 
n ^ k T V F V A T ~ 1 W F T ft ft rtft rt 

pengenng gaoan. 5.2.3.09.03. Belanja modal Pengadaan 
mesin oaiaK 

Untuk mengalokasikan pengadaan mesin 
r v l 1 ft tx 

oajaK. 5.2.3.09.04. Belanja modal Pengadaan 
alat penetas 

Untuk mengalokasikan pengadaan alat 
penetas.. 

• -C - A O -Arv -AC 
6.2.3.09.05. 

Belanja Modal Alat 
Pemantau Kwalitas Air 

Untuk mengalokasikan "pengadaan alat 
Pemantau Kwalita Air. 

C A O AA AC 
5.2.3.09.06. 

Belanja Modal Alat 
Pengolah /Pencacah 
oampan 

Untuk mengalokasikan pengadaan alat 
Pengolah /Pencacah Sampah. 

5.2.3.09.07. Belanja Modal Alat 
Pemotong Rumput 

Untuk mengalokasikan pengadaan alat 
Pemotong Rumput. 

5.2.3.09.08. Belanja Modal Pengadaan 
Hand Sprayer 

Untuk mengalokasikan pengadaan Hand 
Sprayer.. 

c o Q n o n n Belanja Modal Pengadaan 
Peralatan Pertanian 

Untuk mengalokasikan pengadaan 
Peralatan Pertanian. 

C-A--0--AA I A Belanja Modal Pengadaan 
Alat Pengolah Hasil 
Perkebunan 

Untuk mengalokasikan pengadaan Alat 
Pengolah Hasil Perkebunan. 

5.2.3.09.11. Belanja modal pengadaan 
mesin diesel 

Untuk mengalokasikan pengadaan Mesin 
diesel. 

S.2.3.Q9..12. R p l a n j a Mniini P p n g n r i n n n 

Sarana Pembuatan Pakan 
TIntlll/ TnpngalnVn<:TVan ppngnrlnnn 
Sarana Pembuatan Pakan 

5.2.3.09.13. Belanja Modal Pengadaan 
f\ ff\ T V ft L J ^ L T W r V ^ L T V 1 rV ft t V 

oarana remoeninan 

Untuk mengalokasikan pengadaan 
^ J A Y V tt T J ^ L * - W * r v ^ L T V V rV tt n 

barana r^emDeninan 5.2.3.09.14. Belanja Modal Pengadaan 
Karamba 

Untuk mengalokasikan pengadaan 
Karamba. 

5.2.3.09.15. "Belanja ModalPengadaan 
Mesin Gergaji 

Uhtulc mengaldkasikan pengadaan ^ e i n 
Geigaji. 

5.2.3.09.16. Belanja Modal Sarana dan 
Prasarana Pertanian 

Untuk mengalokasikan pengadaan 
Sarana dan Prasarana Pertanian. 

5.2.3.10. Belanja Modal Pengadaan 
-irenuacan juuicor 

5.2.3.10.01. Belanja modal Pengadaan 
Y v i o o m îT̂  

Untuk mengalokasikan pengadaan mesin 
KCUK. 

5.2.3.10.02. Belanja modal Pengadaan 
mesin hitung 

Untuk mengalokasikan pengadaan mesin 
hitung. 

5,2.3.10.03. Belanja modal Pengadaan 
mesin stensil 

Untuk mengalokasikan pengadaan mesin 
stensiL 

5.2.3.10.04. Belanja modal Pengadaan 
mesin fotocopy 

Untuk mengalokasikan pengadaan mesin 
fotocopy 

5.2.3.10.05. Belanja modal Pengadaan 
Y V L ^ L O H V F% JA A F * 1 r 

mesin ceiaK 

Untuk mengalokasikan pengadaan mesin 
cetak. 

5.2.3.10.06. Belanja -modal Pengadaan 
mesin ji l ld 

Untuk mengalokasikan pengadaan mesin 
]lllu. 

5.2.3.10.07. Belanja modal Pengadaan 
mesin potong kertas 

Untuk mengalokasikan pengadaan mesin 
potong kertas. 

5.2.3.10.08. Belanja modal Pengadaan 
mesin penghancur kertas 

Untuk mengalokasikan pengadaan mesin 
penghancur kertas. 

5.2.3.10.09. Belanja modal Pengadaan 
papan tulis elektronik 

Untuk mengalokasikan pengadaan papan 
tulis elektronik 

5.2.3.10.10. Belanja modal Pengadaan 
papan visual elektronik 

Untuk mengalokasikan pengadaan papan 
visual elektronik. 

5.2.3.10.11. Belanja modal Pengadaan 
tabung penradaru 

Untuk mengalokasikan pengadaan 
tabung pemadam kebakaian. 
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ttVX/ L/Ct t t t b jU .X € tt • tt 

5 .2 .3 .10 .12 . Belanja modal Pengadaan 
P a n a n R a l i ' T i n 

Untuk mengalokasikan pengadaan Papan 
R a l i h n 
1 ?X\ I ' 1 *\Ja 

5 .2 .3 .10 .13 . Belanja modal Pengadaan 
P a n a n N o n R l p k t r i k 
A tt-tt tt/tttttttt tt « VF tt tt ttJttLFtttt tt-tt J-ttV 

Untuk mengalokasikan pengadaan Papan 
N o n E l p k t r i k 
tt 1 tt/Xtt tt-Ftttt.-tttt tt-tt. tttttt* 

5 .2 .3 .10 .14 . Belanja Modal Papan Data Untuk mengalokasikan pengadaan Papan 
Data. 

5 .2 .3 .10 .15 . Belanja Modal Pengadaan 
Mesin Laminating 

Untuk mengalokasikan pengadaan Mesin 
T aminatina. 

5 .2 .3 .10 .16 . Belanja Modal Pengadaan 
Mesin Diesel 
ttr tt X F kFttX tt AJ ttX* VJXrf tt 

Untuk mengalokasikan pengadaan Mesin 
Diesel 

5 .2 .3 . 10 .17 . Belanja Modal Pengadaan . 
Terpal 

Untuk mengalokasikan pengadaan 
Temal 

5 .2 .3 .10 .18 . Belanja Modal Pengadaan 
Card Reader 
V^tttt-tt Lt t tt V^Ft t t tX t tV t t 

Untuk mengalokasikan Pengadaan Card 
Reader 

5 .2 .3 .10 .19 . Belanja Modal Pengadaan 
Alat Deteksi Uana 
tt • 1* * b • — V * V v t t t t k ^ t t V F tttt-tttttt^ 

Untuk mengalokasikan Pengadaan Alat 
P p n d p f p k s i T J a n p 
X tt^ tt tttttt V F tttttf tttt\ja tttt C X t t t t j ^ 5.2.3,11. "Belanja "Modal "Pengadaan 

PerlenffkaoRTi Kantor 
Y X F tt tt V* tttt J ^ ^ Y * * pF tttttttt tt tttttttttt ^ ttptt 

5 .2 .3 .11 .01 . Belanja modal Pengadaan 
meia cambar 
ttttttVKJtttt ^^Vtttttttt ^FVtttt 

Untuk mengalokasikan Pengadaan meja 
c a m b a r 
T ^ C X X X X I t t u X > 

5 .2 .3 .11 .02 . Belanja modal Pengadaan 
a l m a r i 

Untuk mengalokasikan Pengadaan 
-almarL 

5 .2 .3 .11 .03 . Belanja modal Pengadaan 
b r a n k a s 
ttFtt tt* * tt ftHttfcJ 

Untuk mengalokasikan Pengadaan 
h r a n k f l " ? 
tt/X t A X t t t t t t C X u * 

5 .2 .3 .11 .04 . Belanja modal Pengadaan 
filling kabinet 

Untuk mengalokasikan Pengadaan filling 
kabineL 
xtttttt Ltt aa a u tt* 

5 .2 . 3 . 11 .05 . Belanja modal Pengadaan 
white board 

Untuk mengalokasikan Pengadaan white 
board. 

5 .2 .3 .11 .06 . Belanja modal Pengadaan 
nenuniuk waktu 
L / V tttt tttttt ttj tttt tttt 4 4 tttt tttt tttttt 

Untuk mengalokasikan Pengadaan 
nenuniuk waktu 
I t ttt^XX ttXtt X 1 tttt tttt VT tttttttt tt I X * 

5 .2 .3 .11 .07 . Belanja Modal Pengadaan 
AC 
S\\j 

Untuk mengalokasika n Pengadaan Air 
C o n d i t i n n f A P \ 
\j\Jl.l\jML±\JkA \iWjjt 

5 .2 .3 .11 .08 . Belanja Modal Pengadaan 
T C i n a ^ A n Pin 

Untuk mengalokasikan Pengadaan kipas 
a n Pin 

5 .2 .3 .11 .09 . Belanja Modal Pengadaan 
P a n a n P p n p i i m i i m a n 
tt tttt ttFtttt-tttt tt v* tttttt^ tttt ' ' 1 tttt tttttttt-ttX tt 

Untuk mengalokasikan Pengadaan Papan 
P p n 011 m i i m a n 
X \ F X X ttXXXX I X X X X C X X A * 

5 .2 .3 .11 .10 . Belanja Modal Pengadaan 
Layar 

Untuk mengalokasikan Pengadaan T-ayar. 

5 .2 .3 , 11 .11 . Belanja Modal Pengadaan 
Mesin Absensi 

Untuk mengalokasikan Pengadaan Mesin 
Absensi. 

5 .2 .3 .11 .12 . Belanja modal pengadaan 
Tenda/Teron 
tt VrttXtttt.tttt./ A \fa %J |tt 

Untuk mengalokasikan Pengadaan 
Tenda y Teron 
A XaAAVatA f X ttrX tttt L / a • 

5 .2 . 3 . 11 .13 . Belanja Modal Pengadaan 
I:aTnban0/ Tj/uti 
* ^ tt i * * tttt tttttt •f-\f M-t\J f-^J 

Untuk mengalokasika n Pengadaan 
T A m h a n p / T t t i p o 
1 - n 1 • 1 T ril 1 1 fit MMKJMAfr 

5 .2 .3 .11 .14 . Belanja Modal Pengadaan 
Ppnvan00a T C D 

Untuk mengalokasikan Pengadaan 
P e n v a n p p a T C R 

5 .2 .3 .11 .15 . Belanja Modal Pengadaan 
T p m n a t S a m n a h 
X ttrXXtt L / C t t L tttttt tttt LXCttttX 

Untuk mengalokasikan Pengadaan 
T e m n a t R a m n a h 
X 1 . # X X X | X U 4 4 J < l l i I ^J€LM.k* 

5 .2 .3 .11 .16 . Belanja Modal Pengadaan 
T a n 0Pa 

Untuk mengalokasikan Pengadaan 

5 .2 .3 .11 .17 . Belanja Modal Pengadaan 
Rak Kaca/Etalase 

Untuk mengalokasikan Pengadaan Rak 
Kaca/Etalase. 

5 .2 .3 .11 .18 . Belanja Modal Pengadaan 
Tiang Antrian 

Untuk mengalokasikan Pengadaan Tiang 
Antrian. 

5 .2 .3 .11 .19 . Belanja Modal Pengadaan Untuk mengalokasikan Pengadaan 
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5.2.3.11.20. Belanja Modal Pengadaan 
Kunci Elektronik 

Untuk mengalokasikan Pengadaan Kunci 
Elektronik 

5.2 3 12 
w * M f « W « JAmta 

B e l B T i l n WTnHnl P e n c r a / l a a n ocxnuin xuvusu a vxxif nuttcxxi 
Komputer 

9 8 19 n i 
O . ^ . O . XZ,\J L, 

ocuxiijci muucu rengauaan 
kouip liter 
TTT 0 m T V O ¥VI A / G O T ^ f A T -I l i a i l U r c l U l C / O C l V C l 

1 T n T l 1T^ Y V L j-y AW n 1 ** I r MM n * T Y V 1 J F * Y V rXtt F4 rt A *V 

uniuK mengaiOKasiKan rengaoaan 
kuiupuLer mainfiume/server. 

5.2.3.12.02. Belanja modal Pengadaan 
T z ' A m r i i i f ' A T * / KUllipULCl/r\M 

Untuk mengalokasikan Pengadaan 
l ^ W T T I T t t l 1 Y / ^3r^ 

KotnpuLer/ 5.2.3.12.03. Belanja modal Pengadaan 
I c o m m i t e ' T n n t e hrml/ 
n x Z X X l ^ U XX4Z14. L/4J4/1V 

Untuk mengalokasikan Pengadaan 
l / n r n T i i i t A T * n n t A Vinnl/ 
X v L Z i X i p i X L C l 1X4J L C l A J U l v . 5.2.3.12.04. Belanja modal Pengadaan 

n r i n t e r 

I-/X XXX 44.x 

Untuk mengalokasikan Pengadaan 
f i r i n t p t * 
|jx 1x144:1. 

5.2.3.12.05. Belanja modal Pengadaan 
C A a n A T * 

Untuk mengalokasikan Pengadaan 
G A A T-f A T * 

5.2.3.12.06. Belanja modal Pengadaan 
T H A m + A T * ' / / I I G H I A T T 

muiiiLur / uispiay 

Untuk mengalokasikan Pengadaan 
moniLor/ uispiay. 

5.2.3.12.07. Belanja modal Pengadaan 
CPU 

Untuk mengalokasikan Pengadaan CPU. 

5.2.3.12.08. Belanja modal Pengadaan 
UPS/stabilizer 

Untuk mengalokasikan Pengadaan 
UPS/Stabilizer. 

C O 1 9 flQ l - l f L l/v ft 11% tt 1 3̂ A W fWtt tx tt ft W 

xzcianja mouai tt-engaaaan 
kelengkapan komputer 
(flash disk, mouse, 
Kcyuoaru, iiaFUiSK, 
Speaker) 

T T T V T11 I F f\YV ftn tftwf n o i T F F L T T t I A * V rxtt rx n tt n 

- u n L U i c mengaiOKasiKan r^engaoaan 
Kelengkapan Komputer (flash disk, 
mouse, keyboard, Imrdisk, speaker). 

o o n i n oeianja moaai rengaoaan 
perala tan jaringan 
l ^ A T A m 1 f - A T * 

W T vT 1̂1 I F Y W f% vv ft fx 1 F \ 1 F F I f % txtx w 1 1 J * Y V fr f\ tx ft ft T T 

uniuK mengaioKasiKan rengaaaan 
pera7a tan jaringan "komputer. 

5.2.3.12.11. Belanja Modal Software Untuk mengalokasikan Pengadaan 
C A n T I T Q C A 0 4 J 1 4 V V C U 4: 

5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan 

5.2.3.13.01. Belanja modal Pengadaan 
i i x C | a i 4 , d Id 

Untuk mengalokasikan Pengadaan meja 
t / A T ^ a K.C1 Id. 

5.2.3.13.02, Belanja modal Pengadaan 
I I l C ) d I c i p d L 

Untuk mengalokasikan Pengadaan meja 
T * Q T ^ A 
I d p d L . 

5.2.3.13.03. Belanja modal Pengadaan 
T H A J O m a P n A I l l C J d L l l d K x l I l 

Untuk mengalokasikan Pengadaan meja 
TY l o l f Q T l 

5.2.3.13.04, Belanja modal Pengadaan Untuk mengalokasikan Pengadaan kurs i 
I F / * Y i Ck 

5.2.3.13.05. Belanja modal Pengadaan 
I ^ n t * G i T * / 1 T \ 0 ^ 
K U l o l I c i p d l . 

Untuk mengalokasikan Pengadaan kurs i 
1"0 T I O 1-
I d p d U . 

5.2.3.13.06. Belanja modal Pengadaan 
t/lZT"01 T H 01/" A A 

Untuk mengalokasikan Pengadaan Icursi 
X X l d A i l l l . 

5.2.3.13.07. Belanja modal Pengadaan 
Lcmpdi uuur 

Untuk mengalokasika n Pengadaan 
X t t > Y W T T ft A 4*1/11 t Y 

Lcmpai uuur. 5.2.3.13.08. Belanja modal Pengadaan 
sofa 

Untuk mengalokasikan Pengadaan sofa. 

5.2.3.13.09. Belanja modal Pengadaan 
XdlV U U 1 4 U / W / t V C I l l U d l l ^ 

Untuk mengalokasikan Pengadaan rak 
l^iiVii / t v / l / A T T i l i a n 0 
U 4 X i 4 L X / L V / i V 4 : x X l L / < X x X ^ . 

5.2.3.13.10. Belanja Modal Pengadaan 
Meja Kursi Siswa 

Untuk mengalokasikan Pengadaan Meja 
Kursi Siswa.. 

5.2.3.13.11. Belanja modal Pengadaan 
Mefa Kursi Tamu 

Untuk mengalokasikan Pengadaan Meja 
KuTSi Tamu. 
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5.2.3.13.12. Belanja Modal Mimbar 

Podium 
Untuk mengalokasikan Pengadaan 
Mimbar Podium.. 

5.2.3.13.13. Belanja modal Pengadaan 
Kursi Tunggu 

Untuk mengalokasikan Pengadaan Kur i 
Tunggu. 

5.2.3.13.14. Belanja modal Pengadaan 
papan tulis/white board 

Untuk mengalokasikan Pengadaan Papan 
Tubs/White board. 

5;2.3.14. Belanja Modal Pengadaan 
Peralatan Dapur 

5.2.3.14.01. Belanja modal Pengadaan 
tabung gas 

Untuk mengalokasikan Pengadaan 
tabung gas.. 

5.2.3.14.02. Belanja modal Pengadaan 
kompor.gas 

Untuk mengalokasikan Pengadaan 
kompor.gas. 

5.2.3.14.03. Belanja modal Pengadaan 
1 * 1 

leman makan 
Untuk mengalokasikan Pengadaan lemari 
makan. 

5.2.3.14.04. Belanja modal Pengadaan 
dispenser 

Untuk mengalokasikan Pengadaan 
4 * dispenser. 

5.2.3.14.05. Belanja modal Pengadaan 
kulkas 

Untuk mengalokasikan Pengadaan 
kulkas. 

#— f\ 4 y* /L /" 

5.2.3.14.06. 
TN T * T 1 IN • 

Belanja modal Pengadaan 
rak pi l ing 

Untuk mengalokasika n Pengadaan rak 
piling. 

yT F T T * t\9W 

5.2.3.14.07. Belanja modal Pengadaan 
pi l ing/ gelas/ mangkok/ can 

t " / _ T T / f * 

gkir/.sendnk/garpu/pisau 

Y * • 4 4 4 •* Yv « 

Untuk mengalokasikan Pengadaan 
pi l ing/ gelas / mangkok/cangkir/ sendok/ g 

* * 

arpu/pisaii. 5.2.3.14.08. Belanja modal Pengadaan 
Majig Jar 

Untuk mengalokasikan Pengadaan alat 
bantu memasak. 

5.2.3.14.09. Belanja Modal Mesin Cuci Untuk mengalokasikan Pengadaan Mesin 
Cuci. 

5.2.3.14.10. Belanja Modal Pengadaan 
Alat "Rumah Tangga 

Untuk mengalokasikan Pengadaan Alat 
"Rumah Tangga. 

5.2.3.14.11. Belanja Modal Troly Food Untuk mengalokasikan Pengadaan Troly 
TN _1 

Food. 
5.2.3.14.12. Belanja Modal Kompor 

Mesin Pengenng 
Untuk mengalokasikan Pengadaan 
Kompor Mesin Pengenng. 

5.2.3.14.13. Belanja Modal Pengadaan 
TT r — tt__ TA_ * £*• _ 

Watyer Furifer 

Untuk mengalokasikan Pengadaan 
Watyer Furifer. 

5.2.3.14,14. Belanja Modal Penampung 
Air 

Untuk mengalokasikan Pengadaan 
Penampung Air. 

5.2.3.14.15. Belanja Modal Water 
T T - — tt ^ 

Heater 

Untuk mengalokasikan Pengadaan Water 
T T .iV M X.n.M 

Heater. 
5.2.3.14.16. Belanja Modal Kompor 

Biogas 
Untuk mengalokasikan Pengadaan 
Kompor Biogas. 

5.2.3.14.17. Belanja Modal Pengadaan 
Prasmanan Set 

Y * • 1 1 4 *1 YV 1 

Untuk mengalokasikan Pengadaan 
Prasmanan Set. 

5*2*3* 15> Belanja Modal Pengadaan 
Penghias Ruangan 
Rumah Tangga 

5.2.3.15.01. Belanja modal Pengadaan 
T T * 

lampu hias 

Untuk mengalokasikan Pengadaan lampu 
hias. 

5.2.3.15.02. Belanja modal Pengadaan 
ft 1 * 1 * r ^ lam dmdmg/meia 

Untuk mengalokasikan Pengadaan j am 
T * 1 * f 

dmdmg/meia. 
5.2.3.15.03. Belanja Modal Kain 

Penghias Ruangan 
Untuk mengalokasikan Pengadaan 
gorden. 

5.2.3.15.04. Belanja Modal TV dan 
kelengkapannya 

Untuk mengalokasikan Pengadaan TV 
dan Kelengkapannya. 

5.2.3.15.05. Belanja Modal Mesin 
penyedothebu 

Untuk mengalokasikan Pengadaan Mesin 
Penyedot Debu. 
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Untuk mengalokasikan Pengadaan 
Karpet 

5.2.3.15.07. Balanja Modal Pengadaan 
Jemuran 

Untuk mengalokasikan Pengadaan 
Jemuran. 

5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan 
Alat-alat Studio 

5.2.3.16.01. Belanja modal Pengadaan 
kamera 

Untnk mengalokasikan Pengadaan 
kamera. 

5.2.3.16.02. Belanja modal Pengadaan 
handycam 

Untuk mengalokasikan 
handycam. 

Pengadaan 

5.2.3.16.03. Belanja modal Pengadaan 
proyektor 

Untuk mengalokasikan Pengadaan 
proyektor. 

5,2.3.16.04. Belanja modal Alat 
Kelengkapan Studio 

Untuk mengalokasikan 
peralatan audio visual. 

Pengadaan 

5.2.3.16.05. Belanja modal Pengadaan 
Sound System 

Untuk mengalokasikan Pengadaan Sound 
System. 

5.2.3.16.06. Belanja Modal pengadaan 
"Wireles set 

Untuk mengalokasikan Pengadaan 
TVireles'Set 

5.2.3.16,07. Belanja modal VCD/DVD 
palyer 

Untuk mengalokasikan 
VCD/DVD Palyer. 

Pengadaan 

5.2.3.16.08. Belanja Modal Pengadaan 
CCTV 

Untuk mengalokasikan Pengadaan CCTV. 

5.2.3EL6X9. Belanja Modal Tape Mobi l Untuk mengalokasikan Pengadaan Tape 
Mobil. 

5.2.3.17. Belanja Modal Pengadaan 
Alat-alat Komunikasi 

5.2.3.17.01. Belanja modal Pengadaan 
telepon 

Untuk mengalokasikan 
telepon. 

Pengadaan 

5.2.3.17.02, Belanja modal Pengadaan 
faximili 

Untuk mengalokasikan Pengadaan 
faximili. 

5.2.3.17.03. Belanja modal Pengadaan 
radio SSB 

Untuk mengalokasikan Pengadaan radio 
SSB. 

5.2.3.17.04. Belanja modal Pengadaan 
radio HF/FM (Handy 
Talkiel 

Untuk mengalokasikan Pengadaan radio 
HF/FM (Handy Talkie). 

5.2.3.17.05. Belanja modal Pengadaan 
radio VHF 

Untuk mengalokasikan Pengadaan Radio 
VHF. 

5.2.3.17.06. Belanja modal Pengadaan 
radio UHF 

Untuk mengalokasikan Pengadaan Radio 
UHF 

5.2.3.17.07. Belanja modal Pengadaan 
alat sandi 

Untuk mengalokasikan Pengadaan alat 
sandi. 

5.2.3.17.08. Belanja modal Pengadaan 
Peralatan Pemancar 

Untuk mengalokasikan Pengadaan 
peralatan pemancar contoh ; antena dan 
jaringan backbone wifi d l l 

5.2.3.17.09. Belanja modal Pengadaan 
Perlengkapan Komunikasi 

Untuk mengalokasikan 
Perlengkapan Komunikasi. 

Pengadaan 

5.2.3.18. Belanja Modal Pengadaan 
Alat-alat Ukur 

5.2.3.18.01. Belanja modal Pengadaan 
timbangan 

Untuk mengalokasikan 
timbangan. 

Pengadaan 

5.2.3.18.02. Belanja modal Pengadaan 
teodolite 

Untuk mengalokasikan Pengadaan 
teodolite. 

5.2.3.18.03. Belanja modal Pengadaan 
alat u j i emisi 

Untuk mengalokasikan Pengadaan alat 
uj i emisi. 

5.2,3.18.04. Belanja modal Pengadaan 
nlafGPS 

Untuk mengalokasikan Pengadaan alat 
•GPS. 
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5.2.3.18.05. Belanja modal Pengadaan 
kompas/peralatan navigasi 

Untuk mengalokasikan Pengadaan 
kompas/peralatan navigasL 

5.2.3.18.06. Belanja modal Pengadaan 
bcjana ukur 

Untuk mengalokasikan Pengadaan bejana 
ukur. 

5.2.3.18.07. Belanja modal Pengadaan 
barometer 

Untuk mengalokasikan Pengadaan 
barometer. 

5.2.3.18.08. Belanja modal Pengadaan 
seismograph 

Untuk mengalokasikan 
seismograph. 

Pengadaan 

5.2.3.18.09. Belanja modal Pengadaan 
ultrasonograph 

Untuk mengalokasikan 
ultrasonograph. 

Pengadaan 

5.2.3.18.10. Belanja modal Fisk Finder Untuk mengalokasikan Pengadaan Fik 
Finder 

5.2.3.18.11. Belanja Modal Pengadaan 
Alat Pengukur Kecepatan 

Untuk mengalokasikan Pengadaan Alat 
Pengukur Kecepatan. 

5.2.3.18.12. Belanja Modal Pengadaan 
Meteran 

Untuk mengalokasikan Pengadaan 
Meteran. 

5.2.3.T8.T3. Belanja Modal Pengadaan 
Alat Centrifuge Extractor 
Test 

XTntuTc mengaloTcasikan Pengadaan Alat 
Centrifuge Extractor Test 

5.2.3.18.14. Belanja Modal Sound Lever 
Meter 

Untuk mengalokasikan Pengadaan Sound 
Lever Meter. 

•5.2.3J.8a5. Belanja Modal Pengadaan 
Disto Meter 

Untuk mengalokasikan Pengadaan -Disto 
Meterr. 

5.2.3.18.16. Belanja Modal Pengadaan 
Altimeter 

Untuk mengalokasikan Pengadaan 
Altimeter. 

5.2.3.19. Belanja Modal Pengadaan 
Alat-alat Kedokteran 

5.2.3.19.01, Belanja modal Pengadaan 
alat-alat kedokteran 
umum 

Untuk mengalokasikan Pengadaan alat-
alat kedokteran umum. 

5.2.3.19.02. Belanja modal Pengadaan 
alat-alat kedokteran gigi 

Untuk mengalokasikan Pengadaan alat-
alat kedokteran gigi. 

5.2.3.19.03. Belanja modal Pengadaan 
alat-alat kedokteran THT 

Untuk mengalokasikan Pengadaan alat-
alat kedokteran THT. 

5.2.3.19.04. Belanja modal Pengadaan 
alat-alat kedokteran mata 

Untuk mengalokasikan Pengadaan alat-
alat kedokteran mata. 

5.2.3.19.05. Belanja modal Pengadaan 
alat-alat kedokteran bedah 

Untuk mengalokasikan Pengadaan alat-
alat kedokteran bedah. 

5.2.3.19.06. Belanja modal Pengadaan 
alat-alat kedokteran anak 

Untuk mengalokasikan Pengadaan alat-
alat kedokteran anak. 

5.2.3.19.07. Belanja modal Pengadaan 
alat-alat kedokteran 
kebidanan dan penyakit 
kandungan 

Untuk mengalokasikan Pengadaan alat-
alat kedokteran kebidanan dan penyakit 
kandungan. 

5.2.3.19.08. Belanja modal Pengadaan 
alat-alat kedokteran kul i t 
dan kelamin 

Untuk mengalokasikan Pengadaan alat-
alat kedokteran kul i t dan kelamin. 

5,2.3.19.09. Belanja modal Pengadaan 
alat-alat kedokteran 
kardiologi 

Untuk mengalokasikan Pengadaan alat-
alat kedokteran kardiologi 

5.2.3.19.10. Belanja modal Pengadaan 
alat-alat kedokteran 
neurologl 

Untuk mengalokasikan Pengadaan alat-
alat kedokteran neurologi 

5.2.3.19,11. Belanja modal Pengadaan 
alat-alat kedokteran 

nTi}B^^pcdxpp:^ 

Untuk mengalokasikan Pengadaan alat-
alat kedokteran orthopcdi. 
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1 
X 

0 
at 0 

q o o i Q i n L X A I A . v m / l A l T z n n A A r l A / \ T ^ 

DCiiUlja lUOUdl ttCngaUaall 
alat-alat kedokteran 
hewan 

T 1 T L 1 1 1 I F T T T / m 1 /r I F / T 0 1 I F ft n t Y \ fy i v # 4 yv n Y V n 1 f\ A 

vniuK mengaioKasiKan rengaaaan aiai-
alat kedokteran hewan. 

O Q 1 0 I Q Belanja modal Pengadaan 
alat-alat farmasi 

Untuk mengalokasikan Pengadaan alat-
alat famiasi. 

jr .r> Q .•t ry. .t /t Belanja modal Ptngadaan 
alat-alat penyakit 
aaiam/ iniernis 

Untuk iiiengalukusikun Pengadaan alal-
alat penyakit dalam/intemis. 

5.2.3.19.15. Belanja Modal Pengadaan 
Kursi Roda 

Untuk mengalokasikan Pengadaan Kursi 
Roda. 

c o o on 1 ^% ^n \f% iwV A t t V tfT 1 ^9^tt v% ft ft Jk ^% n 
H e i c U l j a m O u t t l ttcnSnuaaTl 

Alat-alat Laboratorium 
5.2.3.20.01. Belanja modal Pengadaan 

alat-alat laboratorium 
biologi 

Untuk mengalokasikan Pengadaan alat-
alat laboratorium biologi. 

5.2.3.20.02. Belanja modal Pengadaan 
alat-alat laboratorium 
fisika / geologi / geodesi 

Untuk mengalokasikan Pengadaan alat-
alat laboratorium fisika/geologi/geodesi. 

5.2.3.20.03. Belanja modal Pengadaan 
c U H i - d i a L laouraLurium 
kimia 

Untuk mengalokasikan Pengadaan alat-
fttft^ I T T T / T T T T ' / T T T I I F I T V T m 

aiai laDoraionum Kimia. 

5 J2Q.04. BelanjajnodaLPengadaan. 
alat-alat laboratorium 
pertanian 

Untuk mengalokasikan Pengadaan alat-
alat laboratorium pertanian. 

5.2.3.20.05. Belanja modal Pengadaan 
alat-alat laboratorium 
petemakan 

Untuk mengalokasikan Pengadaan alat-
alat laboratorium petemakan. 

5.2.3.20.06. Belanja modal Fengadaan 
ttrl'Tt' F \ I F T ' ^ T O r \ t t \ Y f ~ i f - W Y i v i n v 

aiat-aiai laDoraionum 
perkebunan 

TTntuk mengalokasikan Pengadaan alat-
ft 1 T T 1 ft r r m T T r r ^ N V 1 T T T T T O Y E F O P T I 1 * v T T T 

aiai laooraionum perKeounan. 

5.2.3.20.07. Belanja modal Pengadaan 
f \ 1 0 T 0 T ft r 1 ft fV ft f x V * F V • 1 Y W 

aiaL-aiai. laDoraLonum 
perikanan 

Untuk mengalokasikan Pengadaan alat-
f \ 1 ̂ t ^ 1 f\ WtfX'W^t X fV 1 L L Y V T Y L IF n t T ft T T 

aiai laDoraujiium perixanan. 

5.2.3.20.08. Belanja modal Pengadaan 
alat-alat laboratorium 
bahasa 

Untuk mengalokasikan Pengadaan alat-
alat laboratorium bahasa. 

q n Q nn no Belanja modal Pengadaan 
alat-alat peraga / praktik 

ft\rtttft T T 

scKoian 

Untuk mengalokasikan Pengadaan alat-
alat peraga/ praktik sekolah. 

5.2.3.20.10. Belanja Modal Pengadaan 
/viat nauoraLonum Lamnya 

Untuk mengalokasikan Pengadaan alat-
T T T t I T r m r f ' F T t * i i 1 m i F T P T r T ft^rt - r r / i F a t t T / T i F f * A Y T xt 

aiai laDoraionum Kesenaian/ KeaoKieran. 5.2.3.21. Belanja Modal Pengadaan 
A - o n s u u x s i t j a i a n 

.5,2/3.21/01. Belanja modal Pengadaan 
konstruksi jalan. 

-Untuk mengalokasikan Pengadaan 
konstruksi jalan. 

c n n m nn Belanja modal Pengadaan 
konstruksi jalan fly over 

Untuk mengalokasikan Pengadaan 
konstruksi jalan fly over. 

5.2.3.21.03. Belanja modal Pengadaan 
konstruksi jalan under 
pass 

Untuk mengalokasikan Pengadaan 
konstruksi ja lan under pass. 

q n Q m n/1 Belanja Modal pengadaan 
konstruksi ialan 
lingkungan 

T T Y V ^ 4 L I F T T L f L Y V av- n 1 MM f * A n 1 TF T T T X j ^ b Y V fw ft ft T T T T 

untUK mengaioicasiKan rengaaaan 
konstruksi jalan Lingkungan. 

5.2.3.22. Belanja Modal Pengadaan 
Konstruksi vTemba tan 

5 J 2 ^ 2 2 : 0 i r ^ p^l^ja^^nnrdp Pengadaan Untuk mengalokasikan Pengadaan 

Asislen, 
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konstxuksijembatan 
gantung 

konstruksi jembatan gantung.. 

5.2.3.22.02. Belanja modal Pengadaan 
konstruksi jembatan 
ponton 

Untuk mengalokasikan Pengadaan 
konstruksi jembatan ponton. 

5.2.3.22.03. Belanja modal Pengadaan 
konstruksi jembatan 
penyebrangan ja lan orang 

Untuk mengalokasikan Pengadaan 
konstruksi jembatan pcnyebrEmgan 
orang. 

5.2.3.22.04. Belanja modal Pengadaan 
konstruksi jembatan 
penyebrangan diatas air 

Untuk mengalokasikan Pengadaan 
konstruksi jembatan penyebrangan 
orang. 

5.2.3.23. Belanfa Modal Pengadaan 
Konstruksi Jaringan Air 

5.2.3.23.01. Belanja modal Pengadaan 
konstruksi bendungan 

Untuk mengalokasikan 
konstruksi bendungan. 

Pengadaan 

5.2.3.23.02. Belanja modal Pengadaan 
konstruksi waduk 

Untuk mengalokasikan Pengadaan 
konstruksi waduk. 

5.2.3.23.03. Belanja modal Pengadaan 
konstruksi kanal 
permukaan 

Untuk mengalokasikan 
konstruksi kanal permukaan. 

Pengadaan 

5,2.3.23.04. Belanja modal Pengadaan 
konstruksi kanal bawah 
tanah 

Untuk mengalokasikan Pengadaan 
konstruksi kanal bawah tanah. 

5.2.3.23.05. Belanja modal Pengadaan 
konstruksi jaringan irigasi 

Untuk mengalokasikan 
konstruksi jaringan irigasi. 

Pengadaan 

5.2.3.23.06. Belanja modal Pengadaan 
konstruksi jaringan air 
bersih/air minum 

Untuk mengalokasikan Pengadaan 
konstruksi jaringan air bersih / air 
minum. 

5.2.3.23.07. Belanja modal Pengadaan 
konstruksi reservoir 

TJntuk mengalokasikan Pengadaan 
konstruksi reservoir. 

5.2.3.23.08. Belanja modal Pengadaan 
konstruksi p intu air 

Untuk mengalokasikan 
konstruksi p intu air. 

Pengadasm 

5,2.3.23.09. Belanja Modal Kontruksi 
Drainase 

Untuk mengalokasikan Pengadaan 
konstniksi salnrnn .air. 

5.2.3.23.10. Belanja Modal Kontruksi 
Pengaman Sungai 

Untuk mengalokasikan Pengadaan 
konstruksi pengaman sungai. 

5.2.3.23.11. Belanja Modal Kontruksi 
Sumur Bor/Gas 

Untuk mengalokasikan 
konstruksi Sumur Bur /Gas. 

Pengadaan 

5.2.3,23.12. Belanja Modal Konservasi Untuk mengalokasikan Pengadaan 
Konervasi. 

5.2.3.23,13. Belanja Modal Pembuatan 
Jalur Labuh Perahu 

Untuk mengalokasikan Pengadaan 
Pembuatan Jalur Labuh Perahu. 

5.2.3.24. Belanja Modal Pengadaan 
Penerangan Jalan, 
Tanxan -dan Hutan Kota 

5.2.3.24,01. Belanja modal Pengadaan 
lampu hias jalan 

Untuk mengalokasikan Pengadaan lampu 
hias jalan. 

5.2.3.24.02. Belanja modal Pengadaan 
lampu hias taman 

Untuk mengalokasikan Pengadaan lampu 
hias taman. 

5.2.3.24.03, Belanja modal Pengadaan 
lampu penerang hutan 
kota 

Untuk mengalokasikan Pengadaan lampu 
penerang hutan kota. 

5.2.3.24.04, Belanja Modal Pengadaan 
Lampu Penerangan Jalan 
Umum 

Untuk mengalokasikan Pengadaan lampu 
penerangan ja lan umum. 

5.2.3.25. Belanja Modal Pengadaan 
Instalasi Listrik dan 
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Telepon 

5.2.3.25.01. Belanja modal Pengadaan 
instalasi l istrik 

Untuk mengalokasikan Pengadaan 
instalasi l istrik. 

5.2.3.25.02. Belanja modal Pengadaan 
instalasi telepon 

Untuk mengalokasikan Pengadaan 
instalasi telepon. 

5.2.3.25.03. Belanja Modal Pengadaan 
Instalasi A i r 

Untuk mengalokasikan Pengadaan 
instalasi a i r . 

5.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan 
Konstruksi/Pembelian 
Bangunan 

5.2.3.26.01. Belanja modal Pengadaan 
konstruksi/.pembelian 
gedung kantor 

Untuk mengalokasikan Pengadaan 
konstruksi .gedung. kantor, baik yang 
dibangun dan/atau dibeli dalam bentuk 
jadi. 

5.2.3.26.02. Belanja modal Pengadaan 
konstruksi/ pembelian 
rumah jabatan 

Untuk mengalokasikan Pengadaan 
konstruksi rumah jabatan, baik yang 
dibangun dan/atau dibeli dalam bentuk 
jadi. 

5.2.3.26.03. Belanja modal Pengadaan 
konstruksi/ pembelia n 
rumah dinas 

Untuk mengalokasikan Pengadaan 
konstruksi rumah dinas, baik yang 
dibangun dan/atau dibeli dalam bentuk 
jadi. 

5.2.3.26.04. Belanja modal Pengadaan 
konstruksi/Pembelian 
gedung gudang 

Untuk mengalokasikan Pengadaan 
konstruksi gedung gudang, baik yang 
dibangun dan/atau dibeli dalam bentuk 
jadL 

5.2.3.26.05. Belanja modal Pengadaan 
konstruksi/pembelian 
bangunan bereejarah 

Untuk mengalokasikan Pengadaan 
konstruksi bangunan bersejarah, baik 
yang dibangun dan/atau dibeli dalam 
bentuk jadi. 

5.2.3.26.06. Belanja modal Pengadaan 
konstruksi/pembelian 
bangunan monumen 

Untuk mengalokasikan Pengadaan 
konstruksi bangunan monumen, ba ik 
yang dibangun dan/atau dibeli dalam 
bentuk jadi . 

5.2.3.26.07. Belanja modal Pengadaan 
konstruksi tugu batas 
Kabupaten 

Untuk mengalokasikan Pengadaan 
konstruksi tugu peringatan, baik yang 
dibangun dan/atau dibeli dalam bentuk 
jadi. 

5.2.3.26.08. Belanja modal Pengadaan 
konstruksi/pembelian 
Rambu-rambu 

Untuk mengalokasikan Pengadaan 
konstruksi / pembelian Rambu-rambu. 

5.2.3.26.09. Belanja modal Pengadaan 
konstruksi/pembelian 
Tempat Wisata 

Untuk mengalokasikan Pengadaan 
konstruksi / pembelian Tempat Wisata. 

5J2.3J26JQ. Belanja modaLPengadaan. 
konstruksi/ pembelian 
gedung tempat belajar 

Untuk mengalokasikan Pengadaan. 
konstruksi / pembelian gedung tempat 
belajar. 

5.2.3.26.11. Belanja modal Pengadaan 
konstruksi/ pembelian 
Fasilitas Sanitasi 

Untuk mengalokasika n Pengadaan 
konstruksi / pembelian Fasilitas Sanitasi. 

5.2.5.25.12. Belanja modal Pengadaan 
konstniksi/ pembelia n 
MCK 

UntuTc mengaloTcasikan Pengadaan 
konstruksi / pembelian MCK. 

5.2.3.26.13. Belanja modal Pengadaan 
konstruksi/pembelian Kios 
Pedagang 

Untuk mengalokasika n Pengadaan 
konstruksi / pembelian Kios Pedagang. 
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5.2,3.26.14. Belanja modal Pengadaan 

konstruksi/pembelian 
Terminal 

Untuk mengalokasikan Pengadaan 
konstruksi bangunan terminal, baik yang 
dibangun dan/atau dibeli dalam bentuk 
jadi. 

5.2.3.26.15. Belanja modal Pengadaan 
konstruksi/ pembelian 
Pasar 

Untuk mengalokasikan Pengadaan 
konstruksi / pembelian Pasar. 

5.2.3.26.16. Belanja modal Pengadaan 
konstruksi/pembelian 
Stadion Olah Raga 

Untuk mengalokasikan Pengadaan 
konstruksi bangunan gelanggang 
olahraga, baik yang dibangun dan/atau 
dibeli dalam bentuk jadi . 

5.2.3.26.17. Belanja modal Pengadaan 
konstruksi/pembelian 
Tempat Pengolah Sampah 

Untuk mengalokasikan Pengadaan 
konstruksi /Pembelian Tempat Pengolah 
Sampah. 

5.2.3.26.18. Belanja modal Pengadaan 
konstruksi/ pembel ia n 
Menara 

Untuk mengalokasika n Pengadaan 
konstruksi /Pembelian Menara. 

5.2.3.26.19. Belaiija modal Pengadaan 
konstruksi / Pembelian 
Tempat Tanaman 

Untuk mengalukasikan Pengadaan 
konstruksi /Pembelian Tempat Tanaman. 

5.2.3.26.20. Belanja Modal Pengadaan 
Landasan Pacu Bandar 
Udara 

Untuk mengalokasika n Pengadaan 
Landasan Pacu Bandar Udara. 

5.2.3.26.21. Belanja modal Pengadaan 
konstruksi Unit 
Pembenihan Rakyat 

Untuk mengalokasika n Pengadaan 
Konstruksi Unit Pembenihan Rakyat 

5.2.3.26.22. Belanja modal Pengadaan 
konstruksi Penerangan 
Jalan dan Taman 

Untuk mengalokasikan Pengadaan 
Konstruksi Penerangan Jalan dan 
Taman. 

5.2.3.26.23. Belanja modal Pengadaan 
konstruksi Kolam 

Untuk mengalokasika n Pengadaan 
Konstruksi Kolam. 

5.2.3.26.24. Belanja modal Sarana dan 
Prasarana Persampahan 

Untuk mengalokasikan Pengadaan 
Sarana dan Prasarana Persampahan. 

5.2.3.26.25. Belanja Modal Pengadaan 
Konstruksi Taman 

Untuk mengalokasikan Pengadaan 
Konstruksi Taman. 

5.2.3.26.26. Belanja Modal Pengadaan 
Konstruksi/Pembelian 
Gedung Sarana Kesehatan 

Untuk mengalokasikan Pengadaan 
konstruksi bangunan gedung 
kcsehatan/laboratorium, baik yang 
dibangun dan/atau dibeli dalam bentuk 
jadi. 

5.2.3.26.27. Belanja Modal Pengadaan 
Konstruksi Tempat Parkir 

Untuk mengalokasikan Pengadaan 
Konstruksi Tempat Parkir. 

5.2.3.26.28. Belanja modal konstruksi 
pagar/gapura 

Untuk mengalokasikan Pengadaan 
Konstruksi pagar, baik yang dibangun 
dan/atau dibeli dalam bentuk jaxU. 

5.2.3.27. Belanja Modal Fengadaan 
Buku / Kepustakaan 

5.2.3.27.01. Belanja modal Pengadaan 
buku matematika 

Untuk mengalokasikan Pengadaan buku 
matematika. 

5.2.3.27.02. Belanja modal Pengadaan 
"buku iTsika 

Untuk mengalokasikan Pengadaan buku 
ftsika. 

5.2.3.27.03. Belanja modal Pengadaan 
buku kimia 

Untuk mengalokasikan Pengadaan buku 
kimia. 

5.2.3.27.04. Belanja modal Pengadaan 
buku biologi 

Untuk mengalokasikan Pengadaan buku 
biologi. 
Contoh -: B u k u Biologi Penunjang 
Kurikulum 
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5.2.3.27.05. Belanja modal Pengadaan 
buku biogran 

Untuk mengalokasikan Pengadaan buku 
biografi. 

5.2.3.27.06. Belanja modal Pengadaan 
buku geogiafi 

Untuk mengalokasikan Pengadaan buku 
geografi. 

5.2.3.27.07. Belanja modal Pengadaan 
1 ^ 1 tt • 

buku astronomi 

Untuk mengalokasikan Pengadaan buku 
astronomi. 

5.2.3.27,08. Belanja Tirodal Pengadaan 
buku arkeologi 

Untnk Tnengalokasikan Pengadaan buku 
1 1 * 

arkeologi. 
5.2.3.27.09. Belanja modal Pengadaan 

buku bahasa dan sastra 
Untuk mengalokasikan Pengadaan buku 
1 1 jt tt 

bahasa dan sastra. 
5.2.3.27.10. Belanja modal Pengadaan 

buku keagamaan 
Untuk mengalokasikan Pengadaan buku 
keagamaan. 

5,2,3.27.11. Belanja modal Pengadaan 
buku sejarah 

Untuk mengalokasikan Pengadaan buku 
sejarah. 

5.2.3.27.12. Belanja modal Pengadaan 
buku seni dan budaya 

Untuk mengalokasikan Pengadaan buku 
seni dan budaya. 

5.2.3.27.13. Belanja modal Pengadaan 
h u k u Perpustakaan 

Untuk mengalokasikan Pengadaan buku 
Perputakaan. 

5.2.3.27.14. Belanja modal Pengadaan 
buku i lmu pengetahuan 
sosial 

Untuk mengalokasikan Pengadaan buku 
• 1 tt 1 * 1 

i lmu pengetahuan sosial. 
5.2.3.27.15. Belanja modal Pengadaan 

buku. i lmu politik dan 
ketatanegaraan 

Untuk mengalokasikan Pengadaan buku 
* i I ' j ' i i i t t t t 

i l m i i p n l i t i V H n n Wtafant^^araan 

5.2.3.27.16. Belanja modal Pengadaan 
buku i lmu pengetahuan 

1 a % 1 « 

dan teknologi 

Untuk mengalokasikan Pengadaan buku 
i lmu pengetahuan dan teknologi. 

5.2,3.27.17. Belanja modal Pengadaan 
huTcu ensiklopedia 

Untuk mengalokasikan Pengadaan buku 
ensiklopedia. 

5.2.3.27.18. I N 1 " J 1 I N J 

Belanja modal Pengadaan 
buku kamus bahasa 

T 1 tt 1 1 1 * 1 TV 1 1 , 4 

Untuk mengalokasikan Pengadaan buku 
kamus bahasa. 5.2.3.27.19. Belanja modal Pengadaan 

buku ekonomi dan 
-keuangan 

Untuk mengalokasikan Pengadaan buku 
ekonomi dan keuangan. 

5.2.3.27.20. Belanja modal Pengadaan 
buku industri dan 
perdagangan 

Untuk mengalokasikan Pengadaan buku 
industri dan perdagangan. 

f— r% f\fw ft 1 

5.2.3.27.21. 
ft 1 _ * J 1 TT _ 1 

Belanja modal Pengadaan 
buku peraturan 
perundang-undangan 

T T tt 1 1 1 ' 1 TV 1 1 _ 1 

Untuk mengalokasikan Pengadaan buku 
peraturan perundang-undangan. 

f ft t ft^ ftft 

5.2.3.27.22. 
TN 1 • _ J 1 TT _ 1 

Belanja modal Pengadaan 
buku naskah 

T T tt V 1 1 * 1 TV 1 1 1 

Untuk mengalokasikan Pengadaan buku 
naskah. pY MM MM MM M— MM MM 

5.2.3.27.23. Belanja modal Pengadaan 
terbitan berkala (jumal, 
•Compact Disk) 

Untuk mengalokasikan Pengadaan buku 
terbitan berkala Qumal, Compact Disk). 

5.2.3.27.24. Belanja modal Pengadaan 
* 1 F * 1 

mikiofi lm 
Untuk mengalokasikan Pengadaan buku 
mikrofilm. 

5.2.3.27.25. Belanja modal Pengadaan 
peta / atlas / globe 

Untuk mengalokasikan Pengadaan buku 
peta/ atlas/ globe. 

5.2.3.27.26. Belanja Modal Buku 
Pelajaran 

Untuk mengalokasikan Pengadaan buku 
Pelajaran. 

^ 4 4 V MM MM 

5.2.3.27.27. 
T T 1 * T r 1 1 TV tt 

Belanja Modal Peta 
lemat ik 

T t tt. 1 1 1 * 1 TV 1 1 1 

Untuk mengalokasikan Pengadaan buku 
Peta Tematik. 

5.2.3.28. Belanja Modal Fengadaan 
Barang bercorak 
Kesenian, Kebudayaan 

5.2.3.28.01. Belanja modal Pengadaan Untuk mengalokasikan Pengadaan 
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lukisan/ foto lukisan/foto. 

5.2.3.28.02. Belanja modal Pengadaan 
patung 

Untuk mengalokasikan Pengadaan 
patung. 

5.2,3.28.03. Belanja modal Pengadaan 
ukiran 

Untuk mengalokasikan Pengadaan 
ukiran. 

5.2.3.28.04. Belanja modal Pengadaan 
pahartan 

Untuk mengalokasikan Pengadaan 
pahatan. 

5.2.3.28.05. Belanja modal Pengadaan 
batu alam 

Untuk mengalokasikan Pengadaan batu 
alam. 

5.2.3.28.06. Belanja modal Pengadaan 
maket/miniatur/diorama 

Untuk mengalokasikan Pengadaan 
maket/miniatur/diorama. 

r~ rt f\ ft Ct F T 1-7 

5.2,3.28.07. 
T N X — • t f — ^ X ft 1 

Belanja Modal Gamelan 
T T tt f I T ' 1 T V 1 

Untuk mengalokasikan Pengadaan 
pengadaan peralatan kesenian tradisional 
/ gamelan r" ft ft ft o f\c\ 

5.2.3.28.08. 
T N 1 - ^ * t f J l A T a t r " 1 

Belanja Modal Alat Musik 
T T tt 1 I T * 1 T V T T tt 
Untuk mengalokasikan Pengadaan alat 
musik. 5.2.3.29. Belanja Modal Pengadaan 

Hewan/Temalc dan 
Tanaman 

5.2.3.29.01. Belanja modal Pengadaan 
hewan kebun binatang 

Untuk mengalokasikan Pengadaan hewan 
T T 1 _ * tt 

kebun binatang. 
5.2.3.29.02. Belnnja modal Pengadaan 

temalf 
Untuk mengalokasikan Pengadaan 
Temak. 

ft ft ftfK ftft 

5.2.3.29.03. 
T N 1 * I T T N 1 

Belanja modal Pengadaan 
tanaman 

T 4 tt T 1 1 * T T V 1 

Untuk mengalokasikan Pengadaan 
tanaman. ^ ft ft ftft 

5.2.3.30. 
Wt t 9 W t • V N t 

Belanja Modal Pengadaan 
Alat-alat 
Persenjataan/Keamanan 

5.2.3.30.01. "Belanja modalPengadaan 
senjata api 

TJntuk mengalokasika n Pengadaan 
senfata api. 

5.2.3.30.02. Belanja modal Pengadaan 
radar 

Untuk mengalokasikan Pengadaan radar. 

5.2.3.30.03. Belanja modal Pengadaan 
mobil water-canon 

Untuk mengalokasikan Pengadaan mobil 
water canon. 

5.2.3.30.04. Belanja modal Pengadaan 
boigol 

Untuk mengalokasikan Pengadaan borgol 

5.2.3.30.05, Belanja modal Pengadaan 
sangkur/ bayonet 

Untuk mengalokasikan Pengadaan 
sangkur/bayonet 

5.2.3.30.06. Belanja modal Pengadaan 
pensai/tameng 

Untuk mengalokasikan Pengadaan 
perisai/tameng. 

5.2.3.30.07. Belanja modal Pengadaan 
-X a X a X 

detektor logam 

Untuk mengalokasika n Pengadaan 
detektor logam. 

5.2.3.30.08. Belanja modal Pengadaan 
rompi ant i peluru 

Untuk mengalokasikan Pengadaan rompi 
anti peluru 

5.2.3.30.09. Belanja modal Pengadaan 
pentungan 

Untuk mengalokasikan Pengadaan 
pentungan. 

5.2.3.30.10. Belanja modal Pengadaan 
1 4 helm 

Untuk mengalokasikan Pengadaan helm. 

5.2.3.30.11. Belanja Modal Pengadaan 
Alarm/Sirine 

Untuk mengalokasikan Pengadaan 
alarm/sirene. 

5.2.3.30.12. Belanja modal Pengadaan 
tt 1 t a 

sentolop / senter 

Untuk mengalokasika n Pengadaan 
a X t a -M 

sentolop / senter. 
5.2.3.30.13. Belanja modal Pengadaan 

baju 
pelampung/ pela mpung 

Untuk mengalokasikan Pengadaan Baju 
Pelampung/Pelampung. 
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5.2.3.30.14. Belanja Modal Pengadaan 

Peralatan Selam 
Untuk mengalokasikan Pengadaan 
Peralatan selam. 

5.2.3.30.15. Belanja Modal Pengadaan 
Teropong 

Untuk mengalokasikan Pengadaan 
Teropong. 

5.2.3.30.16. Belanja Modal Pengadaan 
Papan Selancar 

Untuk mengalokasikan Pengadaan Papan 
Selancar. 

5.2.3.30.17. Belmija Modal 
Kelengkapan Evakuasi 

Untnk mengalokasikfrn Pengadaan 
Kelengkapan Evakuasi. 

5.2.3.31. Belanja Modal Dana Bos 
5.2.3.31.01. Belanja Modal Dana Bos, Untuk mengalokasikan Pengadaan dari 

dana bos 
5.2*3.32. Belanja Modal Dana 

BLUD 
5.2.3.32.01. Belanja Modal BLUD Untuk mengalokasikan Pengadaan dari 

dana Blud 
5.2.3.33. Belanja Modal Fengadaan 

Perlengkapan / Peralatan 
Rumali Tangga 

5.2.3.33.01. Belanja Modal Pengadaan 
Perlengkapan / Peralatan 
Rumah Tangga. 

Untuk mengalokasikan Pengadaan 
Kelengkapan /Peralatan Rumah Tangga. 

5.2.3.34. Belanja Modal Pengadaan 
Perlengkapan../ Peralatan 
Praktek 

5,2.3.34.01. Belanja Modal Pengadaan 
Perlengkapan / Peralatan 
Praktek. 

Untuk mengalokasikan Pengadaan 
Kelengkapan /Peralatan Praktek. 

5.2.3.35. Belanja modal pengadaan 
alat pengolah Umhah 
medis 

5.2.3.35.01. Belanja Modal Pengadaan 
Alat Pengolah Limbah 
Medis 

Untuk mengalokasikan Pengadaan Alat 
Pengolah Limbah Medis. 

Belanja Modal Pengadaan 
Instalasi Central Gas 
Medis 

5.2.3.36.01. Belanja modal pengadaan 
instalasi central gas medis 

Untuk mengalokasikan Pengadaan 
instalai central gas medis. 

5.2.3.36.02. Belanja modal pengadaan 
instalasi transporter 
/pneumatic tube 

Untuk mengalokasikan Pengadaan 
instalai transporter/pneumatic tube 

5.2.3.36. Belanja Modal Aset Tetap 
Lainnya di BOS 

5.2.3.37.01. 

5.2.3.38. 

Belanja modal Aset tetap 
lainnya - d i BOS 
Belanja Modal Gedung 
dan Bangunan BOS 

Belanja modal Aset tetap lainnya d i BOS 

5.2.3.38.01. Belanja modal gedung dan 
bangunan BOS 

Belanja modal gedung dan bangunan 
BOS 

Paraf Koordinasi 
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6. PEMBIAYAAN DAERAH 
6.1. Penerimaan Pembiayaan 

Daerah 
6.1.1. Sisa Lebih Perhitungan 

Anggaran Daerah Tahun 
Sebelumnya 

6.1.1.01. Pelampauan penerimaan 
PAD 

6.1.1.01.01. Pajak Daerah Untuk menganggarkan pelampauan 
penerimaan PAD dari Pajak daerah 

6.1.1.01.02. Retribusi Daerah Untuk menganggarkan pelampauan 
penerimaan PAD dari Retribusi Daerah 

6.1.1.01.03. Hasil Pengelolaan Kekayaan 
Daerah yang Dipisahkan 

Untuk menganggarkan pelampauan 
penerimaan PAD dari Hasil Pengelolaan 
Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 

6.1.1.01.04. Lain Iain PAD yang sah Pengelolaan Kekayaan Daerah yang 
Dipisahkan PAD dari Lain lain PAD yang 
sah 

6.1.1.02. Pelampauan penerimaan 
Dana Perimbangan 

6.1.1.02.03. Dana Alokasi Umum Untuk menganggarkan pela m pauan 
penerimaan Dana Alokasi Umum. Yang 
diperoleh dari Dana Alokaisi Umum. 

6.1.1.02.04. Dana Alokasi Khusus Untuk menganggarkan pelampauan 
penerimaan Dana Alokasi Khusus.Yang 
diperoleh dari Dana Alokaisi Khusus. 

6.1.1.03. Pelampauan penerimaan 
Lain-lain Pendapatan 
Daerah Yang Sah 

6.1.1.03.01. Penerimaan Lain-lain 
Pendapatan Daerah yang 
Sah 

U ntuk menganggarkan pela m pauan 
penerimaan yang diperoleh dari 
penerimaan lain-lain pendapatan daerah 
yang sah. 

6.1.1.03.02. Penerimaan Lain-lain Untuk menganggarkan pelampauan 
penerimaan yang diperoleh dari 
npfiprimann l a i n - l f i i T i 

6.1.1.03.03. Bagi Hasil Pajak dari 
Provinsi dan Pemerintah 
Daerah Lainnya 

Untuk menganggarkan pela rapauan 
penerimaan yang diperoleh dari Bagi Hasil 
Pajak dari Provinsi dan Pemerintah 
Daerah Lainnya. 

6.1.1.03,04. Dana Penyesuaian dan 
Otonomi Khusus 

Untuk menganggarkan pelampauan 
penerimaan yang diperoleh dari Dana 
Penyesuaian dan Otonomi Khusus. 

6.1.1.03.05. Bantuan Keuangan dari 
Provinsi atau pemerintah 
daerah lainnya 

Untuk menganggarkan pelampauan 
penerimaan yang diperoleh dari Bantuan 
Keuangan dari Provin&i atau pemerintah 
Daerah Lainnya. 

6.1.1.04. 

* I - / * 

Sisa Penghematan Belanja 
atau akibat lainnya 
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6.1.1.04.01. Belanja Pegawai dari Belanja 
Tidak Langsung 

Untuk menganggarkan sisa penghematan 
belanja atau akibat lainnya yang diperoleh 
dari belanja pegawai dari belanja tidak 
langsung. 

6.1.1.04.02. Belanja Pegawai dari Belanja 
Langsung 

Untuk menganggarkan sisa penghematan 
belanja atau akibat lainnya yang diperoleh 
dari belanja pegawai dari belanja 
langsung. 

6.1.1.04.03. Belanja Barang dan Jasa Untuk menganggarkan sisa penghematan 
belanja atau akibat lainnya yang diperoleh 
dari belanja barang dan jasa. 

6.1.1.04.04. Belanja Modal Untuk menganggarkan sisa penghematan 
belanja atau akibat lainnya yang diperoleh 
dari belanja modal. 

6.1.1.04.05. Belanja Bunga Untuk menganggarkan sisa penghematan 
belanja atau akibat lainnya yang diperoleh 
dari belanja bunga. 

6.1.1.04.06. Belanja Subsidi Untuk menganggarkan sisa penghematan 
belanja atau akibat lainnya yang diperoleh 
dari belanja subsidi. 

6.1.1.04.07. Belanja Hibah Untuk menganggarkan sisa penghematan 
belanja atau akibat lainnya yang diperoleh 
dari belanja hibah. 

6.1.1.04.08. Belanja Bantuan Sosial Untuk menganggarkan sisa penghematan 
belanja atau akibat lainnya yang diperoleh 
dari belanja bantuan sosial. 

6.1.1.04.09. Belanja Belanja Bagi Hasil Untuk menganggarkan sisa penghematan 
belanja atau akibat lainnya yang diperoleh 
dari belanja bagi hasil. 

•6.1.1.04.10. Belanja Bantuan Keuangan Untuk tncnganggarkan -sisa penghematan 
belanja atau akibat lainnya yang diperoleh 
dari belanja bantuan keuangan. 

6.1.1.04.11. Belanja Belanja Tidak 
Terduga 

Untuk menganggarkan sisa penghematan 
belanja atau akibat lainnya yang diperoleh 
dari belanja tidak terduga. 

6.1,1.05. Kewajiban kepada pihak 
ketiga sampai dengan 
akhir t ahun bel i im 
terselesaikan 

6.1.1.05.01. Uang jaminan Untuk menganggarkan kewajiban kepada 
-pihak kctiga sampai dengan akhir tahun 
belum terselesaikan yang diperoleh dari 
uang jaminan. 

6.1.1.05.02. Potongan Taspen Untuk menganggarkan kewajiban kepada 
pihak ketiga sampai dengan akhir tahun 
belum terselesaikan yang diperoleh dari 
potongan Taspen. 

6.1.1.05.03. Potongan Beras Untuk menganggarkan kewajiban kepada 
pihak ketiga sampai dengan akhir tahun 
belum terselesaikan yang diperoleh dari 
potongan beras. 

6.1.1.05.04. Askes Untuk •mengatrggaTkan kewajiban kepada 
pihak ketiga sampai dengan akhir tahun 
1 ^ 1 a 1 * 1 1 * 1 1 1 * 

belum terselesaikan yang diperoleh dan 
Askes. 

6.1.1.06. Kegiatan lanjutan 
6.1.1.06.01. Kegiatan lanjutan Untuk menganggarkan penerimaan 

pembiayaan yang diperoleh dari kegiatan 
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• 

• 

lanjutan. 

• 

• 

6.1.1.07. Pelampauan Penerimaan 
Pembiayaan 

• 

• 

6.1.1.07.01. Pelampauan Pencairan Dana 
Cadangan 

Untuk menganggarkan pela mpauan 
penerimaan pencairan dana cadangan 
yang diperoleh dari pelampauan dana 
cadangan. 

• 

• 

6.1.1.07.02. Pelampauan Penerimaan 
HasU Penjualan Kekayaan 
Daerah Yang Dipisahkan 

Untuk menganggarkan pelampauan 
penerimaan hasU penjualan kekayaan 
daerah yang dipisahkan yang diperoleh 
dari pelampauan penerimaan HaisU 
penjualan kekayaan daerah yang 
dipisahkan. 

• 

• 

6.1.1.07.03. Pelampauan Penerimaan 
Pinjaman Daerah 

Untuk menganggarkan pelampauan 
penerimaan pinjaman daerah yang 
diperoleh dari pelampauan pinja m an 
daerah. 

• 

• 

6.1.1.07.04. Pelampauan Penerimaan 
Kembali Pemberian 
Pinjaman 

Untuk menganggarkan pelampauan 
penerimaan kembali pemberian pinjaman 
yang diperoleh dari pelampauan 
penerimaan kembali pemberian pinjaman. • 

• 

6.1.1.07.05. Pelampauan Penerimaan 
Piutang Daerah 

Untuk menganggarkan pelampauan 
penerimaan piutang daerah yang 
diperoleh dari pelampauan penerimaan 
piutang daerah. 

• 

• 

6.1.1.07.06. Pelampauan Penerimaan 
Pengembalian Modal 
Investasi 

Untuk menganggarkan pelampauan 
penerimaan pengembalian Modal Investasi 
yang diperoleh dari pelampauan 
penerimaan pengemba If a n Modal 
Investasi. 

• 

• 

6.1.1.08, Penghematan Pengeluaran 
Pembiayaan 

• 

• 
6.1.1.08.01. Penghematan Pembentukan 

Dana Cadangan 
Untuk menganggarkan penghematan 
pembentukan Dana Cadangan yang 
diperoleh dari penghematan pembentukan 
dana cadangan. 

• 

• 6,1.1.08.02. Penghematan Penyertaan 
Modal (Investasi) 
Pemerintah Daerah 

Untuk menganggarkan penghematan 
penyertaan Modal ( Invetasi ) Pemerintah 
Daerah yang diperoleh dari penghematan 
penyertaan modal (Investasi) Pemerintah 
Daerah. 

• 

• 
6.1.1.08.03. Penghematan Pembayaran 

Pokok Utang 
Untuk menganggarkan penghematan 
pembayaran pokok utang yang diperoleh 
dari penghemata n pembayaran pokok 
utang. 

• 

• 

6.1.1.08.04. Penghematan Pemberian 
Pinjaman Daerah 

Untuk menganggarkan penghematan 
pemberian pinjaman daerah yang 
diperoleh dari penghematan pemberian 
pinjaman daerah. 

• 

• 

6.1.2. Pencairan Dana Cadangan 

• 

• 

6.1.2.01. Pencairan Dana-Cadangan 

• 

• 

6.1.2.01.01. Pencairan Dana Cadangan 
nomor 

Untuk menganggarkan penerimaan 
pembiayaan yang diperoleh dari pencairan 
Dana Cadangan. 

• 

• 

6.1.3. Hasil Penjualan Kekayaan 
Daerah yang Dipisahkan 

• 

• 

6.1.3.01. 
tor..—...-' U 1 ' 
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perusahaan milik 
daerah/BUMD 

6.1.3.01.01. Hasil penjualan perusahaan 
mil ik daerah/BUMD 

Untuk menganggarkan Hasil Penjualan 
Perusahaan mil ik Daerah/ BUMD yang 
diperoleh dari Perusahaan Daerah Air 
Minum (PDAM) dan PDAU. 

6.1.3.02.. Hasil penjualan aset milik 
pemerintah-daerak yang 
dikeijasamakan dengan 
pihak ketiga 

6.1.3.02.01. Hasil penjualan aset mil ik 
pemerintah daerah yang 
dikeijasamakan dengan 
pihak ketiga 

Untuk menganggarkan Hasil Penjualan 
Aset Mil ik Pemerintah Daerah yang 
diperoleh dari kerjasama dengan pihak 
ketiga 

6.1.4. Penerimaan Pinjaman 
Daerah 

6.1.4.01. Penerimaan Pinjaman 
Daerah dari Pemerintah 

6.1.4.01.01. Penerusan pinjaman daerah 
dari pemerintah 

Untuk menganggarkan Pinjaman Daerah 
Pemerintah yang diperoleh dari Penerusan 
Pinjaman. 

6.1.4.02. Penerimaan Pinjaman 
Daerah dari pemerintah 
daerah Iain 

6.1.4.02.01. Penerimaan Pinjaman 
Daerah dari pemerintah 
daerah lain 

Untuk menganggarkan Penerimaan 
Pinjaman Daerah Pemerintah Daerah Lain 
yang diperoleh dari Pemerintah Daerah 

5.1.4.03. Penerimaan Pinjaman 
Daerah dari lembaga 
keuangan bank 

6.1.4.03.01. Penerimaan Pinjaman 
Daerah dari lembaga 
keuangan bank 

Untuk menganggarkan Penerimaan 
Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan 
Bank yang d i peroleh dari Bank 

6.1.4.04. Penerimaan Pinjaman 
Daerah dari lembaga 
keuangan bukan bank 

6.1.4.04.01. Penerimaan Pinjaman 
Daerah dari lembaga 
keuangan bukan bank 

Untuk menganggarkan Penerimaan 
Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan 
Bank yang d i "peroleh rtaxi Lembaga 
Keuangan bukan bank 

6.1.4.05. Penerimaan Hasil 
Penerbitan Obligasi Daerah 

6.1.4.05.01. Obligasi atas nama 
pemerintah daerah 

Untuk menganggarkan penerimaan 
pinjaman dari obligasi atas nama 
pemerintah daerah 

6.1.4.05.02. Obligasi atas nomor 
pemerintah daerah 

Untuk menganggarkan penerimaan 
pinjaman dari obligasi atas nomor 
pemerintah daerah 

6.1.5. Penerimaan Kembali 
Pemberian Pinjaman 

6.1.5.01. Penerimaan Kembali 
Penerimaan Pinjaman 
Daerah 

6.1.5,01.01. Penerimaan Kembali 
Penerimaan Pinjaman 
Daerah 

Untuk menganggarkan penerimaan 
kembali penerimaan pinjaman daerah 
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6.1.6. Penerimaan Piutang 
Daerah 

6.1.6.01. Penerimaan piutang 
daerah dari pendapatan 
daerah 

6.1.6.01.01. Penerimaan piutang daerah 
dari pendapatan pajak 
daerah 

Untuk menganggarkan Penerimaan 
Piutang daerah dari Pendapatan Daerah 
yang -diperoleh dari Penerimaan piutang 
daerah dari pendapatan pajak daerah. 

6.1.6.01.02. Penerimaan piutang daerah 
dari pendapatan retribusi 
daerah 

Untuk menganggarkan Penerimaan 
Piutang daerah dari Pendapatan Daerah 
yang diperoleh dari Penerimaan piutang 
daerah dari pendapatan retribusi daerah. 

6.1.6.01.03. Penerimaan piutang daerah 
dari lain lain pendapatan 
yang sah 

Untuk menganggarkan Penerimaan 
Piutang daerah dari Pendapatan Daerah 
yang diperoleh dari Penerimaan piutang 
daerah dari la in lain pendapatan yang sah 

6.1.6.02. Penerimaan piutang 
-daerah -dari pemerintah 

6.1.6.02.01, Penerimaan piutang daerah 
dari pemerintah 

Untuk menganggarkan Penerimaan 
Piutang daerah dari Pendapatan Daerah 
yang diperoleh dari Penerimaan piutang 
daerah dari pemerinah 

6.1.6.03. Penerimaan piutang daerah 
dari pemerintah daerah 
lain 

6.1.6.03.01. Pemerintah daerah Untuk menganggarkan Penerimaan 
Piutang daerah dari Pendapatan Daerah 
yang diperoleh dari Penerimaan piutang 
-daerah dari pemerinah daerah lain 

6.1.6.04. Penerimaan piutang 
daerah dari lembaga 
keuangan bank 

6.1.6.04.01. Bank Untuk menganggarkan Penerimaan 
Piutang daerah dari Pendapatan Daerah 
yang diperoleh dari Bank 

6.1.6.05. Penerimaan Piutang 
daerah dari lembaga 
Keuangan bukan bank 

•6.1.6.05.01. Lembaga keuangan bukan 
bank 

Untuk tncnganggarkan Penerimaan yang 
diperoleh dari lembaga keuangan bukan 
bank yang diperoleh dari Penerimaan 
piutang daerah dari lembaga keuangan 
bukan bank. 

6.1.6.06. Penerimaan Kembali 
Investasi Dana Bergulir 

6.1.6.06.01. Penerimaan Kembali 
investasi Dana BeiguUr 

Untuk menganggarkan Penerimaan 
investasi yang diperoleh dari Penerimaan 

*/ mJ M. 

Kembali investasi Dana Bergulir 
6.1.6.06.02. Penerimaan Kembali Dana 

Bergul irdar i Kelompok 
Masyarakat 

Untuk menganggarkan Penerimaan 
mvcstast yang diperoleh dar i Pcncrimaaii 
Kembali dana bergulir dari kelompok 
masyiakaL 

6.1.6.07. Penerimaan Piutang 
Revolving 

6.1.6.07.01. Penerimaan j)iutang. Untuk menganggarkan Penerimaan yang 
diperoleh dari Penerimaan Piutang. 

Sekda 

Pm 

KaDag 
Hukum 

Asislen, 
PO Pemrakarsa 

PD Terkait 



K O D E URAIAN KETERANGAN 
1 2 3 

6.2. Pengeluaran Pembiayaan 
Daerah 

6.2.1. Pembentukan Dana 
Cadangan 

6.2.1.01. Pembentukan Dana 
Cadangan 

6.2.1.01.01. Pembentukan Dana 
Cadangan 

Untuk menganggarkan pengeluaran 
pembiayaan yang diperoleh dari 
pembentukan dana cadangan. 

6.2.2. Penyertaan Modal 
(Investasi) Pemerintah 
Daerah 

6.2.2.01. Badan usaha milik 
pemerintah (BUMN) 

6.2.2.01.01. BUMN Untuk menganggarkan pengeluaran 
pembiayaan Daerah untuk Badan Usaha 
Milik Negara (BUMN) 

6.2.2.02. Badan usaha milik daerah 
(BUMD) 

6.2.2.02.01. Bank Jatim Untuk menganggarkan pengeluaran 
pembiayaan Daerah untuk Badan Usaha 
Milik Daerah (BUMD) yang diperoleh dari 
Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur. 

6.2.2.02.02. Bank Perkreditan Rakyat Untuk menganggarka n pengeluaran 
pembiayaan Daerah untuk Badan Usaha 
Milik Daerah (BUMD) yang diperoleh dari 
Bank Perkreditan Rakyat 

6.2.2.02.03. Perusahaan Daerah Air 
Minum 

Untuk menganggarkan pengeluaran 
pembiayaan Daerah untuk Badan Usaha 
Milik Daerah (BUMD) yang diperoleh dari 
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). 

6.2.2.02.06. Perusahaan Daerah Aneka 
Usaha 

Untuk menganggarka n pengeluaran 
pembiayaan Daerah untuk Badan Usaha 
Milik Daerah (BUMD) yang diperoleh dari 
Perusahaan Daerah Aneka Usaha. 

6.2.2.03. Badan usaha mlllk swasta 
6.2.2.03.01. Badan usaha mil ik swasta Untuk menganggarkan pengeluaran 

pembiayaan Daerah untuk Badan Usaha 
Mil ik Swasta 

6.2.2.04. Dana Bergulir 
6.2.2.04.01. Dana Bergulir Dinas 

Koperasi 
Untuk menganggarkan pengeluaran Dana 
Bergulir Dinas Koperasi 

6.2.2.04.01. Dana Bergulir Dinas 
Tanaman Pangan 

Untuk menganggarkan pengeluaran Dana 
Bergulir Dinas Tanaman Pangan. 

6.2.3. Pembayaran Pokok Utang 
6.2.3.01. Pembayaran Pokok Utang 

yang Jatuh Tempo kepada 
Pemerintah 

6.2.3.01.01. Penerusan pinjaman Untuk menganggarkan Pembayaran pokok 
utang yang j a tuh tempo kepada 
Pemerintah dari penerusan pinjaman 

6.2.3.01.02. Rekening Dana Investasi Untuk menganggarkan Pembayaran pokok 
utang yang ja tuh tempo kepada 
Pemerintah yang diperoleh dari Rekening 
Dana Investasi 

6.2.3.02. Pembayaran Pokok Utang 
yang Jatuh Tempo kepada 
Pemerintah daerah lain 
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6.2.3.02.01. Pemerintah daerah Untuk menganggarkan Pembayaran pokok 
utang yang ja tuh tempo kepada 
Pemerintah Daerah lain yang diperoleh 
dari Pemerintah Daerah lain. 

6.2.3.03. Pembajraran Pokok Utang 
yang Jatuh Tempo kepada 
Lembaga Keuangan Bank 

6.2.3.03.01. Bank Untuk menganggarkan Pembayaran pokok 
utang yang j a tuh tempo kepada Lembaga 
Keuangan Bank yang diperoleh dari Bank 

6.2.3.04. Pembayaran Pokok Utang 
yang Jatuh Tempo kepada 
X#embaga Keuangan bukan 
Bank 

6.2.3.04.01. Lembaga keuangan bukan 
Bank 

Untuk menganggarkan Pembayaran pokok 
utang yang j a tuh tempo kepada Lembaga 
Keuangan Bukan Bank yang diperoleh 
dari Lembaga Keuangan Bukan Bank. 

6.2.3.05. Pembayaran Pokok Utang 
yang Jatuh Tempo kepada 
Pemerintah 

6.2.3.05.01. Penerusan pinjaman Untuk menganggarkan Pembayaran pokok 
utang yang ja tuh tempo kepada 
Pemerintah yang diperoleh dari 
penerusan pinjaman. 

6.2.3.06. Pembayaran Pokok Utang 
sebelum Jatuh Tempo 
kepada Pemerintah Daerah 
lain 

6.2.3.06.01. Pemerintah Daerah Untuk menganggarkan Pembayaran pokok 
uta ng sebelum j a tuh tempo kepada 
Pemerintah Daerah lain yang diperoleh 
dari Pemerintah Daerah Lain. 

6.2.3.07. Pembajraran Pokok Utang 
Sebelum Jatuh Tempo 
kepada lembaga keuangan 
bank 

6.2.3.07.01. Bank Untuk menganggarkan Pembayaran pokok 
uta ng sebelum ja tuh tempo kepada 
Lembaga Keuangan Bank yang diperoleh 
dari Bank 

6.2.3.08. Pembayaran Pokok Utang 
sebelum Jatuh Tempo 
kepada X#embaga keuangan 
bukan bank 

6.2.3.08.01. Lembaga keuangan bukan 
bank 

Untuk menganggarkan Pembayaran pokok 
uta ng sebelum ja tuh tempo kepada 
Lembaga Keuangan Bukan Bank yang 
diperoleh dari Lembaga Keuangan Bukan 
Bank. 

5.2.3.09. Pelunasan ObBgasi -daerah 
pada saat jatuh tempo 

/ T o o f\f\ rt 1 

o.2.3.09.01, Pelunasan Obligasi daerah 
atas nama 

Untuk menganggarkan Pelunasan Obligasi 
daerah pada saat j a tuh tempo yang 
diperoleh dari Obligasi Daerah yang ja tuh 
tempo. 

6.2.3.09.02. Pelunasan Obligasi daerah Untuk menganggarkan Pelunasan Obligasi 
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atas nomor daerah pada saat j a tuh tempo yang 
diperoleh dari Obligasi nomor yang ja tuh 
tempo. 

6.2.3.10. Pembelian kembali o b l ^ s i 
daerah sebelum jatuh 
tempo 

6.2.3.10.01. Pembelian kembali obligasi 
atas nama 

Untuk menganggarkan Pembelian kembali 
-obligasi-daerah sebelum ja tuh tempo yang 
diperoleh dari Obligasi Daerah sebelum 
ja tuh tempo. 

6.2.3.10.02. PembeUan kembali obligasi 
atas nomor 

Untuk menganggarkan Pembelian kembali 
obligasi daerah sebelum ja tuh tempo yang 
diperoleh dari Obligasi Nomor sebelum 
fatuh tempo. 

6.2.4. Pemberian Pinjaman 
Daerah 

6.2.4.01. Pemberian Pinjaman 
daerah kepada Pemerintah 

6.2,4.01:01. Pemerintah •Untuk menganggarkan Pemberian 
Pinjaman Daerah kepada Pemerintah yang 
diperoleh dari Pemberian Pinjaman kepada 
Pemerintah. 

6.2.4.02. Pemberian Pinjaman 
Daerah kepada Pemerintah 
Daerah lain 

6.2.4.02.01. Pemerintah Daerah Untuk menganggarkan Pemberian 
Pinjaman Daerah kepada Pemerintah 
daerah lain yang diperoleh dari Pemberian 
Pinjaman kepada Pemerintah Daerah lain. 

5.2.4.03. Pemberian Pxnjaman 
Revolving 

6.2.4.03.01. Pemberian Pinjaman 
Revolving. 

Untuk menganggarkan Pemberian 
Pinjaman Revolving yang diperoleh dari 
Pemberian Pinjaman Revolving. 

6.2.4.03.02. Pemberian Pinjaman. Untuk menganggarkan Pemberian 
Pinjaman yang diperoleh dari Pemberian 
Pinjaman . 

6.3. Sisa Lebih Pembiayaan 
Anggaran Tahun 
Berkenaan 
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